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REPU BLIK INDONESIA
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PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

PRTORTTAS IlAsIOrAL lPlll/
PROGR PRIORITAS (PPI/
XFI}IATAITPRIO TAA(XP}

!r' :rIrJ.J E'SELIIW
2Ur1

TARGEI
20/16

/ILOI(ASI
(RP. JUTAI

['lF:ffSrTJi
'J-flTJit

01
PN: Memperkokoh ldeologi
Pancasila, Demolqasi, dan
Hek Asasi Manusia

0l - Terwujudnya
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara yang
Berlandaskan Pancasila,
DeEolsasi, dan Hak
Asasi Manusia

01- Indeks Demolaasi
Indonesia

79,4t 82,r2-a5,66 449 .77 I ,66 I 29 - Kemerterian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan

02- Indeks Hak Asasi
Manusia

2,7O l2o23l 2,AO 136 - KeEenteriart Hak Asasi
Manusia

o1.ol
PP: Penguatan ldeologi
Pancasila, Wawasan
Kebangsaan, dan Ketaltanan
Nasional

0l - Mertguakrya
Pancasila dan Wawasa!
Kebangsaal dalam
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Befnegara

O1- lndeks D€rnolqasi
Indonesia Aspek Kebebasan

02- Indeks Aktualisasi
Pancasila

76,86 84,56-88,20 199.239,88 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamanart

122 - Badan P€rabinaan
Ideologi Pancasila

77,73 l.2023) 80,15

01.01.01
KP: Penguatan Wawasan
Ideologi Pancasila di Iblangan
Penyelenggara Netara

01 - Terwujudnya
Internalisasi,
Institusionalisasi, dan
Aktualisasi [deologi

0l- Jaminan Kebebasan
Berkumpul, Berekspresi,
Berserikat, dan
B€rpendapat oleh Aparat
Negara

44,97 a2,aH7,57 89.665,53 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politjk
dsn Keamrnen
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PRTORITAS IIASTOTAL (Prl/
PROOnTU PRTORTTAS (PPr/
XIEGIATTT PRIORITAS (KPI

FrSfI rrlil iiTiif'lIE{tJ- FTf,iTrrJ TARGET
20,16

ILOXAAI
IRP. JUTA)

trif: FIIiI: Ii
,$rtl

Pancasila bagi
Penyelenggara Negara

02- Pers€ntase
IEplementasi Peta Jalan
PeEbinaan ldeologi
Pancasila

Persen o 50,oo I22 - Badan Pe@binaan
Ideologi Patcasila

o1.o1.02
KP: Pelaksanaart G€rakan
Nasional KITA BERSAUDARA

01 - Menhgkatnya
Kohesivitas Sosial dan
KeharEonisai Kehidupan
Masyarakat Multikultural
yang Berwa\Masan
Kebangsaan dan Niliai-
Nilai Pancasila

0 l- Indeks rrJdualisasi
Pancasila - Pengarlalan Sila
1 Ketuhanai yang Maha
Esa

02- Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan Sila
2 Kemanusiaan yang Adil
den Beradab

7a32l2o23l

4r,46 l2o23l

81,OO

84,00

95.950,00 122 - Badan Pembinaan
Ideologi Parcasila

122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila

122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila

122 - Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila

03- Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan Sila
3 Persatuan Indonesia

04- lndeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan Sila
4 Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat
KebU aksanaan dalam
Pemusyawaratan
Perwakilan

81,18 (2023)

79,3s l2o23l

84,00

82,00
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PRIOETAA /rArOrrAL(Prl/
PROGRAI PRTORITAA IPPI/
K:EGIATAT PEORITA8 ETP)

lrilrllrf,{iIl EASETIIE
2021

TARGEf,
2IJ26

AIPX.ASI
(RP. JUTAI

trIYIiEIiITIIIT,IJ

05- Indeks Aktualisasi
Pancasila - Pengamalan Sila
5 Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Ralqrat lndonesia

68,33 (2023) 71,00 122 - Badan Pembinaan
Ideologi Paicasila

80,00 059 - Kementerian
Komunikasi dar Digital

06- Persentas€ Konten
Komurikasi Publik yang
Dapat Memperkuat
Kohesivitas Sosial
Berlandaskan Nilai-Nilai
Psncasile

persen 0

01.01.03
KP: Peningkatarl Kualitas
Pe@impin di Tingkat Pusat
Hingga Daerah

0l - Meningkatnya
Kualitas Pemimpin di
Tingkat Pusat Hingga
Tingkat Daerah

0l- PerforEa Pimpinan
Tingkat Pusat dan Daerah
dalam Membina Ketahanan
Nasional

82,AAQO23l 85,88-90,41 13.624,35 064 - lEmbaga Ketahanan
NasioIral

01.02
PP: Penguatan Komunikasi
Publik dsn Media

0l - T€rciptanya
Ekosistem Komunikasi,
Kebebasan Pers dan
Media Massa yang
Berintegritas

01- Indeks Kemerdekaan
P€rs

02- Indeks Keterbukaart
Informasi hrblik

69,36 70,50 1O7.L49,O4 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

75,65 76,25 059 - Kementerian
KoEunikasi dan Digital

03- Indeks Komunikasi
Pembangunan dan
Informasi Publik

69,8O (2023) 72,OO 059 - Kementerian
KoEunikasi dan Digital
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PRIORITAA ITASIOTTL (PTf I/
PR(xiRAf PRIORITTS (PFl/
xtEoIATAr PRIORTTAA (XPl

l-'ii,l]7'Fii,-n FTs{TTJJ TARGEI
2oir6nvA

ALOXASI
(RP. JI'TAI

IlSTATSI
K(X)RDITAMR/ PE GAUPU

01.02.01
KP: Penguatan Pers dan Media
Massa yaru Bertanggung
Jawab, Edukatif, Jujur,
Objektif, dan Sehat Industri
Eqro's)

0l - Tem'ujudnya
Kebebasan Pers dan
Media Massa yang
Berintegritas,
Bertanggung Jawab,
Edukatif, Jujur, Objektif,
dan Sehat Industri

O I - Kualitas Siaran Televisi
yartg Memenuhi Standar
Berleku

3,22 3,20 77.149,04 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
KoEunikasi dan Digital

059 - Kemearterian
KoEunikasi dan Digital

059 - KeEeoterian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

O59 - Keeenterian
Komunikasi dan DiBitaI

02- Persentase Penurunan
Kejadian Intervensi dan
Kekerasan Pers

03- Persentase
Ind€pendensi Pers dari
Kelompok Kepentingan
yang Kuat

04- Persentase Jumlah
Perusahaan Pers dan Media
Massa yang Memiliki Tata
Kelola Baik

05- Pers€ntase Peningkatarl
Kepatuhan Terhadap Etika
Pers

06- PerseDtas€ Peningkatan
Akses Pers & Media Bagi
Kelompok Rentrn

pers€n

persen

persen

pers€n

persen

65,80

65,69

63,74

70,12

69,08

66,50

66,50

64,50

71,00

70,00
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PRTORTTAS f,ASrOrrL (BI)/
PROGRM PRIORITAS (PPI/
xiEorATAr PRroRrTrs lI.Pl

FITIIJJiJ s.r,EirrsJ IASEI.IIE;
2021

TARGEf,
2026

[csTlrgI
I(()ORDIIIAIIOR/ PEI| GAf PU

ALOXtAt
(RP. JT'TAI

07- Jumlah Peserta
Pelatihan Peningkatan
Ikpasitas SDM Bidang
Jumalistik dsn Pers

orang 2.015 1.887 059 - Kemearterian
KoEunikasi dan Digital

ot.o2.o2
KP: P€oguatan Sistem
Komunikasi dan Kesetaraan
Masyarakat atas lnforEasi
Pubtik

0l - Terbangunnya
Sistem Komunikasi dan
JaEinan Kesetaraart Hak
Masyarakat Atas
Informasi Pubtik

01- JuElah Kebijakan yang
Mendukung lEplementasi
SKPN

02- Jumlah Peserta
Pelatihan Peningkatan
Kapasitas SDM Bidang
Kominfo yang Bertaleuta
D1gltal

dokuEen

orarng 141_300 200.300

11 3 30.0OO,OO 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - KeDenteriart
Komunikasi dan Digital

O59 - Kemeuterian
KoEunikasi dan Digital

03- Pers€ntas€ Aks€s &
Diseminasi Informasi Publik
Kepada Masyarakat

04- Persentase Partisipasi
Publik dalam Proses
Pentambilan Keb{akan
Publik

p€fsear

persen

77,44

75,68

77,98

77,98

05- Pers€ntas€ Badan
Pubtik dalam Tata Kelola
InforEasi Publik yang Baik

persen 76,25 76,75

SK No 040041 C
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PRTORITAS ItASrOr& lPtrl/
PRq}RA PRIORITAS (PPI/
XIEGIATrIT PRIORITiTS (xPI

i=II:rT fT ifiilirfJrtn ffit7IJ AESELI E
2(J24

TARGET
2025

TLOTAAI
(RF. JI'TAI

IIT:'rJiFIi

06- Persentas€ Jarainan
Hukum Atas Akses
Informasi Rrblik

persen

pers€n

79,92

76,33

4o,42

76,43

O59 - Kementerian
KoBunikasi dan Digital

07- Persentase Kepatuhan
Badan hrblik dalar!
Menjalankar UU
Keterbukaan Informasi
Publik

059 - KeEenterian
Komutlikasi dan Digital

01.03
PP: Penguatan I2mbaga
Demokrasi

01 - T€rwujudnya
I,embaga Delrolsasi yang
Itukoh Sebagai Pilar
Demokrasi untuk
Mewujudka, Demolcasi
Substansial

Ol- Indeks DeEolaasi
Indonesia Aspek Kapasitas
t€mbaga DeDokf,asi

79,44 79,88-83,32 18.038,23 129 - Kementedan
Koordinator Bidang Politik
dan Kearaanan

o1.03.01
KP: Penguatan Flrngsi
Legislasi Iembaga kgislatif

01 - Terwujudnya Kinerja
l,embaga Legislatif yang
Semakin Meningkat
sebagai Pilar Demolsasi

0l- Kinerja L€mbaga
t€gislatif dalam
Pelaksanaarl Fungsi
I,€gislasi

63,18 55,99-59,23 18.038,23 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keatuartan

SK No 040040 C
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PRTORTTAS TASIOXTL lPltl/
PROGnTX PRIORITAS (PPl/
xEGIAT/rr PRTORTTAA (APl

E[-fir!t-l |lilrirI{rIil TSiTrJJ BAI'EIIIE
2.,24

TAR('ET
2026

ALOX.ASI
(RP. JI}TAI

F.-FFf'frf.il

01.03.02
KP: Penguatah Keleobagaan
Penyelea4gara Pemilu

01 - Terrqrjudnya Kinerja
Peoyelenggara Pemilu
yang SeEakin Meningkat
dalaE Mendukung
Demokrasi Prosedural
Menuju Demokrasi
Substansial

Ol- Persentas€ Hasil
Penindakan Pelanggaran
Pemilu yang Cepat, Tanpa
Biaya, Aks€sibel, Mudah
Dimengerti, dan Akuntabel

persen oo O 115 - Badan Pengawas
PeEilihan UmuD

01.04
PP: Penguatart Kes€taraan
Masyarakat Sipil

o1.o4.01
KP: Penyediaan Dana Abadi
dan Penguatan Kapasitas
Organisasi Kemasyarakatan

Ol - Terwujudrya
Partisipasi Bermalma
Masyarakat Sipil melalui
Jaminan Kesetaraan
MasyaGkat

01 - Terwujudnya
Penguatan Kapasitas
O!ganisasi
Kedrasyarakatan dalaE
Menjalankan Peran
Advokasi, Pemberdayaan,
dan Konhol Sosial

01- Indeks Demolaasi
Indonesia Aspek Kesetaraan

01- Jumlah Daerah dengan
Indeks Kinerja Organisasi
KeEasyarakatan
Berkategori Baik

82,51 81,98-€5,51

'14

75.8O0,O0 129 - Kementerian
Koordinator Bidant Politik
dan Keamanan

4.75O,O0 010 - Kementerian Dalam
Negeri

daerah o

01.04.o2
KP: Penguataa Kes€taraan
Masyarakat Sipil pada Sektor
Politik

Ol - Terv,/ujudnya
Penguatan Jaminan
Kes€taraan Masy€rakat
Sipil pada Seldor Politik
untuk Menjalankan

0l- Jumlah Pemilih
Pemula, Kelompok Rentan,
darl Marginal yang
Diberikan Pendidikan
Pemilih

orang o 69.125 71.O5O,OO 076 - KoEisi Penilihan
Umum

SK No 040309 C
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PRIORITAA TAAIOITTL (PU/
PROCRAI PRIORITAS IPPI/
I'DGIATIIT PRIORIT/TS EiPI

Y-F:I'rITJ liiiit{7firIil rjrrirFJ TIRGET
2Ur6

ALOIUAI
(RF. JUTA)

[fSTAIISI
rq)RDITAMR/PEIIGA PUlltE4

Peran Pemberdayaan dan
Kontrol Sosial

02- Jumlah lGder
Pengawas yang Diberikan
Pendidikan dan Pelatilan
Pengaqrasan Pemilu
Partisipatif

orang 900 19.355 115 - Badan Pengawas
Pemilihan UEum

01.05
PP: Pengarusutarraan,
Pemajuan, dan Pearegakan
HAM

0l - Terwujudnya
Regulasi dan
Kelembagaan
Berperspeldif HAM serta
P€rlindungan HAM
Terutama tapi Tidak
Terbatas pada Kelompok
Rentan.

0l- Indeks HAM Dimensi
Hak Sipil dan Potitik

2,60 12023) 2,70 89.544,52 136 - Kementerian Hak Asasi
Msnusia

02- Indeks HAM Dimensi
Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya

2,AO l2o23l 2,90 136 - Kementerian Hak Asasi
Manusia

01.05.01
KP: Internalisasi HAM untuk
Kebuakan Huma[is, Inklusif
dan Berperspehif Gender

01 - T€rwujudnya
Kebijakan dan
KeleEbagaan yang
Bcrperspeltif Hak Asasi
Manusia, Humanis,
Inklusif, dan Gender.

Ol- Persentas€ K/L/D dan
Masyarakat yang
Mendapatkan Penguatan
HAM

50,25 54.300,00 136 - Kementerian Hak Asasi
Manusia

074 - Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia

persen o

02- Jumlah Kebijakan
Diskriminatif yang
Ditindaklanjuti

kebijakan 10 10

SK No 040308 C

perseno1.05.o2
KP: Perlindungan Hak Asasi

01 - T€rwujudnya
Perlindungan HAM dan
Penghapusan Prakik

O1- Tingkat Efektivitas
Penalga[an Kasus
Pelanggaran IIAM

37,60 12023) 40,60 35.244,52 074 - Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia
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PRIORITAA IIASIOITAL (PU/
PROGRAI PRIORITAA IPPI/
XIEGIATAII PRIORITTS ETPI

.BASELIIEi
2oi24

T/IROEf,
20116

ALOKASI
(RP. JUTAI

il-GIY'riI{i
S-T'F:IItrJ.J trarlltff,l:Ia t7riTrIii

Manusia dar! Penghapusan
hahik Distrcirdnasi

Dislrriminasi terutaEa
Tapi fidak Terbatas pada
Kelompok Renta!

02- Pef,s€ntase Capaian
Aksi RANHAM

persen 83,47 60,00 136 - Kehenterian Hak Asasi
Manusia

CATATAN:
1. S$uai dengan pcndckatan THIS, $cbuah proyek dapat mendukung lebih dan 1 (ratu) Prioritag Na$onalt

3. Perubahan dncian dan pcndanaan proy.k Belanja K/L pada tahur p€lakanaan dapat dilakukan dentan pcr!€tujuan Mcnteri PPN/Kcpala Bapp.nas dar Merteri Kcuanaan;
4. Dapat tcrjadi pcrubahan alokasi dan target se.uai etuiensi angagaran bcrdasarkan Inprls No I tahun 2025.

SK No 040307 C
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PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN
BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN

EKONOMI BIRU

PRTORITAS rASrOrrL (Prl/
AASEIIII'E

20,24
TARGEf,

2()26
ALOXASI

IRP. JMAI
rrsTrrar

XOORDIIIATOR/ PEITGTUPU
PROGR.AT
IIEOIATAf,

tP?l/
(I@l

ffiw-fJ Fr5ffrJ,'l

02
PN: Memantapkan Sistem
Pertahanan Keamanan Negara
dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui SvraseEbada
Pangan, Energi, Ab, Ekonomi
Sysriah, Ekonomi Digital,
Ekonohi Hiiau, dan EkonoEi
Bim

01 - Terjaganya
kedaulatan negara dan
penguatan stabilitas
kea8ranan nasiolal
sebagai fondasi
pelaksanaan
pembangunan

lliFti'l7jf.Til

01- Asia Power lndex
{DiploEatic lnfluence)

65,6 65,8 209.901.355,24 0l I - Keoenterian Luar Negeri

02- Asia Power Index
(Military Capability)

15,70 17,00 034 - Kementerian
Koordinator Bidang Potitik,
Hukum dan KeaDanan

03- Proporsi Penduduk
yartg Merasa AmaI
Berjalan Sendirian di
Area Tempat Tinggahya

peraen 62,8 (2O2O) 6a 034 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum dalr Kea.manan

04- Global Cybers€curity
Index

100,00 95,O0 034 - KeEenterian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum den Keamanan

034 - Kernenterian
Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan

05- Indeks Keamanan
Lqut Nasional

59,00 61,00

SK No 040306 C
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PRTORTTTS IiTSTOTAL (Pr)/
PROGRTX PRIOETAA (PFI/
xiEGrATrr PRToRTTAS lXPl

TAROEf,
2.},26

ALOI(AAI
IRP. .'UTAI

llilrrIGItFEJJTfi iIiTtrFEE FTSTITJJ ,$vlt

02 - Meningkatkan
kemandirian bantsa
dalam memenuhi
kebutuhan paagan
yang bef,kualitas secara
b€rkelanjutan dengan
pendekatan Nexus
Pangan, En€rgi dan Air
(FEW Ne,(usl

0l- Indeks Ketahanan
Pangan (IKB

71,20 75,40 131 - Kementerian
Koordinator Bidang Palrgalr

02- Pertumbuhan PDB
pertanian, kehutanafl,
dan perikanan

persen o,67 2,8-3,1 131 - KeDenterian
Koordinator BidanB Pangan

03 - Meningkatkan
kemaDdirian ba[tsa
dalaE EeEenuhi
kebutuhan energi
s€cara berkelanjutan
deargan pendekatan
Nexus Pangan, Energi
dan Air (FEW Nexus)

01- Indeks Ketahanan
Erterg

6,@ 6,82 O35 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

04 - Meningkatkan
ketrandirian bangsa
dalar! memenuhi
kebutuhan air secara
b€rkelanjutan dengan
pendekatan Nexus
Pangan, Energi dan Air
(FEW Ner(us)

0l- Indeks Ketahanan Air
Nasional

3,44l2o22l 3,50 132 - Kementerian
Koordinstor Bidang
Infrastruktur dan
PeobangunaD Kewilayahan

SK No 040305 C
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PRIORITAS rASIOrrL lPrl/
PROORAI PRIORITTS PPI/
KFI}IATAII PRIORITTS (xP}

hfl:tl.-rfil iliTtfiff.Ii !"TT{IrIT TARGET
20,16

ALOI(ISI
(RP. JI}TA}

f!$IV,fGTi
fiarzt

05 - T€rc/ujudnya
pcreLonomian Nasional
yang inklusif dan
berkelanjutan

Ol- Posisi ekonomi
syariah Indonesia di
tingkat global (Perirgkat
GIEO

peringkat 3 l2o23l 3 Komite NasioDal Ekonomi dan
Keuangar Syadah (KNEKS)

055 - Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perenc,maar
Pembangunafl Nasional

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

055 - Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasio[al/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementerian
Lintkungan Hidup /Badan
Pengendalian Lingkungart
Hidup

02- Indonesia Blue
Economy Indo( (IBEI)

34,25 (20231 41,26

03- Indeks Daya Saing
Digital di Tingkat Global

peringkat 43 4l

06 - Terwujudnya
Transformasi Ekonomi
Hijau

Ol- Indeks Ekonomi
Hijau

60,37 (2023l. 71,8

02- Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

03- Indeks Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

73,53

0,35 (2020)

76,67

o,47

SK No 040304 C
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PRIORITAA I|AAIOTTL (NT}/
PROGRAX PRIORITTA (PPI/
XIEGIATAIC PRIORITAA EiPI

02.o1
PP: Pembantutlan Postur
Pertahanan

i=rr.!-f,Jrli

0l - T€rwujudnya
Pondasi Kemampuan
Pef,tahalan Berdaya
Gentar Kawasan

0 I - Pers€ntase
Pemenuhan
Pembangunan Kekuatan
Pokok TM

r-aiTrr'l7sfiIll sr.E{r/rJ

persen

.&tstLrE
2024

TARGET
20/26

AI,OXTAI
IRP. JI'TAI

4O,OO 32.441.532,72 012 - Kementerian Pertahanan30,30

02.ot.o1
KP: Melanjutlan Program
Penguatan Postur P€rtahanan
deugan Konsep Optirlum
Essential Force dalaD Rangka
Meningkatkan Efeldivitas
Menjaga Kedaulatan NKRI

0l - T€r'wujudnya
Kelanjutan Program
Pentuatan Postur
Peftahanan dengan
Koosep OptimuE
Essential Force dalaE
Rangka Meningkatkan
Efeldivitas Menjaga
Kedaulatan NKRI

O 1 - Pers€ntas€
Pemenuhan Alutsista

persea! 30,30 4O,OO 26.541.823,07 012 - Kernenterian Pertahanan

02.ot.o2
KP: Meningkatlan Kekuatan
TNI di Daerah Perbatasan dan
Pulau Tertuar

0l - Terwujudnya
Peningkatkan Kekuatan
TNI di Daerah
Perbatasan dan Rrlau
Terlusr

01- Persentas€
Penurunan Pelanggaran
terhadap Kedaulatan,
Keutuhan dan
Kes€lamatan Bangsa

persen 51,30 35,00 321.482,12 012 - Kementerian Pertahanan

SK No 040303 C
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PRTORTTAS TAAIOX/rL (Prl/
PROGRAI PRIORIT/TS (PPI/
l{EolATAn PRTORTTAIi lXPl

02.01.o3
KP: Memperkuat Kearxralan
Telmologi InforEasi
Telekomudkasi dan
Memperkuat Kapabilitas
Badan Pertahanan Siber

02.o1.o4
KP: Peningkatan
hofesionalisEe dan
Kesejahteraan Prajurit

irr:rstrI,'i

0l - Terwuju&rya
Penguatan Keamanan
Teknolo8i Infonnasi
TelekoEunikasi dan
MetEperkuat
Kapabilitas Badan
Pertahanan Siber

01 - T€wujudnya
Peningkatan
Profesionali$ne dan
Kesejaht€raan Prajurit

01- Persentas€
Pemenuhan Peralatan
Siber

ir'lrrT5laFJ

0I- Perserttase
Pemenuhan Sa.rpras
Rumah Dinas

ffiffi

pers€n

pers€n

IAAEL'E
2.J24

TARGET
2026

67,50

69,42

rf,oxAat
IRP. JI'TAI

filF:rI.rF:ll

70,00 14.O84,28 012 - Kementerian Pertahanan

71,15 1.959.989,12 O12 - KeEearterian Pertahanan

02.0t.05
(P: Menhgkatkan Kesiapan
Alpalhankam melalui
Peeeliharaan dan Perawatan

01 - Terwujudnya
Perdntkatsn Kesiapan
Alpalharkam melalui
Pemeliharaan dan
Perawatan

O I - Persentase
Peaenuhan Harrat
Alutsista

persell 49,70 52,30 3.604.154,14 012 - Kementerian Pertahanan

02.o2
PP: Pembangunan dan
PengeEbangan Industri
Pertahanan

Ol - Terwujudnya
Industi Pertahanan
yang Sehat, Maju,
Marldiri, dafl Berdaya
Saing

O1- Ranking Industri
Pertahanan (SIPRI top
roo)

peringkat > 100 lOO 24.442.3A7,45 012 - Kementeria! Pertahanan
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PRIORITAS TASIOITAL (PTI/
PROGRAf, PRIORITAA (PPI/
I':EGIATTII PRIORITAS IKPI

02.o2.ot
KP: Mempercepat Peningkatan
Kemampuan lndustii Strate8is
Nasional dalaE Memenuhi
Kebuttthan Alat Utama Sistem
Senjata bagi TNI/Polri

rIJT fJ

01 - Terwujudnya
Percqratan
Peningkatan
Kemampuan Industri
Strategis Nasional
dalara Mefienuhi
Kebutuhan Alat Utama
Sistem Senjata bagi
TM/Polri

01- Persentase
Peningkatan KeiMmpuan
Indust i Pertahanan

FIE{I/IJ

pers€n

ElStI.IMt
2o,A

TARGET
2Ur6

60,00

ALOtaASt
IRP. JUTA)

nf.'ff'fiF:n

76,00 23O.299,OO Ol2 - Kementerian Pertahanan

02.o2.o2
KP: Meningkatkan Ibmitmen
untuk Meaugunakan Produk-
produk Industri Strategis
Nasiona.l dan
Mendayagunakart S€bcsar
Mungkin l(apasitas lndustri
Strategis Ds.lalr Negeri

01 - Ternujudnya
Pningkatan Koaitmen
untuk Menggunakan
hoduk-produk Industri
Strategis Nasional dan
Mendayagunakan
S€besar Mungkin
Kapasitas Industd
Strategis DalaD Negeri

0 1 - Pers€ntas€
Pengadaan,
Pemelihar:aafl dan
Perawatan Alpalharkam
yang Melibatlan Industri
Pertehsngn

persen 100,00 1OO,0O 3.6A7.79A,76 012 - KeEenterian Pertahanan

02.o2.o3
KP: Tralsformasi Tata Kelola
Industri Pertahanan dan
Penerapal SkeEa Spend to
Invest

01 - T€i'wujudnya
TransforEasi Tata
Kelola Indust i
Pertahanan dan
Pearerapan Skema
Spend to Invest

O 1- Persentase Pedanjian
IEbal Dagang
IGndungan lrkal dan
Ofset {IDKL,o) yang
Terlaksana dalam
Pengadaan AlpalhankaE
Luar Negeri

persen 50,oo 70,00 20.524.249,70 Ol2 - Keoenterian Pcltahanan

SK No 040301 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
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PRTORTTAS TASIOTAL lPrl/
PROGRAf, PRIORITAA IPPI/
XDGIATIT PRIORITAA IXPI

02.03
PP: Komponen Cadangan dan
Komponen Pendukung

0l - T€rwujudnya
Penguatan Komponen
Cadangan dan
Nomponen Pendukung

O1- Pers€ntase suEber
Daya Nasional yang
Dimanfaatksn Eenjadi
Kekuatan Pertahanan

iIIjn rrlJ ni r;Irl7fliIi Fr' TTrJ,I

p€fsen

BASELINE
2024

TARGEf,
2Ur6

AIII(ASI
(RP. JIITAI

fiEff,fGTi

100,00 118.337,31 Ol2 - Kemeuterian Pertahanan100,00

02.03.01
KP: Penguatart Konsep dan
Praltik Wawasan Nusantara
bagi Seluruh Ralyat Indonesia
dan Memperkuat Komponen
Cadangan

0l - Terwujudrya
Penguatan Konsep darr
Pra.litik Wawasan
Nusantara bagi S€Iuruh
Rakyat Indonesia dan
Medperkuat Komponen
Cadangan

O1- Pers€ntase Kader
Bela Negara yang Telah
T€f,bentuk

persen (irdikator baru) 30,00 108.087,31 012 - KeEentedan Pertahanan

02- Persentas€ Kelulusan
Komponen Cadangan
dengan Nilai Baik

persen 100,00 100,o0 O12 - Kementerian Pertehsnan

02.o3.o2
KP: PeDbinaan KoDponen
Pendukung untuk Penguatan
Pertahanan Negara

0l - T€rwujudnya
Pembinaan Komponen
Pendukung untuk
Penguatan Pertahanan
Negara

O1- Pers€ntas€ Penataan
dan Pembinaan
Komponen Pendukung

persen (indikator baru) 100,o0 10.250,00 012 - Kementerian Pertahanart

02.o4
PP: Intelijen dan Kesrrranan
Dalam Negeri

01 - Terwujudnya
Sistem Deteksi Dini
yan8 Mampu
Mendukung KearEanan
Negara

O1- Fragile State Index 63,70 61,90 245.265,32 050 - Badan Intetjen Negara

02- Global Terrori$n
Index

3,99 3,91 113 - Badan Nasional
Penanggula[ga! Terorisme
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PRTOHTAS TASTOTAL Ftrl/
PROOR.II PRIORITAA (PPI/
IIDGIATrIT PRIORITAA IXPI

SirJlrIJ flii;li,i7'Er.Il TETTTJ TIRGEf,
2026

TLOXAAI
IRP. JUTA}

iIGffiT
fiirzl

02.o4.oL
KP: Melakukan SinerSi
Pendekatan Sejarah, Budaya,
Kearifan l,okal, dan Sosial
Ekonomi, Serta Paham
Kebhinekaan di Daerah-
daerah yang Ra{an Konllik
Serta Rentan Isu SeparatisEe

02.o4.o2
KP: Penguatan IGpabilitas
Penyelidikan, Pengaraanan
dan Penggalangan Keamanan
Dalar! Negeri

0l - Tei'wujudnya
Sinergi Pendekatan
Sejarah, Budaya,
Keadfan lrkal, dan
Sosial Ekonomi, Serta
Paham Kebhinekaan di
Daef,ah-daef,ah yang
Rawarr Konflik Serta
Rentan Isu Separatisme

01 - Terwujudnya
Penguatan IGpabilitas
Penyelidikan,
Perryamanan dan
Penggalangan
Keamanan Dalam
Negeri

01- Jumlah Kegiatan
PeEberdayaan
Masyarakat dalaE Aspek
Wawasan Kebangsasn
pada wilayah Konflik dan
Renten

01- Cakupan Deteksi
Dini InteUjeD

kegiatan (indikator baru)

persen (indikator baru)

5 1.750,00 010 - Kemearterian Dalarn
Negeri

l0O,O0 243.515,32 O5o - Badan lntelijen Negara

02.04.03
KP: Koordinasi Sinergi Antar
InsEumen Pertahana! dan
Kearaanan dalam Pencegahan
dan Penanggulangan Aksi
Terorisdre

01 - Meningkatnya
Sinergi Antar
lnstrumen Pdtahanan
dan Keamanan dala$
Pencegahan dan
Penanggulangsn Aksi
Terorisrrre

0 I - Persentase instansi
yang berpartisipasi
dalara sinergisitas
penanggulangan
terorisme

pers€n (indikator baru) 100,00 0,OO 113 - Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme
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PRTORITTS TASTOTAL (Prl/
PROGRAU PRIORITAS (PPI/
XIE&IATAII PRIORITAS (XFI

TARGEf,
2@16

/ILOIIASI
IRE. JI}TAI

Irlr:Ifi-,i:IiFI'F:r'rr'rl liii;t'l7,El.IJ SIfTI/TJ ,tvA

02.o4.o4
KP: Penguatan Kontra
Radikalisesi

01 - Ter$'ujudnya
Penguatan Kontra
Radikslisasi

O1- Indeks Risiko
Terorisme (Target)

sl,97 (2023) 5t,67 I 13 - Badan Nasional
PenaDggulangan Terorisrne

02.04.05
KP: Penguata! Deradikalisasi
Terorisr!e

01 - Terwujudnya
Penguatan
D€f,adikalisasi
T€rorisme

O1- Indeks Risiko
Terorisme (Pelaku)

30,o1 29,al I13 - Badan Nasional
PenanBgulangan Terori$le

02.04.06
KP: PenguataD Pusat Analisis
dan Pengendalian Icisis

0l - Ternrjudnya
Penguatan Pusat
Analisis dan
Pengendalian Krisis

O I - P€rs€ntas€
Peningkatan Kema.dpuan
Pusat Analisis dan
Pengendalian Icisis

persen (indikator baru) 50,00 113 - Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme

02.o5
PP: Keamanan Siber, Sandi,
dan Sinyal

01 - T€!'wujudnya
Interaksi dan lYansaksi
Siber, Persandian, dan
Sinyal yang Aman

O1- Indeks KearDalan
den Ketehenan Siber

(indikator baru) o,73 2.345.413,40 051 - Badan Siber dan Sandi
Negara

02.05.01
KP: Memperkuat Keamanar!
Teknologi InforEasi
Telekomunikasi

01 - T€rpenuhinya
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana KeaInanan
Siber, Sandi, dan
Sinyal Nasional

O I - P€rsentas€
Pemanfaatan llrovasi
Hasil Perekayasaan di
Bidang Kea.lranan Siber
den Sandi

pers€n (indikator baru) 50,00 2.343.947,2O 051 - Badan Siber dan Sandi
Negara
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PRTORTTTS r(ASrOrrL |Pf, l/
PROGRAU PRIORITAS (PPI/
rFriraT/rr PEoRTTAS lllPl

FTSIf, J ['1f.fi7,8{t-J .IrirrsJ TiIRGET
2026

AII'IUSI
(RP. JI}TAI

fliEfr5r$
?\84

02.o5.o2
KP: Peng€mbangan SDM,
Peningkatan t'rofesionalisme,
dan Kes€j aht€raan SDM
Keamanan Siber, Sandi, dan
Sinyal

0l - Terpenuhinya SDM
Keamanan Siber dar!
Sandi Nasional

01- Rata-Rata
Competeocy Gap Index
(CGI) SDM Siber dan
Sandi

pers€n (indikator baru) 14,0O O,O0 051 - Badan Siber dan Sandi
Negara

02.05.03
KP: Penguatan Ketembaga,an
Keamanan Sib€r, Sandi, dan
Sinyal

0l - T€rwujudnya
Kelembagaan
KearDanan Siber dan
Sandi Nasional

01- Nilai Kematangan
Keamanan Siber PSE

(indikator baru)

051 - Badan Siber dan Sandi
Negara

051 - Badan Siber dan Sandi
Negara

2,59 2,94

02- Nilai Kematangan
Penyelenggara
Persendien

3,20

02.05.04
KP: Operasi Keamanan Siber,
Sandi, dan Sinyal S&ategis

0l - Terq.rjudnya
Operasi Keamanan
Siber, Sandi, dan
Sinyal Strategis Yang
Efetirtif

0 I- Indeks Kesiapsiagaan
dan Ketahanan Sber
Nasional

(indikator baru) 0,75 1.426,20 OSI - Badan Siber dan Sandi
Negara

02.06
PP: Keamanan Laut d€n Hidro-
oseanografi

01 - Terwujudnya
Keamanan,
Keselahatan, dan
Penegakan HukuE di
wilayah Perairan dan

Ol- IKLN DiEensi
Pengendalian Kejahatar
Laut

68,00 76,50 2.699.477,43 1 19 - Badan Keamanan taut

02- IKLN Dimensi
Pengendalian
Pelanggaran Laut

54,00 61,30 I 19 - Badan Keamanan l,aut
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REPUBLIK INOONES IA

-2t-
PRTORTTAS rASrOrrL (ml/
PRq}RA PRIORITAA IPPI/
XEGIATAT PRIORITAS (IIPI

lrI-:fT ril E IAELIIE
2024

T/IRGET
2045

rJrt]7I:rl
. JI'TAI

itrffisiir.'prr-Tfali ."f'Ef'7sJ

Wilayah Yurisdiksi
lndonesia

03- IKLN Dimensi
Pengendalian
PenceEaran laut

67,OO 68,OO I 19 - Badan Keamanan Iaut

119 - Badan KeaEanan I^aut

012 - Kementerian Pcrtehanan

04- IKLN Dirlensi
Pengendalian Kecelakaan
l,aut

05- Indeks Survei dan
Pemetaan Hidro-
Os€anografi

persen

33,00

54,22

33,40

65,67

02.06.01
KP: Memperkuat Strategi
Diplomasi Maiitim untuk
Meneguhkan Kedaulatan dan
Meningkatkat! Keamanan di
Seturuh Wilayah Negara
Kesatuan Repubtk Indonesia
(NKRI)

01 - Terwujudnya
Penguatart Strategi
Diplomasi Maritim
untuk Meneguhkan
Kedaulatan dan
Meningkat*an
I(eaDanan di S€luruh
Wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

Ol- Persentase Kehadirart
dala.E Forum-Forum
Internasional terkait
Keamanen Laut

400,00 119 - Badan KeaDanan Lautpersen 25,00 87,50

01 - Terwujudnya
Penguatan Kapabilitas

01- IKLN DiDensi
Kapasitas Patroli

72,OO 72,20 1.602.000,71 I19 - Badan Keamatran Laut
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l-J-f, rT.rr'Erlr.r:rrdirjl (Pf,I/

tml
lxPl

PROGRTU
XEGIATAII

F-rE-rsr,fit llit-I'l7jitfil
|TJGIJIT,!3

KP: Penguatan Kapabilitas l'aut Pemenuhan Postur
Lembaga Kearlanan Laut Bakamla RI

SATUAiT AASET,IE
20/24

TARGET
2026

ALOXtAt
(RP. JUTAI

r-tif:ff,r,T:Ii

03- Indeks Kesiapan
Sarana dart Prasarana
P€ogawasan SDKP

ao.oo

5A,OO

al.oo

64,20 1.046.71,0,71 119 - Badan Keamanan laut

O32 - KeEenterian Kelautan
dan Perikanan

032 - Kementerian Kelautan
dan Perikanan

02.06.03
KP: Kolaborasi Pengawasan
dan Pemetiharaan Kearuanan,
Keselamatan, dan Penegakan
Hukum di Wilayah Yurisdiksi
Laut Indonesia, ALKI, datt
Choke Point

01 - Terwujudnya
Kolaborasi Pengawasan
dan Pemeliharaan
Keamartan,
Peningkatan
Kes€laaatan, dan
Penegakan Hukum di
wilayah Yurisdiksi
Laut, ALKI, dan Choke
Point

01- IKLN DiEensi
Kapasitas Pemantauan

02- Persentase
Kesesuaian Rencana
Pat 'o1i Nasional

persen 100,00 100,00 I 19 - Badan Keemansn l,aut

03- Indeks Op€rasi
Armada Pengawassn
Sumber Daya Kelauatan
dan Perikanan

91.OO 93.00

02.06.o4
KP: Pe ngkatan
hofesionali$le dan
Kesejahteraan P€rsonel
tembaga Keamanart l,aut

Ol - Terwujudnya
Peningkatan
Profesionalisme dan
Kes€jahteraan Personel
Lembaga Kearaanan
Laut

0 I - Persentase
Pemenuhan Sarpras
Profesionali$le dan
Kesej ahteraan

pers€n 4,20 7,OO 0,0O 119 - Bada! Keamanan Laut

SK No 040295 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-
PRTORTTAA TASIOTAL lPlll/
PR(XiRAX PRIORITAS IPPI/
XIEGIATAI{ PRIORITAS (KPI

.BAAELIE
20,24

TARGET
2.,26

l|Ir,I.7S:n ffi.ffis[I'!:ff,irTl liiprr]7rf.Il FT5{TrIJ JI'TAI

02.06.05
KP: Pemetaal BatiEetri dan
Alur laut s€rta Moderrdsasi
Peralatan dan Sarana
Prasarana Penyelenggaraan
Hidro-Oseanografi

01 - T€ru/ujudlya
Pemetaan Batimetxi
dan Alur taut serta
Modernisasi Peralatan
dan Sarana Prasarana
Penyelenggaraan Hidro-
Oseanografi

O l- Persentase Realisasi
Rencana Luas Wilayah
Pef,airan Indonesia
(Pedalaman, Kepulauan,
Teritorial, ZEE, dan
Landas Kontinear) yang
Diperbar"ui melalui Surta
Hidrogafi dan
Oseanografi

02- Persentas€
PeDearuhan Peralatart
dan Sarpras
Penyelenggaraan Hidro
Os€anografi

persen

pels€n

54,22

42,10

65,67 10.766,42 012 - Kementerian Pertahanan

56,60 012 - I(ementedsn Pertehanan

02.o7
PP: Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat

01 - T€rwujudnya
kondisi keamanan dan
ketertiban yang
terkendali dan kondusif

O1- Indeks Kearaanan
d€n Ketertiban
Masyarakat

3,3s 12023) 3,70 35.645,34 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia
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PRTORnAA rfASrOnAL (ml/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
XIEGIATAII PRIORITAS IXPI

ffiffi fiFItf5{atl CfiTsrJiI &TSEIJIIE
2024

TARGET
2026

AfOXAAI
(RP. JUTAI

fiiF:ff,riT:n

o2.o7.o1
KP: Melakukan Peningkatan
Kemampuan Penan8anan
Konllik Sosial dan
Pengamanan Objek Vital

01 - Terwuju&rya
aparat keamanan yang
memiliki kemampuan
Penangaanan Konflik
Sosial daIr pengarxtanan
objek vital sesuai
dengan standar dan
humanis

0l - Indeks
Haikamtibmas

3,28 l2o23l 3,70 12.636,80 060 - K€polisian Negara
Republik Indonesia

o2.o7.o2
KP: Melakukan Penhgkatar
Efeldivitas Penyelesaian
Tindak Pidana

0l - Terwujud.ya
penyel€saian tindak
pidana oleh Polri s€cara
deldif, efisien dan tepat
sesaran

0l- Crime Rate kasus
kejahatan per

100.000
penduduk

2r4 l2o23l 195 23.008,54 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia

060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia

02- Clearance Rate
Tindek Pidsna

persen 74,OO l2o23l 76,OO

02.08
PP: Profesionalisme Pelayanan
Kepolisian

01 - Tefl ujudrya
Profesionalisme
Pelayanan Kepotsiart

01- Indeks Kepuasan
layanan Kepolisian

4s,77 l2o23l 86,50 13.683.056,36 060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia

02.08.01
KP: Melakukan Peningkatan
Kesiapan Alruatsus dan
Ssrslre Prasersne Polri

01 - Terpenuhinya
kebutuhan almatsus
dan sarana prasarana
Pold dalam rangka
mddngkatkal kirterja
leEbaga kepolisian

0l- Tingkat p€oenuhan
Minimum Essential
Police Equipment (MEPE)

persen (indikator baru) 81,00 13.610.364,32 060 - Kepolisian Negara
R€publik lndonesia
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PRIORITAA TAAIOTAL (PU/
PRO(iRrf PRIORITTS (PP}/
XEGIATT PRIORITASII{PI

anstlllxE
2()24

TARGET
2026

ALOKASI
(RP. JI'TAI

trffiiTiI'I{7f{iI FtSir.fJ

02.oa.o2
KP: Melakukan Peningkatan
Kualitas dan Digitalisasi
LayaDan Kepolisian

01 - TerMrjudnya
peningkatan layana!
k€polisian yant
berkualitas dan mudah
diakses yang didukung
oleh teknologi terbaru

Ol- Indeks SPtsE 3,00 (2023) 3,40 68.669,02 060 - Kepolisian Negara
Repubtk Indonesia

060 - Kepolisian Negara
Rcpublik Indonesia

02- Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
tayanan Pengaduan Polri

persen 70 l2o23l 72,OO

02.08.03
KP: Melakukan Peningkatan
Jumlah dan Proporsi Polwal

0l - Terwujudnya
kes€taraan gender di
lingkungan Polri
melalui pen]rcsuaian
rasio jumlah SDM dan
peEbaharuan work
altangement

Ol- JuElah Pusat
Pendidikan Polq,"an

unit I1 2.542,74 060 - Kqolisiar Negara
Repubuk Indonesia

060 - Kepolisian Negara
Republik Indonesia

02- JuDlah Kapasitas
Rrsat Pendidikan Polwen

ornng 805 405

02.08.04
KP: Peningkatan Kualitas dan
Kuartitas Pendidikan dan
Pelatihan Anggota Polri

01 - Terwujudnya SDM
Polri yang memiliki
standar kompetensi
tertentu dalam
pelaksanaan tugas dan
tungsi Pohi

O 1- Indeks
Profesionalitas SDM Polri

(indikator baru) 71,00 1.440,24 060 - Kepolisiar Negara
Republik Indonesia

02.o9
PP: DiploEasi Asta Cita dan
Diplomasi Ekonomi

Ol - Terpeliharanya
hubungan
lnternasional yang
kondusif dengan

O1- Indeks Kernajuan
Penyelesaian
P€rundingan Perbatasan
Negara

{indikator baru) 0,555 296.5a3,59 011 - Kementerian Luar Negeri
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PRIORITAA TAAIOTTL (PXI/ IAIIEI''IE

20.24
TARGEf,

20.26
[rtor,Eii

JI'TA)
iffiffiPROOR.AI

IIFI}IATAN
IPP)/
lxP)

FrI:-rIirTI milrl7f,{.Ii

terselenggaranya
diplomasi asta cita dan
diplomasi ekonomi

02- Indeks Pengaruh dall
PeraD di Dunia
Internasional

0l I - Kementerian Luar Negeri

03- Indeks Citra
Indonesia di Dunia
lnternasional

04- Indcks Efektieitas
Diplomasi Ekonomi

4,O7 4,12 (skala 5)

75,00 77,OO

0Il - KeEenterian Luar Negeri

011 - Kementerian Luar Negeri

4,97 l2o23l 4,20 (skala 5)

02.09.01
KP: Percepatan Penyelesaisn
P€rjanjian Batas Maritim dan
Darat Indoneaia dengan
Negara Tetangga dan tetap
Eengedepankan Prinsip
Kedaulatan dan Kesej ahteraan
Rakyat dalam Skema Good
Neighbour Policy

01 - Terlaksananya
pelcepatan
penyelesaian perjanjian
batas maritir! dan
darat Indonesia dengan
negafa tetangga dan
tetap Eelgedepar*an
prinsip kedaulatan dan
kesej ahteraan rakyat
dalam skema good
neighbour policy

Ol- lndeks KeEajuan
Perundingart Batas
Maritim lndonesia
dengan Negara Tetangga

52,43 7 t,96 7.290,14 Oll - Kemeatterian Luar Negcr:i

02- Indeks Kemajuan
Penyelesaian
Perundingan Penetasan
Batas Darat Negara

61,13 65,53 OIO - Kementerian Dalam
Negeri

02.o9.o2
KP: Penguatan Kepeidmpinan
di Tintkat Global melalui
Peran Alrtif dalem Fora dan

Ol - Meningkatnya
peran akif untuk
memperkuat suprernasi
dan kepemimpiua!

O1- Persentas€
kepemirrpinan Indonesia
pada forum kerja sama
multilatersl

pers€n 75,00 76,OO 4.381,12 011 - Kementerian Lua.r Negeli
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PRIORITAA TAAIOTTL (Pr)/
PROORTX PRTORTT/IS lm/
BEGIATAT PRIORTTAS (IIP'

Orgarisasi Internasional,
Perabangunan Postur
Diplomasi, s€rta Pelibatan
Diaspora lndonesia

.'ftrJ rr-f,.l irlT;I'l75liI{ EIETIrIJ

pers€n

TARGEf,
2026

ALOKASI
lRP. Jt TA)

lrSTATAI
xooRIrIrAmR/PEroAfPUlvtl

Indonesia dalam forum
dan organisasi
intemasional,
terbangunnya postur
diploDasi, s€rta
meningkakrya
pelibatan diaspora
Indonesia

02- Persentase gagasan,
prakarsa, atau
rekomendasi Indonesia
yang diterima dalam
pertemuart tingkat tinggi
dan tingkat menteri
regional dan/atau
Eult-ilateral

75,00 76,O0 Ol1 - Kementerian Luar Negeri

OII - Kementerian Luar Negeri03- Persentas€
Kebe.hasilan Pencalonan
Indonesia/wakil
Indonesia pada posisi
strategis di orgaDisasi
internasional

pers€n 75,00 76,OO

04- Angka PeEbangunan
Postur Diplomasi

(indikator baru) 10 Ol I - Kementerian Luar Negeri

05- Pers€ntas€
penhgkata[ aks€s dan
fasilitas bagi diaspora
lndonesia

persen 15,00 25,00 Ol1 - Kementerian Lua! Neg€ri
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PRIORITAS IIASIOTAL (PTI/
PROGRAU PRTORTT/ra lPFl/
BEOIAT/|r PRIORITAA IRN

T/IROE
2()26

ILOI(AAI
(RP. JI'TAI

li^-Frriir:Iiiii I llrff,{.Ii irSfiTJJ ft,tzl

02.09.03
KP: Peirguatan Kefja Sama
PeEbangunan lnternasional

02.o9.o4
KP: Penguatan Diplomasi
Ekonomi

01 - Mentuatnya kerja
sama pembantunan
internasional

ol - Terwujudnya
penguatan diplomasi
ekonomi

O 1 - Persentas€ Kebijakar
di Bidaig Keia Sama
Pembangunan
Intemasional Indonesia
yang telah Sesuai dengan
Prioritas Nasional

O 1 - Pers€ntas€
kesepakatan kerjasama
terkait diplomasi
ekonomi yang
ditindaklanjuu oleh
peEangku kepentingan
dalam negeri

persen

persen 75,00

(indikator baru) 40,00 5.655,85 011 - Kementerian Luar Negeri

81,00 93.589,34 011 - Kementerian Luar Negeri

02- Persentase
keberhasilan promosi,
pembentukan norma,
dan kes€pakatan
diplomasi ekonomi
terutama pada sektor
prioritas

03- Jumlah
PTA/FTA/CEPA yang
terselesaikan

P€rsen

PTA/FTA/ CEPA

75,00 80,50 Ol l - Kementerian Luar Negeri

090 - Kementeria!
Perdagangan

t9 24
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PRIORIIAA TAAIOTTL (P,IiI/
PROGRT PnIORITAS (PPI/
XEGTATA PRIORITAA (xPI

TTSELIIE
2()24

TIROEI
2025

ALOXIAI
(RF. JUTAI

iiilIrI,TjIiSIr:r5 'J irii;Jr]7fFlil FIS{ITTJ

02.09.05
KP: Ketja Sama Intcrnasional
tentang Ketenagakerjaan dan
Perg€rakan Tenaga Kerja
Terampil

01 - Terq/ujudnya
Perluasan Kesepakatan
Kerja Sama
Internasional tentang
Ketenagakerj aan dan
Pergerakan Orarrg
untuk Perluasan
Kesempatan Kerja
dengan Keahlian
Menengah dan Tinggi

O1- Jumlah Kerja Sama
Internasional tentang
Ketenagakerj aan dan
Pergerakan TeaMga K€rj a
Terarnpil

kesepakata! ao 33.940,22 104 - Kementerian
Pelindungan Pekerja Migan
Indonesia/ Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(BP2Mr)

02.09.06
KP: Proses Aksesi lndonesia ke
OECD

0l - Terwujudnya
aks€si Indonesia ke
OECD

O I - Pers€ntas€
pemef,ruhan pelaksanaan
penilaian mandiri,
penj rsunan da.rr
penyarnpaian dokumear
Initial MemoranduE
kepada Sekretariat OECD
12024-2O2s)

pers€n 151.726,92 035 - Kemerterian
Koordinator Bidang
Perekonomisrr

035 - KeEeoterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

02- Pers€ntas€ Dokumen
Initjal Memorandum yant
s€lesai proses reviu dari
Konite oEcD (2026-
2028].

persen 30,o0
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PRTORTAS rASrO[rL (Prl/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
rtolATrr PRroRrTrs (xP)

02.10
PP: Swas€mbada Pangan

0I - Meningkatnya
Keters€diaan Pangan
Secara Berkelanjutan
Berbasis Lumbung
Pangan

03- Pef,s€ntase
penyeDpumaan standar,
kebijakan, dan p€raturan
perundang-undangan
ya[g mendukung
percqratan keanggotaan
Indonesia ke oEcD
12027-2029].

01- Skor Pota Pangan
Harapd! {PPH)
Keters€diaan

i=fs:nrrTI [i prr"i7sirF:l SIs$rIJ

persen

TARGET
2026

ILOKAAI
(RP. JI'TAI

friFtlliljl

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

125 - Badan Pangan Nasional

131 - Kementerian
Koordinator Bidang Pangan

018 - Kementerian Pertaiian

,TO4

95,06 97,51 95.707.145,09 125 - Badan Pangan Nasional

02 - Meningkabya
Kualitas Konsumsi,
KeaEanan, dan
Penanganan
IGrawanan Pangan

03 - Menirgkatnya Nilai
Tambah, Produldivitas
dan Tata Kelola Sistem
Pangan

01- Skor Pola Pangan
Harapsn (PPH) KonsuEsi

93,50 94,50

02- Prevalensi
Ket-idakcukupan
Konsumsi Pangan

0l- Pertumbuhan Nilai
Tambah per Tenaga Kerja
Selrtor Pertanian,
Kehutanan dan
Perikenan

persen

persen

4,24

3,22

6,55

3,ao
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PRTORTTAA r{AatOI{AL (Pr)/
PROGRT PRIORITTA FPI/
XEIIIATAIi PRTORTTTA fl{Pl

FFjr'rfIil TARGET
2e26

ILOXASI
(RP. .'UTAI

irFfr-cfiIF$IIJ .FEa

02- Indeks Kes€jahteraan
Petani 0KP)

0,693 (2023,
angka kajian

seDentara BPS)

o,773r Ol8 - Kementeriar Pertanian

02.10.01
KP: Pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/LuEbung Pangan
I(aliErantan Tengah

0l - Meningkakrya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
KaliEantan Tengah

O I - Peningkatar
Ploduksi Beras KSPP
IGlimantan Tengah

02- Peningkatan Luas
Panen Padi KSPP
KaliDantan Teatgah

ton 21.008

9.435

740.163 644.890,00 018 - Kementerian Pertanian

520.896 O18 - Kementcrian Pertdrianha

02.to.o2
KP: Pengembangan Kawasan
Sentra hoduksi I,angan
(KSPP)/Lumbung Pangan
Sumatera Utara

0l - Meningkatnya
produksi dart luas
panen hortikultura di
KSPP Sumatera Utera

0 I - Penttgkatan
Produksi Hoftikultura
KSPP Sumatera Utara

ton 2?.362 33.440 0,00 018 - Kementerian Pertanian

018 - Kementerian Pertsnierr02- Peningkatan Luas
Panen Hortikuttura KSPP
Sumatere Utera

ha 24,15 2.200

02.lo.o3
KP: Pengcmbangan Kawasan
Sentra Produksi P6ngan
(I(SPB / Lumbung Pangan
Sumatera S€latan

01 - Meningkatrrya
ploduksi dan luas
panen padi di KSPP
Sumatera Selaten

01- Peningkatan
Produksi B€ras KSPP
Sumatera Selatan

ton 44.OltJ 859.313 018 - Kementerian Pertadan

018 - Kementerian Pertenien02- Peningkatan Luas
Panen Padi KSPP
Sumat€ra Selatsn

he t6.949 671.236
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PRIORITAA TAAIOITAL (PTI/
PRqiRAf PRIORITAS (PFI/
xDGIATIT PRIORTTAS (XPl

IIIrIJJiI llir [rl.f{ita [rSffrJJ TARGET
20dt

AI'XASI
(RP. JUTA)

nirJ?rir,Tt
FWm

02.10.04
KP: Peng€rrbarEart l(awasan
Sentra Produksi Pangan
(KsPg/Lumbung Pangan
Nusa Tengtara Timur

01 - Meningkatnya
produksi dan luas
panen padi di KSPP
Nusa Tenggara Timur

01- Peningkatan
Produksi Beras KSPP
Nusa Tenggara Timur

ton 6.303 (2023) 44.723 018 - Kemeart€rian Pertanian

Ol8 - Kementerian Pertenian

O18 - Kementerien Pe-rtanian

O 18 - Kementerian Pertanian

02- Peningkatan Luas
Panen Padi KSPP Nusa
Tenggara Timur

ha o 53.975

02 - Menintkatflya
produksi dan luas
panen jagung di KSPP
Nusa Tenggara Timur

0 1 - Penhgkatan
Produksi Jagung KSPP
Nusa Tenggara Timur

ton 42.201 375.137

02- Penintkatan Luas
Panen Jagung KSPP
Nusa Tenggara Timur

ha 7.304 123.O12

02.10.05
KP: Peng€obangan Kawassrt
Sentra hoduksi Pangafl
(KSPP)/LuEbung Pangan
Papua

01 - Meningkatnya
produksi dan luas
panen jagung di KSPP
Papua

01- Peningkatan
Produksi Jagung KSPP
Papua

ton 655 7.994 O l8 - Kementerisn Pertanian

O l8 - Kementerian Pertanian02- Penin8katan luas
panen Jagung KSPP
Papua

ha 866 1.579

02.10.06
KP: Pengembangan KawasaD
Sentra Produksi Pangan

Ol - Meningkatoya
produksi dan luas

0 I - Peningkatan
Produksi Beras KSPP
Papua Selatan

ton 19.506 929.750 Ol8 - Kementerian Pertanian
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PRTORTTAS IIASTOTAL (PIll/
PROGRM PRIORITAA IPPI/
iI.{qTTTJJ IE]

[I.I:rIrr.fJ lt-r'l75lTl :IE[i75J T'RGET
202/6

ILOXAAI
(RP. JUTA)

tr,TsISr.I
,tartt

(KSPP) /Lumbung Pangarl
Papua Selata!

panen padi di KSPP
Papua Selatan

01 - Peningkatan
produksi bahan pangan
utaraa

02- Peningkatan Luas
Panen Padi KSPP Papua
Setatan

Ol- Lqhan Baku Sawah
yang dicetak

ha 2.361 475.OOO 018 - Kemearterian Pertanian

O18 - Kementerian Pertsnien

O18 - Kementerian Perta an

02.to.o7
KP: Penternbangan Kawasan
Sentra Produksi Pangan
(KSPP)/ Lumbung Pangan
Lainnya

ribu ha 75o

02- Luas lahan sawah
yang ditingkatlan indeks
pertanaman

ribu ha o 200

02.10.08
KP: Penguatan Cadangan
Pangan

Ol - Terjaganya
Cadangan Pangan
Nasional

01- Cadangan Beras
Pemerintah 0uta ton)

juta ton |,79 3-3,5 25.7AO,85 125 - Badan Pangan Nasional

02.10.09
KP: PengeEbangan Partgan
Akuatik (Blue Food)

0l - Meningkatnya
penyediaan ikan untuk
konsumsi masyarakat

Ol- volume Produksi
Ikan Budi Daya

juta ton 6,37 7 ,15 4.431.963,64 032 - Kementerian Kelautan
den Periksnen

032 - KeEenterian Kelautan
dan Perikanai

02- Volume Produksi
Perikanan Tangkap

juta ton 7,39 6,47

02.10.10
KP: PengeEbangal Pangan
Heweni

01 - Merringkatnya
produksi bahan pangan
hewarf

01- Produksi Daging juta ton 4,70 5,10 667.311,37 018 - Kementerian Pertanian

02- Produksi Telur juta ton 6,67 7,7s 018 - Kemdrterian Pertanian

018 - Kementerien Pertsnian03- Produksi Susu dbu ton 4o8,35 1.036,70
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PRIORITAa !|ASIOXAL lPrl/
PROORAI PRIOETAA IPPI/
BEGIATAIT PRIORITAA IKN

02.10.11
KP: Pengembangan Pangan
Irkal dan Nabati

hf.FIIrrTJ

02 - Meningkatnya
keamanan pakan dan
EUIU pakan

0l - Medngkatnya
hoduksi Pangan tokal
darr Nabati

0l - Meningkatnya
Keanekaragarr6n

lli r tt fglilt

O I - Persentase
peEasukan pakan yang
tersertiEkasi kearxranan
dan mutunya (7d

0l- Produksi Padi

A'STLIE
2.,24

TARGET
2026

53,14

127 - Badan Karantina
Indonesia

ffi,IIJ

persen

juta ton

.ATOKASI
(RP, Jt TAI

fiFJVIGTi

a3

54,85 9.186.191,10 O18 - Kementerian Pertanian

02- hoduksi Jagung juta ton 20,47 22,5r O18 - Kementerian Pertanien

O18 - Kementeriel Pertanien

018 - Kementerian Pertanian

018 - Kementerian Pertanian

O18 - Kementerian Pertanian

018 - Kementerian Pertanisn

03- Produksi Aneka
Kacang

ribu ton 446,t49 552,84

04- Ploduksi Buah dan
Salrur

juta ton 24,52 31,85

05- Produksi Sorghum ribu ton 17,34 18,395

06- Produksi lrbi Jelsr ton 1.385.689 1.562.972

07- Produksi Kedetai ton 217.721 381.470

08- Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayr (Buah-
buahan, Umbi-umbian,
Jagung, Sagu, Tebu,
Singkong)

ton 267.219 500.oo0 143 - Kernenterian Kehutanan
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Sayur

gIaDlk^pital
hari
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PRIORITAA TAAIOTTL IPTI/
PROGRAX
XEGIATII

(FPI/
(KP}

s.,ffi L"rsfi7SJ AASELIIE
2Ur4

TAROEf,
20,16

ALOX.ASI
(RP. JUTA)

trl-rrI,r.,

02.ro.12
KP: Penganekaragamart
KonsuEsi Pangan

Konsumsi Partgan
Masyarakat Indonesia

02- KonsuEsi Pangan
Hewani

gIan lkspita/
hari

03- Konsumsi Umbi-
Umbian

grarn/ kapita/
hari

04- Konsumsi lkan
Masyarakat

124,48

4l,l

kg/kap/tahun 25,07 (20231

131,70

56,O7

26,45

125 - Badan Pangan Nasional

125 - Badan Pangan Nasional

O32 - Kementerian Kelautan
dan Perikanan

02.10.13
KP: Pengendalian Penyakit
Asal Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan, serta Penjardnan
Mutu dan Keamalan Pangan

0l - MeningkatDya
Kualitas Keamartan
Pangsn

0l- Indeks Keamanan
Pangan Segat

60,00 62,00 617.323,08 125 - Badan Pangan Nasional

02- Persentase hasil
kelautan dan perikanan
yartg memcnuhi standafd
Eutu dan keamanan
pangan

pers€n 92,24 72,OO 032 - Kementerian Kelautan
dan Perikenen

127 - Badan Karantina
Indonesia

03- Persentas€ falftor
dsiko ketidaks€suaian
standar kearrranan
pangan asal hewan, ikan,
dan tumbuhan

persen 35,00
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PRIORITAS lASrOrrL (P )/
PROGRAI PRIORITAS (PFI/
IT:EGIATAI PRIO TAS (XEI

FISIIr iT,I'fi?fFII

04- Persentas€ koDoditas
produk peternakal yang
merDenuhi persyaratan
Eutu dan kearoanan
panSan

O1- P€rsentase wilayah
terkendali dari Hama
Penyakit Hewan
Karantina (HPHK)

02- P€rs6ntase Wilayah
T€rkendali dari Hama
Penyakit lkan IGrantina
(HPIK)

EASTLIIIE
2Ur4

TARGET
20/126

rr,T:IfLi:Ii

018 - Kementerian P€rtanian

F-I'Eil7Iil

Persen

Persen

pers€n

ll,()IIAAI
(RP. JUTA)

02 - Terkendalinya
penyakit asal Hewan,
Ikan, dan Ttrmbuhan

100,00

87,00

87,00

127 - Badan Karantina
lndonesia

127 - Badan Karantira
Indonesira

03- Persentase wilayah
Terkendali dari
Organisrne Pengganggu
Tumbuhan Karantina
(oPTK)

pers€n 87,00 127 - Badan Karantina
Indonesia

04- Persetrtas€
wilayah/kawasan
terkendali dad peatyakit
hewsn

persen ao,oo 80,30 018 - Kementerian Pertanian
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PRIORITAa TASTOnAL lPr)/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
A:EGIATAI| PRIORITAS (KE

hr'I..ff,irTJ iliI']-'lIs$II FTJTIII,'I ANSELIIIIE
2()24

TIRGEf,
20,26

TLOXAAI
lRP. Jt TAI

IITATAIISI
ITOORDIXATOR/ PEIIGAUPU

02.to.t4
KP: Fortifikasi dan
Biofortifikasi Pangan

0l - Meningkatnya
Konsumsi Bahart
Pangan
Terfortifi kasi/ Biofortifi k
asi

Ol- JuElah KoEoditas
yang \vajib terfortifikasi

komoditas 3

o

4 719.801,33 Ol8 - Kementerian Pertanian

02- P€f,sentas€ beras
fortifikasi dalam program
bantuan pangarr

pe!s€n 40,o0 125 - Badan Pangan Nasional

02.10.15
KP: Penanganan Kerawanan
Pangan

Ol - Menurunnya
Daerah Rentan Rawan
Pangan

O1- Persentase daerah
rentan rawan pangan

persen

persen

t2,oo 15,60 43.A2O.A7A,4O 125 - Badan Pangan Nasional

4,O2 3,60 125 - Badan Pangan Nasional02- Prevalensi penduduk
dengan kerawanarl
pangan sedang atau
b€rat, b€rdasarkan pada
Skala Pengala[ran
Kerawanan Pangan /
Food Ins€curity
Experience Scale (FIESI

02.I0.16
KP: Pentembangan
Kelembagaan Ekonomi,
Regenerasi Sumb€f, Daya
Manusia, Riset, lnovasi.
Modemisasi dan Digitalisasi
Pertanian dan Perikanan yang
Adaptif dar Ir dusif

Ol - Ditumbuhkan dan
dikembangkannya
Ketembagaan Ekonomi
Petani, Nelayan,
Pembudidaya lkan, dan
Petambak Garam

01- Jumlah Kelembagaan
Ekonomi Petani yang
tedasilitasi

02- JuE ah Kelembagaan
Ekonomi Nelayan,
PeEbudidaya Ikan, dan
Peta$bak Garar! yang
terfasilitasi

lembaga

lembaga

t23

15

130 29.790.223,07 018 - Kemerterian Pertanian

2t 032 - Kementeriatr Kelautan
dan Perikanan
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PRTORII/IS TASTOI|.AL (Pr)/
PROGRAI PRIORITAS (PPI/
IIECIATAT PRIORITAS gE1

FxEIIirIJ nr'r']75{i,-J ALOXISI
(RP. JI'TAI

ilr.rrT,T:Ii[rf,fi7JJ ANSELIIIE
2024

TARGET
zo,t

02 - Merfngkatnya
persentase petali Euda

Ol- Pers€ntas€ Petarf
Muda terhadap jumlah
petani

persen 21,93 (ST 2023
BPS)

22,t3 O18 - Kementerian Pertenian

02.ro.t7
KP: Penguatan Produksi
Komoditas Pertanian
Berorientasi Nilai Tambah

0l - Meningkatnya Nilai
Tambah Bahan Baku
Industri Prioritas

Ol- Produksi Tanaman
Obat

ton 495.767 532.171,06 5.660.940,38 018 - KeEenterian Pertarfan

02- Produksi vanili ton 1.s79 l2o23l 1.585 018 - KeEenterian Pertanian

018 - Kementedan Pefianian

018 - KeEenterian P€rtanian

018 - Kem€nterien Pert€nisn

018 - Kementerien Perterfen

O18 - Kementerien Pertanian

018 - Kementerian Pertatlian

018 - Kementerian Pefianian

018 - Kementerian Pertanian

018 - Kementerien Pertarfan

03- Produksi Lada ton 64.279 (2023) 64.404

04- Produksi Pela ton

05- Produksi Florikulhrra ribu tangkai

41.444 12023) 41.568

667.755,03 s97.459,16

06- Produksi Cengkeh

07- Produksi Kopi

ton

ton

133.408 (2023)

75A.725 l2o23)

133.703

746. r 19

08- Produksi Tebu

09- Produksi IGret

ton

ton

33.216.612 39.555.979

2.240.826
l2o23l

2.470.676

l0- hoduksi Kekeo ton 632.tr7 l.2023) 633.290

I l- Produksi Teh ton 116.506 (2023) 116.579
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Tartaman Perkebunan
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PRIORITAS ITASIOITAL (PTI/
PROCRAU PRrORrr/rA (PFl/
xtDGrATAr PRIORIT/IS (XP)

hrIrIJIJ ilij, 'l?EE Frf,r|TIJ TTRGET
2026

ALOKIAI
(RP. JI}TAI

iraf-rIj i f:,1
T',lfrTl

13- Pertumbuhan PDB
Tenemen Hortikultura

0,85 1,77 O18 - Kementerian Pertardanpersen

02.10.18
KP: Pengembartgan SisteE
Budi Daya Pertanian
Berketanjutan

Ol - Meningkatnya
lmplementasi Prakik
Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan

02 - Meoingkatnya Nilai
Tambah dan
Ketertelu sulan Produk
Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan

01- Indeks kepatuhan
terhadap standar darl
regulasi budi daya
pertanian berkelanjutan

02- Proporsi Lahan
Pertanian di bawah
ldit€ria lahan produktif
da't berkelanjutan

03- Pers€ntas€ laharl
baku sawah yant
ditetapkan s€bagai IEhan
Pertanian Pangarr
Berkelanjutan (LP2B)

0 l- Persentase produksi
komoditas pertanian
organik terhadap
produksi total komoditas
pGftanian

o 3,10 72. I 15,00 018 - Kementerian Pertanian

O18 - KeEenterian PertaDian

O18 - Kementerisn Pertanian

018 - Kementerian Pertanian

persen

pefs€n

persen

10,46l2o21l

73,40

|,45 l2o22l

11,50

7a,o0

|,49
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Frst5rxJ rr \Trir5{aIil [rf,ir/Jii ansErI{E
N'4

TIRGEf,
2Ut6

ALOKAAI
(RP. JI'TAI

iTii:lgTif.Ii

03 - Terjatanya SuEber
Daya Genetik
Komoditas Produksi
Perterian

01 - Meningkatnya
keters€diaan energi

02 - Meningkatnya
aks€sibilitas dan
ketetjangkauan energi

01- Jumlah varietas
unggul tanaman da.rr
hewan untuk pangan
yang dilepas

varietas
dan/atau galur

2A l202rl 30 O18 - Kementerian Pertanian

O18 - Kementerien Pertarfen

02.tl
PP: Swasembada Energi

02- Sumber daya
Senetika tanaman dan
hewan sumber pantan
yang terlindungi/ tersedia

O1- Pasokan Ettergi
himer

Ol- Konsumsi Energi
Final per Kapita

aks€si 4.67s,O (202tl

MTOE 273

TOE per Kapita 0,640

4.725

323,2

o,770

03 - Meningkatnya
pematrfaata! energi
bersih

01- Porsi EBT dalam
Bauran Energi PliEer

persen 14,68 16,00 -20,00

3.643.917,2O 020 - Kementerian Energi dan
SuEber Daya Mineral

O2O - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

O20 - Kementerian Energi dan
SuEber Daya Mineral

O2O - Keraenterian Ener8i dan
Sumber Daya Mineral

02- Inteltsitas Energi
Primer

SBM/miliar
rupiah

149,10 145,40

02.1 l.o1
KP: Peningkatan Penyediaan
Energi

01 - Meningkabya
pasokan minyak bumi
untuk memenuhi
kebutuhan energi

O1- Jumlah Lifting
Minyak Bumi

Ribu Barrel Oil
Per Day/BOPD

605,5 605-620 13.901,71 O2O - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
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PRIORITAS TAAIOTAL (PU/
PROGRAI PRIORITAS IPPI/
XEGIATAX PRIORIIAS (XEI

ErslxJjii ft'"iilrf$$It1 ALOXASI
IRP. JUTAI

fii1-.tl.rr:lli=I5{rrI,'] ?w4 Tt Tt

03 - Meningkatnya
pasokan batubara
untuk memenuhi
kebutuhan enef,gi
dalam negeri

01- JuE ah Produksi
Bahr Bara

Juta Ton 836,13 733 O2O - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

020 - Kementerian Enerd dan
Sumber Daya Mineral

O2O - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

3.367.402,32 020 - Kementerian Ener8i dan
Sumber Daya Mineral

020 - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

020 - Kementcrian Energi dan
Sumber Daya Mineral

02- Realisasi Kebutuhan
Batubara DalsE Negeri

persen 100 loo

02.tt.o2
KP: Perluasan Aks€s dan
Jangkauan Pelayanan Energi

02 - Merfngkatnya
pasokan gas bumi
untuk memenuhi
kebutuhan enef,gi

01 - Meningkattya
akses terhadap gas
bumi

01- JuElah Lifting Gas
Burd

0l- Jumlah Sambungan
Rumah Jaringan Gas
Kota yang Dibangun
Mclalui Ske6a APtsN,
KPBU, dan BUMN

Ribu Bairel Oil
Equivalent Per
Day/BOEPD

sa,Ibungan
rumah (SR)

964

940.653

953-1.O17

300.ooo

02- Jumlah Panjang Pipa
Transmisi dan Distribusi
Gas Bumi yang
Difasilitasi

kra 22.533 22.600

02 - Meningkatnya
aks€s terhadap BBM

Ol- Jumlah Volume
Penyalutan Bahan Bakar
Minyak (BBM) Bersubsidi

juta kl t7 19,o7
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PRIORTTAS ITASIOITAL (PU/
PROGRT.U PRTORnAA (PFl/
rEonTAIt PRTORTTAS lXPl

FTS.'SITJ ii-i_Llf'f5{iIJ i"fiIrrj.'l TARGEI
2026

AI,()IiASI
(RP. JIITAI

[i-G.Y*ITFfi
aFra

02- Jumlah Volume
Penyaluran Bahan Bakar
Minyak (BBMI Non
Subsidi

juta kl (indikator baru) 35,97 O2O - Kementerian Energi dan
SuEber Daya Mineral

020 - KeEenterian Energi dan
Sumber Daya Mineral

O20 - Kernenterian Energi dan
Sumber Daya Min€ral

020 - Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral

020 - Kementeriar Energi dafl
Sumber Daya Mineral

03 - Meningkatnya
akses terhadap lisEik

01- Jumlah Pelanggan
Listrik (Kumulatifl

ribu pelanggan 92.4 98.735

04 - Meningkatnya
keterj angkauan energi

O 1 - Deeiasi Harga Jual
Eceran BBM

persen 0 o

02- Disparitas Harga
Jual Eceran BBM Solar
0enis BBM tertentu)
(Pers€n)

pers€n 49 50

03- Dispa tas Harga
Jual Eceran Bensirt (i€(Iis
BBM khusus penugasan)
(Persen)

pefsen 22 25

02.11.03
KP: Penguatart Implementasi
Transisi Energi Berkeadilan

0I - Meningkatnya
Pemanfaatan Energi
Baru dan Terbsruksn

01- Nonsumsi Biofuel juta kl 13,15 14,36 262.213,17 020 - Kementerian Enerti dan
Sumber Daya Mineral

O20 - Kementerian Energi dan
Sudber Daya Mineral

02- Produksi Listrik
Energi Terbdukan

GWH 71.349,5 54.388
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Fr' :IIrJ.J iLt-I'175iiII FITIITTJ TIROET
2.J2/5

r]T'IrIN
JUTAI

rr,T:trI,T.ri
ftvzl

02 - Meningkatnya
Efisiensi Energi

Ol- Penurunan Intensitas
Energi Final

SBM/miliar
Rupiah

I,O4 1,44 020 - Kementerian EnerBi dan
SuEber Daya Mineral

02.12
PP: SwaseEbada Air

01 - Terwujudnya
pengelolaan sumber
daya air berkelanjutan
dan produlftif

0 I - Kapasitas
TaEputttatr Air

m3 /kapita 58,99 (2025) 59,39 26.032.600,35 145 - KeBenterian Pekedaan
Umum

02- Rasio kapasitas air
baku terpasang terhadap
kebuhrhan penduduk

pers€n 52,e3 QO25) 52,34 145 - Kementerian Pekojaan
Umum

145 - Kementeria[ Pekedaan
Umum

145 - Kementerial Pekerjaart
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Urnutr1

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

03- Persentas€ luas baku
sawah fuugsional
beririgasi

pers€n 61,55 61,73

04- Rasio Luas Layanan
Irigasi yang Ketersediaan
Airnya Dijamin oleh
Waduk

pers€n 15,6 15,83

05- Efisiensi
PeEanfaatan Air lrigasi

USD/m3 0,31 0,31

06- Persetrtase luas
kawasan prioritas yang
dilindungi dari daya
rusak air

pers€n a (2o2sl 13
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PRIORITAA IIISIOTTL (P$/
PROORTf, PRIORIT/TS (PPI/
XEGIATAT PRIORITAS (KP}

F-TSTITJ liiiill75{tItl TARCEf,
20.26

ALOI(ASI
(nP. JUTAI

f!$frlllSi!=r5fi7rJ ,Fvn

02 - Meningkatnya
rumah tangSa yartg
terlayani akses ak
minum dan sanitasi
atnen

01- Rumah Tangga
dengan Akses Air Minum
Aman (7d

persen 20,49 12023) 36 145 - Kementerian Peketjaan
UEum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02- RuEah Tangga
dengan Akses Sanitasi
Ama.rr

03- RuEah Tangga yang
meBpraktikkan Buang
Air Besar Serrbarantan
(BAEIS) di tempat terbuka
l'/q

p€rsen

persen

10,25

3,2

17

1,5 O24 - Kemeart6ien Kes€hatrn

02.12.01
KP: PeEbangunan dart
Pengelolaan Tampungan Air

01 - Meningkat dan
terjaganya kapasitas
tarmpungan air yang
dapat dimanfaatkan

01- Jumlah kumulatif
tarapungan air yang
dikelola

unit (kumulato 9so (202s) 950 4.861.879,60 145 - Ke@enterian Pekerjaen
Umum

02- JuElah bendungan
yang selesai dibangun

unit (kumulati0

03- Jumlah embung dan unit (kumulatiJ)
taDpungan air lainnya
yang dibangun

o l2o25l

o l2o2sl

4

o

145 - KeEenterian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

04- JuE ah taDpuntan
air alami yang
dkevitalisasi

SK No 040273 C
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PROGRAI PRIORITAS (PP)/
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&TSELIIIE
20.24

TARGET
2026

AfOIIASI
(RP. J0TAI

r{rffisFTSTT J II'I'I'?:vr.Ii lE;rsit

02.r2.o2
KP: Penyediaan Pasokan Air
Berketanjuta!

05- Jumlah berdungan
yang dtehabilitasi

0 I - Rasio kapasitas air
baku bersuEber daii
bendungan terhadap
potensinya

unit {kumulati0

persen01 - Meningkatnya
pasokan air
berkelanjutan dan
produktivitas
penggunaan air

4 (202sl 4 145 - Kementerian Pd<erjaan
Umum

35 3.642.6A0,07 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

35

02- Juolah wilayah
sungai kewenangart
pusat dengan neraca air
t.idak dalam kondisi
laitis/ defisit

wilayah sungai 50 50 145 - Kementerian PekerjeBn
Umum

145 - Kemcnteria[ Pekerjaan
Umum

145 - Keme[terian Pekedaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

03- Jumlah kapasitas
prasarala air baku yang
dikelola

m3/detik
[kumulati0

77,45 77,70

04- Kapasitas Prasarana
Air Baku yang Dibangun

m3 /detik
(kumulatit)

o,05 (2025) 0,05

05- Kapasitas prasarana
air baku yang
direhabilitasi

m3 /detik
(kumulati0

o l2o2sl 0

06- Luas layanan irigasi
yang dikelola

SK No 040272 C
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PROGRAU PRIORITAS (PPI/
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&ISELIIE
2(),14

TAROEI
2odt6

ILOI(ASI
(RP. JI'TAI

rr,TarrI,TIlSrSn rrj,'] l l7slil EEEI

07- JuE ah Luas
Iryanan Irigasi yang
Dibangun untuk
Pertartian
Multikomodites

ha [kumulatil) 13.000 (2025) 15.O00 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

08- Jumlah Luas
tayanaD kigasi yarlt
Direhabilitasi dan
Ditingkatkan

ha (kumulati4 1.078.O57
(2O2O-20241

218.000

09- volume layanan air
untuk meningkatlan
produktivitas irigasi

miliar rr13 58,32 52,63

02.12.o3
KP: Pengetotaan Risiko Daya
Rusek Air

01 - Meningkakrya
ketahanan metropolitan
dan wilayah sungai
t€f,hadap potensi risiko
daya rusak air

O1- Rasio potensi reduksi
banji oleh bendungan

persen 36 39 1.738.895,37 145 - Kementerian Pekeiaan
Umum

02- Luas kawasan yang
terlindungi dari risiko
daya rusak air

ha (kumulati0 t.7OO l2025l 2.700 145 - Kementerian Pek€rjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaafl
Umum

03- Jumlah infrastrulfirr unit (kumulatir)
pearyendali daya rusak
air yang dikelola

549 549
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iliI:tILf:Ii
F-r' f'rr7'rJ rt,Tril7f{Ta t:If,ir,IJ

04- Panjang jaringan
infrastrukhrr pengendali
daya rusak air yang
dioperasi dan dipelihara

Icr (kumutatj0 1.744 1.809 145 - Kementerian Pekerjaar
Umum

145 - Kementerian Pek€rjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjasn
Umum

05- Kapasitas prasarana
pengcodali lahar dan
s€dimen

06- Jumlah kawasal
yang Eenerapkan
pendekatan terpadu
stiuktural dan non-
str"uktural

juta m3

kawasan
(kuEulati4

0,35 0,50

5o

07- Jumlah wilayah
sungai dengan
pengembangan sistem
inlorEasi sumber daya
air

O1- Luasan l,ahan Icitis
dalam DAS yang
Dipulihkan

wilayah sungai
(kumulati0

juta hektare 12,74 (2022l.

2l 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

12,40 405.746,22 143 - Kementerian Kehutanan

19

02.12.o4
KP: Konsewasi Sumber Daya
Air

0I - T€rurujudnya
kuantitas air s€cara
berkelanjutan melalui
p€ningkatan tutupan
hutan di Daerah Aliran
Sungai (DAS)
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PRTORTTAS rSrOrfAL(Prl/
PROGR& PRIORITAS IPPI/
XEOIATIJI PRIORITAS (KPI

i=rj:rIrrTJ nTrrrf,t IJ [If,{irIJ IIAEL' E
2024

tf,oxAst
(RP. JI}TAI

iTiFffliI].n
FWA

02 - Meningkatnya
kualitas ekosistem
perairan darat

01- JuElah Mata An
yang Dipertahankan dat!
Dis€lamatkan

unit 50 t20 143 - KeEenterian Kehutalan

02.12.O5
KP: Peng€Gbangan SPAM
Terintegrasi Hulu ke Hilir

0l - Meningkatnya
JuDlah d€n Kapasitas
SPAM yang
dikeEbangkan s€rta
dikelola secara
terintegrasi dari hulu
ke hilir

01- Akses RuDah Tangga
Perkotaan terhadap Air
Siap Minum Perpipaan

02- Kapasitas SPAM
Terbangun

persen

liter/detik

24,OO (2o2o)

28r.O45

42,24 4.21|.23A,58 I45 - Kementerian Peketaan
Umum

242.716 145 - Kementedan Pekef,jaan
Umum

03- Akses Air Minum
Jarintan Perpipaan

persen 30,t2 33,OO 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - KeEenterian Pekerjaan
Umum

024 - Kementeden Kes€haten

024 - Kementeria. Kes€hatan

04- Persentas€ ,Von-
Reuetue WdterPDANl

persen 33,51 30,00

02 - Meningkatnya
jumlah leEbaga
pengetola SPAM yant
Eelaksanakan kegiatan
pengawasan kualitas
air m rum s€cara rutin
dan berkala

01- Ikbupaten/ Kota
dengan Kualitas Air
MinulE yang Meoenuhi
Syarat

kab/kota 6s (2023) 150

02- Kabupaten/ Kota
Kualitas Air Minum pada
Sarana Air Minum
Memenuhi Syarat

persen 6s 12023) loo
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(RP. JI'TAI

I.IETIIiIJ|
,rrtl

02.12.06
KP: Pearyediaan dan
Pengawasan Sadtasi Araan,
Berkelanjutan, darr
Berketahanan Iklim Berbasis
CWIS

0l - Meningkatnya
cakupan tayanan
infrastruktur SPALD

0l- JuElah
Kabupaten/ Kota yang
Memiliki Instalasi
Pengolahan LuEpur
Tinja [PLT) dan
Berfungsi dengan Baik

kab/kota 196 270 4.330.615,59 145 - Kementerian Pekerjaan
UmuE

145 - Kemeoterian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian PekeUaa[
Umum

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

145 - Kementerian P€ke{aan
Umum

02- Kapasitas Instalasi
Pengolahai Air Limbah
(IPAL) yang terbangun

Sambungarr
Rumah

700.ooo a50.oo0

03- Rumah Tangga yang
Mer!.iliki Tangki Septik
dan Disedot Secara
Berkala

pers€n 9,3s (2023) 15,00

02 - Meningkatnya
keberfungsiaan dan
kualitas inflastrulftrr
SPALD

O I - Pers€ntas€
Ikbupaten / Kota yang
melakukan pemantauan
baku Eutu lingkungan
pada IPLT dan IPAL

persen 0 30

02- Idle Copdcita lPl:l persen 75,27 (2023l. 65,00
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TARGET
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ALOX.ASI
IRP. JI}TA)

TFEIITS

04- Jumlah
Kabupaten / Kota yant
Melaksaflakan Layanal
Lumpur Tinja Tedadwal
(LLTT)

kab/kota 19 l2o23l 40 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02.12.O7
KP: Penguatan Tata Kelola
Penyelenggaraan Ak Minum
dan Sanitasi yang Berorientasi
pada Keberlanjutan

0l - Meningkatnya
Kualitas Perencanaan
Air Minum dan Sanitasi
(Air Limbah Domestik)

01- Jumlah Provinsi dan
Ikbupaten/Kota yang
memiuki Jakstra SPAM

15 provinsi dan
1O3 kabupaten/

kota

23 provinsi dan
261 kabupaten/

kote

provinsi dan
kab/kota

l73.5OO,OO 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian PeLerjaan
UmuI!

145 - Kementerian Pekedaa[
UmuE

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02- Juatah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota yant
ElCIniIiKi RISPAM
termutakhirksn

provinsi dan
kab/kota

21 provinsi darr
505 kabupaten/

kota

27 provinsi dan
5O8 kabupaten/

kota

03- JUElah Provinsi dart
Ihbupaten/ Kota yang
mcrriliki dokumen
perencanaan sanitasi
(RSP/SSK) yang
termutaldirkan

provinsi dan
kab/kota

27a Qo23l 350

04- JuElah BUMD air
minum yang memiliki
dokum€n RPAM

BUMN air
minum

102 231
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02 - Meningkatnya
Kuelitas

01- BUMD Air Minum
Berkinerja Sehat

p€rsen 65,48 41,00 145 - Kementerian Pek€rjaan
Umum
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PROGRAI PRIORITAS (PPI/
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TARGEir
,()26

.AIl)XASI
(RP. JuTAI

nir:rfiir.Iiffiffi lliirdIEr.IJ SIJ-ITTJ ,wll
Penyelenggaraart Air
Minum dan Sanitasi
(Air Liobah Do@estik)
yang Amarl dan
Berkelanjutarr

02- JuElah Kabupaten
Kota yang meEiliki
kelembagaan air tiEbah
domestik
(UPTD/BLUD/BIJMD)

03- JuElah BUMD Air
Minum yartg mengelola
Lqyanan Air Limbah
Domestik

kabupaten/
kota

127 (2023)

s (2023l,

250

10

010 - Kementerian Dalam
Negeri

145 - Kementerial Pekeljaan
Umum

OIO - Kementerian Dalam
Negeri

OIO - Kerlenterian Dalam
Negeri

OIO - KeEenterian Dalam
Neg€ri

BUMD air
minum

04- BUMD Air Minum
detrgan Tarif Full Cost
Recovery (FCRI

persen 46,45 70,00

05- JuElah
Ibbupaten/ Kota yang
menerapkan
Tarif/Retribusi l"ayanan
Air Limbah DoEestik

kabupaten/
kota

17 l2o23l 50

03 - Tersedianya
l,andasan Regulasi dan
Pedoman
Penyelenggaraan Air

0l- JuElah Provinsi dan
Kabupaten / Kota yang
memiliki Perda terkait
Tata Kelola Air LiEbah
Domestik

kabupaten/
kota

135 (2023) 250
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TARGEf,

2.,2/i
ALOXASI

(RP. JUTA'
fiFFrIiT:l]

145 - Kementerian Pekerjaar
UmuE

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

38.303,56 O24 - Kementerian Kesehatan

OIO - Kemearterian DalaD
Negeri

010 - Kementelian DalaE
Negeri

fiTfiIrrwit IE]

02.12.oa
KP: Peoguatan Peran
Masyarakat dan Ekosistem Air
Minum dan Sanitasi Berbasis
Inovasi dan Kolaborasi

Minum dan Air Limbah
Domestik

01 - Meningkatnya
kesada.ran masyarakat
akan pentingnya
pengelolaaD Air Minum
dan ALD

02 - BerkeDbangnya
EkosisteE Ail MinuE
da,r Sanitasi Berbasis
lnovasi

02- JuElah NSPK Air
Minum yang
tersu sun/ temutakhirka
n dan telah ditetapkan
(kumulatif)

.IETIrIJ

NSPK 6o

03- JuElah NSPK Air
Limbah Domestik yang
tersusun/ termutakhirka
n dan telah ditetapkan
(kumulati0

O1- Ikb/I(ota yang
Eendeklarasikart 5 Pilar
STBM

0 1 - Jumlah hovinsi yang
melakukan pelaporan
kinetja Air Minum di
tingkat Kab/Kota

NSPK o 2

60kabupaten/
kote

proeinsi

4 (2023l.

3838

02- Jumlah Proviflsi yang
melakukan pelaporan
kinerja Sanitasi (Air
LiEbah Domestik) di
tingkat lkb/Kota

prounsr I l2o23l 25
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PROGRAI PRIORITAS (PPI/
XE&IATAII PRIORITAS (XPI

L:rI-.'JJT,1 Fiiif'175{tFJ [r5fi7rJ BASEIINE
2t ir4

TTRGEf,
2C26

LLoxAsr
(RP. JUTA}

ill:t -, Fn

03- Jumlah proyek yang
mendapatkan fasilitasi
peargembarrgan teknologi
dan pengelolaan
peralatan bidang Air
Minum {kumulati0

proyek
(kumulati4

o (2023) 145 - KeEenterian Pek€rjasn
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

145 - Kementerian PekerjaaD
Umum

04- JuE ah proyek
peruembangan dan
piloting teldrologi sisteE
pengelolaan AiI limbah
doEestik (kuEulati4

05- Jumlah proyek
peEbiayaan tseatif
infrastrukur air minum
ya[g siap
dikedasarlakan
(kumulati4

proyek

proyek

o (2023l.

8 11

06- Jumlah proyek
pembia].aan laeatif
irfr astruktur air lirlbah
domestik yang siap
dikeljasaEakan
(kumulati0

proyek o (2023) o
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I'EGIATAIT PRIORITAS IIIPI

02.t2.o9
KP: Pengembangan Terpadu
Pesisir Utera Ja$re

01 - Meningkatkan
Keta.hanai Terhadap
Daya Rusak Air di
Pesisir Utera Jawa

0l- Luas ka$asan yang
terlindungi dari risiko
daya rusak air di Pesisir
Utgra Jawa

EEffi ilir rlr'lirjiiIil FIfr.fTJ

hel(tare
(kuEulati0

,tgtulE
2021

TARGET
2026

ALOI(ASI
(RP. JI}TAI

n^-r.ffsirJi

400 6.629.701,37 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

2oo (2o2sl

02- Kapasitas prasarana
air baku yang dibangun
di Pesisir Utara Jawa

m3 /detik
[kumulat0

o,2 l2o25l 0,5 145 - Kemearterian Pekerjaan
Umum

145 - Kementetian Peke{aan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02 - Meningkatlya
layanan air minum dart
sanitasi di Pesisir Utara
Jawa

O1- Akses air minum
jaringan perpipaan di
Pesisir Utara Jawa

02- Jumlah
Kabupaten / Kota yang
Demiliki Instalasi
Pengolahan Ail Limbah
Domestik (IPAL/IPLT)
dan berfungsi dengafl
baik di Pesisir Utara
Jawa

persen 30

32

33,5

37kabupaten/
kota

(kumutatif)

02.t3
PP: EkonoEi Syariah

01 - Menguatnya peran
ekonomi syaiiah untuk
peningkatan
produLtivitas ekonooi

Ol- Kontribusi PDB
Syariah

50,78 480.496,55 Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS)

persen 46,72l2o23l

SK No 040263 C
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PRTOnITAS rrASrOrrL (Prl/
PROGRAI PRIORITAS (PPI/
XIET}IATII PRIORITTS (IIPI

I:TFIIIJ.J ill-rf'.l75{iI-I L:rgirsii BASDLTND
2/}24

TARGET
2oP6

/lLoKASt
(RP. .rUTAl

02.13.01
KP: Industii Halal dan UMKM
Helel

01 - Meningkatnya nilai
tarnbah dan daya saing
hdustri dan UMKM
halal

O I - Perscfltase
Peningkata[ Daya Saing
Industri yaflg
Memproduksi Produk
Hald

persen n/a 5,19 8.200,00 019 - KeEentedan
Perindu strisn

02- kumbuhan
Pariwisata Ramah
Muslim

persen 2O,4t l2o23l 11,34 Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS)

02.13.O2
KP: Ekspor Halal dan
Kerjasaraa Ekonomi syariah
Internasional

0l - Menhgkahya
ekspor produk halal
b€rdaya saing global
dan menguatnya
kerjasarna ekonomi
slrariah ilternasional

O 1- Nilai Ekspor
Halal/PDB

persen 3,69 l2023l 3,74 1.616,40 Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangar Syariah (KNEKS)

02.13.03
KP: EkosisteD Halal

0l - Meoguamya
ekosistera halsl
pendukung
pertumbuhan ekonomi
syadah

01 - Meafngkatnya
peran keuangan
syariah Eendukung
perekonomian nasional

0 I - Jumlah Produk Baru
yang T€rsertifikasi Halal

juta produk

persen

2,22

42,67

7,OO 466.339,75 142 - Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

46,62 4.340,40 Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS)

02.13.04
KP: Keuangan Syariah

0l- Aset Keuangan
Syariah/PDB

SK No 040262 C
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PRIORTIAS rrASrOrlL lPrl/
PROGRAI
XEGIATAII

lmt
lxPl

FI. :rTrrii SI5{rrIJ aesEZuuE
2Ur4

TARGEf,
2oz5

ALOXAAI
(RP. JI'TAI

Gff,filTl

02.13.05
KP: Dana Sosial Syariah

01 - Meningkatnya
p€ran dana sosial
syariah mendukung
perekonomian dan
perlindungan sosial
nasional

O1- Zakat Infat S€dekah-
Dana Sosial Keagamaan
(ZIS-DSKL)/PDB

persen o,1ss (2023) o,178 0,00 Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKSI

KoEite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syai-iah {KNEI(S)

02- Aset Wakaf
Uang/PDB

pefsen 0,ol I (2023) o,o1a

02.t4
PP: Ekonomi Digital

0l - Meningkatnya
Pengcmbangan
Ekonomi Digital DaIarD
Mendukung Kontribusi
Ekonomi Digital
Terhadap PDB

0l- Kontribusi Ekonomi
Digital terhadap PDB

pefsen 8 9-10 238.388,28 035 - KeEenterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

02.14.OOl
KP: Penguatan Faktor
Pendukung Ekonomi Digital

Ol - Meningkatnya
Jumlah SDM Digital

01- Peoingkatan tenaga
ketja sektor TIK
(kumulatiO

02- Proporsi rernaja dan
dewasa Usia 15-59 tahun
dengan keterampilan
Teknologi InforEasi Dan
Komputer (TIK)

Persen

persen

3 3,7 r 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Ketuent€riart
Komunikasi dan Digital

7e (2023) 85

02.14.OO2
KP: Penguatan Ekonomi dall

Ol - Meningkatnya
Pengembangan

0 1- Indeks Transformasi
Digital Nasional Pilar
Bisnis

39,t2l2o22l 40,70 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

SK No 040039 C
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PRTORTTAA iAAIOITAL lPlll/
PROGRAX PRIORITAS (PPI/
I{EOTAT/rX PRTORITAS (XFl

F-rF.rrrl-it rt,lrilirsiilil FTf,{IIIJ E ISELIIE!
N,4

T.ARGEf,
2(J26

ILOI{AAI
lRP..ruTA)

ffiF:rr'r,r.Jl

Industri Digital serta Sektor
Strategis Iainnya

Ekonomi dan Industri
Digital

02- Tingkat kesukscsan
startup digital nasionsl
(success rate starfup
digital)

O3- Jumlah perusahaan
dengan nilai Indonesia
Irldustry 4.O Readi@ss
,/dex (INDI 4.O) > 3.O

persen

perusahaan

ao 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

74 12023) 019 - Kementerian
Perindu strisn

l03

04- Kontribusi seko(
informasi dan
komunikasi terhadap
PDB

pers€n 4,3 4,3 O59 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

02.15
PP: Ekosistem Ekonomi
Sirkular

01 - Meningkatkan
efisiensi, dalra tuna,
dan daur ulang sumber
daya dan material

0l- Thgkat input
material sirkular

persen 9 (indikator
baru)

9,4 171.866,64 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomien

02.15.01
KP: Penerapan Efisiensi
Sumber Daya dan Peningkatan
Daur Ulang

01 - Meminimalkan dan
EengoptiEalisasi
penggunaan suErber
daya, mendesain suatu
produk agar Eemiliki

Ol- Jumlah perusahaan
industii berdasarkan
lokasi yang sudah
tersertifikasi industri
hijau

perusahaan
(akumulatif)

96 t64 58.150,00 019 - Kementerian
Perindustiien

SK No 040038 C
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PRTORITTA rfAStOnAL (Prl/
PROGRAI PRIORIfAS IPPI/
XECTATTT PRIORITAS (XPI

Ff' l.rir'fJ iT,irr35i.tl L"TS{TFT ALOI(ASI
(RP. JUTAI

r'iF:frIiF:IiaastLIlE
N,4

TARGEI
2od6

daya guna selaEa
mungkin, dan
meafngkatkan
pengtunaan mate al
sirkuler

02- Rasio penggunaan
material sirkular di
s€lidor industri

pefsen 10 12 019 - Kementerian
Perindustrian

02.15.02
KP: Pengelolaan Susut dan
Sisa Pangan

01 - Mengurangi susut
pangan pada raitai
pasok pangan

O I - Pers€ntas€
Penurunan Susut
Pantan

pers€n 3 3-5 76.033,24 018 - Kementerian Pertanian

02 - Mengurangi sisa
pangan dari pelaku
usaha dan konsumen,
serta meningkatlan
pangan layek konsumsi
yarlg dapat
dis€laoatkan dan
dimanfaatkan kembali

Ol- Pers€ntas€ Pangan
yang Tersela$atkan

persen |,44 3-5 125 - Badan Pangan Nasional

02.15.03
KP: Pengeanbangan hoduk
Rafiah Lingkungan

0l - Meningkatkan
jumlsh produk yang
Eenerapkan prilsip
berkelanjutan

O1- Jumlah produk yang
bersertilikasi ramah
lingkungan

produk raraah
lingkungan
(akumulatil)

5l 90 21.565,51 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02.15.04
KP: Penguatan EkosisteE
Daur Irlang

0l - Peningkatan
kapasitas dan tingkat
daur ulang

O1- P€f,scntase sarapah
yg didaur ulang

t7 16.1 17,86 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badair
Pengendalian Lintkungan
Hidup

persen l3
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PnIORITAS rrSIOftTL (PTI/
PROORAT PRIORITAS IPPI/
XEGIATAIT PRIORITAA lxPI

SrSnirTI l,lSELII\IE
2021

TARGEf,
2.,26

ALOIIAAI
(RP. JUTAI

iI'T:tfiiFjlffiffi

02.16
PP: Pcngelolasn
Keanekaragamart Hayati
Ekosistera, Spesies, dan
Genetik

03 - Meningkatnya
upaya pengelolaan
sumber daya genetik
keanekaragaman hayati
secara berkelaljutan

0l- JuElah model
pengelolaan sumber daya
genetik terEasuk digital
s€quence infortuatjon
pada sumbe! daya
genetik

model I1 392.835,18 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Bada!
Pengendalian Lingkungan
Hidup

01 - Meningkatnya
upaya pencegahan
kerusakan serta
konservasi ekosistem
dan spesies

01- Indeks Pengurangan
Ancaman Kehilangan
Keanekaragaftan Hayati

unit o,4o (2o2ol 0,55 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pearyendalian Lingkungan
Hidup

02 - Meningkatnya
upaya pemanfaatan
keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan

O1- Indeks Pemanfaatafl
Keanekaraga.Eran Hayati
S€cara B€rkelanjutan

0,31 (2020) 0,39

02.16.01
KP: P€rlindungan dan
Pengelolaarr Ekosistem sefia
Areal Bernilai
Keanekaragaman Hayati Tinggi

Ol - Meningkatnya
efeldivitas pengelolaart
di Kau'asan Suaka
Alam, IGwasan
Pelestarian Alam, dan
Taman Buru

0l- JuElah unit KSA,
KPA, dan TB dengaD
kategori pengelotaan
efektif

unit 294 (2023]. 325 112.067,64 143 - Kementerian Kchut€nan

SK No 040258 C
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PRTORTTAS nrStOrrAL (Pr)/
PROGR& PRIORITAA (PPI/
xtEoIATAr PRTORTTAS (rPl

ffi.,rjlrIJ TTSTL'JE
2.,24

T/IRGEf,
2(}126

rr,T:IrJ-, FIiSTT{IIIJ JI'TAI

02 - MeninEkatiya
efelft ivitas pengelolaan
kawasan konservasi di
peraira[, wilayah
pesisir, dan pulau-
pulau kecil

01- Nilai Efeldiyitas
Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Perairan,
Wilayah Pesisk, dan
Pulau-pulau Kecil

49,s6l2023l 52,00 032 - Kementerian Kelautan
den Perikanarr

032 - Kementerian Ketautan
dan Perikanan

03 - Meringkahya luas
kawasan konservasi di
perairan, wilayah
pesisir, dan pulau-
pulau kecil

01- Persentase luas
kawasan konservasi di
perairan, wilayah pesisir,
dan pulau-pulau kecil

persen 8,98 (2023) 9,44

04 - Meningkatnya
pengelolaan Areal
Pres€rvasi

O1- Luas Areal Pres€rvasi
ya,rg dikembangkan

hektsre (indikator baru) 500-oo0 143 - Kementerien Kehutanan

144 - KeEentelian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

O2O - KeEenterian Energi dan
SuEber Daya Mineral

02- Jumlah unit
pearyelola taman kehati
yang difasilitasi
pdencanan dan
peatgelolaanya

unit 2 2

05 - Menin8katnya
pengelolaan Seologi
untuk mendukung
keanekaragaraan
ekosistem melalui
pengembangan geopark

O I - Jumlah geopark yang
telah direkomendasikan
dan/atau dit€tapkan
menjadi UNESCO Global
ceopark

unit (kumulati4 10 13

SK No 040257 C
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PRTORTTTS rrsrorrL lPrl/
PROGRAU PRIORITAS (PPI/
XIEGIATAT PRIORITAA (XP}

ers:nrr.ffl nT;Itruiill :rff.rTJ &TAELIE
2024

TIRGET
2026

ALOXASI
(RP. JI'TAI

UTATAI!SI
KOORDtrTATOR/PETGAIPU

06 - M€ningkatnya
pemulihan ekosistem
terdegradasi

01- Luas peEulihan
ekosistem di KSA, KPA
dan TB

heldare 29.734,22 22.OOO 143 - Kementerian Kehutanal

02.16.o2
KP: Pertgurangan Status
Keterancaman Spesies
T\rebuhan, Satc/a, dan Biota
PerairaD

01 - Berkurantnya
status keterancaEan
spesies

O1- Indeks Da.ftar Merah
Nasiolal status
keterarcaman spesies

0,75 0,75 71.92O,OO 143 - Kementerian Kehutanan

02 - Menurunnya
penyebaran jenis asing
invasif di Indonesia

01- Pers€rttase
keberhasilan pearcegahan
dan pengendalian
penyebaran jenis asing
invasif di area Karantina
Indonesia

persen (indikator baru) 127 - Badan Karantina
Indonesia

a2

02.16.03
KP: Penguatan Tata Kelola
Keanekaragaraan Hayati

0l - Meningkatnya tata
kelola keanekaragaEan
hayati

Ol- Jumlah kelompok
masyarakat yang dibina
dalaE upaya konservasi
kawasan dan
keanekaragarnan hayati

kelompok
masyarakat
(kumulaEI)

(irdikator baru) 775 29.550,15 143 - KementeriaD Kehutartan

02- Jumlah dokumen
PemantauaD dan
evaluasi implefitentasi
konvensi
keanekaragaEan hayati
dan protokol/kebijakan
turunannya di Indonesia

dokumen 1 1 144 - Kementerian
LttAkungan Hidup/Badan
Pengenda.tian Lingkungan
Hidup

SK No 040256 C
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PROGRA PRIORIT/TS(PPI/
xiEorATAr PEORTTAS lXPl

Frf:rfirJJ TARGEiI
20.26

.au)xrsI
(RP. JUTA'

iLhtTJr.-nFEiTIIJ ,tvYt

03- Jumlah lenbaga
yang dibina dan
dievaluasi di bidang
keanekaragaEan hayati

04- Jumlah inovasi dan
teknologi terkait
keanekaragaman hayati

lembaga (indikator barul

ulovesu so (2023)

lo

120

144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badar
Pengeardalian Lingkungafl
Hidup

124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional

02.t6.o4
KP: Pemarfaatan Sumber
Daya Hayati dan Jasa
Ekosistem Berkelanjutan
mendukung Bioekonomi

01 - Meningkatflya
pemaifaatan sumber
daya hayati secara
berkelanjutan

01- Nilai PNBP da hasil
pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
berkelanjutan

miliar Rupiah 25,96 26 14.047,35 143 - KeEente an Kehutanan

02- Nilai efektivitas
pengelolaan biota
perairan langka,
teralrcam punah,
dilindungi, dan/atau
Appendix CITES

62,40 l2o23l 64,95 032 - Kemente an Kelautan
dart Perikanan

127 - Bada[ Karantina
Indonesie

03- Persetttase keluar
dan masulmya
tumbuhan, satwa, dan
biota perairan yang
s€suai dengan ketentuan
peraturan pet"undangal

persen (indikator baru) 65

SK No 040255 C
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L:rr:r'rr5,1 ii\l rlrf5{ara .I[i'/JJ aasttrE
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TARGET
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ITSIAIISI
K(X)RDII{ATOR/ PE[f GAUPU

Afoxlst
IRP. JUTAI

02 - Meningkatnya
pemanfaatan jasa
ekosiatem secara
berkelanjutan

0 I - Luas kawasan hutan
kons€rvasi yang
dipersiapkan untuk
imple[tentasi nilai
ekono@i karbon

02- Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkuntan KSA, KPA
den TB

juta hektare
(kumulatio

miliar Rupiah

2,O

204

2,2

2t5

143 - Kementerian Kehutanan

143 - Kemerrterien Kehutensn

02.16.05
KP: Peningkatan Bioprospeksi,
Bioteknologi, Keamanan
Hayati, s€rta Aks€s dan
Pemba8ian Keunh.rngan
Sumber Daya Genetik

01 - Meningkatnya
pemanfaatan sumber
daya genetik s€cara
bef,kelanjutan

O 1 - Jumlah produk yang
dikembangkan metalui
bioprospeksi

produk
(kumulat0

10 15 165.250,00 143 - KeEenterian Kehutanan

02- Jumlah penerapan
bioteknologi yang
dimanfaatkan untuk
peargembangan
bioprospeksi

produk 25 75 124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional

144 - Kemente an
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02 - Meningkatnya
pengelolaan keamanan
hayati (biosafety dan
biosecuriw)

01- Jumlah rekomendasi
kebiiakafl terkait
peargelolaan kearnanan
hayati (biosafety dan
bios.curity)

rekomeardasi
kebijakan
(kumulati0

40 48
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PROGRAI PRIORITAS (PPI/
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ILOXAAI
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FiTSa' F:IlFlEr:rrri] l'lrtf'f5lTl !:rf,ri7L1 7\t4

02.17
PP: Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup dalr Tata
Ruang

01 - Meningkatrrya
Indeks Kuelitas Air

ol- lndeks Kualitas Air
(IKA)

02 - Merfngkatnya
Indeks Kualitas Udara

O1- Indeks Kualitas
Udara (IKU)

54,78

90,13

72,21 52A.2A5,26

78,77

144 - Kementeriart
Lingkungan Hidup/Badan
Pengeodalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

03 - Meningkatnya
Indeks Kualitas AL
Laut

0 I - Indeks Kualitas Air
l"aut (IKAI)

81,67 81,07 144 - Kementerian
Lin8kungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

04 - Meningkatnya
Indeks Kualitas IEhan

01- Indeks Kualitas
l,ahan (lKL)

61,95 74,O2 144 - Kementerian
Lhgkungan Hidup/Badan
PeaEendalian Lingkungan
Hidup

05 - Meningkahya
ketaatan terhadap
hukum lingkungan
hidup dsn kehutanaD

01- Pers€ntase ketaatan
terhadap hukum
lingkungan hidup dan
kehutanan

pers€tr 30 40 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badah
Pengendalian Lingkungan
Hidup

SK No 040253 C
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PROCNAI PRIORITAS (PPI/
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fiFEtrfShrI:rJirJJ F.-iif'.17S{tL L"f'Ef'7'rJ ,tttl
06 - Terpeliharanya
kelangsungan Daya
Dukung dafl Daya
Tampung Lingkungan
Hidup

Ol- lndeks Daya Dukung
dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup

pers€n 0,564 <50 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02.t7.ot
KP: Pearingkatan peatgetrolaan
kualitas ai' sungai dan dalau

01 - Meningkatnya
ketersediaart data
kualitas air sungai dan
denau

O1- Keterscdiaan Status
Mufir DAS dan Danau

data 188 192 15.O23,25 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02 - Meningkatnya
kualitas air permukaan

0l- Jumlah Sungai dan
Danau yang MengalaEi
Peningkatan Status Mutu

lokesi 5I 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

03 - Merfngkatnya
pengendalian
pencemaraD air di
seldor industri

01- Jumlah industri yang
memenuhi kualitas air
limbah sesuai baku mutu

industri 2.A53 3.030 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingku[gan
Hidup

02.17.O2
KP: Penintkatan pengetrolaan
kualitas udara di kab/kota

0l - Meningkatnya
pengelolaan kualitas
udara

01- JuElah kab/kota
yang meltgalard
pearingkatan IRLH selrtor
udara

kabupaten/
kota

0 514 21.800,00 144 - Kementerial
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup
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PRIORITAS TASIONTL (PTI/
PROGRTU PRIORITAS (PP}/
XIEGIATAII PRIORIT/TA (XP'

FS.ITII-J

02 - Meningkatnya
pengelolaan eEisi
udara di industi,
prasafana, dart jasa

[-irri3rr.IJ

01- Jumlah industri yang
EeEenuhi baku mutu
emisi udara

AASELIITE
2Ur4

TARGET
2026ffii7IJ

industri 2.855 3.030

ALOXASI
(RP. JI}TA}

imffis

l.+4 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

02.17.o3
KP: Peadngkatan pengelolaan
kualitas dan kes€hatan air
laut

01 - Meningkatnya
pemulihan kualitas
ekosisteo pesisir dan
laut yang
terkontaminasi

o1- Luasan pesist dan
laut terkontaminasi dan
rusak yartg terpulihkan

fr2 t2? .600 5.OOO 4.700,0o 144 - Kementerian
LingkunSan Hidup/Badan
Pengendalian Lhgkungan
Hidup

02- Jumlah industri dan
atau pelabuhan yang
membuang air limbah ke
laut yang memenuhi
beku mutu air limbah

pelabuhan/
industri

36 40 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

03- Jumlah proeinsi yang
menga.tarni peningkatan
skor IRLH set<tor air laut

pro9rnsl o 37 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkuntan
Hidup

02.t7.o4
KP: Peningkatan kualitas
leharl

01 - Meningkatnya
luasal lahan rusak
yang dipulihka!

Ol- l deks Kualitas
Ttrtupan Iihan

78,03 276.t77 ,45 144 - KeDearterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendaliai Lingkungan
Hidup

77,98
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-67 -

PRTORTTAS rf ASrOrrL Fnl/
PROGRT.U
BFI}IATAIT

tPPl-l
(xP)

SrS:nrr.fJ r-ar ;Itrf,l.Ii lIf,iTrIJ &rsEl.l E
2024

TARGEf,
2026

AfOKASI
(RP. JUTA)

nT:IrJiFll

02 - Meningkatnya
pengelolaan kerusakan
lahan

O1- Jumlah kab/kota
ya'tg mergalami
penilgkatan IRLH s€ktor
lahan

kabupate1r/
kota

o 552 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup /Badan
Peogendalian Lingkungan
Hidup

056 - K€menterian Agraria dan
Tata Ruang/Bada!
Pertanehan Nasionsl

056 - Kementerian Agaria dan
Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

03 - Meningkatnya
jumlah industd yang
memenuhi Lrit€ria
peatgendalian
k€rusakan lahan

Ol- Jumlah industri yang
meEenuhi laiteria
pengendalian kerusakan
lahan (KLH)

industri 113 118

04 - TerMrjudnya
perencama:m tata nrEmg
darr pemanfaatan ruang
yang berkualitas

O1- Persentase RDTR
yang siap terintegrasi
dengan OSS

persen 5,85 19,95

02- Persentase
Penerbitan konf.rmasi
Kesesuaian Kedatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)

pers€n 70 3A 75,52

02.17.o5
KP: Peningkatan Kualitas
Ekosistem Garabut

01 - Meningkatnya
ketersediaan data dan
inforEasi kara.li.teristik
ekosistem gambut

0l- Indeks Kualitas
Ekosistem Gambut
(IKEG)

64,19 4.750,00 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lintkungan
Hidup

64,1I
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-68-
PnIORI:IAS IIASIOTAL (PTI/
PROGRAI PRIORITTS IPPI/
ITEGIATAT PRIORITAA (xPI

FIJ::ftrf'rJ fi^:rrr'rs{rII sfirrrj..l .BESELIIE
2Ur4

T/IRGEf,
2026

.ALOIIASI
(RP. JUTAI

iiaFriFaFti

02- JuElah industri yang
memenuhi Lriteria
pengendalian k€ru sakan
ekosistem garnbut

industri 330 265 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengeardaliart Lingkungan
Hidup

o2.t7 .06
KP: Pengetotaan 83, Limbah
83, dan Limbah Radioaldif

Ol - Meningkatnya
jutnlsh B3 yarg
dikelola

Ol- JUE[ah 83 yang
dikelola

ton 6.220.572 6.503.006 6.050,03 144 - Keoentedan
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

O85 - Badan Pengawas Tenaga
Nuklir

02 - Meningkahya
jumlah limbah E}3 dan
non 83 yang dikelola

Ol- Jumlah LiEbah 83
dan Non 83 yang dikelola

ton 62.508.066 70.206.500

03 - Meningkatnya
juBlah lihbah
radioaLtif yang dikelola

0l- Julrlah fasilitas
limbah radioakif yang
dikelola

fasilitas o 2

02.17.O7
KP: Penguatan Kelembagaan,
PengeDdalian, Penertiban dan
Penegakan Hukum LHK dan
Penataan Ruang

01 - Meningkatnya
juElah
u saha/kegiatan / izin
pengelolaan SDA dan
lingkungan yang
diawasi

O1- Jumlah
usaha/ kegiatar /izin
pengelolaan SDA darr
lingkungan yang diavrasi
ketaatan rya

250 180.9a4,52 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengeldalia[ Lingkungan
Hidup

usaha/
kegiatan /izin

80
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-69-
PRIORITTS ITASIOIiAL (PtrI/
PROGRAI PRIORITTS IPPI/
ITIEGIATAT PRORITAS (XPI

BASELIND
2tyr4

TARGEiI
2026

ALOXAAI
IRP. JUTAI

n..I.fffif.Jl
FrS:nrrTJ ll']tirJ{.Ll hIf,f./IJ

02 - Menurunnya
tingkat kerawartan
kawasan hutan

O1- Luas ka\rasan hutarr
yang diamar <an

hel<tare 4.589.460
120.23)i

r.200.ooo
l16rBer 2024l.

900.oo0 143 - Kementerian Kehutanan

144 - Kemearterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

056 - KeEenterian Agraria dan
Tata Ruaig/Badan
Pertanahan Nasional

144 - KeEentedan
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

03 - Meningkatnya
penyelesaian tindak
pidana dan perdata,
dan sengketa terkait
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

01- JuDlah tindak
pidana dan perdata, dan
s€argketa lingkungan
hidup dan kehutanaD
yang ditangani

perkara l4 22

o2.r7 .oa
KP: Penguatan instrumen
pencegahan da$pak
lingkungan hidup

04 - Meningkhtnya
Indeks Kqratuhan
Ruang yang Optimal

01. - Meuingkatnya
kualitas perencanaan
p€f,lindungan dan
pengelolaai lingkungan
hidup ds.tam upaya
pengaElanan
lingkungan hidup
(environEental
safeguard)

O I - Persentase
kepatuhan pemanfaatan
ruang

0 I - Persentase
rekomendasi kebiiakan
terkait dengar! Rencana
Perlindungan dan
PerEelolaan Lingkungan
Hidup di qrilayah dengan
ekosistem reirtan

pers€n

provinsi/
kabupaten/

kota

54

75

50

24 18.800,00
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-70-
PRTORTTAS nASTOIIAL lPrl/

PRIORITAA IPPI/ n-rrj-'.'l7'Eltll

O I - Persentase KRP yang
menerapkan
p€rlindungan LH untuk
mendukung
pertumbuhan ekonomi
(hijau)

.&rstul]E
20,24

T/IRGEf,
20/26

ir,'r:rILI:Ii

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

3ftrIJT,]

02 - Meningkatnya
kualitas kebijakan
rencana dan/atau
program yang
mengintegrasikan
peEbangunan
berkelanjutar

FIIT'ET

persen

ALOKISI
(RP. JI'TAI

XEGIATAIi PRTORTTAA (XPl

100 lo0

03 - P€ningkatan upa].a
pearcegahan dampak
tingkungan hidup

0 I - Perserttase
penerbitan p€rizinan
berusaha terkait
persetujuan lingkungan
di bidang lingkungan
hidup dan SDA
b€rkelanjutan

persen 63 70 144 - KeEenterian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkunga[
Hidup

02.ta
PP: ReforEasi Pengelolaan
Sampah Terintegasi dari Hulu
ke llilir
02.18.01
KP: Perubahan P€rilaku dan
Penguatan Tata Kelola
Persampahan

0l - Meningkakrya
IKPS Nasional

01 - Meningkatnya
SaEpah yang dikelola

O1- Indeks Kualitas
Pearyelolaan Saflpah
(rKPS)

O1- Pers€ntase Sarnpah
yang dikelola

60 1.502.019,13

63,41 19.613,19

144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengcndalian Lingkungan
Hidup

144 - Kemearterian
Lingkuntan Hidup/Badan
Pengeardalian Lingkungan
Hidup

pers€n

52,64 l2o23l

39,01
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REPU BLIK INOONESIA

-7I-
PRIORITAS ITASIOTTL (P!$/
PROGRAI PRIOETAS IPPI/
XEGTATAX PRrORrr/rS (xPl

hrIrIrrJJ iiiDItl.Jf.L ."r5il7,fJ TAROE
2.,26

ALOI'ASI
(RP. JUTAI

IIISTAIISI
KOORDIITATOR/PErIlGlIPU,T,Dll

02.14.O2
KP: Peningkatan Pengumpulan
dan Pengolahan Saopah serta
PeEros€san Residu di
TPA/ LUR

02 - Meningkatnya
Jumlah
Kabupaten / kota
dengan Kcpala
Kelusrga yang
oelakukan pengelolaan
safipah secar:a
terstandar (pilar 4
STBM)

0l - Mearurunnya
sampah residu yang
masuk di TPA/LUR

O 1- Jumlah
Kabupaten / kota dengan
Kepala Keluarga yang
melakukal pengelolaan
sampah secara
terstandar (pilar 4 STBM)

01- Timbulan Sampah
Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sarapah

kabupaten/
kota

persen

4 (2023].

l5 (13 t€rdaur
ulang) (2022)

60

28 (17 terdaur
utang)

024 - Kemearterian Kes€hatan

1.442.405,94 145 - KetEenterian Pekeiaan
Umum

02- Volume
penanggulangan sampah
daii akivitas masyarakat
di pesisir dan laut
(kuEulatif)

ton 744,6 296 O32 - Kementerian Kelautan
den Perikensn

02.19
PP: PeEbangunan Rendah
Karbon

0l - Mearurunnya ernisi
GRK ("/d

0l - Persentase
Penurunan EEisi GRK
(Kumulati0

19,O7 r.516.725,51 055 - Kementerian
Perencanaan PeEbartunan
Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

persen 17 ,47 (20231
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-72-
PRTORTTAS rASrOrrL FIll/
PROGR.AU PRTORTTAS (PFl/
BEGIATAI PRIORITAS (XPI

srjTrrf,il E ISELIME
202;

TARGEf,
2o26

ITATfiISI
XOORDIITATOR/ PENGAXPU

/lLoxAst
(RP. JUTAI

02- Persentase
Penurun€n Emisi GRK
(Tahunan)

persen 24,$ QO23l 27,35 055 - Kementerian
Perencanaart Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaatr
Pernbangunan Nasional

02.19.01
KP: Penurunan Emisi GRK
Sektor Energi

0l - M€nurunnya Emisi
GRK Selftor Energi

O1- Reduksi Emisi GRK
Sekor Energi

juta ton CO2-
Eq

142 ta? 1.357.515,50 O2O - KementeriaD Enerti dan
Sumber Daya Mineral

02.19.o2
KP: Penurunsn Emisi GRK
Selrtor Berbasis l,ahan

0l - Menurunnya emisi
GR( dari Sektor lahan

01- Reduksi Emisi GRK
Sektor Hutan

juta ton CO2-
Eq

428,92 64.195,40 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lfurgkungan
Hidup

02- Reduksi Emisi GRK
Sektor Pertanian

juta ton CO2-
Eq

6,89 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengenda.tian Lhgkungan
Hidup

02.19.03
KP: Peningkatan cadangan
karbon di ekosistem karbon
biru

01 - Nilai kawasan
pesisir dan pulau-pulau
kecil yang dtehabilitasi

ol- Nilai kawasan pesisir
dan pulau-pulau kecil
yang direhabilitqsi

o 60 17.a5O,OO 032 - Kementerian Kelautan
dan Pe kanan

02.t9.o4
KP: Peningkatan upaya
deksrbonisasi indu stri

01 - Menurunnya emisi
GRK dari sekor
lndustri

Ol- Penurunan emisi
GRK pada sekor illdustri
yang menjadi prioritas
dekarbonisesi

juta ton CO2-
Eq

6,75 (2022l. 6,79 1.O5O,OO Ol9 - Kemeitterian
PerindusFian
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PRIORITAS TASIOX/TL (PU/
PROGRAU PRIORITAS (PPI/
xtEoraTrr PRroRrfAl (nP)

02.19.05
KP: Penguatan aksi
penurunan emisi GRK di
s€li.tor pengelolAan lirabah

TARGEf,
2026

AII)XASI
lRP. JrnAl

irffi.nffiffi llirrtff,l:Ia [r5fi7r,r

juta ton CO2-
Eq

,wtl

02 - Menurunnya Emisi
GRK seldor Pengelolaan
Limbah

Ol- Reduksi EEisi GRK
SeLtor Limbah

18,04 4.207,65 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

8,8

02.19.06
KP: Peatguatan tata kelola dan
faktor pendukung pencapaiart
target penurunan eEisi GRK
serta Nilai Ekonomi Karbon

0I - Meningkatkan tata
kelola dan kegiatan
pendukulg pencapaian
target penurunan emisi
GRK

01- Jumlah data
informasi yang terregister
dan terverifikesi

selftor 55 71.906,97 144 - Kementcrian
Lhgkungan Hidup/Badan
Penge0dalian Lingkungan
Hidup

144 - Kementeriart
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungarl
Hidup

02- JuElah kebijakalr
yartg diketualkan untuk
mendukung Nilai
Ekonomi Karbon

01- Proporsi Tenaga
Kerja Hiiau

kebijakan 2 5

02.20
PP: Pekerjaan Hiiau /Green
Jobs

01 - Meningkatirya
Proporsi Tenaga Kelja
Hiiau

persen 2,62 {.2023) 2,76-2,A3 517.308,81 026 - Kementerian
Ketenagakefjaan

02.20.o1
KP: PengeEbangan Ekosistem
Pekerjaan Hliau/Green Jobs

01 - Berkembangnya
Ekosistem Pekerjaan
Hijau/Gre€n Jobs

01- Jumlah Kebijakan
yant Spesifrk
Mendukung Pek€rjaan
Hijau/Green Jobs

kebijakan o I 22.031,93 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan
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-74 -

PRIORITAS I|ASIOITAL (P I/
PROGRAI PRIORITTA (PPI/
xEGTATAn PRIORITAS lxtPl

ffi Frrirlf.t EASDLIND
,n24

TARGET
2o,t

ITATAITSI
XOORDIITATOR/PETOI PU

/tLoxlsI
(RP. JUTAI

02 - Menguatnya Peran
Asosisasi dan DUDIKA
dalar! Pengembangan
Pekerjaan Hijau/Green
Jobs

0 I - Jumlah Keda Sa,ra
yang Melibatkan Asosiasi
dan DT DIKA dalaIlr
Pengembalgan Pekerjaa!
Hijau/Green Jobs

kerja sa,ra o I 026 - Kementerian
Ketenagakcrjaan

02.20.o2
KP: Pengembangan
Kompetensi Tenaga Kerja
Hijau

01 - Meningkatnya
Kompetensi Tenata
Kerja Hijau

01- Jumlah Tenaga Keda
yang Dikembangkan
Kompetensi Hijaunya

oranS 120.000 (2023) 500.o00 495.276,44 026 - Kementerian
Ketenagakei'jaan

026 - Kementerian
Ketenagakerjaen

02- JurELah Standar
Kompetensi K€rja
Nasional (SKKNI)
P€kerjaan Hijau / creear
Jobs yang Ditetapkan

dokumen (indikator baru) I

02.21
PP: Pengelolaan Hutan lEstari

01 - Meningkatnya
ahivitas ekonoBi hijau
di seldor kehutanan

01- Nilai Pemanfaatan
Sumber Daya Huta[
Berkelanjutan

triliun Rupiah t22,2 136,19 242.440,53 143 - KeEenterian Kehutanan

02.2t.ol
KP: Peningkatan Produkivitas
Hutarr

01 - Meningkatnya
kontribusi ekonomi
sclrtor kehutanan
secara berkelanjutan

O1- Nilai PNBP
Funtsional Kehutanan

triliun Rupiah 7,t6 4,29 25.700,53 143 - Kementerian Kehutanan

02- Nilai ekspor produk
kehutanan

Eiliar USD l5,o I 15,82 143 - Kementerian Kehutanan
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-75-
PRIORITAA IAAIOITL (PU/
PROONTU PRIORITAS (PP)/
IIEGIATTT PHORITAS (IIIPI

Ffiffi lli r ifrfs{ili FT5'TrJJ TARGEf,
2026

rLoxrsr
(RP. JIITAI

[csTAltst
KOORDIIAMR/PETICIIPO.WTI

02.2t.o2
KP: Pengembanga! Produk
Bioekonomi Huta[ Melalui
Agroforestri

02.2r.o3
KP: Penguatan Pengelolaan
Hutan Lestari

01 - Meningkatkan
potensi pengembangan
produk bioekonomi
hutsn

0l - Meningkatkan
pengelolaan hutan
secara lestari

Ol- Nilai lnvestasi Sekor
Kehutanan

triliun Rupiah o

1.467

0,48 30.796,44 143 - Ifumenterian Kehutanan

0 l- Penguatan kapasitas
pengelola kaq,asan hutan
di tingkat tapak (KPH,
KUPS dan PBPH)

unit 1.587 12.524,44 143 - Kementelian Kehutanan

02.21.O4
KP: Penguatan Prakondisi
Pengelolaan Hutan lrstari

0l - Menguatnya
kepastian legalitas dan
Iegit-imasi kawasan
hutan

01- Desa yang
menggunakan data dart
inforEasi batas kawasan
hutan sebagai rujukan
dalaD peta wilayah desa

desa 0 1.056 57.115,12 143 - KeEenteri6n Kehutanan

02.21.O5
KP: PenLrgkatan Fungsi Sosial
Kawasan Hutan

0l - Menguatnya Peran
Masyarakat dalam
Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan

Ol- KeloEpok
masyarakat di dalam dan
sekitar kawasan hutan
yant dilibat-kan dalaEr
pengelolaan hutan
(keloEpok)

kelompok
masyarakat

14.774 16.454 39.198,50 143 - Kementerian Kehutanan

02 - Meningkahya
kescj ahteraa[
masyarakat di dalam
maupun sekitarr
kawasen hutan

O1- Nilai &ansaksi
ekonomi kelompok
masyarakat kehutanan

miliar Rupiah 1.400 2.150 143 - Kementerien Kehutenen
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PRIORITAA TAEIOITAL (PT}/
PROORA.I PRIORITA8 (PPI/
IIEGIATAIT PRIORITAS (XPI

FIIJIJTJ i{iiil'lrrlatl FTE5r.rJ .E ISEZIIIE
2021

TARGEf,
2Ur6

ALOXAAI
(RP. JI}TAI

t,TfrI,f:Il

02.2t.06
KP: P€f,lindungan dan
Pengaoanal Hutan

02.22
PP: Pengembangan Ekonomi
Bir"u sebagai SuEb€f,
Pertumbuhen Baru

02.22.O1
KP: Penguatan Tata Kelola
Ekonomi Biru

01 - Meningkatnya
p€f,lindungan dan
pen8amanan kawasan
hutan

Ol- Penurunan Laju
Deforestasi

juta ha/tahun

0l - Meningkatnya Nilai Ol- IBEI Pilar Ekonomi
Tarlbah Sekor
Ekonomi Bi.ru

o,120

22,19 (20231

0,106

26,90 2 .619 .187 ,38

77.l4l,ll 143 - Kementerian Kehutanan

02 - MeningkatDya
Perlindungan Kawasan
Perairan, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil

01- IBEI Pilar
Lingkungan

31,27 12023) 36,68

055 - Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

055 - Kementerian
Perencanaan Peobangunal
Nasional/Badan Perencanaan
PeEbangunan Nasional

03 - Meningkatnya
l(apasitas Sumber Daya
Manusia Sekor
Ekonomi Biru

01 - Memperkuat tata
Kdole ekonomi biru

O1- IBEI Piler Sosiel

persen

55,19 (2O2s)

91,17

59,42 055 - Kementerian
Perencanaan Pembantunan
Nasional/Badan P€f, encanaan
Pembangunan Nasional

34,69 1.O91.676,2O 032 - Keme[terian Kelautan
dan Perikenen

O 1 - Pers€ntase
Penyelenggaraan
Penataan Ruang t aut
dan zrnasi Pesisir

02- Indeks Kepatuhan
Pelaku Usaha Ketautan
dan Perikanan

SK No 040241 C
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PRIORITAS TAAIOTTL IPXI/
PROORAI PRIORITAS (PPI/
IIEGIATAIT PRIORITAS (XP)

TARGET
2.,2,5

ALOX.tSt
(RP. JUTAI

ii-cfvrcnI.{I:ITJJJ rrir llrlallali] FI'EiIrI-J ,tvtl

03- lndeks Pembangunan
Pulau-Pulau Kecil

0,45 o,52 032 - K€rrenterian Kelautan
dan Perikanan

032 - Kementerian Kelautan
dsn Perikanan

04- Proporsi Tantkapan
Jenis lkan yang berada
pada batas biologis yarg
atnan

01- Luas Kawasan
Konservasi di Peratan,
Wilayah Pesisir, dan
Pulau-hrlau Kecil yang
Efektif Dikelola
(kumutati4

pefsen

juta ha

<80

16,5

<80

l9,l02.22.O2
KP: Peningkatan Peargelolaan
Konservasi Perairan dan
Ekosistem Pesisir

Ol - Menirgkatnya
Pengelolaan Kawasan
Konservasi di Perairan,
Wilayah Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil

141.277 ,32 032 - Kementerian Kelautan
dan Perikanan

02- Luas Kawasan
Konservasi di Perairan,
wilayah Pesisir, dan
hrlau-Pulau Kecil

juta ha 29,2 30,7 O32 - Kementerian Kelautan
dan Periksnan

02.22.O3
KP: Peningkatan Produktivitas
Perikanan yang Terintegrasi,
Modern, dan Berkelanjutan

01 - Meningkatnya nilai
tambah, produlftivitas,
dan daya saing industri
kelautan dan perikanan

0l- Pertumbuhan PDB
Perikanan (ADHK)

persen 5,49 12023) 4,OO-6,00 741.497,62 032 - KeEenterian Kelautan
dan Perikanan

02- Volume Produksi
Ikan

juta ton 13,95 (2023) 13,62 032 - Kementerian Kelautan
dan Perikanan

SK No 040240 C

03- Volume Produksi
olahan Perikanan

juta ton 3,62l2o23l 3,83 032 - Kementerian Kelautan
den Perikenen
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PRIORITAA ITIsIOtrrL (PU/
PROORAI
XEGIATAT

(rP)/
lxPl

FIJ.'IJJJ Ef'I'ffir.Itl

04- PDB Periksnan

.BASELIITE
2IJ24

T/IROBT
2Ur6

i[FfrIiI.-I

032 - Kementerian Kelautan
dan Ferikensn

065 - Kementerian lnvestasi
dan Hiltasasi /Badan
Koordinasi Penanaman Modal

065 - Kementerian lnvestasi
dan Hiltasasi/Badan
Ibordinasi Penalarrran Modal

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman Modal

FE|TIJ tl,oxrar
(RP. JUTAI

tiiliunRupiah 554,O4l2O23l 626,O4

05- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Ikan Tuna Cakalang
Tongkol (TCT)

juta Rupiah 220.600 610.846

06- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Tilapia

juta Rupiah 77.361 522.M2

07- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hiltisasi
Udang

juta Rupiah 659.2r0 457.541

02.22.O4
KP: Pengembangan Industii
Garam dan Produk Olahan
Hesil t,aut

01 - Meningkatnya nilai
tambah, produ.!ftivitas
dan daya saing industd
taiam dan produk
otahan hasil laut

Ol- Volume Produksi
GaraD

juta ton 2 2,50 6.300,00 032 - Ketnenterian Kelautan
dart Perikartan

02- Produktivitas Lahan
Garam Rakyat

ton/ha a3 85 O32 - Kementcrien l(elauten
dsn Perikanan

03- Utilisasi Industri
Pengolahan GaraE
lndustii

persen 50 55.12 019 - Kementerian
Perindustden

SK No 040239 C

04- Utilisasi Industii
Pengotahan Hasil laut

persen 41,93 50 019 - Kemeuterian
Perindustrian
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PRIORITAS TIASIOXTL IPT}/
PROGnT PRTORTTTS FP)/
XEGIATTIi PRIORITAA (XP}

.'rS:r'r -J n'r'fiIEr.IJ F[E{I/TJ A'SELTE
2(,24

TARGBT
2(,26

ALOXASI
(RP. JUTAI

IITSTNAI
K(X)RDI ATOR/ PEIGAIPU

05- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Gerallr

juta Rupiah 2.24O.464 8.624.751 065 - Kementerian Investasi
dan Hiliasasi/Badan
Koordinasi Penana&an Modal

02.22.O5
KP: Penguata! Industri
Transportasi Laut

01 - Meafngkatnya Nilai
TaDbah Industri
Galangan Ikpal
Pendukung
Transportasi
Penyebrangan

0l- Volume Reparasi
Kapal

ribu DWf
(kumulati0

9,5 (Jan-Nov
2024].

11,4 7.150,00 019 - Kementerian
Perindustden

02- volume Produksi
Pe6buatan Kapal

ribu DWT
(kumulatiJ)

0,98 1.2 019 - Kemearterian
Perindusfian

019 - Kementeria!
Perindustrian

03- Nilai Eks'por Industri
Perkapalan

ribu USD 830,89 939,41

02.22.06
KP: Pengembangan Parirdsata
Berbasis Bahefi dan Denau

0l - Meningkatnya nilai
taErbah dan daya saing
kepariwisataan bahari
dan danauserta
pemanfaatan jasa
kelautan berkelanjutan

O 1 - Prioritisasi destinasi
pariurisata prioritas
berbasis bahari dan
danau

lokasi destinasi
pariwisata

behari

o l0 12A.3A5,24 147 - Kernenterian Pa.rin'isata

02- Jurnlah wisatawan
nusantara di destinasi
bahari dan danau
prioritas

ribu perjalanan 7,797,76 (2023) 14.435,13 147 - Kementerian Pariwisate

147 - Kementerian Pariwisata03- Jumlah wisatawan
mancalegara di destinasi
bahari dan danau
prioritas

ribukunjungan A.344,92 12023) 13.144,47
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PRIORITAA TASIOXAL (PXI/
PROGR.t
XEGIATAT

lwv
(xP,

,tsELtm
2.J24

TAROET
2.)26

rJ[rll7Ijlt rr,TfrJJFJi..rIJFJ'fiI ffi rTrTrflil{ Ff,ETlTJ JUTA} iJf.-rffi

02.22.O7
KP: Pengembangan lptek,
Inovasi, dan SDM Ekonomi
Biru

0l - Meningkatnya
hasil dan pemarfaatan
riset, Sumber Daya
Manusia di sektor Biru

01- Pusat Inovasi' Berbasis Maritim
unit (kumulatif) o 1 5O2.9Ol,00 124 - Badan Ris€t dan Inovasi

Nasional

02- Persetttase Lulussn
Pendidikan dan Pelatihan
KP yang terserap di
Dunia Usaha, Dunia
Industri, dan/atau Dunia
Kerja

pers€n 74,17 l2o23l 76 032 - Kementerian Kelautan
dan Perikana!

CATATAN:
1. S6uai dcngan pcndekatar THIS, s€buah proyek dapat mendukung lebih dari I (satu) Itioritas Na$onal;

3. Pcrubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L psda tahun p€lak3anaan dapat dilakukan dcngan pcr6€tuJuan Menteri PPN/Kepala Bappena3 dan Mcntcri Keuangan;
4. Dapat tcrjadi perubahan aloka3i dan target s$uai €fisiensi angSgaran bcrdalarkan Inprcs No I tahun 2025.

SK No 040237 C
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PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG
BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF, SERTA MENGEMBANGKAN

AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

PRIORITAA iASIOIIAL IPTI/
PROGNU PRIORITAA (PPI/
xEGrATrr PRrORrrAS (XPl

.aISELIIE
2dr4

TARGET
20.26

ALOXISI
(RF, JUTA)

Fir:n IFIi.ff:f'rrl-J iTiI'ft3fFli ffii7IJ

03
PN: Melanjutkan
Pengembangan Infrastrulfi rr
dan Meningkatkan Lapangan
Kerja yang B€f,kualitas,
Mendorong Kewirau sahaan,
Mengernbangkan tndu stri
freatif serta Mengembangkan
Agromadtim lndustri di
Sentra Produksi melalui
Peran Akif Koperasi

01 - Terwujudnya
PengeEbangan
lnflastruktur yang
Berkelanjutan

01- Stok Infrastrukur terhadap
PDB

persen 43,OO (2O19) 47,oo 25.072.799,67 132 - I(etrtefrterian
Koordinator Bidang
Inhastr"uktur dan
Pembangunan Kewilayahan

02 - Meningkatnya
Total Aset Sekor
Keuangan terhadap
PDB

Ol- Total Aset Sekor
Keuangan/PDB

persen 169,10 188,60 Otoritas Jasa Keuangan

03 - Meningkatnya
l"apangan Kerja
yang Berkualitas

OI- Propolsi Penciptaan Lapangan
Kerja Formal

pers€n 24,50 s7 ,95 035 - Kem€nterian
Koordinator Bidang
Perekonomien

035 - Kementerian
Koordhator Bidang
Perekonomian

04 - Meningkatnya
Nilai Tambah
Par'iwisata

Ol- Rasio PDB Periwiseta persen 3,72 12022) 4,60.4,70

SK No 040236 C
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PRTORnAA rfrsrorrl, (Prl/
PROGRAU PRIORIT/rA lPPl/
rFI}IATTT PEORITAS ETFI

ers:nrr.fJ Iti pliars{tfl F-TTtlTrJ TIRGEf,
2026

rLoxff
(RP. JrnAl

fiF:ffi-iM
,IIiA

02- Deeisa Pariwisata Eiliar USD 16,71 22,00-24,70 035 - Kemeoterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

6,92 7,40-8,00 134 - KeDrcnterian
Koordinator Bidang
PeEberdayaan Masyarakat

05 - Meningkatnya
Proporsi PDB
Ekonomi Kreatif

O1- Proporsi PDB Ekonomi Iceatif persen

03.ol
PP: Pengembangan
Konelftivitas dan l,ayanan
Transportasi Multimoda

01 - Meningkatnya
Konektivitas dan
l,ayanan Multimoda
melalui Integrasi
transpoftasi Darat,
Laut dan Udara

O1- Wa.t<tu Tempuh Pada Lintas
Utama Jaringan Jalan Nasional

jam/ l0O llm 1,90 l,AS 17,263.12?,68 145 - Ketnenterian Pekerjaan
Umum

02- Persentas€ Keberhasilan
Evakuasi Korban Pencar'ian dan
Pertolongan

persen 98,20 l2o23l 9a 107 - Badan SAR Nasional

03- Jumlah Perjalanan Kereta Api juta pedalanan o,86 0,95 022 - Kementelian
Perhubungan

04- On Time Performance
Penerbangan

05- Peningkatan Volume Angkutan
Laut (kumulatif angka dasar tahun
20221

persen

pers€n

73,74

-7,2O (2023l.

81,00

l2,l o

022 - Kementerian
Perhubungan

O22 - Kementerien
Perhubungan

06- JuElah Penumpang Angkutan juta penumpang
Kereta Api

501 538 022 - Kementerian
Perhubungan

SK No 040235 C
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PRTORTTAS rf Agror& (Pf, l/
PROGRAU PRIORITA3 IPP|/
ITIEGIATAT PRIORITAS (I{P)

lIIrfirIJ rri r rlff,{all hrrirrTl .aTSEI'IIE
20,24

TARGET
2026

TLOXASI
(RP. JI}TAI

. IITSTNAI
XOORDII|ATOR/ PE GAUPU

07- Volume Angkutan
Penyeberangan

juta kendaraan 1f ,50 (2023) 11,80 022 - Kementedan
Perhubung€n

08- JuElah Pstumpang Angkutan
Perkotaan di lO Kota Metropolitan

jutapenumpang 685(2023) 870 022 - Kementerian
Perhubungan

09- Penurunan Rasio Fatalitas
Kecdeksen Jslsn

persen s3,68 (20231 67 022 - Kementeriafl
Perhubungan

10- Peningkata[ Pemenuhan SDM
Tranqrortasi yang KoEpetear

persen 85,50 (2023) a6 022 - Kernenterian
Perhubungan

03.01.01
I(P: PengeErbantan
Konekivitas Jalan pada Jalur
Utama dan Aks€sibilit ,s
Daerah Tertinggal dan
Perbatasan

Ol - MeningkaEya
Konektivitas Jalan
pada Jalur Utsma
daD Aksesibilitas
Daerah Tertinggal
dan Perbatasan
MendukunS
P€rtumbuhaD dan
Pemerateen.

O1- Tingkat Aksesibilitas Jalan
Jalur UtaEa Daerah Tertinggal dan
Perbatasan

lqn/100lotr2 2,70 2,74 4.622.317,55 145 - Kementerian Pekerjaan
Urnum

02- Panjang Jalan Tol yang
Beroperasi (kumulatif angka dasar
tahun 20201

03- Kondisi Mantap Jalan
Nasional/ Provinsi/ Kabupaten / Kota

l]a 933 l2O2O -
2024l.

esl6elss eslT2lsalas

145 - KeEenterian Pek€r'jaan
Umum

145 - Kemente an Peketjaan
Umum

1.399

persen

03.01.02
KP: Pengembangan KA
Penumpang Antar Kota dan

ol - Terwuju&rya
KA Penumpang
Antar Kota datr
Penguatan KA

O 1 - Panjang Jalur KA yang
Beroperasi

lsn (kumulati0 6.880 (2023) 6.924 3.183.938,27 022 - KeEenterian
Perhubungan

SK No 040234 C

02- Jalur KA yang Mea4gunakan
Persinyalan Elekfik

persen 63 (2023) 66 022 - Kementeriart
Perhubungan
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PRTORTTAa rASrO rL lPrl/
PROGRAI PRIORIAAS IPPI/
XECIATAN PRIORITAS (rPI

l:IIrIrtJJ lt-llrl7fiaIl srsiiTxJ aastrrnE
2lJ24

TIRGET
2026

ILOXAAI
(RP. Jt TAI

liiFff'fiEj]

Pentuatar KA Angkutan
Barang

Angkutan Barang
yang Andal

03- Kondisi Jalur KA Sesuai
Standar Track Quality Index (TQI)
Iktegori 1 dan 2

persen 93,85 (2023) 95 022 - Kementerian
Perhubungarr

03.01.03
KP: Pengembangan Jadngan
Pelabuhan Terpadu

Ol - Terwujudnya
Ja.ringan
Pelabuhan yang
Terpadu

O1- Pelabuhdr yang Ditirgkatkan
Kapasitasnya fkumulatif angka
dasar 2020)

lokasi 72 138 4.318.626,70 022 - Kementerian
Perhubungan

022 - Keroedterian
Perhubungan

O22 - Kementerian
Perhubungan

022 - Kementerian
Perhubungan

02- Penumpang Angkutan I"aut
Nonkomersil

ribu pcnuEpang |,296 1.731

03- Muatan Baran8 Angkutan Laut
Nonkomersil

ton 986.594 ao?.9a 1

04- Tingkat Keandalan
Kenavigasian

persen 92,s3 (2023) 95,45

03.01.04
KP: Peng€mbangan Jaringan
Bandara Terpadu

0l - Teriurjudnya
jaringan bandara
yang terpadu ultuk
Mendukung
KoneLtivitas
wilayah

0 I - Bartdara yang Dibangun dan
Dikembangkan (kumulatif )

lokasi tt6l2o2o-
2024)

t16 l2O2O-
2026].

418.624,17 022 - KeEenterian
P€f,hubungan

O22 - Kementedan
Perhubungan

022 - Kementerian
Perhubungan

02- Jumlah tayanan Nonkomersil
An8kutan Udsrs Penumpang dan
Kargo

layanan 309 313

03- Persentas€ Kepatuhan
Keananan Penerbangan

perseu 83,49 78

SK No 040233 C

0I - Teiwujudnya
Koneldivitas Darat

lokasi, kumulatif 23O (2023) 23503.01.05
KP: Penguatan Konektivitas

O1- Pelabuhan Penyeberangan
yang Beroperasi

1.550.898,46 022 - Kementerian
Perhubungan
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PRIORTTAA f,ASTOnAL IPU/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
KECIAT/IIT PRIORITAS (XPI

lE:rJlrIJ i!-ftrif'Ef.IJ FT$7TJ TTRGEf,
2l)26

lrl)x.asr
(RP. JUTAI

IIISTiIIISI
KOORDITAAIOR/ PEXIGAXPU,I"A

Darat dan Kes€laEatan L€lu
Lintas dan &tgkutan Jalan

dan Keselamatan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
yang B€rkualitas

02- Terminal Penumpang yang
B€roperasi

lokasi, kuEulatif l 13 (2023)

r7e 12023)

115

r62

022 - Kementerian
P€rhubungan

022 - KeEenterian
P€f,hubungan

03- Irkasi Rawan Kecelakaan yang lokasi, kuEulatif
Ditangalri

03.01.06
KP: Pengembangan Sistem
Algkutsn Umum Massq.t
Perkotaan

01 - Terwujudnya
Sistem Angkutan
Umum Massal
Perkotaan yang
Efisien

Ol- PengeEbangan Sistem
Angkutan Umum Masssl Perkotaan
(kumulatif)

kota 6 (2O2O-2O231 t4 12020-20261 1.629.030,73 022 - Kementerian
Perhubungan

02- Ketersediaan Angkutan Umum
Massal P€f,kotaan Berbasis Jalan

juta
penumpang/hari

t,4o 12023) |,43 022 - Kementerian
Perhubungan

O22 - Kemearterian
Perhubuntan

145 - K€menterian Pekerjaan
Umum

03- Ketersediaan Angkutan Umum
Massel Perkoteen Berbssis Rel

juta
penumpang/hari

2,989 2023) 2,8,2a

04- Infrastrukhrr Ja.lan Perkotaan
yarg Dibangun (kumulati0

km (kumulati4 51,50 (2020 -
2024].

67,t\ l2O2O -
20261

03.01.07
KP: Pengembangan SDM
untuk Penittgkatan Kinerja
Layana[ Trartsportasi

Ol - Meiringkatnya
Kualitas dan
Kapasitas SDM
Transportasi yang
Berdaya Saing

01- fingkat Lulusan SDM
Transportasi yang Bersertifikat
Kompetensi

persen 92 12023) 92,50 607 .371 ,44 O22 - Kementerian
Perhubungart

022 - Kementerian
Perhubungan

02- Tingkat Penyerapan Lulusan
Pefi bentukan SDM Transportasi

Persen 85,10 {2023) 70,00

SK No 040232 C

persen 42,rO l2023l 47,90 532.320,37 lO7 - Badan SAR Nasional03.01.08
KP: Peningkatan Layanan

Ol - Meningkatnya
Iayanan Pearcarian
dafl Pertolongan

Ol- Persentase Pemenuhan
In-fr astruktur Pencaiian dan
Pertolongan
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PRTORTT/IA TAAIOIIAL lPrl/
PROGRTX PRIORIT/IS (PPl/
BEGIATIII PRTORITIS (rPl

vIjrTiTr,t niiil'.l7f{;,-l L..rr$7rJ .aASEIJIW
20ir4

TARGEI
2,I,26

irf,oKAsI
(RP. JI'TAI

ilFrrrirjn

Pencarian dan P€f,tolongan
Kecelakaan Tiansportasi

pada Kecelakaan
Transportasi

02- Ketersediaan SDM Pencarian
dan Pertotongan yang Tertatih
(kumulatif angka dasar tahun
2O2Ol

orang, kumulatif 5.155 (2020-
2023l.

15.608 107 - Badan SAR Nasional

03.o2
PP: Peningkatan Konektivitas
Digital dan Transisi Energi
Listrik

01 - Meningkatnya
Pembangunan TIK
di Tingkat Nasional

0l- Indeks Pembangunan TIK
(lP n Nasional

5,90 (2023) 6,15 5.632.577,73 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

02 - Meningkatnya
Tr6nsforeasi
Digitaf

01- Indeks Transformasi Digital
Nasional (ITDN)

49,20 l2o22l 51,23 059 - KeEenterian
Komunikasi dan Digital

O20 - Kementerian Energi
dsn Su&ber Daya Mineral

03 - Meningkatnya 0l- KonsuEsi Listiik per Kapita
Pembangunan
lnfrastiuktur
Ketenagalistrikan
Berkualitas

kwh 1.411 l.520

03.02.01
KP: Penguatan Infrastrukur
Telekoaurdkasi, Pos dan
Penyiaran

Ol - Meningkatnya
Cakupan dan
Kualitas di Bidant

0 I - Jangkauan Jaringan Fiber
Optik p€r Kecamatan

persen 7o,s3 (2023) 82,00 5.343.552,90 O59 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

02- Integrated Inde,< for Postal
Development (2IPD)

so l2o22l 65 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

SK No 040037 C
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PRIORITAS rsIOrrL (Prl/
PROGRTU PRIORITAA IPPI/
IT:EGIATAII PRIORITAS (ITPI

sesener i',]n!35f.II ILOTAAI
IRP. JI'TAI

iiilr-rfiiF:Iihrf,fi7JJ AASELIIE
2.},14

TARGEf,
202,6

Telekomu kasi,
Pos dart Penyiaran

03- Jaflgkauan Penyiaran Teleeisi
Siaran Digital Terestrial
Pen€rimaan Tetap Tidak Berbayar
(Free to Air) per Populasi

04- Jangkauan Penyiaran Radio
Terestrial per Populasi

persen

pers€n

7s,44l2o23l

70 (2023l.

75,O0

76,OO

l17-t€tubagaPenyiaran
Publik Televisi Republik
Indonesie

I 16 - Lembaga Penyiar:an
Publik Radio Republik
Indon€sia

97,16 (2023) 97,50 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
KoEunikasi dan Digital

06- Pelanggan Terlayani Jaringan
Pitalebar Tetap (Fixed Broadband)
terhadap Total Rumah Tangga

07- Pengguna Internet

08- Pertumbuhan Pengakses
Sueeming Siaran Radio Digital

persen

persen

persen

20,82l2o23l

79,50

31 (2023)

35,00

a2,70

40,oo

059 - Kementerian
KoEunikasi dalr Digital

I 16 - l,€mbaga Penyiarar:t
Publik Radio R€publik
Indonesia

05- Jangkauan Jadngan Pitalebar
Bergerak (Mobile Broadband) per
Populasi

persen

02 - Meningkatnya
Kualitas Internet

0l- Kecepatan Internet Jaringan
Pitaleba, Tetap (Fixed Broadband)

Mbps 32,r0 45,00 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

SK No 040036 C
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PRTORTTAS rrAArOXrL (PItl/
IROGRAU PRIORITAS (PPI/ AASARAIY
BEOIATIII PRIORITAA EIPI

AAAELIE
20.24

TARGET
2nM

ArI)xlst
lRP. JmA)

nirsrI,T..rt(ir }Irff,{.ril hrs{Trj,']

Pitalebar
[broadband)
Nasional

02- Kecepatan lntefnet Jaringan
Pitalebar Bergerak (Mobile
Broadband)

03- Rasio Harta Layanan Jaringan
Pitalebar Tetap terhadap
Pendapatan per Kapita

Mbps

pers€n

38,91 (2023)

a,4r (2o2tl

60,00

4,00

059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - KeEenterian
Komunikasi dan Digital

03.o2.o2
KP: Pengembangan dan
Peningkatan Ekosistem
Drgltaf

0l - Menillgkatnya
Ekosistem Digital
untuk Mendukung
Perrerintah dan
Masyarakat Digital

O1- Indeks Transformasi Digital
Nasional Pilar Masyarakat

51,75 .2022) 52,12 1O7.642,09 O59 - KeDenterian
Komunikasi dan Digital

O59 - Kement€rian
Komunikasi dan Digital

059 - KeEenterian
KoEunikasi dan Digital

059 - Kementerian
Komunil@si dan Digital

02- Indeks Ttansformasi Digltal
Nasional Pilar Pem€rintah

sl,rs (2022) 54,85

03- Ibpasitas Pusat Data Perkapita watt perkapita

04- Indeks Ruang Digital Kondusif

o,74 2,Ar

3,200,00

03.02.03
KP: Pembangunan
Pembangkit Tenaga Listrik
Bebafl Dasar dan Vaiiabet

Ol - T€f,bangunnya
Infrastruldur
Pembangkit Listrik
yang Andal

O1- Kapasitas Pembangkit Listrik
[kumulatif argka dasar tahun
2024].

02- Penurunan Emisi
Pembangkitan Iistrik

GW

juta ton CO2

100,69

t6,94

106,74

t7,2s

3.832,75 020 - KeEenterian Energi
dan Sumber Daya Mineral

O2O - Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

SK No 040035 C
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o3.o2.04
KP: PeDbangunan
Infrastrukur Jaringan
Ketenagalistrikan dan
Digitalisasinya

Ol - Meningkatnya
Kapasitas
lnfrastiuLhrr
Jaringan Tenaga
Listrik

0 I - Panjang Jaringa[ Transrnisi
Tenaga List'ik

kms

s,34 / 3,23 s,26 I 3,99

2.950,00 02o - Kementerian Doergi
dan Sumber Daya Mineral

020 - Kemeflterian Energi
dan Sumber Daya Mheral

020 - Kementerian Energi
dan Suanber Daya Min€ral

020 - Kemeltterial Energi
dan Sumber Daya MiDeral

O2O - Kemearterian Enelgi
dan Sumber Daya Mineral

O2O - Kementerien Energ
dan Sumber Daya Mineral

O2O - Kementedan Energi
dan Sumber Daya Milef,al

11.146 4.133

02- Ikpasitas Gardu Induk MVA 12.276 7.270

03- Panjang Jaringan Distribusi
Tenaga Listrik

kllrs 18.014 11.O43

04- Kapasitas Gardu Distribusi MVA 2.364 1.456

05- Rasio Elek fikasi Nasional persen 99,83 99,90

06-. S! stem Auerage Inlemtplion
Duratian lftdex ISAJDI) / System
Auerug e lftterruptiotu Freqrcnq
Inder. (SAIFI) Nasional

0aln/
pelanggan / tahun)

llV,alil
pelanggan/

tahun)

07- Susut Jaringan persen 8,69 (TW rrD 8,61

03.02.05
KP: Perluasan Jangkaua[
Inftastrulfirr Tenaga Listrik

0L - Meatingkatnya
Jangkauan

Ol- SPKLU dan kivate Charging
Stat-ion Terpasant kumulatif
angka dasar tahun 2023)

unit 3.202 5.971 174.600,00 020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

SK No 040228 C
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In-frastruldur
Tenaga Listrik

02- SPtsKLU T€rpasang (kumulatif
angka dasar tahun 2023)

unit 1.902 2.277 020 - Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral

15,5.429 r00.000 02O - Kemearterian Energi
dan Sumber Daya Min€ral

03- Koneksi Tenaga Listrik
Tambahan yang Berkualitas

unit

03.03
PP: Peningkatan
Produlftivitas UMKM dan
Koperasi

01 - Meningkatnya
Kontribusi UMKM
dan Koperasi
Terhadap
Pertumbuhan
EkonoDi dan
Penciptaan
l,apangan Kerja
Foi'rnal

0l- Rasio Volume Usaha Koperasi
terhadap PDB

persen o,97 1,12 1.353,426,56 149 - Kementerian Koperasi

02- Proporsi Jumlah Us$a Kecil
dan Menengah

persen 3,06 3,15 150 - Kementerian Usaha
MiLro, Kecil, dan Menengah

150 - Kementerian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

03- Rasio Ken irausahaan persen 3,08 3,18

03.o3.01
KP: Pengembangan Koperasi
Seldor Produksi

03.03.02
KP: Peningkatan lkpasitas
Usaha dan Akses Sumber
Daya Produktif

0l - Meningkatnya
Kontribusi Koperasi
Sektor Produksi
T€rhadap Total
Kontribusi Koperasi

01 - Meningkatrtya
Kapasitas Usaha
dan Aks€s UMKM
pada Sumbe! Daya
Produli(tif

0l- Proporsi Volume Usaha
Koperasi Seko( hoduksi terhadap
Total Volume Usaha Kopef,asi

O I - Proporsi UMKM yang Memiliki
lzin Usaha

persen

pers€n

7,24

18,64 20,oo

a,60 323.350,09 149 - Kementerian Koperasi

02- Proporsi Kredit UMKM
terhadap Ift edit Perbankan

230.702,77 150 - Kementerian Usaha
Milao, Kecil, dan Menengah

SK No O40227 C

pefsen 19,00 22,20 150 - Kemearterian Usaha
Milso, Kecil, dan Menengah
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03.03.03
KP: Pengerabangan
KePirausahaan

0l - Meningkatnya
jumlah orang
berusaha dibantu
buruh tetap

01- Rasio Pelaku Usaha Dibantu
Buruh Tetap terhadap Pelaku
Usaha Dibantu Buruh

pers€n 18,99 19,98 799.373,71 150 - Kementerian Usaha
Mildo, Kecil, dan Meneng€h

03.04
PP: Pendalarlan Sektor
Keuangan

Ol - Peningkatan
Pendalaman Seldor
Keuangan

01- Asct Perbankan/ PDB persen 57,21 64,51 39.562,00 Otoritas Jasa Keuangan

02- As6t Dana Pensiun/PDB pers€n 6,81 7 ,63 Otoritas Jasa keuangai

03- As€t Asuransi/ PDB p€rsen 8,93 9,30 Otoritas Jasa Keuaigan
(oJK)

04- Kapitalisasi Pasar Modal/PDB persen s5,72 59,90 Otoritas Jasa Keuangan
(oJK)

05- Total Kredit/PDB

06- Inklusi Keuangan

persen

persen

35,35

88,70 l2o23l

38,46 Otoritas Jasa Keuantan
(oJK)

Oton'itas Jasa Keuangan
(oJK)

91,50

03.04.01
KP: Penguatan Pera[
Perbankan

0l - Medngkatnya
Peran Perbankan

01- Total DPK/PDB pefs€n 39,92 42,73 Otoritas Jasa Keuartgart

02- Rasio Kredit UMKM Terhadap
Total lkedit

persen t9,23 22,24 Oton'itas Jasa Keuartgan

O1- Densitas Dena Pensiun juta Rupiah l,0l 1,14 37.277,OO Otoritas Jasa Keuangan

SK No 040226 C

02- Penehasi Asuransi persen 2,7 3,1 Oton'itas Jasa Keuangan
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03.04.02
KP: Penguatan Peran Sektor
Keuangan Nonbank

01 - MeEperkuat
Peran Selftor
Keuangan Nonbank

03- Nilai transsksi saham/PDB Perscn 16,99 18,81 Otoritas Jasa Keualgan

03.04.03
KP: Peningkatan lnklusi dan
Literasi Keuangan

03.05
PP: Pembangunan Pariwisata
Berkualitas dan
Berkelanjutan

Ot - Meningkatnya 0l- Indeks Literasi Keuangan
Inklusi dan Literasi
Keuangan

OI - Meningkatnya
nilai tambah dan
Daya Saing
kepariu'isataan

01- Penteluaran Wisatawan
tnarncanegara

02- Tenaga Kerja Pariwisata

persen 54,23 60,27 2.285,00 035 - KeEenterian
Koordinator Bidang
Perekono,nien

UsD/kunjungan 1.239l2023l 1,372-1.404 58L654,2O 147 - KeEenterian Pariwisata

juta oralg 22,49 po22l 26,5s 147 - Kementerisn Pariwisata

22 20 147 - Kementerian Pariwisata

juta kunjungan 11,57 (20231 16,0-17,6

03- Indeks Perrbangunan
Pariwisata flravel & Tourism
DevelopDent Index, *terbit bienial
tahun genap)

04- Kunjungan wisatawan
mancErnegara

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerian Pariwisata05- Perjalanan Wisatawan
Nusantara

juta perjs.tsnsn 852,80 (20231 t.t76

o3.o5.o1
KP: Percepatan
Pembangunan Destinasi

0l - Medrykatnya
Nilai Ta$bah dan
Daya Saing

01- hoduk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan
Akomodasi Mekan den Minum

juta Rupiah 19.976.0r9, rO
l2o23l

23.124.739,11 65.642,35 147 - Kementerian Pariwisata

SK No 040225 C
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Paiiwisata Prioritas
Borobudur-Yoglalarta-
Prarabanan

Kepariwisataan
Borobudur-
Yosrakarta-
Prambanan

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nusentera

Eiliar Rupiah 22.165,11 25.242,06 147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementeriart Pariwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerien Psriwisata

147 - Kementerisn Pariwiseta

03- Desisa Pariwisata juta USD 672,OO 767,94

04- Tenaga Ketja Pariwisata Jawa
Tengah

orang 3.214.769
(2o2sl

3-404.096

05- Investasi Sekor Par'iwisata juta Rupiah 955.099,60
l2o23l

1.330.356,95

06- Tenaga Kerja Pariwisata
Borobudur-Yogtakarta-PraDbanart
(DIY)

or,rng 47 1 .2t2 12023) 444.646

03.o5.02
KP: Penguatan Destinasi
Regeneratif Bali

Ol - Meningkatnya
Kes€suaian
Kualitas Daya
Dukung dan Daya
Tampung
Pariwisata, scrta
Kualitas Rantai
Pasok Pariwisata
Beli

01- PDRB Sektor Penyediasn
Akomodasi dan Makan Minum BaIi

juta Rupiah 54.683.173,97
l2023)

63.302.609,27 119.740,27 147 - Kemeatterian Pariwisata

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nusantara Bali

miliar Rupiah 101.325,41
12023)

136.347,00 147 - I(ementerian Pariwisata

147 - Kemearterian Periwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementeriart Pariwisata

03- Devisa Psriwiseta Beli jutaUsD 9.364,00(2019) 13.319,94

04- Tenaga Kerja Pariwisata Bali orarl18 622.432 l2o22l

7.547.919,45
(2023l.

05- Investasi Sektor Pariwisata Bali juta Rupiah

651.718

10.513.486,87

SK No 040224 C
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03.05.03
KP: Penguatan Destinasi
Regeneratif Kepulauan Riau

01 - Medngkatnya
Kesesuaian
Kualitas Daya
Dukung dan Daya
Tatnpung
Pariwisata, serta
Kualitas Rantai
Pasok Pariwisata
Kepulauan Riau

01- PDRB Sekor Peatyediaan
Akomodasi dan Makan Minutr
Kqrulauan Riau

juta Rupiah 6.30t.472,60
{.2023)

7.295.205,27 35.235,00 147 - Kementerian Pariwisata

02- Pendapatan dari wisatavsan
Nusantara Kepulauan Riau

miliar Rupiah 5.413,10 (2019) 6.925,58

03- Devisa Paiiwisata Kepulauan
Riau

juta usD 2.001,10 (20191 3.243,58

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - K€menterian Periwisata

147 - Kementerian Pariwisata

04- Teoaga Ke{a Pariwisata
Kepulauan Riau

oraltg 236.rs9 l2o22l 317.193

05- lnvestasi S€ktor Pariwisata
Kepulauan Riau

juta Rupiah 2.355.111,35
l2o23l

3.24O.431,44

03.05.04
KP: Penguatan Destinasi
Regeneratif Greater Jskarta

01 - Meningkatnya
Kes€suaian
Kualitas Daya
Dukung dan Daya
TaEputtg
Pari{'isata, serta
Kualitas Rantai
Pasok Pariwisata
Jakarta

01- PDRB Seko. Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum
Greater Ja.karta

juta Rupiah 191.980.855,20 222.241.437,50
l2o23l

33.351,88 147 - Kementerian Pariwisata

02- Pendapatat! dari wisatavean
Nusentera Greater Jakarta

miliar Ruieh 367.760,29
l2o23l

452.039,65

3.680,r3

147 - Kementerian Psriwisata

147 - Kement6ian Periwisata

147 - Kementerian Pariwisata

03- Devisa Psriwisata Jskerte juta USD 2.291,40 eorgl
04- Tenaga Kerja Pa wisata
Greater Jakarta (DKI)

orallg 1.479.227
l2o22l

1.557.469

SK No 040223 C
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05- Tenaga Kerja Pariveisata
Greater Jakarta (Jaula Barat)

orang 4.974.4M
l2o22l

5.411.446 147 - Kementerian Pari$'isata

147 - I(ementerien Psriwisete

147 - Kementerian Pariwisata

06- Tenaga Ketja Parivsisata
Greater Jakarta fBanten)

orang 1.230.545
l2o22l

1.635.835

07- Investasi S€kor Pariwisata
Greater Jaka.rta

juta Rupiah 12.650.725,3
l2o23l

15.784.170,80

03.05.05
KP: Percepatan
PeEbangunan Destinasi
Pariwisata Prioritas lrmbok-
Gili Tramena

0l - Meningkatnya
Nilai Tambah dan
Daya Saing
Kepariwisataan
Irmbok-GiIi
Tramena

01- Produk Domestik Re8ional
Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan
Akomodasi Makan dan Minum

juta Rupiah 2 .206.36t ,O2
(2023l.

2.554.138,68 73.619,91 147 - Kementedan Pariwisata

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nusentara

Eiliar Rupiah 12,566 17.550,24 147 - Kementerian Paiiwisata

147 - KementeriEn Periwisate

147 - Kementerien P,l iqrisate

147 - Kemearterian Pa.riwisata

03- Devisa Pariwisata juta usD 29O (20tal 9s7,52

04- Tenaga Kerja Pad$'isata orang 430.437 (2023]. 555.502

05- Investasi Sektor Pariwisata juta Rupiah 4.488.604,30
(2023)

6.252.170,90

03.05.06
KP: PengeEbangan Destinasi
Pariwisata kioritas MaDado-
Likupang

01 - Me ngkatnya
Nilai Tambah dan
Daya Saing
Kepariwisataan
Manado-Likupang

01- PDRB Sektor Penyediaar
Akomodasi dan Makan Minum
Manado-Ukupang

juta Rupiah 2.573.717,65
(2o2sl

2.979.399,A9 16.235,00 147 - Kementerian Pariwisata

02- Pendapatal dari Wisatawal
Nusantara Manado-Likupang

SK No 040222 C
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03- Devisa Pariwisata Manado-
Likupang

juta USD 1s9 (2O19) 297 ,Ar 147 - IGmenterian Pariwisata

147 - Kemearterian Pariwisata

147 - Kementerian Pariwisata

04- Tenaga Ketja Pariwisata
Manado-Likupang

orang 208.674 l2o22l 223.AOO

05- Investasi Seldor Pariwisata
Martado-Likupang

juta Rupiah 774.326,55
l2o23l

1.078.558,41

03.05.07
KP: Peargembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas Bangka
Bclitung

0I - Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas terkait
Aksesibilitas,
Amenitas, dan Tata
Kelola di Destinasi
Pariwisata Bangka-
Bettung

01- PDRB Selftor Penyediaan
Akomodasi dan Makan MinuE
Bangka Belitung

02- Pendapatan dari wisatawan
Nussntara Bangka Belitung

juta Rupiah 3.281.893,64
l2o23l

miliar Rupiah 2.455,23 12019) 14.925,58

3.792.692,93 17.415,00 147 - Kementerian Pariwisata

03- Deeisa Pariv.isata Bangka
Belitung

juta USD 23,90 (2019) 48,60

147 - Kementerian Periwisata

147 - KeEente an Paiiwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerien P6riwisata

04- Tenaga Kerja Pariwisata
Bangka Belitung

orarg 9A.106 (2022) 113.192

05- Investasi Sektor Pariwisata
Bangka Belitung

juta Rupiah 527.454,60
l2o23l

734.69634

o3.o5.08
KP: Percepatan
Pembangultan Destinasi

01 - Meningkatnya
Nilai Tarabah dan
Daya Saing

Ol- Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Sel,ftor Penyediaan
Akohodasi Makan dan Minum

juta Rupiah 2.193.003,64
l2o22l

2.534.675,44 126.?72,30 147 - Kementerian Par:iwisata

SK No 040221 C
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Paiiwisata Prioritas Danau
Toba

Kepadwisataa[
Danau Toba

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nussntere

miliar Rupiah 1.925,20 2.179,51 147 - Kementerian Parivsisata

147 - Kementerien Periwisata

147 - Kementerien Periwisata

147 - Kementerian Pariwisata

03- Derisa Pariwisata juta usD t45,70 18.4,40

04- Tenaga Kerja Parivrisata orang 1.248.769
(2023].

t.327 _710

05- lnvestasi Selrtor Pariwisata juta Rupiah 4l1.336,50
l2o23l

572.950,06

03.05.09
KP: Pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas Raja
Ampat

Ol - Meningkatnya
Kualitas dan
Kuarttitas terkait
Aksesibilitas,
A&enitas, dan Tata
Kelola di Destinasi
Pariwisata Raja
Ampat

01- PDRB Sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum Raja
Ampat

juta Rupiah 14.636,37
(2022].

19.106,32 I8.5OO,0O 147 - Kementerian Pariwisata

02 Pendapatan dari Wisatawan
Nusantara Raja AEpat

miliar Rupiah 195,67 l2o22l 332,40 147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerial Pariwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerian Pa.riwisata

03- Devisa Pariwisata dari Raja
Ampat

juta USD s (2019) 47,96

04- Tenaga Ketja Pariwisata Raja
Ampat

oral1g 7.542 l2o22l 9.623

05- Investasi S€ktor Pariwisata
Raja Ampat

juta Rupiah 12.575,05
l2o23l

17.515,77
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03.05.10
KP: Percqratan
Pembangunart Destinasi
Pariwisata Prioritas Labuan
Bajo

03.05.11
KP: Pengembangan Destinasi
Pariwisata kio tas Bromo-
Tengger-Semeru

01 - Meningkatnya
Nilai Tambah dan
Daya Saing
Kepariwisataan
Iabuan Bajo

0l - Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas terkait
Aksesibilitas,
Amenitas, dan Tata
Kelola di Destinasi
Pariwisata BroEo-
Tengger-semeru

O I - hoduk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Sekor Penyediaan
Akomodasi Makan dan Minum

juta Rupiah 38.850 (2023)

974,4902- Pendapatan dari Wisatawan
Nusantda

miliar Rupiah

45.063,74 29.322,50 147 - Kementerian Pariwisata

1.417 ,33 147 - Kementerian Pariwisata

03- Devisa Pariwisata juta USD 231,57 347 ,t2 147 - Kementeden Periwisata

147 - Kementeden Pariwisata

147 - Kementeden Pefiwisata

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerien Periwisata

147 - Kementerian Padwisata

04- Tenaga K€rja Paric/isata oftrng 299.160 12023) 324.957

05- Investasi S€Iftor Psriwisate

01- PDRB Sektor Penyediaan
Ako6odasi d6n Makan Minum
Bromo-Tengger-Semeru

juta Rupiah

juta Rupiah 17.50t.425,24
l2o23l

532.233,85
l2o23l

74t.347,82

20.225.375,70 19.085,00 147 - Keoenterian Pariwisata

02- Pendapatan dari wisatawan
Nusantara di Bromo-Tengger-
Seeeru

miliar Rupiah a3a,70 1.474,67

03- Devisa Pa wisata Bromo-
Tengger-S€meru

04- Tenaga Kerja Paliwisata
Bromo-T€ngger-Semeru

juta USD

orang

4,00 (2019)

3.493.968
12022)

4.121.599

9,46

SK No 040219 C



PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

-99-
PnIORITAS TASTOnAL (Pr)/
PRO(}RAU PRTORTTAA (PPl/
I'EGIATAT PRIORITAS IIIP}

.IJ:rr'rJJ il]-rf'f5{il-tt

05- Investasi S€ktor Pariwisata
Bromo-Tengger-Semeru

.Bestzt E
2021

TARGET
2.,26

ALOI(ASI
(RP. JI}TA}

r,f.frfai:Il

147 - Iftmenterien Periwisata

FrIrirJ,']

juta Rupiah 774.773,45
l2o23l

t.o84.752,49

o3.05.12
KP: PengeEbangan Destinasi
Perivrisete kiorites Wakatobi

01 - Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas terkait
Aks€sibilitas,
funenitas, dan Tata
K€lola di Destinasi
Pariwisata
Wakatobi

01- PDRB Sektor Penyediarn
Akornodasi dan Makan Minum
Wakatobi

juta Rupiah 35.525,73
l2o23l

41.055,01 12.650,00 147 - Kementeriarx Pariwisata

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nusantara Wskatobi

miliar Rupiah 108 163,66 147 - Kementeria[ Pariwissta

147 - Kementerien Periwisate

147 - Kementerian Pariwisata

147 - Kementerian Paiivrisata

03- Devisa Periwisets Weketobi juta USD 7,44 11,84

04- Tenaga Kerja Pariwisata
Wekatobi

orang 209.447 l2o22l 256.301

05- Investasi Sektfi Pariwisata
wakatobi

juta Rupiah 31.376,65
l2o23l

53.?Ol,14

03.05.13
KP: Pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas Morotai

0l - Meningkatnya
Kualitas dan
Kuantitas terkait
Aksesibilitas,
Amenitas, dan Tata
Kelola di Destinasi
Psriwisata Morotei

Ol- PDRB Sel<tor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum
Morotsi

jutaRupiah 2.544,9212023) 2.992,37 14.085,00 147 - Kementerian Pariwisata

02- Pendapatan dari Wisatawan
Nusentera Morotei

miliar Rupiah 103,92 (2022) t77,57 147 - Kementeden Psriwisata

147 - Kementedan Pariwisata03- Devisa Pariv/isata Morotai juta USD 0,69 0,89
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PRTORTTAS T|ASIOIIAL (Prl/
PROGRAf, PRIORITTS (PPI/
xlEoIATArf PRTORTTTA (xPl

hIJJIJJJ fifirit:rfiIt FrsilTrit AAAEI'IIE
20,24

TARGEf,
2(}ir6

ALOr/ISI
(RP. Jr}TAI

Itii:fff,T:Il

05- Investasi Sektor Paiiwisata
Morotai

jutaRupiah 1.151,65(2023) 55.422,25 147 - Kementerian Pariwisata

03.06
PP: Penguatan Ekosistem
Ekonomi Kreatif Berbasis
Kekayaan Intelektual

01 - Menhgkatnya
Kin€lja Sekor
EkonoEi Kreatif

01- Iaju Pertumbuhan f,DB
Ekonomi Kreetif

persen s,3o l2o22l

3r,94 (2023) 5,80-7,50

202.451,5O 148 - Kementerian EkonoEi
Kreatif/ Badar Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
Kreatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
IGeatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
Iceatif/ Badan Ekono@i
IGeatif

5,70

02- Pertumbuhan Ekspor Ekonomi
Kreatif

persen -r1,o7 (2023l. 5,30

03- JuEIah Tenaga K€rja Ekonomi
Ifteatif

juta orang 24,9212023) 26,06

04- Pertumbuhan Investasi
Ekonomi lceatif

pers€n

03.06.01
KP: Penguatan Ekosistem
Pemampu Ekonomi Kreatif

0l - Menintkatrtya
lnvestasi Ekonomi
Kreatif

01- Nilai lnvestasi EkonoEi l&eatif triliun Rupiah 89,33 (2023) 131,O(F146,46 65.624,47 148 - Kementerian EkonoEi
Iceatif/ Badan Ekonomi
I(featif

03.06.02
KP: Penguatan Ekosistem

0l - Meningkatnya
Kinerja Subs€Ltor

01- Pertumbuhan PDB Subsektor
FilE, Animasi, Video, dan Musik

persen 2,72 (2022]. 7,454,90 25.620,00 148 - Kementerian Ekonot li
Ifteatif/Badan Ekonomi
Kreatif
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PRIORITAS IIAAIOITL (PIUr'
PROGRAU PRIORNAA (PPI/
IIFI}IATAII PRIORITTS (I(P'

fiiTtrtl7S{ilal Fvf,{l7rJ AESELIIIIE
2.)24

TARGEf,
2026

ILOIIASI.
(RP. JIITAI

mffi.n

Film, ArdEasi, Video, dan
Musik

Fi16, AnimaEi,
Video, dan Musik

02- PertuEbuhan Ekspor
SubseLtor Fi16, Animasi, Video,
dan Musik

-8,00 (2020) 7,30-12,30 148 - Kefienterian Ekonomi
Iceatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
Iceatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

persen

03- Jumlah Tenaga Kerja
Subsekor Film, Animasi, video,
dsn Musik

ribu orang ra8 eo22l 208

03.06.03
KP: Penguatan Ekosister!
Fesyen dan lciya

0l - Meningkatnya
Kinerja Subseldor
Fesyen dan Kriya

0l- Pertumbuhan PDB Subs€ktor
Fesyen dan Kriya

persen 7 ,76 12022) 5,90-8,00 38.510,63 148 - Kementeria! Ekonomi
Ikeatif/ Badan EkonoEi
I<reatif

148 - Kementerian Ekonomi
I&eatif/ Badan Ekonomi
IGeatif

148 - Kementerian Ekonomi
Iceatif/Badan Ekono|rj
Kreatif

02- Perturabuhan Ekspor
Subsektor Fesyen dan Kriya

persen -12,Ot l2o23l 4,OO

03- Jumlah Tenaga Kerja
Subs€ktor Fesyen dan Kriya

ribu orang 9.107 (2022!. 10.092

03.06.04
KP: Penguatan Ekosistem
Aplikasi dan Cim

Ol - Meningkatnya
Kinerja Subs€ktor
Aplikasi dan cim

01- Pertumbuhan PDB Subs€Ltor
Aplikasi dan Gim

persen 2,58 l2022) 6,90-7,40 55.488,03 148 - Kementerian Ekonomi
Kreatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
Kreatif/ Badan Ekonooi
Kreatif

02- P€rtuEbuhan Ekspor
Subsektor Aplikasi dan Gim

persen t52,4112021) 6,50-11,70
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REPU BLIK INDONESIA

-to2-
PRTORTTAS rASrOnAL (P$/
PROGRA'u PRIORITTS FPI/ SAATRrIT
xtEoIATAr PRTORTTTA fl<P)

E TF7trJ ETSELIIIIE
2021

TIRGET
2025

lfoxAsl
(RP. JUTA)

ilil:tIIiIIi

03- Jumlah Tenaga K€rja
Subsektor Aplikasi dan Cim

ribu orang

persen

1s2 12022) 200

a,6t 12022) 5,8G8,90

148 - Kem€nterian EkonoEi
Iceatif/ Badan Ekonomi
Kreati.f

148 - Kementerian Ekonomi
I(reatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

03.06.05
KP: Penguatan Ekosistem
Kuliner

01- P€rtumbuhan PDB Subs€Ltor
Kuliner

Ol - Meningkatnya
(inerja Subsektor
Kuliner

17.2O7,97 148 - Kementerian Ekonomi
Kreatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

148 - Kementerian Ekonomi
Iceatif/ Badar Ekonomi
I&eatif

02- Pertumbuhan Ekspor
Subs€ldor Kuliner

persen -2,47 12023) 5,70

03- JuE ah Tenaga Kerja
Subs€kto( I(uliner

ribuorang 13.43512022l 14.259

CATATAN:
1. Sesuai denSan pcndckatan THIS, s€buah proyek dapat mendukunS lcbih dari 1 (!atu) Priodtas Nasional;

3. Pcrubahan dncian dan pcndanasn proyck BclanJa K/L pada tahun p€lalsanaan dapat dilakukan dcngan p€ls€tujuan Menteri PPN/Kepala Bappcnas dan Menteri IGuangani
4. Dapat tcrjadi perubahan alokasi dar targ.t scsuar.fi.icnsr antgSaran berdasarksn Inprcs No 1 tahun 2025.

SK No 040215 C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA
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PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN,

KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN
PENYANDANG DISABILITAS

PRIORITAA ITAAIOITAL (PU/
TARCET

2026
ALOXTAI

(RP. JI'TAI
mffi{ffi twv

(xPl
IIIjfi rrlJ r'.-In!3Tf.IJ aIEf'7,rJ ,IVA

04
PN: Memperkuat
Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM), Sains,
Teknotogi, Pendidikan,
Kesehatan, Prestasi Olahrata,
Kesetataan Gender, serta
Peoguatan Peran P€rempuan,
Pemuda, dan Penyandant
Disabilites

0l - Terwujudnye
Pendidikan B€rkualitas
yang Merata

O1- Rata-rata Nilai PISA:
Me6baca; Matematika;
Sains

tehun

359;366;383
.2022)

9,22

396i 4O4i 416 518.706.102,1I 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

9,45 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

02- Rata-rata Lsma S€kolah
Peoduduk Usia di atas 15
Tahun

03- Harapan l,ama Sekolah tahun 13,2r 13,36 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Mahusia dan
Kebudayaan

04- Persentase Pekerja
Lulusan Pendidikan
Meneatgah dan Tinggi yang
Bekelja di Bidang Keahlian
Menengah dan Tinggi

persen 68,14 68,50 036 - Kemearterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
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PRIORITAA XASIOTTL (PTI/
PROORA PRIORITTS (PPI/
IIDGIATAT PRIORITTA (KPI

arf.'n rr.ffl lli r;Itl7f,lTl srriTrJ,'j a/rSlLIlIt
zUA

TARGET
2026

ALOXASI
(NP. JIIIA}

fiFrY'riT:n

05- hoporsi Penduduk
B€rusia 15 Tahun ke Atas
yang Berkualifikasi
Pendidikan Tinggi

persen 10,20 tl,49 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

06- Rata-rata Nilai Aseslnetr
Tingkat Nasional Literasi
MeDbaca: Numerasi

63,06;55,92 65,89;58,86 036 - Kemeuterian
Koordinator BidarE
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

02 - Terwujudnya
Kes€hatan Untuk
S€Bua

01- Usia Harapan Hidup
(UHH)

tahun 74,15 74,68

02- Angka Kelahiran Total
(Total Fertility Rate)

rata-rata
kelahtan per
wanita usia
subur [WUS]
15-49 Tahun

2,11 2,to 036 - Kementerian
Koordinator Bidant
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

o,421 0,394 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

03 - Terwujudnya
Keluarga Berkualitas,
Kes€taraan Gender, dan
Masyarakat Inklusif

0l- Indeks Ketimpangan
Gender {IKG)
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PRtORtT/tS XASIOTTL (Prl/
PROGRT PRIORITAS IPPI/
XEGIATAI| PRIORITAS (IIPI

Srf:nrrTI EEiTIJ TAROEI
20.26

ALOX.ASI
IRP. .'IITAI,INYI

02- tndeks PeBbangunan
Ku€litas Keluarga

69,s1 (2023) 73,83 036 - KemeDterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

036 - Kemeuterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

03- Indeks Pembangunan
Pemude

62,84 67 ,69

04- Indeks Psnbangutran
Getrder

91.85 92,11-92,2t 036 - Kemearterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Martusia dan
Kebudayaan

05- Indeks Perlindungan
Anek

68,29 (2023) 72,33 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia darr
Kebudayaan

06- Mobilitas Penduduk
tanjut Usia

persen 92,9412023) 94,50 036 - KeDenteriai
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

SK No 040212 C



PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA
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PRIORITAA IfAAtOIfAL (Ptt)/
PROGRAU PRIORITAS (PP}/
xiEclATrr PRloRrTAlt (xPl

SIr:r'r i'l ilTlt'.l7SltII ALOrASI
IRP. JIITAI

iT,F:fIIiLFISiIrJJ aagtLItE
2Ur4

TAROE
20.25

07- Mobilitas tbnduduk
Penyaldang Disabilitas

persen 68,42 (2023) 69,50 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
PeEbartgunan Manusia dan
Kebudayaan

04 - Mentuatnya [ptek,
Inovasi, dan
Produlftivitas Tenaga
Kerja

0 l- Tingkat Pengangguran
Terbuka

persen 4,91 4,44-4,96 035 - Kementerian
Koordirtator Bidang
Perekonomian

036 - Kementerian
Koordinator Bidang
PeEbangunan Manusia dan
Kebudayaan

02- Perintkat Ifldeks Inovasi
Global

perhgkat 54 52

05 - Meningkatnya
Prestasi Olahraga
Indonesia di Tingkat
Durda dan Budalra
Berolahraga di
Masyarakat

01- Jumlah Perolehan
Medali Emas pada ollEpic
GaDes

Eedali 2 n/a 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
PeEbangunan Manusia dan
Kebudayaan

036 - Kementerian
Koordittator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

02- Jur ah Perolehan
Medali Emas pada
Paralympic GaDes

medali n/a1

03- Peringkat pada Asian
Games

pertlgkat 13 (20231 9-11 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
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PRIORITAS rrSIOllAL (PIII/
PRq}R.A PRIORITAS IPPI/
KEGIATNT PRIORITAA IXPI

.BASELIIE
2.),14

TAROEf,
20/26

ALOXASI
IRP. .IUTAI

Fr.ffi-,'i:l'lhTI.IIJIJ rri I iltf,fiill arsiTrf,l

04- Perintkat pada Asian
Para GaDes

pclingkat 6 l2o23l 5-7 036 - KeEenteriart
Koordhator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

05- Peringkat pada SEA
Gataes

pelingkat 3 (2023) n/a 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembaigunan Manusia dan
Kebudayaan

06- Peringkat pada ASEAN
Para Games

periqgkat I l2o23l t-2 036 - KeEenteriarr
Koordinator Bidang
Pembangunal Manusia dan
Kebudayaan

07- Pers€ntas€ penduduk
berumur 10 tahun ke atas
yang aldif berolahraga

persen 9,06 10,80 - 11,94 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

04.01
PP: Percepatan Wajib Belajar
13 Tahun (1 tahun pendidikan
pras€kolah dan 12 tahun

0l - Tercapainya
pemerataan akses
pendidikan dengan
percepatan wajib belajd

0 l- Tingkat Penyelesaian
Jenjang
SMA/SMK/MA/Sederajat

persen 67,O7 64,O7 62.534.734,20 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
PeEbangunan Manusia dafl
Kebudayaan
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PRTORTTAS I{ASIOTTL (Prl/
PROGRT PRTOruTAS (PP)/
IIECIATAI{ PRIORITIS (IGI

.Bastll]w
2e24

TARGEI
20,16

,:ff, tlrJ:n ffiffrJihrs:rf,if,f,] l-(i;J-'?r.f.IJ v5f.rrJ
JUTAI

peadidikan dasar dan
pendidikan menelgah)

l3 tahun yang
berkualitas (1 tahun
pendidikan pra sekolah
dan 12 tahun
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah)

02- Jumlah anak t.idak
sekolah usia 6-18 tahun

anak tidak
sekolah

3.777.202 3.546.145

63,81 64,60pers€n

036 - Keraenterian
Koordinator Bidant
Pembangunan Manusia dan
Kebudayasn

138 - Kementerian Pendidikai
Dasar dan Menengah

03- P€rsentase Anal< Kelas I
SD/MI/SDLB/Sederajat
yang Pernah Mengikuti
PAUD

04.01.01
KP: Pelluasan l,ayanan
Pendidiken Ansk Usia Dini

0l - T€f,capainya
pemerataan akses dan
petayanan pendidikan
pra sekolah dalam
meudukung tumbuh
kembang anak

Ol- Angka Partisipasi Kasar
(APK) PAUD

pers€n 36,03 36,74 1.O16.750,32 138 - Kementedan Peodidikan
Dasar dan Menengah

04.01.02
KP: Revitalisasi Sarana dan
Prasarana Sekolah dan
Madrasah yant Berkualitas
(PHTC)

01 - Tercapainya
peEerataan akses
pendidikan b€rkualitas

Ol- Pers€ntase satuan
pendidikan formal dan
nonfolmal yang memenuhi
SNP sarpras, terEasuk
penyediaan fasilitas untuk
mendukung satuan
pendidikan inklusif

persen 26,67 35,60 24.564.407,54 138 - Kemearterian Pendidikan
Dasar dan Meneogah
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PRTORTTAS rASrOrrL lml/
PRfi}RAf PRIORITAA FP)/
I'DGIATAII PRIORITAA (XP}

TARGET
2()26

ALOIiASI
(RP. .rUTAl

ilaf-t -,tl
EIEITI-J ,rvtnftrtl7slil{

02- Persentase rnadrasah,
satuan pendidikan umum
dengan keLhasan aga8ra,
dan satuan pendidikan
keagarrasn ya[g memenuhi
SNP sarpras, termasuk
penyediaan fasilitas untuk
mendukung satuan
pendidikan inklusif

persen 42,O9 50,08 025 - Kementerian Agarna

04.o1.o3
KP: Penyaluran Bantuan
Pendidikan yang T€pat
Sasaran

0l - Terwujudnya
perluasan kesempatan
belajar untuk peserta
didik yang berasal dari
keluarga miskin atau
rentan miskin

O1- Rasio APK
SMA/SMK/MA/Sederajat
20% Termiskin dan 20%
Terkaya

o,765 o,794 26.436.A6O,Oa 138 - Kementerian Pendidikan
Dasar dan Mene[gah

02- Tingkat pen]'Elesaian
pendidikan
MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Uta
ma Widyalaya/Uttama
Dharl,rasekha

persen 68,63 72,32 025 - Kementerian Agaraa

04.01.04
KP: Pencegahan dan
Penanganan Anak Tidak
Sekolah

0l - Tercapainya
penunrnan kasus anak
putus sekolah dan anak
tidsk s€kolsh

O1- JuElah anak tidak
sekolah yang mendapatkan
tayanaD pendidikan di
satuan pendidikan formal
dan nonformel

anak (indikator
baru)

306.510 6.512.720,27 138 - Kemeirterian Pendidikan
Dasar datr Menengah
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PRTORTT/rA rASrOrrL (ml/
PROGRAI PRIORITAS IPPI/
XIEGIAT/III PRIORITAS (XPI

tIIJJiTJJ t-iil-Iil75{Ta L.IJIiTJJ T/IRGET
2Ur6

/IDOIIASI
(RP. JI'TAI

IIlATAXSI
xooRDIIranoR/PElf GAUPU41,y14

02- Jumlah anak tidak
sekolah yang mengikuti
pendidikan kes€taraan pada
pesantren

anak 261.197 261.397 025 - Kementerian Agama

04.o2
PP: Peningkatan Kualitas
Pengajaran dan Pembelajaran

02 - Meningkatnya
akses anak dari
keluarta miskil
ekgtaeE dan miskin
terhadap pendidikan,
pengasuhan, dan
layanan kesejahteraan
sosial fielalui Sekolah
Rakyat

0l - Terwujudnya
kualitas pengajaran dan
pembelajaran yang
efektif

O1- Juirlah arak tidak
sekolah yang meadapatkan
layanan pendidikan di
Sekolah Rakyat

O1- Pers€ntase satuan
pendidikan yang mearcapai
staldar kompetensi
minimum dalam aseslDen
koEp€tensi tingkat nasional:
lal literasi membaca; dan (bl
numerelii

orang

pers€n

(indikator
baru)

30.000

46,57i 41,42 51,67: 45,68 3.470.76t,52

027 - Kementerian Sosial

036 - Ke6enterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

SK No 040207 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111-

PRTORTTTS rASrOrrAL (Pr)/
PROGRA PRIORITAA IPPI/
XEOTATAT PRIORXTAA GiPI

ATSEL'E
2o,4

TAROET
20,16

ALOXASI
IRP. .'I}TAI

l. :frI,T:IiiIi;f'l7,9r.II FISTIIIJ

02- Persentas€ satuan
pendidikan yang melEiliki
indeks karal(er, indeks
iklim keamanan sekolah,
dan indeks inklusivitas dan
kebinekaan pada kategori
baik

pers€n 48,t7 48,59 138 - Kemelterian Pendidikan
Dasar d€n Menengah

036 - Ketaenterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

139 - Kementerian Peardidikan
Tinggi, Sains, dan Telmolog

03- Early Childhood
Dcvelopment Indcx (ECDI)

47,70 89,06

04- Persentas€ lulusart
sekolah unggul baru dan
sekolah unggul transfon'masi
yang diterima di p€rguiuan
tinggi terbaik lua! atau
daldn neg€ri

pefs€n 0 75

04.o2.ol
KP: PengeEbangan Inovasi
Pembelaj aran dengan
Memanfaatlan Teknologi

0l - Terwujudnya
pembelaj aran yang
inovatif, serta
meningkatkan Einat

0l- Pers€ntas€ satuan
pendidikan fomal yang
meraanfaatlan komputer
dan internet untuk tujuart
peEbelajaran

persen 15,69 t7,o7 446.329,41 138 - Kementerian Pendidikql
Dasar dan Menengah
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Digital dan Penerapan d"r,
Pedapgi Modem (PTCK) pes€rta didik satuan pendidikan umum

dengan kel*rasan agama,
dan satuan pendidikan
keagamaai formal yartg
memanfaatkaD komputer
dalr internet untuk tujuan
peBbelaj aran

04.o2.o2
KP: Penciptaan EkosisteE
Satuaa Pendidikan yang
Mendukung Proses
PeEbelajaran B€rkualitas,
tci'masuk Peningkatan
Kecakapan Literasi Kelas Awal,
s€rta Penguatan Karalfter dan
Wellbeing Pes€rta Didik dan
Pendidik

01 - Terwujudnya
pescrta didik yang
berkarakter dan
mampu
mengeErbangkan
kompetensi sebatai
masyarakat yang aktif

Ol- Pers€otase satuan
p€ndidikan formal dan
nonforeal yang memiliki
prograr! t€f,kait peningkatan
kualitas lingkungan belajar

persen 18,15 54,46 O 138 - Kementerian Pendidkan
Dasar dan Menengah

025 - Kementerian Agama02- Pcrseirtase ftadrasah,
satuan pendidika[ umum
deugan kekhasal agaaa,
dan satuan pendidikan
keagaraaafl formal yang
ralrreh anek

pefsen IO,Oa 30,o2
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04.02.03
KP: Pemantapan Sistern
Asesmen Komprehcnsif

01 - Terwuju&rya
peserta didik yang
kompeten dan mafirpu
mengaplikasikan
Eateri-materi
pembelajaran

0 I - Pers€ntase peserta didik
satual pendidikal formal
dan nonformal yaIry
mencapai standar
kompetensi minimum dalanr
as€smen kompetensi thgkat
nasio[al: (a) literasi
Eembaca; dafl (b) numerasi

02- P€f,sentas€ peserta didik
madrasah, satuan
pendidikan uEum dengan
kekhasan agama, dan
satuan pendidikan
keagamaan yang mertcapai
standar koEpetensi
minimum dalam asesmen
konpetensi tingkat nasional:
(a) literasi membaca; dan (b)
numerasi

68,13;62,51
l2o23l

70 ,62; 69 ,35

58,07;50,91
(2023l.

59,7li 52,97

32A.376,14 138 - KeEenterian Pendidikan
Dasar dan Menengah

025 - Kementerian Agama

persen

pefsen

04.o2.o4
KP: Pengerlbangan Anak Usia
Dini Hotistik-lntegratif (PAUD-
HI)

01 - Ten{ujudnya
tumbuh kembang anak
usia dini secara optimal
dalam mendukung
kualitas belajar anak

O 1 - Persentase
kabupaten /kota yang
menerapkan PAUD-HI

perset! 50,19 79,38 57.233,50 138 - Kementerian Pendidikafl
Dasar dan Menengah
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04.02.o5
KP: Peningkatan Kualitas
Pendidikan Agama dan
Pendidikan Kepercayaan
terhadap T\rhan yang Maha
Esa

Ol - Tercapainya
peningkatan kualitas
dan pemahaman ilmu
agarla pada peserta
didik untuk diterapkan
dalaE kehidupal

01- P€rsentase guru agama
yang memiliki s€rtifikat
pendidik

persen 4t,96 63,94 O 025 - Kemearterian Agama

02- Pef, sentase pemenuhan
kebutuhan guru pendidikan
sgaraa pada satuan
pendidikan

persen 54,67 70,35 025 - Kemerlterian Agama

04.o2.06
KP: Penerapan Kurikulum
yang Kontekstual Berpusat
pada Peserta Didik s€rta
Fokus pada l(ara.k€f, dan
Ifumpetensi Esensial

0l - Terwujudnya
pembeLajaran yang
memuat aspek
Eendasar dan relevan
d€ogan kebutuhan saat
ini dan Basa dqran

Ol- Pers€ntase satuafl
pendidikan formal dan
nonforinal yang melerapkan
kurikulum yang kontekstual
berpusat pada pesefta didik
serte fokus pada karakter
dan kompetensi esensial

02- Persentas€ madrasah,
satuan pendidikan uEum
dengan kekhasan aga$a,
dan satuan pendidikan
keagamaan yang
men€rapkan kurikulurir
yang kontekstual berpusat
pada peserta didik serta
fokus pada karalder dan
kompetensi esensial

persen

persen

83,94 91,98

55,2150,21

216.a52,O7 138 - Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

025 - Kemearterian Agama
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04.o2.o7
KP: Pembangunan dan
Penyelenggaraan Sekolah
Unggul

0l - Terselenggaranya
tayanan pendidikan di
sekolah untgul yang
Eewadahi SDM dalam
EeningkatLan daya
saing di tingkat globat

O1- Jumlah unit s€kol,ah
unggul baru yang b€rop€f,asi

unit (indil@tor
baru)

4 2,421.97O,OO 139 - Kementerid! Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

139 - KeEenterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teldrologi

02- JuElah sekolah unggul
transformasi yang terbina

unit (indikator
baru)

15

04.02.08
KP: Revitalisasi Pendidikan
Nonformal

0l - T€f,capainya
peningkatan mutu
pendidikan luar sekolah
dan menjamin
pendidikan kesctaraan
s€banding dengan
pendidikan formal

O1- Persentas€ satuan
pendidikan nonforEal yang
meningkat mutu
pe4belaj arannya

pers€n 22,O1 26,85 O 138 - Kementerian Pendidikan
Dasar dan Mcnengah

04.03
PP: P€rlenuhan Layanan
Pendidikan Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan yang
B€rkualitas

0I - Terwujudnya
layanan peardidika!
Pesantren dan
pendidikal keagamaan
yang berkualitas

01- Pers€ntas€ pes€rta didik
yang Eengikuti pendidikan
kcsctaraan pada pendidikan
pesantren dan pendidika!
keagamaan yang
Eenyelesaikan pendidikan
s€tara formel

02- Persentase satuarr
pendidikan formal pesantren
yang memp€roleh hasil
as€$ren minimal jajryid

56,00 75,00

(indikator
baru)

15,00

304.069,12 O25 - KeDenterian Agama

025 - Kemearterian Agama

persen

persen
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04.03.01
KP: Pellifl gkatan kualitas
pettdidikan pesantren dan
pendidikan keagamaan

01 - Meningkatnya
kualitas pendidikan
pesantren dart
pendidikan keagamaan

Ol- P€rsentase satuan
pendidikan pesantren dan
pendidikafl keagardaan yang
dinilai dan dievaluasi
mutunya

pereen (indikator
baru)

40,00 244.069,12 025 - Kemelterian Agama

04.o3.o2
KP: Rekognisi lulusan
pendidikan pesantren dan
pendidikan keaga&aan

Ol - Terpenuhinya
rekognisi lulusan
pendidikan pesantren
dan pendidikan
keagaraaan

01- P€rscntase lulusan
pendidikan pesantren dan
pendidikan keagaraaan yang
Dendapatkan rekognisi

persen 32 60 O 025 - Kementerian Agarlla

04.03.03
KP: P€nguatan penjarr.inan
mutu pendidikan pesantren
dan peardidikan keagamaan

01 - Terwujudflya
peatguatan penjaminan
mutu peardidikan
pesant 'en dan
pendidikan keagamaan

Ol- Persentase satuan
pendidikan pesantren dan
pendidikan keag6maan ysnt
mendapatkan
pendampingan

persen (indikator
baru)

15,00 20.000,00 025 - Kementerian AgaEa

04.04
PP: Penguatan Pengelolaan

01 - Terwujudnya
peningkatan

O1- lndeks Pemerataan
Guru

36,91 34,9t 15.757.069,79 138 - KeEenterian PendidikaD
Dasar darr Menengah
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Perrdidik dan Tenaga
Kependidikan Berkualitas

koEpetensi,
profesionalisdre, dan
pemerataan distribusi
pendidik dan tellaga
kependidikan untuk
mewujudlGn pelayanan
pcndidikan yang
berkualitas dan inklusif

02- Pers€ntas€ satuan
pendidikan yang BeDdliki
indikator kualitas
pembelajaran dengan
kategori baik

persen 3s,2r l2o23l 44,84 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembarlgunan Manusia dan
Kebudayaan

04.04.ol
KP: ReforEasi Pendidikan
Keguruan melalui Penguatart
LP-[K dan Revitalisasi
Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Ol - Menguatnya mutu
lembaga petsksana
pendidikan tenaga
kepeardidikan darl
profesi guru

Ol- Proporsi perguruan
tinggi LPIK yang
teralseditasi

persen 94,24l2o22l 98,56 716.471,66 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, da.rr Teknologi

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sai[s, dart Teknologi

138 - Kementerian Pendidikan
Dasai dan Menengah

02- Proporsi program studi
PPG yang terakreditasi
unggul

persen o (20221 2,5

02 - Meningkatnya
proporsi pendidik dan
te[aga kependidikan
profesional

O1- Persentase peltdidik dsn
tenaga kepefldidikart yang
profesional pada satuan
pendidikan formal dan
nonformd

persen 57,94 85,06
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04.o4.o2
KP: Restrukturisasi
kewenangan pengelolaan guru
aeliputi forEasi, rekiutmen,
pengangkatan dan
penerapatan, mobilitas,
pembinaan kari€r profesional
(e. g. petatihan, in-service
training), perlindungan
hukum, dan kesejahteraan
berbasis kin€rja

04.05
PP: Penguatan Sistem Tata
Kelole Pendidikan

Ol - Terpenuhinya
kebutuhan guru di
tingkat daerah, satuan
pendidikan, dan mata
pelajaran

01 - T€f,selenggaranya
sistem tata ketrola
pendidikan yang efektif
untuk Eeafngkatkan
kualitas pembelajaran
dall peng4arart, serta

02- P€rs€otase guru dair
tenaga kependidikan yang
profesional pada madrasah,
satuan pendidikan umum
dengan kekhasa[ agama,
dan sanran pendidikan
keagamaan

O1- Persentas€ daerah
(provinsi dan
kabupaten/kota) yang
meniliki indeks peEerataa!
guru dengan kategori baik

persen

persen

38,91 (2023) 60,43 025 - KeEenterian Agaraa

32,61 47 ,83 15.040.598,13 138 - Kementerian [tndidikan
Dasar dan Men€ngah

80,00 81,70 O25 - Kementerian Agarna

62,4O 65,34 1.531.913,92 138 - KeEenterian Pendidikan
Dasar dan Menengah

02- Persentas€ provinsi yang
meEiliki indeks peEerataan
guru madrasah dengan
kategori baik

0l- Pers€ntase satuan
pendidikan yang
Eemanfaatkan hasil
as€sEen tingkat nasional
utltuk penLrgkatan kualitas
pembelajaran

persen

pers€n
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PRIORIIAS XAAIOITAL (PII}/
PRO(}RA[ PRIORITAS (PPI/
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TARGET
2026
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(RP. JI'TAI

trsTArSr
XOORDITAMR/PEITOAIDO

reputasi kelembagaan
pendidikan

02- Persentas€ satuan
pendidikan dengan
alceditasi idnimal B

persen 64,94l2o23l 69,38 138 - Kementerial Pendidika!
Dasa, dan Menengah

04.o5.o1
KP: Penguatan Manajemen
KepeEimpinan Lembata
Peardidiken

01 - Terwujudnya
lembaga pendidikan
yang ideal, mandiri, dan
bcrintegritas

O1- Persentas€ satuan
pendidikan fomal dan
nonfonnal dengan nilai
pengelolaart ysng partisipatif
pada kategori baik

persen 54,06 t2023l 62,44 90.359,04 138 - Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

025 - Kemearterian Agama02- Persentase madrasah,
satuah pendidikan umum
dentatr kel&asan atama,
dan satuan pe[didikan
keagamaan formal dengan
nilai pengelolaan yang
partisipatif pada kate8ori
baik

persen 41,79 43,40

04.o5.02
KP: Peningkatan Kspasitas
Pemerintah Rrsat dan Daerah
dalam Pengelolaan Pendidikan
I(lususnya Terkait
Pemanfaatan Anggaran
Pendidikan

01 - Terwujudnya
kol,aborasi yang
b€rsinef,gi dan
berkualitas dalam
p€oingkatan mutu
pendidikan

O1- P€f,sentase daeralt
(provinsi dan
kabupaten / kot4 yang
memenuhi SPM pendidikan

pers€n 42,75 67,75 722.OA?,94 138 - Kementerian Perdidikan
Dasar dan Menengsh
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04.05.03
KP: Penguatan Sistem
Penjamhan Mutu

04.06
PP: Pcnguatan Pendidikan
Thggi Berkualitas yang
Mcrata dan PeltgelEbangan
Science, Technolosr,
Engineering, Art, and
Mathematics (STEAM)

0l - Terwujudnya
pemeliharaan dart
pedlgkatan mutu
pendidikan secara
berkelanjutan

0l - Meningkatnya
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
b€f,kualitas yant merata
dan berkembangnya
STEAM di pendidikan
tittggi

Ol- Pers€ntas€ satuan
pendidikan formal dan
nonformal yang dialseditasi
s€suai SNP

pefsen 49,67 (2023) 98,9? 719.466,95 138 - KeEenterian Pendidikan
Dasar dan Meneirgah

02- Pers6artas6 madrasah,
satuan pendidikan umum
deltgan kekhasan agama,
dan satuan pendidikan
keagamasn yang
dialceditasi sesuai SNP

01- Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidik€n Tingei

persen

perseD

30,48

32,OO

37,7 t 025 - Kemearterian Agama

34,92 19.862.346,55 139 - Kementerian Pendidikan
TingAi, Sains, dan Telslologi

02- Persentas€ lulusan
pendidikan tinggi yang
langsung bekerja dalam
jangka waktu 1 tahun
setelah kelulusan: (a) Total;
[b) Kaiyawan atau
Wirausaha;

persen la) 62,2r;
(b) 79,86

la) 62,95;
bl44,22

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telmologi

139 - Kementerian Pendidika!
Tinggi, Sains, dan Teknologi

03- Proporsi Mahasiswa
Baru Berkuliah di Prodi
STEM Teralseditasi Untgul

persen 23,s9l2O2Ol 29,93

SK No 040196 C
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04- Proporsi Mahasiswa
Baru yang Berkuliah di
Perguluan Tiuggi
Berkualitas

STSiTrJJ

persen 92,6s l2O2Ol

.BASTLIIIE'
2.)24

TTROET
2026

ALOXASI
(RP. JUTA)

I'ii:faJ,T:Il

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, sains, dan Telmologi

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

139 - Kementerian Pe[didikan
Tinggi, Sains, dan Tektrologi

93,80

05- Persentase Dosen yang
Menduduki Jabatan
l,ekor / l,€l(tor Kepala/curu
Bessr

06- Proporsi tenaga kerja
tulusan pendidikan tinggi
bidang STEM

persen 40,67 l2o22l

persen 2436

44,91

29,51

04.06.or
KP: Peningkatan Relevansi dan
P€rluasan Akses Pendidikan
Tingtl

01 - Meningkatoya
relevansi dan
partisipasi pendidikan
tinggi

01- Rasio APK PT
berdasarkan kelompok
pengeluaran keluarga (20Yo
termiskin darl 20% terkaya)

0,34 o,49 19.134.317,01 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telmologi

02- Jumlah provinsi dengan
APK PT di atas 3l7o

provlnsl 23 24 139 - Kemearterian Perdidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

139 - KeEenterian PendidiLan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

03- Rata-rata masa tunggu
lulusan pendidikaD tinggi
mendapatkan pekerjaan

bulan 7,20 6,75

6,50 (2018)

SK No 040195 C

04 - Rasio Outbound per
Inbound mehasiswe

pers€n ? ,32 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi
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05- Persentase mahasiswa
yang berkegatan di luar
program studi

persen 39,25 33,49 139 - KeEenterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

04.06.02
KP: Peng€mbangan STEAM

01 - Menguatnya bidant
STEAM di pergurusn
tinggl

Ol- hoporsi Program Studi
STEM

pers€n 43,45l2o22l 48,98 176.206,79 139 - Kerlenterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Tetcrotogi

139 - Kementerian Pendidikan
Thggi, Sains, dan Telmologi

02- Proporsi prograr! studi
terakreditasi unggul a. Tot61
b. STEM c. Non STEM

pers€n a. 14,97;
b.14,90;

c. 15,02 l2o22l

a.17,58;
b.17,53;
c.17,63

04.06.03
KP: PeDguatan Otonomi
Perguruan Tinggi Sebagai
Rumah Masyarakat Itmiah

0l - Meningkatnya 01- Proporsi p€rguruan pds€n 59,55l2o22l 64,46
kualitaskelembagaan tinggiteralceditasi

io"iauklrre p;err"t"11 02- Jumtah perguruar tin8si perguruan 11 (2ol23) 13
otonomi oeisuru-en yang terpetakan tintsi
tinggiseiag;irumah berdasarkankeunggulannya
aasyarakat ilmiah

17.550,00 139 - Ketrenterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

139 - Kementerian Peardidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

04.06.04
KP: Peningkatan Kualitas dan
Pengelolaan Dosen

01 - Terwujudnya
peningkatan
kompetensi,
profesionalisme, dat!
pemerataaD distribusi
dosen

O1- Persentas€ dosen
berkualifikasi 53: a. Total b.
STEM c. Non STEM

pers€n Total:18,18
(2o21li

STEM:16,01
(2o21li

Non STEM:
19,93l2o2rl

Totali 22,34i
STEM:19,79;

Non STEM:
24,36

534.272,75 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telqologi

SK No 040194 C

02- Proporsi dosen yalrg
memiliki sertifi kat dosen

persen so,12l2o23l 51,85 139 - Kernenterian Pendidikan
TingAi, Sains, dan Teknologi
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03- Jumlah dosen yang
mengikuti progam
peningkatan kapasitas

oftlrlg 16.551 (2023) 17.500 139 - Kementerian Pendidikan
finggi, Sains, dan Telsrologi

04.o7
PP: Penguatan Pendidikan dan
Pelatihafl Vokasi dan
Produlrtivitas Tenaga Kelja

01 - Terwujudnya
tenaga kerja yang
produldif dan berdaya
saing yang relevan
dengan kebutuhart
industri

Ol- Persentase lulusa!
pendidikan vokasi yang
bekerja I tahun setelah
kelulusan

02- Iaju p€rtumbuhan PDB
p€r tenaga keia

pers€n

perselt

42,51 46,38 3.390.380,54 139 - Kemearterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telmologi

1,60 026 - Kementerian
Ketenagaketjaan

|,63 12023)

04.07.01
KP: Penguatan Pendidikan
Menengah Vokasi

o4.o7.o2
KP: Penguatan Pendidikan
Tinggi Vokasi

Ol - Terwujudnya
lulusan pendidikan
menengah vokasi yang
produli(tif dan berdaya
saing serta relevan
dengan kebutuha!
industri

0l - MenirEkatnya
lulusan pendidikan
tinggi vokasi yang
produldif dan berdaya
saing s€rta relevan
dengan kebutuhan
industri

O1- Persentase angkatan
kerja lulusan pendidikan
Eenengah vokasi setahun
terakhir yang
bekerj a/ berwbausaha

0l- Pers€ntas€ lulusan
pendidikan tinggi vokasi
s€tahun terakhir yang: a)
bekerja; b) berwirau saha

persen

persen

44,40

(a) 60,98;
bl4,7a

lal74,75i
(b) s,oo

46,65 1.115.799,71 138 - Kemerterian Pendidikan
Dasar daIr Menengalt

1.321.620,03 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknolo8i
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t24-
PRTORTTAS lASrOrrL (PU/
PROGRAI PRIORITAS (PP)/
XFI}IATAI PRIORITAA (I{PI

IIS'TJTJ ti.-iili]IEt tt ALOXASI
(RP. JI'TAI

[iIIr.f'arilr5irrlJ AAAE!IIE
2024

TIROEf,
2026

04.07.03
KP: Penguatan Pelatihan
vokasi

01 - TervTujudnya
kegiatan petatihan
vokasi dan
ketenagakerjaan yang
produktif dan sesuai
kebutuhan indusEi bagi
lulusan vokasi

0l- Pers€ntas€ Lulusan
Pelatihart Vokasi Setahun
Terakhir yang Bek€rja atau
B€rwirausaha

persen 42,53 45,00 447.226,30 026 - Kementerian
Ketenagakedaan

o4.o7.o4
KP: Penguatan Produtitivitas
Berbasis Iklie
Ketenagakerj aan yang
Kondusif

0l - Terciptanya Iklio
Ketenagakedaan yang
Kondusif untuk
Menin8katkan
Produl.tivitas Tenaga
Kerja

O 1 - Proporsi Pekerja yang
Bekerja pada Bidang
Keahlian Menengah Tinggi

pers€n 61,90 63,60 65.734,50 026 - Kementerian
Ketettagakerjaan

02- Juelah Peketja pada
P€rusahaan yang
Men€f, apkan Perlindungan
Hak-hak Pekerja dan Dialog
Sosial

orang lt.797 .247 15.389.510 026 - Kemente an
Ketenagakerj a,a!

026 - Kementerian
Ketenagakerj aan

03- JuElah P€rusahaan
yang Menerapkal dan
Mematuhi NorEa
Ketenagakerjaan

perusahaan 560.773 536.422

04.08
PP: Peningkatan Koltdbusi

Ol - Menintkatnya
proporsi anggaran iptek

0 I - Pengeluaran Iptek dan
Inovasi

persen PDB O,2A l2O2O) 0,31 5.100.633,39 124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasionel
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PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-t25-
PRIORITAA TASIOTTL (Prl/
PROCRTU PRTORTTTS lPPl/
xiEclATrr PRToRITAa |xPl

04.08.01
KP: Penguatan kapasitas Iptek
dan inovesi

i:rI:rJlIT,]

0l - Menhgkatnya
Kualitas SDM Iptek dan
inovasi

FIWi7SJ

perguruall
tinggi

SDM Iptek/
juta penduduk

aastLI]tE
2024

TARGEf,
2026

ITI'XASI
(RP. JI'TA'

irif:frIitIil]inT'Trslilll

Pembangunan Nasional PDB.untuk meatduku"F rio.r,i'"o' p"m?mtarrT Nasionalpemoangunanna$onar s\Jgesta

03- Jumlah perguruan tinggi
yang masuk ke dalaE
peringkat THE IEpact
Rankig SDcs: a) Top 3OO b)
Top 600 c) Top 10OO

01- JuE ah SDM Iptek
(Dosen, Peneliti dan
Perekayasa) per juta
pealduduk

a) 6; b) 12;
c) 22

1.242

a) 8; bl 13;
cl 23;

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknotogi

1.292 1.157.890,05 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

02- Proporsi SDM lptek
kualifikasi 53 dengan
reputasi top l0O dunia di
bidangnya

03- Proporsi jumlah SDM
Iptek dengan H Index > 1O

persen

persen

(indikator
baru)

30 124 - Badan Riset dan lnovasi
Nasionel

124 - Badan Ris6t dafl Inovasi
Nasional

124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasionsl

o,t2 o,20

04- Jumlah Kekayaan
Inteleldual (KI) per lOO
Peris€t

KIl 100 Periset 1,62 5,54
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PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-t26-
PRTORTTAS I|ISIOTAL (Prl/ .

PROGRAU PRIORITAS (PFI/
IIFIiIATAII PRIORITAA (XPI

ATSEL'iE
2024

TARGET
2.)26

ILOXASI
lRP. .ruTAl

mffishrIJIlrJ,'l ftiiirrl7fljll SIJTIIJiI

02 - Meningkatnya
Kualitas Infrastrulftur
Iptek dan Inovasi

0 l- JuDrlah lnfrastrul(ur
Iptek Strategis yartg
Dibangun

i.frastrul<tur 38 124 - Badan Ris€t dan Inovasi
Nasional

04.08.02
KP: Peningkatan funtsi
interEediasi dan layanan
peEanfaatan iptek dan inovasi

0l - Meningkatnya
peran Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
dalam mengelola iptek
den inmrasi

01- Jumlah L€mbaga
Pengelola Penelitian, Inovasi
dan Pengabdian masDrarakat
yang ditingkatkan
kapasitasnya

tembaga (indikator
baru)

5 2.664.165,01 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional

139 - Kementerian Pendidikan
TinBgi, Sains, dan Teloologi

139 - Kementedan Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknolo8i

02 - Meningkatlya
pef,an BRIDA dalao
OptiEalisasi
Pemarfaatan lptek dan
Inovasi

03 - Meningkahya
peran Science Techno
Park (STP) dalam
melakukan layanan
pemanfaatan iptek dan
inovasi

01- Jumlah BRIDA/
ekosistem daerah yang
beroperasi optioal

0l- JuElah Science Techno
Park (STP) yang
ditingkatlan kapasitasnya

lembaga

lembaga

(indikator
baru)

5

55

02- Jurnleh Science Techno
Park (STE baru yang
dikeEbangkan di luar Jawa

leEbaga (indikator
baru)

0

03- Jumlah peneriEaan SIP miliar Rupiah
berbasis iptek dan inovasi

SK No040190C

(indikator
baru)

75 139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telmologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t27-
PRIORITTS If ASIOTTL lPrl/
PROORAI PRTORXTAA (PP)/
IIEGIATAIT PRIORITIA (XPI

ffiJf,JIJ hISiTrJJ ,TSELIIE
2024

TARGET
2Ur6

/ILOI{AAI
(RP. JI'TAI

04- Jumlah startup binaan
yang produktif

startup (indikator
baru)

4 139 - Kementerian Pettdidikal
TiDggi, Sains, dan Teknologi

I24 - Badan Riset dan lnovasi
Nasional

124 - Badan Ris€t dan Inovasi
Nasional

124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional

05- JuElah Hub tematik
yang dikembantkan di BRIN

hub (indikator
baru)

06- Jumlah Penerimaan d€ri
peDanfaatan lptek dan
inovasi di BRIN

Eiliar Rupiah (i'ldikator
baru)

50

04 - Meningkatnya
peran sekor (K/L)
terkait dalam
optiEalisasi
peEanfaatan iptek dan
inovasi di sektor-sektor
prioritas

0 I - Jumlah hub iptekin di
K/L yang mengampu bidang
prioritas yang dibeotuk

lembaga (Indikator
baru)

1

04.08.03
KP: Optirralisasi Pemanfaatan
IpteL dan Inovasi secara Dasif
di berbagai Bidang termasuk
Peargawasal Ketenaganukliran

Ol - Meningkatnya
pernanfaatan iptek dan
inovasi

01- Jumlah produk hasil
iptek dan inovasi strategis
yang dimanfaatkan oleh oleh
PeEerintah dan Masyarakat
pada bidang-bidang prioritas

produk (indikator
baru)

40 560.805,30 124 - Badan Ris€t dan Inovasi
Nasional
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PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA

-t28-
PRIORITAA If AAIOTTL FTI/
PROCRIX
RE(}IATAT

tmt
lr@l

hrI.Il irLil iI,T'i3TtrFJ

01- Jumlah Kerjasama
pemanfaatan iptek da!!
inovasi stratetis dentan
Indu stri/ Badan Usaha pada
bidang-bidang prioritas

.BASELI]W
20ir4

TARGET
20,16

(indikator
baru)

FIEI'-rXJ

keljasama

AII'XASI
(RP. JI}TAI

Fir:rrIaFJl

02 - Meningkatnya
kerjasama iptek dan
inovasi dengan mi&a/
industri

30 124 - Badan Ris€t dan Inovasi
Nasional

04.oa.04
KP: Penguatan perguruan
tinggi sebagai pusat
keunggulan iptek dan inovasi
b€f,basis kewilayahan dan
berdaya saing

0l - T€rwujudnya
peguruan tinggi yalrg
Eemiliki penelitian
berdaEpak, s€rta
memberikan kontribusi
positif dalam
pengembangan wilayah
s€tempat

O1- Indeks QS Intemational
Research Network
Coll,aboration

a) 6,07; b) 318 a) 2,61;b) 318

71?.773,03 139 - Kemeoterian Pendidikan
Ting8i, Sains, dan Teldrologi

139 - Kementeriai Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknotrogi

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Telmotrogi

139 - Kementerian Pendidikan
Tinggi, Satrs, dan Teknologi

15,50 21,48

02- Sitasi internasional
p€rguruan t-ingd IndoDesia;
a) rasio sitasi; b) h-index

03- Jumlah paten granted
dari perguruan tinggi

paten 17.706 20.ooo

04- Jumlah ris€t dan inovasi
yang dimanfaatlan
DUDI/masyarakat

produk 82.051 89.OO0

04.09
PP: Peargembangan

01 - Terwujudnya
talenta ris€t inovasi,
se budaya, dan

01- JuElah SDM lptek yarg
meardapatkan rekognisi
internasional

orang 95 103 870.706,11 124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional
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PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-r29-
PRIORITAS I|AEIOIIAL (PTI/
PROCRAU P ORTTAa (PFl/
XEGIATrIT PRIORITAA (XD

Sn:nirTJ f'irtrfl7'EtrFJ aIlT'7SJ IAIIEUII{E
20ra

TARGET
20,16

IIISTAIISI
TOORDITAMR/PEIIOAIPU

ILOXASI
lRP. JrrT l

ManajeDear Talenta Nasional
(MTN)

otahraga yang
memperoleh rekognisi
di tingkat nasional dan
internasional

02- Jumlah karya seni
budaya yang memperoleh
rekognisi di ajang
penghdgaan internasional

karya seni
budaya

15 (2023) ta 140 - Kementerian
Kebudayaan

03- Persentase Olahragaqran
Pelatnas yang Berprestasi di
Tingkat
Regional/ Internasional

p€rs€n 73,38l2023l 76-aO 092 - Kementerian Petuuda
dan Olahraga

O92 - KeEenterian Pemuda
dan Olahraga

04- Pcringkat pada Youth
Olympic Games

peringkat 83 (2018) 81-43

05- Peritlgkat pada Asian
Youth Gafres

peringkat l5 {2O13) n/a 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

06- Peringkat pada Asian
Youth Pera Games

peringkat s (2021) n/a O92 - Kernenterian Pemuda
dan Olahraga

04.09.01
KP: Pengernbangan
Manajemen Talenta Nasional
(MTN) S€ni Budaya

01 - Meningkatnya
rekognisi internasional
terhadap talenta seni
budaya s€rta

0l- Jumlah talenta seni
budaya yang terlibat dalara
kegiatan bcreputasi baik di
tingkat internasional

talenta s€ni
budaya

97 12023) 126 359.242,35 140 - KeEenterian
Kebudayaan
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PRESIOEN
REPUBLIK INDONES IA

-130-
PRIORITAA TASIOTAL (PTTI/

PR(xIRlf PRTORTTTS lPPl/
BiEGTAT/rr PRTORnAa (XPl

hrJ:rJ rfril iI'I'I'17'Ef.IJ FTS{TrfJ TARGET
2026

AI,(,I{AAI
(RP. JUTA)

ir,i:tfiaa:Il
aFra

penyetenggaraan ajartg
dan non ajang s€ni
budaya berkelas
internasional di
Indonesia

02- Jumlah festival dan
pameran seni budaya di
dalam negeri yang EeEiliki
jangkauan dan reputasi
internasionel

festival dan
pameran seni

budaya

6 8 140 - KeEenterian
Kebudayaan

140 - Kemcnterian
Kebudayaan

03- Persentas€ lembaga,
sanggar, komunitas seni
budaya yang terfasilitasi
untuk melakukan proses
edukaai dan regenerasi
talelta seni budaya secara
berkelafljutan

paraen 3t,49 34,O7

04.o9.o2
KP: Peargembangan
Manajemen Talenta Nasional
(MTN) Riset dan Inovasi

01 - T€rciptanya SDM
Iptek yang memiliki
kompetensi tingkat
internasionel

O I - Rasio SDM Iptek per
satu juta penduduk

SDM lptek/ 1

juta penduduk
1.151 (2023) t.379 175.344,69 124 - Badan Ris€t dan Inovasi

Nesionsl

02- Jumlah SDM Iptek
masuk ke dalam
pemeringkatan 2Yo ikuuwan
top dunia

orang 150 ta7 124 - Badan Riset dan Inovasi
Nasional

03- Raihan Olimpiade Sains
dan Telsrotogi dunia atau
sdeoi$ya di tingkat pelajar
dan maha3iswa

peraih roo (2023) 188 139 - Kementeri6n Pendidikan
Tiaggi, Sains, dan Telcrologi
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PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-13r-
PRIORITAS MSIOITAL F!TI/
PRO(}RAU PRIORITAS (PP}/
IT:DGIATAIT PRIORITAA IXPI

h!-I:!TIJJJ rrir llrlirsall r.r5iTFi'l AASELI]E
2Ur4

TARGET
2Ur6

ru)xrar
(RP. JI'TA}

ITATIIIAI
Kq)RDtrIAMR/PETGATPU

04.09.03
KP: PengeBbangan
Martajemen Talenta Nasional
(MTN) Olahraga

0l - Terbinanya
olahragawan muda
yarlg Eampu befsaing
di kancah gobal

0 I - Provinsi dengan Sekolah
Khusus Olahraga yang
Te!standardisasi

proeinsi 16 (2023) 19 216.110,87 O92 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan olalraga

092 - Kemcnterian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

02- Kabupateo/Ituta dengan
PPLP yang Terbenhrk

kabupaten/
kota

24 (2023]. 34

03- Pers€ntas€ olalEagawan
elite pada cabang olalEaga
Olimpiade dan Paralimpiade
yartg Eerupakan alumni
sentra pembinaan olalraga
prestasi daerah

pers€f,r (indikator
b6ru)

l5

04- Pers€ntase olaluagawan
eute pada cabang olahraga
OliEpiade dan Paralimpiade
yang mempakan alumni
sentra peEbinaan olahraga
prestasi pusat

persen {indikator
baru)

l5

05- Jumlah p€rolehan
medali pada Youth Ol)rmpic
Games

medali 1 peruntgu
(2018)

I emas
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PRES IOEN
REPU BLIK INDONESIA

-132-
PRIORITAS XASIOXTL (P,It}/
PROCRT PRTORTTTS FPI/
XECIATAX PRIORITAA gCI

sffi fiFtiTJf.II [r5fi7JJ ,TSELIE
2024

TARGET
20.26

/u,oxlsr
(RP. JUTAI

mIrWIr:Ii

06- Jumlah perolehan
medali pada Asiar Youth
Gemes

medali I emasl2
pera,ll2

perungSu
(2o13)

n/^ 092 - Kernenterian Pemuda
dan Otahraga

meddi 12 emas/ l1
perak/14
pefunggu

l2o2rl

n/a 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

07- Jumlah perolehan
medali pada Asian Youth
Para Ga8res

04.09.04
KP: Penguatan Tata Kelola
MdtajeEen Talenta Nasional
IMTN)

0l - Terwujudnya Tata
Kelola Manajemen
Talenta Nasional (MTN)
yang akuntabel dan
berkela.ujutal

O 1 - Persentase
Kemeoterian/LcEbaga
anggota Sugus tugas
Manajemen Talenta Nasiona.t
(MTN) yang melaksanakan
Desain Besar MTN

70,59 120.008,20 055 - Kefienterian
PerencaDaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembartgunan Nasional

persen 35,29

04.10
PP: Penguatan Budaya Literasi
untuk Kreativitas dan Inovasi

0l - T€rwujudnya
Dasyarakat literat
untuk meningkatkan
kreativitas, inovasi, dan
daya cipta

0 I - Nilai DiDensi Budaya
Uterasi IPK

64,36 50.342,20 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
PeEbangunan Manusia dan
Kebudayaan

60,49 (20231
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PRES IOEN
REPU BLIK INDONESIA

-133-
PRTORTTAA rAArOIlrL (Pttl/
PR(XiRAX PRTORIIrS (PPl/
xiDGrATAf P ORTTTS (XPl

FTJ:'SJTJ rriltIrff,{Tl r.rgiTFJ TIROE
2026

rIraISIiI
JU'TAl

rr,TSff'.r.-I
,wtl

04.lo.o1
KP: Peningkatan Kualitas
Layanan Perpustakaan

04.10.02
KP: Peningkatan Budaya
Kegemaran Membaca

01 - Terwujudnya
l,ayartan Perpustakaan
yang berkualitas untuk
menguatlan Budaya
Literasi, Ikeativitas dart
Inovasi

0I - Meningkatnya
Budaya KegeEaran
Merrbaca

Ol- Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat

Ol- Tingkat Kegemaran
Membeca

69,42l2o23l

66,67 (2023)

7l 37.721,14 057 - Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia

12.661,O2 O57 - Perpustakaar Nasional
Republik Indonesia

72,50

04.11
PP: Peningkatan Kesehatan
dan Gizi Masyarakat

01 - Meningkatnya
kesehatan dan gizi
masyarakat berbasis
siklus hidup melalui
penguatai edukasi,
peningkatan kualitas
layanan kesehatan dan
intervensi perbaikan
gizi sesuai standar,
serta mencegah
keEatian dini dan
Eeningkatkan harapan
hidup s€hat

01- Angka KeEatian lbu per IOO.OOO
kelahiran

hidup

rag l2o2o) 109 75.735.513,70 024 - Kemqrterian Kesehatan

02- Angka Kematisn Balita per 1.OOO
kelahiran

hidup

19,83 (2020) 13,80 O24 - Kemearterian Kes€haten

024 - Kemeirterian Kes€hatan

O24 - Kementerien Kes€heten

03- Prevalensi Stunting
(Pendek dan Sangat Pendek)

persen 19,80 17,50

04- Prevalensi reEaja putri
ene,nia

Persen (indikator
baru)

23

05- Persentase pekerja yang
mendapatkan pelayanan
Kes€hatan kerja

SK No 040183 C

pers€n (indikator
baru)

20 024 - Kemeuterian Kes€hatan



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-L34-
PRTOHTAS rASrOIlrI, (Erl/
PROORAI PRIORITAA IPP'/
KEGIATAN PRIORITTA (xPI

eI'F:rIrI-J rt,Irll7f,{iIl

06- Pers6ntas€ lanjut usia
yang mandiri

TJTJII.I

persen 74,3O 12023)

BIA&LI'E
2024

TARGEI
2026

/rf,oKAat
IRP. JI'TAI

ilT:rrj-ir:,i

O24 - KeEenteriart Kes€hatan

068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencena Nasional

O24 - Kementerian Kes€hatan

07- Proporsi Kebutuhan KB
yang terpearuhi menurut
alat/cara KB Modern
(Proportion of deEand
satisfied by modem
methods)

pers€n 83,9 85,3

04.11.o1
KP: Penurunan kematian ibu
dan anak

0l- Pers€ntas€ persalinan di
fasyankes

01 - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
ibu dan anak sesuai
standar dengan
persalinan di fasyankes,
Eemperkuat deteksi
dini, ANC, layaran
persalinan, KF, KN,
layanan emergeusi,
pelayanan darah, tata

08 - Cskupan pen€rima
PeEeriksaan Kesehatan
Gratis

02- Pers€ntas€
kabupaten/ kota dengan RS
PONEK sesuai stendar

perselt

persen

persen

(indikator
baru)

76,66

r9,4s 12023)

46 024 - Kementerian Kesehata!

89,00 143.889,82 024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerisn Kesehaten35

03- Perscntase
kabupaten /kota deargan
Puskesmas PONED sesuai
standar

persen (indikator
baru)

30
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PRESIOEN
REPUSLIK INOONESIA

-135-
PRTORITAA IIASIOTAL (ml/
PROORAI PRIORTIAS lPPl/
IIEGIATrIT PRIORITAS ITPI

FrSnrrJJ iI'I't'l7'r{ifil hr[iirJJ .BASTLInE
20.24

TARGET
2'J26

ALOI(ISI
(RP. JI}TAI KOORDTT| AmR/ PEITCAUPU

laksana balita sakit,
s€rta iDunisasi

04- Persentase
kabupaten/ kota dengan
CFR dired. obstetic
(eklampsi & pendarahan
postpartum) < 17o

persen (indikator
baru)

35,00 024 - KeEenterian Kes€haten

024 - KeDenteriai Kesehatart

O24 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehaten

024 - Kementerisn Kesehaten

068 - Ketuenterian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasionel

05- Pers€ntas€ antenatal
care (ANC) 6 kali (K6)

pers€n

06- Cakupan Antenatal Care
(ANC) sesuai standar (l2Tl

persen

07- P€rs€ntase anemia pada
ibu harnil

persen

(indikator
baru)

(indikator
baru)

66,00

27 ,7 l2023l

49,2l2o23l

a2

persen

25

5508- Persentase ca.ton
pengantin yg mendapat
sldining kesehatan

09- Angka kelahtan reruaja
umur 15-19 tahun/Age
Specfic Fertility Rate (ASFR
15- r9)

kelahiran
hidup per

1000
pefempuan

18,00 17,88

SK No040l8l C

10- Cakupan KF lengkap
sesuai standar

persen 26,4 eo%) 45 024 - Kementerian Kesehatan



PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA

- 136-

PRIORTTAa [AarOrrL IPU/
PROGRTX PRIORITAA (PP)/
BEGIATAI| PRIORITAS (ITPI

FEWII iTtrtl7s{;t{ t.
TARGET

2026
ALOXASI

(RP. JUTA)
iI,F'J"fGTi

twtl

11- P€rsentase KB Pasca
Persalinan

persen 44,9 60 068 - Kementerian
Ifupendudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencena Nasional

12- Angka kematian
neonatal

per 1.OOO
kelahiran

hidup

9,3O l2O2O) 8,4 O24 - Kementerien Kes€haten

024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kemearterien Keschaten

024 - Kementerian Kes€hatan

13- Angka Kematian Bayi per l.ooo
kelahiran

hidup

16,85 (2020) 11,63

14- Cakupan Kunjungan
Neonatal (KN) lengkap
sesuai standar

persen 90,77 l2o23l 92

15- Cakupan imunisasi bayi
lengkap

persen 75 l2o23l a5

l6-Cakupan Anak Usia 12-
23 Bulan yang Menerima
Imunisasi Dasar L€ngkap

persen 63,69 85,00

SK No 040180 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONES IA

-L37-
PRIORITAA TASIOITAL (PXI/
PROORAI PRIORITAS (PPI/
IIEGIATAIT PRIORITAA (KP}

T/IRGEf,
2.)26

ALOIiASI
(RP. .'IITAI

ftiFff.r;FliSrSn rrlt lrir if'l7slTl :ffit ,IfrII

04.t t.o2
KP: Pencegahan dan
peDurunan stu[ting

02 - Terwujudnya
Pencegaltan dan
Percepatan Penurunan
Stunting melalui
pendekatan spesifik dan
sensitif

Ol- Prevalensi wasting (gizi
kurang dan gizi buruk) pada
balita

persen 7,40 7 ,7O 72.427.654,91 024 - KeBenterian Kes€hatan

02- Pers€ntase bayi lahir
premature (<37 minggu)

persen 1 1,1 (2023) 10,5 024 - Kehenterian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kes€hatan

024 - Kementerian Kes€hatarn

03- P€rsentase ibu harnil
kurang energi lconis (KEK)

Pers€n 9,67 (T!V I
202sl

l3

04- Pers€ntase bayi usia
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI eksklusif

pefsen 64,6 l2o23l 76

05- P€rs€ntase bayi usia 6
bulan mendapatkan ASI
Eksklusif

persen 55,5 (2023) 64

06- Persentase anak usia 6-
23 bulan meatdapatkan
MPASI

pers€n 60,90 l2o23l 76,OO

07- Pers€ntase balita
dipantau pertuEbuhan dall
perkembangan

persen 23,04 rnv r
2025l.

55

SK No 040179 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-138-
PRIORITAS IISIOTTL IPXI/
PROORA PRIORIT/TA(PPI/
IIEGIATTX PRIORITAS IXPI

FI'r:rTJI-J ilTrf'l75IiJ-tl L"rsirrxJ .BASEZI]IE
2024

TARGET
20.26

ALOIIIAI
IRP. JI'TAI

II{STIIISI
IIOORDIXATOR/ PE[f GAUPU

08- Persentas€ keluarga
sasarafl yang mendapat
pendampingan 1OOO hari
pertarna kehidupan (HPK)

persen 74,2O l2o2s) 40,00 068 - Keanenterien
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

04.11.03
KP: Peningkatan pelayaflan
kesehatan dan gizi bagi usia
sekolah, usia produktif, dan
lansia s€rta KB dan kespro

0l - Meaingkatnya
pelayanan kesehatan
dan gizi bagi usia
s€kolah

01- Persentas€ remaja putri
yang mengkonsumsi TTD

pqrs€n 61,3 (2023) 6? 169.860,83 024 - Kementerian Kesehatan

02 - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dan gizi bagi usia
produldif

01- Persentase tempat kerja
formal melaksanakan
kesehatan ketja

persen (indikator
baru)

35 024 - Kementedan Kes€hatan

024 - Kementelian Kes€hatan

O24 - Kementerisn Kes€haten

02- Jumlah Pos Upaya
Kes€hatar Keda (Pos UKK)
yang terbentuk di tempat
keda informal

pos to.2oo l.2023) 20.ooo

03- Persentase fasyankes
Eelaksanakart pelayanan
kes€hatan penyakit akibat
kerja

pers€n (indikator
baru)

20
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PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-r39-
PRIOHTAA TASIOTTL (P!I/
PROORAT PRIOETAS (PPI/
XEGIATAT PRIORITAA (XPI

FISTITTJ BASDLINE
2024

TARGET
2026

ALOI(AAI
(RP. JUTAI

rGfr.fGTt

03 - Meningkatnya
pelayanan kesehatan
dan gizi bagi lansia

01- Persentase lansia yang
mendapatkan slaining
kesehatan sesuai stendar

persen 47,22 l2o22l 55 024 - Kementerian Kes€hatan

024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementrien Keseheten

O24 - Kementerian Kes€hatan

068 - Kementerian
Kependudukan dan
Peabanguna[
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasiorral

02- Pers€ntase puskesmas
sanhrn lansia

persen 69 75

03- Pers€ntas€ RS yang
memberikan layanan geriat 'i
terpadu

persen 1r,or (2023) 25

04- Pers€ntase lanjut usia
dengan ketergantungan
s€dartg, berat, dan total
mendapatkan perawatan
jangka Panjang (PJP)

persen (indikator
baru)

20

04 - Meoingkatnya
pelayanan KB dan
kespro

01- Angka prevalensi
konf as€psi modem/Eodern
Contracetrrtive Prevalence
Rate (mCPR)

persen 61,7 6r,9

SK No040177C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-140-
PRTORIIAS IIASTOXTL (Prl/
PROORTX PRIORITAS IPPI/
I':DGTATAX PRIORMAA (xPI

FTJ-..TSITJ rriDIrK{ata hISf'rJJ AA;ELIE
2o?,

TARGEiI
2026

lI'XASI
(RP. JUIAI

niFtYsr.-jt

02- Pers€ntase kebutuhan
ber-KB yang tidak terpenuhi
(un let need KB)

persen I 1,1 10 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencsna Nasional

068 - Kementerian
Kepeardudukan dan
Pembangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

O24 - KeEentedan Kes€hatarr

03- Pers€ntas€ pes€ta KB
aktif detode KonEasepsi
Jangka Panjang (MI(JPI

pefs€n 25,5 26,O

04- Pers€ntas€ Puske$nas
mampu Pelayanan I(B MI(JP

persen (indikator
barul

35

04.11.04
KP: Penyelenggaraan
pemeriksaan kesehatan gratis

0l - Meningkatnya
Easyarakat kelompok
usia bayi, balita,
remaja, dewasa, dan
lansia yang Eenerirua
peBeriksaan kesehatan
gratis sebagai upaya
deteksi dini,
Dencesahan Denvakit.

0 I - Persentase kab/kota
dengan cakupan
pemerikssan kes€hatan
gatis >8091/0

pets€n (irdikator
baru)

60 2.594.104,4 024 - Kementelian Kesehatan

02- Persentase penduduk
penerima peEeriksaan
kes€hatan gratis kelompok
usia bayi baru lahir

persen (irldikator
baru)

70 024 - Kementerian Kesehatan

SK No 040176 C



PRES IOEN
REPU BLIK INDONESIA

-141 -

PRI(XITAA TAAIOTAL IPTI/
PROGnAU PRTORTTAS (PFl/
xEctATM PRIORITIS lXPl

TIROEf,-
201 6

ALOX.ASI
IRP. .'I'TAI

rt,T:ffi-,f:,1FIr:IJ-J'rJ |ITI'lTSiiIJ F'TiIrfJ ,rirzl

dan penguraflgan
potensi beban aDggaran
pengendalian penyakit

03- Persentase penduduk
penerirla pem€r'iksaan
kesehatan gratis kelompok
usia balita dan anak usia
pra skeolah

persen (indikator
baru)

55 024 - KeEenterian Kesehatan

024 - Kementeriah Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehatan

04- Persentase penduduk
penerima perleriksaan
kesehatan gratis kelompok
usia s€kolah dan remaja

persen (indikator
baru)

35

05- Persentase penduduk
pen€rima peEeriksaan
kesehatan gratis keloEpok
usia devrasa

pers€n (indikator
baru)

45

06- Persentase penduduk
peneriEa p€oeriksaan
keschatan gratis kelompok
lanjut usia

persen (indikator
baru)

55

o+.t2
PP: PeEberialr Makan Gratis
untuk Pemenuhsn Gizi

0l - Terlaksananya
pemberian makan
b€rgizi gratis bagi anak
balita, ibu hamil, ibu

O I - Perseltase balita dengan
status gizi norEal
berdasarkan BB/PB atau
BB/TB

persen a7 3 Qo23l 8a,56 250.549.424,02 128 - Badan Cizi Nasional

SK No 040175 C



PRESIOEN
REPUELIK INDONESIA

-r42-
PRTORTTAS rfASrOr L (Prl/
PROGRT.U PRIORITAA (PP)/
XEI}IATAII PRIORITTS (XP)

BtstftnE
2024

T/IRGET
2026

ALOII.ASI
IRP. JUTAI

r-riT* fJif:IiCrSn rrlil Errlrrtrrtl L"TT{ITIJ

menJrusui, dan anak
s€kolah untuk
mencapai pemenuhan
Ciai

01 - Terlaksananya
perlberian aakanan
bergizi bagi siswa,
santri, ibu hamil, ibu
meltyusui, dart balita
u[tuk meatdukung
Percepatan pemenuhan
siai

02- Persentase anak usia
sekolah denga! status gizi
normal berdasarkan IIIIT/U

persen 75,03 (2023) 75,39 128 - Badan Gizi Nasional

03- Tingkat kehadtan siswa
dan santri yang
Eendapatkan makan berdzi
tratis

persen (indikator
baru)

92 128 - Badsn Gizi Nesional

04- Pef,sentas€ satuan
pelayartan pemenuhan gizi
yang s€suai standar

0l- Persentas€ ibu hamil
yaIlg Eendapatkan b€ntuan
makanal bergizi

persen

persen

(ttdikator
baru)

(indikator
baru)

lo0 128 - Badan Gizi Nasional

50 249.044.044,67 128 - Badar Gizi Nasional04.12.O1
KP: PeEberian Makan Bergizi
untuk Siswa, Santri, Ibu
Hardl, Ibu Menyusui, dan
Balita Persen (indikator

baru)
50 128 - Beden Gizi Nesionel02- Pers€ntas€ ibu

menyusui yang
mendapatkan bantuan
makana[ bergizi

03- Persentase anak balita
yang mendapatlan bantuan
makanan bergizi

pers€n (indikator
baru)

16 128 - Badan Gizi Nasional

SK No 040174 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t43-
PRIORITAA I|AAIOTTL (Pfi I/
PROORTU PRIORITAS (PPI/
I':DGTATAI{ PRIORITTS (BPI

TIROEI
20.26

ALOXIAI
(RP. JU.TAI

n-r.'FIX,T:ni=!-I:rIrrJ,] r,]-rri4Et til FlrirrsJ ,tva

04- Persentase siswa PAUD
(TKlRA/BA/ s€derajat) yang
mendapatkan bantuan
makanan bergizi

persen (irdikator
barul

86 128 - Badan Gizi Nasional

persen (indikator
baru)

86 128 - Bedsn Gizi Nasionel

128 - Badan Gizi Nasional06- Persentas€ siswa
SMP/lvITs/ sed€rajat yang
mendapatkan bantuan
makanan bergizi

persen (indikator
baru)

85

persen (indikator
baru)

a5 128 - Badan Gizi Nasional

pers€n (indikator
baru)

100 128 - Badan Gizi Nasional

persen (indikator
baru)

41 128 - Badan Gizi Nasional

05- Pers€ntas€ siswa
SD/MI/sederajat yang
Eendapatkan bantuan
Eakanan bergizi

07- Persentase siswa
SMA/MA/ SMK/ sederajat
yang mendapatkart bantuan
makanan bergizi

08- Persentase siswa SLB
yang mendapatkan barttuan
makanan bergizi

09- Persentase santri yang
mendapatlan bantuan
makanan bergizi

SK No 040173 C



PRES IDEN
REPU ELIK INDONESIA

-144-
PRTORTTAa XAAIOXTL (Prl/
PROGRA PRIORITAS IPPI/
XEOIATAII PRIORNAA (xPI

hrJ:f'Fir.fJ lliFIt7.rr.El [rf,rfr.w TASTEI E
2,021

TTROET
20.26

Af,OX.AAI
(RP. JUTA)

nT*TJir:Il

l0- Persentas€ ibu harEil,
ibu trrenJrusui, dan
pengasuh balita dengan skor
literasi gizi baik

persen (indikator
baru)

60 128 - Badan Gizi Nasional

128 - Badan Gizi NasionalI I - Pers€ntas€ siswa dan
santri dengan skor literasi
glzi baik

persen (indikator
baru)

60

04.12.o2
KP: Penguatan Ekosistem
Pendukung Petnberian Makan
BerEjzi

0l - Terlaksananya
penguatan ekosistem
pendukung p€rxtberian
makan bergizi untuk
Eendukung percepatan
pemenuhan gizi

01- SisteE data dan
informasi terpadu untuk
peraenuhan gizi nasional

sistem (indikato!
baru)

I 1.50L335,35 128 - BadaD cizi Nasional

02- Persentas€ petugas
penjamah makanan yang
mendapatkan pelatihan

pefsen (indikator
baru)

100 128 - Badan Gizi Nasionsl

04.13
PP: Pengeadalian Penyakit dan
Pembudayaan Hidup Sehat

0l - Meningkatnya
Pengendalian Penyakit
melalui upaya
pencegahan, peneEuan
kasus, dan penuntasan
pengobatan

O I - InsideaBi Tuberkulosis
(P€r 100.000 Pendudukl

02 - Kabupaten/kota
dengan elirrdnasi kusta

per 1OO.0O0
penduduk

387 12023)

kab/kota

252 2.587.356,65 024 - Kementerian Kesehatan

6 l9 024 - KeEenterian Kesehatan

024 - Kementerian Kes€hatan03- Desa endemis
schistosomiasis yang
mencapai eliminasi

desa l6 2l

SK No 040172 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-145-
PRIORITAS TASIOITAL IPIII/
PROOR.AU PRTORTTAA (PPl /
ITDGIATTT PRIORITAS (XB

EEffi ffDTrs{rri Frf{TrIJ IASEI.I E
2021

TARGET
2026

/ILOIIASI
IRP. JUTAI

IIiSTAIISI
xoorurlllAnoR/ PElf GAUPU

04- lnsidensi HIV p€f, l.0oo
penduduk
yang tidak

terinfeksi HIV

o,ro l2o23l o,08 024 - KeEentelian Kesehatan

O24 - Kementerien Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerian Kes€haten

024 - Kementerian Kes€hatan

024 - Kemetrterian Kesehatan

O24 - Kementerien Kes€hetan

05- Kabupaten /kota dettgan
etiminasi malaria

kab/kota

06- Pers€ntase Diabetes
dalar! Pengendalian

persen

389 (2023)

{hdikator
baru)

440

t7,5

07- Perseirtase Hipertensi
dalar! Pengendalian

perse!! 18,9 25

08- IGb/kota yang
mencapai tsrget pra-
eliminasi kar*er leher rahim

kab/kota (indikator
baru)

50

09- Prevalensi depresi di
umur >15 tahun

persen 1,4 l2o23l 1,4

10- Kabupaten/ Kote yant
memenuhi syarat kualitas
kesehatan lingkungan

02 - Meningkatnya
kesaderan den

0l- Prevalensi obesitas >18
tahun

kab/kota (indikator
baru)

23,4 l2o23l

100

23,4

SK No040171C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t46-
PRTORTTAS r{ASrOrrL (Pttl/
PROGRAU PRIORITTS (PP}/
rEGnTAn PRTORITTS (KE

hII:rIrrI'1 ETSITrIJ .BASELIITE
2Ur4

TARGET
24r,6

lLoxtst
(RP. Jt TAI

I\T:T.JT:I

partisipasi masyarakat
dalam menerapkan
budaya hidup s€hat,
serta pembangunan
b€rwawasan kesehatan

02- Pers€ntas€ Eerokok
pada penduduk l0-21 tahun

persen t2,4 (2023l. tt,4 024 - Kementerian Kesehatsn

04.13.01
KP: Penuntasal TBC

0l- Menhgkatnya
Upaya Petrcegahai
Pertemuan Kasus dan
Pengobatan TBC Hingga
Ttrntas

0l - Menhgkatnya
pengendalian penyakit
Kusta &
Schistosomiasis

01- Cakupan penemuan
kasus TBC (Notifikasi IGsus
TBC)

pers€tr 81,0O 90,00 2.341.961,64 024 - Kem€nterian Kes€hatan

02- Angka keberhasilan
penSobatan TBC (TB
Treatnient Success Rate)

persen 85,00 90,00 024 - Kementerian Kes€hatan

024 - Kementerian Kesehatsn

024 - Kementerian Kesehatan

63.374,64 O24 - Kementerian Kes€hatan

024 - Kementedan Kes€hatan

03- Cakupan PeEberian
Terapi Pencegahan pada
Orang Kontak Serumah

persen t9,20 80,oo

04- Persentas€ Pasien TBC
yang EeEulai PenSobatan

0l- Proporsi kasus kusta
baru tanpa disabilitas

02- Pers€ntas€ Penderita
kusta menyelesaikan
pengobatan kusta tepat
waktu

pers€n 92,OO

pefs€n 4436

persen 84,97 l2o23l

95,00

8604.13.o2
KP: Eliminasi P€nyakit Kusta
& SchistosoDiasis

90

SK No 040170 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t47-
PRTORTTAS TASTOIIAL lml/
PROCRAI PRIORITAS (PPI/
IIEGIATIIT PRIORITAA (XPI

,ISTLIIE
2024

TARGET
2026

/ILOKAAI
(RP. .'UTAI

FFf,T,T:Ii:sjNtx nir)r'r5{ita vf,iirIJ

03- Proporsi kasus kusta
gnsk di entera kesus baiu

pers€n 9,60 <5 O24 - Kementedsn (esehaten

024 - Kementerian Kesehatan

11.576,27 o24 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerien Kesehaten

04.13.O3
KP: Pengeadalian penyakit
Eenular lainnya

01 - Meningkatnya
pengendalian penyakit
menular lainnya

04- Cakupan Pernberian
Obat Pencegahan Masal
(POPM) untuk
schistosomiasis

01- ODHMoru yent
ditemukan yang mendapat
pengobatan ART

pers€n

pelsen

83,6 (2023)

70 l2023l

90,4

90

02- JuElah Kabupaten/ Kota
yang Mencapai Positivity
Rate (PR) Malaria <59/o

kab/kota 333 (2023) 425

04.13.04
KP: Pengendalian penyakit
tidak menular dan
pedngkatan upaya kesehatan
jiwa

01 - Meningkatnya
p€ogendalian penyakit
tidak menular

O1- Jumlah kabupaten /kota
yang m€lakukan sLrining
DM > 60%

kab/kota 32 70 024 - KeEenterian Kesehatan

O24 - I(ementerian Keseheten02- Persentas€ penderita
hipertensi mendapattan
pelayanaD kesehatan sesuai
stender

persen (indikator
baru)

15
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PRESIOEN
REPU ELIK INDONESIA

- 148-

PRTORTTAS TASTOnAL (PU/
PROGRAX PRIORITAA (PPI/
XEGIATAT PRIORIT/$ (XPI

III:II{JiJ Irilrar;r{Ta sfiTirj,l EASTLI E
2021

TARGET
2.,26

lLoxlsr
IRP. JUTAI

IIIATAITAI
KOORDITATOR/PEIIOIUPU

03- Pers€ntas€ perempuan
dengan DNA HPV positif
yang dilakukan tjldak
lanjut dengan
M/Kolposkopi/ PAPS s€suai
protokol

pers€n (indikator
baru)

50 024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kemerrterian l(eschaten

024 - I(ementerien Kesehatsn

04- Pers€ntase perempuan
dengan lesi pra kanker leher
rahim yang rDeardapatkan
pengobatan s€suai dengan
protokol

pers€n (indikator
barul

40

05- Cakupan imunisasi HPV persen 6 90

02 - Menintkatnya
pengendalian gangguan
jiwa

01- Cakupan Skriring
Kesehatan Jiwa

persen 6 (2023l. 15

04.13.05
KP: PeEbudayaan hidup sehat
dan Pentendalian fal(or risiko
PTM

Ol - Meningkatnya
upaya pemberdayaan
masyarakat dalam
pembudayaan hidup
sehat dan pengendalian
faktor risiko P'fM

O1- Proporsi penduduk
dengan aldivitas fisik cukup

pefsen 62,612023) 68 116.223,96 024 - Kementerian Kesehatan

02- P€rsentase penduduk
dengan literasi kesehatan

persen 36,312023) 40,3 024 - Kementerian Kesehatan

03- Persentase penduduk
yang menerapkan perilaku
hidup sehat

SK No 040168 C
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PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-L49-
PRIORITAa rAArOrrL (Pr)/
PROCRA PRIORITAA IPPI/
xEGlATrr PRIOruTAA EaP)

irJiEtll IIfDIKAIOR ETJTIJI] TARGET
20.26

7If,If'r:n iT,TTfiii:N
twA JIITA}

04- JuDlah kab/kota yang
men€rapkan KTR

05- JuElah lhb/Kota yang
melakukan pelayanan UBM

kab/kota 367

228 (20231kab/kota

427

325

024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerial Kesehatal

024 - Kementerian Kes€haten

063 - Badan Pearyawas Obat
Derr Makanrn

06- Pef, sentase puskesEas
yang rneEberikan layanan
fa.rmakoterapi untuk UBM

persen (indikator
baru)

6

07- Persentas€ label produk
tembakau dan/atau rokok
elektronik yang meEenuhi
ketentuan

persen (indikator
baru)

77

04.13.06
KP: Penyehatarx Lingkungan

01 - Menintkatnya
upaya penyehatart
lingkungan

01- Kab/Kota degan kualitas
Air Minum yang memenuhi
syarat

02- Ikbupaten/ kota dengan
kualitas udara dalarn ruang
yang metneatuhi syorat
(Kab/ Kotal

kab/kota

kab/kota

6s (2023)

(indikator
baru)

150

loo

54.220,15 024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehaten

024 - Kementerian Kes€hatan03- Kab/Kota Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat

kab/kota 4 (2023) 60

04- Kabupaten/kota s€hat kab/kota

SK No 040166 C
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04.14
PP: Penguatan kapasitas
ketahartan kesehatan

01 - Menitgkatnya
kapasitas ketahanan
kes€hatan untuk
melindungi penduduk
dari ancaman
kedaruratan kesehatan,
termasuk pe[yakit
eEerging dan re-
emerging, dengan
meningkatkan
kema$puai dalarE
Eencegah, mendeteksi,
dan mereqron s€cara
efekif dan cepat

O 1 - Pers€ntase kab/kota
dengan pengendalian
kejadian luar biasa
(KLB)/wabah

pers€lr 37 ,16 12023) 50 5.719.310,27 024 - Kementerian Kes€hatan

02- P€rsentase faktor risiko
penyakit di pintu masuk
negara yang dikendalikan

persen 90 (2023)

291

414

96

200

440

024 - Kementeridr Kes€hatan

024 - Kementerian Kesehatan

O24 - Kementerien Kes€haten

O24 - Kementerisn Kesehetan

063 - Badan Pengawas Obat
Dan Makanan

O24 - Kementerian Kesehaten

03- Jumlah KLB keracunan
pangan

04- JuElah kab/kota
eliEitrasi rabies

kejadian

kab/kota

05- Persentas€ Puskesraas
dengan keters€diaan obat
esensial dan vaksin IRL
(Imunisasi Rutin l,engkap)

06- Pef,sentase Sediaan
farmasi allan dan bermutu

07- Persentase RS
Pemerintah yanB patuh
meEberikan antibiotik
sistemik empirik s€suai
stander

pers€n

persen

persen

62 (TW r
2024)

(it!dikator
balu)

(indikator
baru)

70

73,A

15
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04.14.01
KP: Penguatan surveilars,
peargendaliai KlB/wabah dan
penanganan bearcana

01 - Meningkatnya
pengendalian KLB/
wabah dan penanganan
bearana denga! fokus
pada penguatan sistem
surveilans,
laboratorium, & pos
pintu masuk negara

O1- Kab/kota yang
merespon sinyal SKDR <24
jam minimal 80%

kab/kota 4s2 l2o23l 472 1.264.631,42 024 - Kementerian Kesehatan

02- Pers€ntase laboratorium
kesraas tingkat 2-5 yang
diketrbangkan sesuai
starldar berdasarkan
stratartya

persen (indikator
baru)

70 024 - Kementerian Kesehatart

O24 - Kementerisn Kesehatsn

024 - Kementelian Kesehatan

024 - Kementerian Kes€hatan

03- P€f,s€ntase pintu masuk
yang melaksanakan deteksi
penyakit dan faktor risiko
kesehatan berpotensi
KLBlWabah

persen 70 l2o23l 76

04- Persentase pintu masuk
yang memiliki kapasitas
dalam penanggulangan
pdryakit da[/ atau faldor
risiko kesehatan berpotensi
KLB/wabah

persen 40 l2o23l 54

05- Jumlah kab/kota
enderris yang melaksanakan
upaya preventif promotif
rabies

kab/kota (indikator
baru)

162
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04.14.o2
KP: Pemenuhan sediaan
farEasi dan pengendalian
lesistensi antimilcoba

01 - Meningkatnya
kapasitas sistem
ketahanan kesehatan
Eelalui peraenuhan
s€diaan farEasi dan
peargendalian resistensi
antimikioba

06- JuElah kab/kota yang
tnalrpu menekan kasus
positif rabies pada hewan

O I - Persentas€ kab/kota
dengan pemenuhan obat
dan vaksin tepat waktu dan
tepat juElah

02- Persentas€ penurunan
kekosongan (stock out) obat
dan vaksin di fasyankes

kab/kota

p€rs€n

persen

259

61,96 gnV n
2024)

(ir!dikator
baru)

288 O18 - KeErenterian Pertsnian

70 4.062.994,24 024 - Kementerian Kesehatan

15 024 - Kementerian Kesehatan

03- Pers€ntase fasJrankes
yaIlg melaksanakan
pelayanan kefareasia[
sesuai stander

persen (indikator
baru)

92 O24 - Kementerian Kesehaten

024 - Kementeriart Kes€hatan

024 - Kementelian Kesehatan

04- Persentase RS yartg
meargimpleEentasikan
Program Pengendalian
Resistensi Antiraikroba
(PPRA)

persen (indikator
baru)

50

05- Persentase FKIP yang
EengiEplementasikan
penggunaan antibiotik
rasional

p€fsen (indikator
baru)

50
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04.14.03
KP: Penguatan sistem
Pengawasan pangan dan
sedisen faimasi

01 - Meningkatnya
kapasitas sistem
ketaharEn kesehatan
melalui penguatan
sisteE pengawasan
pangan dan sediaan
farEasi

01- Kabupaten/ kota dettgan
tempat pengelolaan pangan
siap saji memenuhi syarat

kab/kota {indikator
baru)

100 391.684,57 O24 - Kementerian Kes€hatan

02- Kabupaten/kota dengan
pef s€frtas€ panSan ol,ahar
siap saji meEenuhi syarat
(POSS)

kab/kota (indikator
baru)

100 024 - Kementerian Kesehatan

063 - Badan Pengawas Obat
Den Mekerrerr

063 - Badan Pengawas Obat
Dart Makanan

063 - Badan Peilgawas Obat
DaIr Makanan

063 - Badan Pengawas obat
Dsn Makellall

063 - Badan Pengawas Obat
Dan Makanan

03- Pers€ntase
Kabupaten/ Kota Pangan
Ama.tr

persen 13 (2023) 2a

04- Pers€ntas€ pangan
olahan yang aman dan
bermutu

persen 77,A (2023l. 79

05- Persentase pangan
industri rumah tangga aman
dan bermutu

persen 73,3 l2o23l 76

06- P€rsentase Obat yang
arlan dan bermutu

pers€n (indikator
baru)

91

07- Pers€ntase Obat Bahan
Alam yang aman dan
b€fmutu

persen (indikator
baru)

66
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08- Persentase Suplemen
Kes€hatan yang araan dan
bermutu

persen (indikator
baru)

70 063 - Badan Pengawas Obat
Dan Makanarr

063 - Badan Pengawas obat
Dan Makenen

024 - Kementerian Kesehatqn

09- Pers€ntase Kosmetik
yaDg atuan daIl be!'mutu

pers€n (indikator
baru)

63

10- P€f,sentase Alat
kesehatan yang memenuhi
syarat pengujian darr
penandaan

pers€n (indikator
baru)

95

04.15
PP: Penguatan Pelayanan
Kesehatan dan Tata Kelola

0l - menhgkqtnya
pemerataan aks€s dart
kualitas pelayanan
kes€hatan yang inklusif
di hingga tingkat desa,
peodekatan khusus
pelayanan bagi daerah
sulit aks€s,
pemb€rdayaan
masyarakat dan swasta,
serta meningkatkan

O 1 - Pcf, s€ntase kab/kota
yang memilki Unit
Pelayanan Kesehatat
Tingkat Desa/Kelurahan
sesuai stendsr

pers€n |,r7 l2o23l 30 69.588.073,91 O24 - KeDenterian Kesehatan

02- Pcr:sentase Puskesmas persen 12 22
dengan SDM Kesehatan
sesua.i stalldar

03- Cakupan Kepes€rtaan persen 9A,42 98,70
Jaminan Kes€hatan
Nasional

O24 - Kementerian Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan
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k
kes€hat€n pemerirttah dengsn dokter

spesialis s€suai standar

II'SEIJNI
2o,A

T,lIRGEf,
2026

05- Persentas€ belanja
kesehatan out of pocket
masyarakat berpengeluaran
4O9l" tertrawah

pefsen 4,O l2o23l 3,96 O24 - Rementerisn Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kemente an Kes€hatsn

O24 - Kementerian Kes€hatan

06- Pengeluaran Kesehatan
Total p€r kapita

juta 2,1 l2o23l 2,4

07- Perscntase Provinsi dan
Ikb/Kota yang
mearyelarasLan perencanaart
pembangunan dan
mencapai target tahunan
pembartgunan

persen (indikator
baru)

35

08- Persentase fasilitas
kesehatqn yang terintegrasi
dalar! sistem informasi
kesehatan nasional

pers€n 46,72 55
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04.15.01
KP: Investasi pelayartan
kesehatan prime!

01 - Meningkatnya
kualitas pelayanan
kes€hatafl primer
hhgga tingkat desa dan
men8uatoya
peEberdayaan dan
partisipasi Easyarakat

01- Persentas€ urdt
pelayanan kesehatan tingkat
desa/kelurahan deargan
ketersediaan tenaga
kes€hatan dan kadef,
kes€haten sesuai standar

pe!sen <30,00 40,00 1.419.629,74 024 - Kementerian Kes€hatan

02- Pers€ntas€ lkb/ Kota
dengan minimal 7570
Posyandu siklus hidup yang
alrtif

persen 18,00 35,O0 O24 - Kementerisn Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehaten

024 - Kementerian Kes€hatan

O24 - Kementerian Kesehatan

03- Persentas€ puskesmas
yang mencapai target INM
(Indikator Nasional Mutu)

04- Persentase Puske$las
meEiliki SPA sesuai standar

Persen

persen

(indikator
baru)

18.5 (Des
2024l.

20

50

05- Persentase Puskesmas
yang marapu Eelaksanakan
tatalaksana kekerasan
terhadap perempuan dan
anak

persen 30 60

06- Persentase Puskesraas
yang rarlah pearyandang
disabilites
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07- Persentas€ puskesmas
teralseditasi paripurna

persen 28,00 28,00 024 - Kementerien (esehatan

04.15.02
KP: Pembanguna! RS lengkap
berkualitas di kabupaten/ kota
dan pc(tgembangan pelayanart
kesehatan bergerak dan
daerrh sulit akses

0l - Meningkatnya
kualitas dan kapasitas
pelayanan RS di
s€luruh Indonesia dan
berkembangnya
pendekatan khusus
pelayanaD kesehatan di
daerah yang memiliki
aks€s sulit termasuk
layanan kes€hatan
bergerak

O1- P€rsentas€ hovinsi
dengan RS yang Berlenuhi
kapasitas pelayanan
Kes€hatan Ibu-Anak,
IGnker, Jantung, Stroke,
Ginjal sesuai standa,

persen 31,5 60 8.a01.203,15 024 - KeDearterian Kesehatan

02- P€rs€ntas€ l(ab/ Kota
dertgan RS yang meEenuhi
kapasitas pelayanan
Kesehatan Ibu-Anak,
Kanker, Jantung, Stroke,
Ginjal sesuai standar

persen 7,AO 45,O0 024 - Kementerian Kesehatan

024 - KeEentedalr Kes€hatan

024 - Kementerian Kes€hatan

03- Persentase RS yang
mencapai target INM
(Indikator Nasional Mutu)

persen (indikator
baru)

16

04- IGbupatdr/ ltuta d€ogan
wilayah berciri kepulauan
yang dilayani RS kapal
s€suai stEndar

kab/kota 26 12023) 30
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05- Jumlah Kabupaten / Kota
dengan akses sulit yang
menerapkan
skema/pendekatan ldrusus
dalara pemenuhan
pelayanan kesehatan
berkuAlitas

kab/kota 65 90 024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatsn

O24 - Kementerian Kesehaten

024 - KeDlenterian Kes€hatan

024 - Kementerian Kes€hatan

06- Persentas€ RS
Peroerintah Da€rah yang
memenuhi Ketef,sediaan
Sarana, Prasarana, dan Alat
Kesehatan (SPA) s€suai
stqndar

persen 40,o0 60,00

07- Ihb/Kota deaBan RSUD
tipe D yarg ditingkatkan
menjadi Upe C

kab/kota (indil(ator
baru)

32

08- Jumlah RS Pemelintah
yang Eemenuhi tinBkat
maturitas kemandirian

RS 3 l0

09- Persentas€ rumah sakit
pemerintah t€raLreditasi
pafipurna

persen 37,00 45,00
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04.15.03
KP: Produksi dan
pendayagunaan SDM
kes€hatan

0l - Meningkatnya
pemenuhan dan
pendayagunaan SDM
kesehatan

01- JurD.lah kab/kota
dengan SDM Kesehatan
Puskesnas sesuai staIldar

kab/kota 6 37 73.OO5,22 024 - Keoenterian Kesehatan

O24 - Kementerien Kes€haten

024 - Kemearterian Kesehatan

O24 - Kementerian Kesehaten

139 - Kemeoterian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi

02- Jurdah Kab/Kota
dengan Jeads Dokter
Spesialis pada RS
Pemerinteh sesrrai Stender

kab/kota 250 290

03- Rasio dot<ter spesialis per 1.000
penduduk

04- PerseDtase SDMK yang
mendapatlan pelatihan
bidang kesehatan

0,18 o,2

perse.Ir 11,38 20

05- Persentase lulusan
prograD studi kesehatan
teraldeditasi unggut

persen 2,06l2O2Ol t7,37

04.15.04
KP: Penguatan JKN dan
pendanaart kesehatan

0l - Memperkuat
kapasitas JKN datr
pendanaan kesehatan
dalam mendukung

0l- Cakupan kepesertaan
ektif JKN

02- Jumlah kepes€rtaan
s€gmen PBI

persen 76,s 2023)

juta jiwa 96,7 l2023l

80,5 58.965.000,00 BPJS Kes€hatan

96,8 027 - KeEenterian Sosial

SK No 040155 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160-

PRIORITAS TAAIOTAL (PTTI/
PROGRAI PRIORITAS (PPI/
XEGIATTIi PRIORIIAA (XFI

.II'IJIJ

pembangunan
kes€haten

tr;r ;Ii:rSlTl FrriirxJ

persen

TARGET
20,16

tloxAst
(RP. JmAlmrzl

(indikator
baru)

86

IiI,IT,TJi

BPJS Kes€hatan

BPJS Kes€hatan

O24 - Kementerian Kesehatan

03- Tingkat kepuasan publik
atas layanan JarEinan
Kes€hatan Nasional

04- Kesehatan keuangan
as€t daDa jamfulan sosial
kesehatsn

angka 2,92
[rrognosis

20241

1,5-6

05- Pers€ntas€
p€f,tumbuhan belanja
kesehatan daii sektor publik

pefsen t |,9 l2o23l 5

04.15.05
KP: Penguatan tata kelola,
data, inforEasi darl inovasi
teknologi kesehatan

0I - Menguatnya tata
kelola, data, informasi
dan tekDotogi kes€hatan
dalam mendukung
pembangunan
kesehatan

O1- Perscntasc Provinsi dan
kab/kota yang sudah
Bedgintegrasikan indikator
prioritas naaional kesehatan
dalam dokumen
perencanaan daerah

persen (indikator
baru)

75 329.235,41 024 - Kemearterian Kesehatan

02- Persentase Proeinsi yang
memiliki kualitas data rutin
yang baik untuk indikator
pembantunan kes€hatan

persen (indikator
baru)

20 024 - Kementerian Kes€hat€rt
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03- Perserttase sistem
informasi Kes€hatan yang
telah terinteSrasi dalam
Sistem I ormasi Kesehatan
Nasionel

persen 49 70 024 - Kementerian Kesehatan

024 - Kementerian Kesehatan

024 - K€menterian Kesehatan

04- Persentase fasilitas
kesehatan yarrg terintegrasi
dalaD sistem rujukan online
nasional

persen 15 30

layanan 7205- JuElah layanan
berbasis kedokteran presisi

04.16
PP: Penhgl@tan Ketangguhan
Keluarga

01 - Menguattya
ketangguhan keluarga
dalam menjamin
terpetruhin].a hak-hak
individu dalam keluarga
dan mendorong
terbe[tuknya modal
sosial

0l- Indeks Pembangunan
Keluarga liBargga)

65,8 213.597,19 068 - Kemearterian
Kependudukart dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kelrendudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

068 - KeD€nterian
Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kepefldudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

62,4

02- Median Usia Kawin
Pertarra (MUKE

tahun 22,3 22,5
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04.16.01
KP: Penguatan Ilrstitusi
Keluarga untuk Penanamarr
Nilai-Nilai, Moral, lntegritas
IGrald€r, dan Pengembangan
Psikososial Anak

01 - Menguatnya
kemampuart keluarga
dalam penanaman nilai
moral, etika, inte8ritas,
karakter dan
pengembangan
psikososial anak

0l- Indeks Pengasuhan
Anak Usia Dini

56,16 16.883,33 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Perlbangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

068 - Kementerian
Kependudukan dan
PeEbangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

068 - Kementerisn
Kependudukart dan
Pembangunan
Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keludga
Berencena Nasionsl

068 - Kementerian
Kependudukan dan
PeEbangunan
Keluarga/Badan
Kqrendudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

persen 55,06

02- Persentas€ ayah yarrg
meEiliki pengetahuan
tentang pengasuhan anak
dan pendaEpingan remaja

persen {indikator
baru)

51

03- Pereentas€ calon
pengantin yang
Eendapatkan edukasi pra
niksh

persen 32,38 51,OO

04- Indeks pengasuhan
keluarga yang m€rdliki
remaja

84,60 85,70
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05- Prevalensi pereEpuan
korban kekerasan dalam
ruEah tangga (KDRT) dalam
12 bulan terakhir

persen 20,50 19,01 047 - Kementerian
Pemberdayaan PereEpuan
dan Perlindungan Anak

06- Prevalensi anak usia 13-
17 tahun korban kek€rasan
dalam ruEah tangga (KDRT)
pada 12 bulal t€f,akhir

persen 9,O2 4,76 047 - Kementerian
Pemberdayaan Pe!€opuan
dan Perlindungan Anak

04.t6.o2
KP: Penyediaan Fasilitas
Pendukung Keluarta dalam
Melakssnakan F\ngsi Utama
Keluarga

Ol - Meningkatnya
fasilitas pendukung
dalam upaya
mengoptimalkan
pelakssnaan fungsi
keluarga

Ol- P€rsentas€ Pusat
Pela].artan Keluarga
Sejahtera yang tetjangkau

75,00 43.464,44 068 - Kementerian
Kependudukan dan
PeEbangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

068 - KeEenterian
Kependudukan dan
PeEbangunaIl
Keluarga/ Badan
Kependudukal dan Keluarga
Berencsna Nasionsl

persen 65,97

02- Persentas€ Tempat
Penitipan Anak (TPA) yang
menerima pendampingan
pengasuhan

pers€lr (indikator
baru)

20
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04.16.03
KP: Pemenuhan Hak Sipil darr
Hukum, s€rta Afi.rmasi bagi
Keluarga Rentan

0l - Terjaminnya aspek
legalitas, hukum dan
ekonomi bagi keluarga
rentan

O1- Indeks Kemandirian
EkonoEi Keluarga

56,41 153.245,38 068 - Kementerian
Kependudukan dan
Pembangunalr
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

068 - Kementerian
Kependudukan dan
PeEbangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Ketuarga
Berencana Nasional

54,0

02- lndeks Kerentanan
Keluarga

8,5 8,4

04.17
PP: Peoingkatan Kualitas
P€rlindungan Anak

0l - Terpenuhinya hak
dan perlindungan anak

01- Indeks Peoenuhan Hsk
Anak

65,58 (2023) 69,74 24.161,25 047 - Kementerian
Pemberdayaal Perempuan
dalr Perlindungan Anak

047 - Kementerian
PeEberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

010 - Kementerian Dalam
Negeri

02- Indeks Perlinduntan
Iclusus Anak

79,91 l2o23l 43,42

03- Pers€ntas€ anak berusia
O-4 tahun yang Inemiliki
aka kelahiran

persen 94,52 97
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ll,lril7Jlilil

04- Persentase anak berusia
13-17 tahun yang
mengalani salah satu
bentuk kekerasan fisik,
emosional atau s€ksual
dalam 12 bulan terakht

&raet E
2.)24

T/IRGEf,
2A'26

ALOXASI
(RP. JUTA)

fiiEfffahll.rr.-rjrr,'i srjTirj,il

pers€n laki-laki:
31,1 1;

pefempuan:
36,31

lakilaki:
24,63;

Perempuan:
31,06

047 - Kementerian
Pemberdayaan P€reEpuan
dan Perlindungan ArEk

05- Proporsi anak usia 13-
17 tahun yartg mengalard
kekerasan dan memperoleh
layanan

pefsen 2,37 2,44 047 - Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

04.17.01
KP: Pemenuhan Hak Anak
Secara Universal dan
Penguatan Resiliensi Anak

0l - Terj arEiflnya
Pemenuhan Hak Semua
Anak Secara Urdversa.l,
Meningkatnya
Kapasitas dan Resiliearsi
Anak selta Menguatnya
Kelembagaan dan Tata
Kelola PeEenuhan Hak
AIrak

O 1 - Cakupan k€pesertaan
ahif JKN usia O-17 tahun

persen 70 73,0 11.a10,00 Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kes€hatan

02- Jumlah kabupaten/ kota
dengan peringkat dalarn
Ihbupaten/ Kota Layak
Anak (KLA)

Kl,A: 0; Utarra:
22; Nindya:
69; Madya:

125; Pratarxra:
139;

KLA: O; Utama:
2l; Nindya: 78;

Madya:134;
Pratama:145

kab/kota O47 - Kementerian
PeEberdayaan P€f, eEpuan
dan Perlindungan Anak

047 - Kementerian
Pemberdayaan PereEpuan
dan Perlindungan Anak

03- Pers€ntase anak usia
13-17 tahun yang
beranggapan mendapatkan
dukungan keluarga

Persen 77 ,49 7A,16
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04- Proporsi anak usia 13-
17 tahun yang mengalami
masalah kesehatan jiu,a
s€lsma 30 heri terekhir

pers€n 7,24 6,83 047 - Kefienterian
PeEberdayaai P€rernpuan
dan Perlindungan Anak

05- JuElah kabupaten/ kota
yang sudah melibatkan
anak dalam pros€s
perencanaan peEbangunan

kab/kota 2AO 12023) 358 047 - Kernenterian
PeEberdayaan Perempuan
dan Perlindungan A[ak

04.17 .O2
KP: P€rlindungan Anak dari
Tindak Kekef, asan, Eksploitasi,
Penel€ntaran, PerkaPinan
Anak dan Perlakuan salah
l^ainnya

01 - Menitgkatnya
Cakupan dan Kualitas
Pencegahan dan
Penanganan Tindak
Kekerasan, Eksploitasi,
Penelantaran,
Perkawinan dan
Perlakuan Salah
Lainnya terhadap Anak
melalui Penguatan Tata
Kelola, Kelembaga6n,
Data, dan Ibordinasi
Lintas Seldor

O1- Proporsi per€rrpuan
umur 20-24 tahun yang
menikah sebelum 18 tshun

pers€n 5,90 5,18 16.351,25 047 - Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

026 - Kementerian
Ketenagakerjaan

047 - Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

047 - Kementedan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

02- Angka pekerja anak usia
5-17 tahun

persen 2,t7 1,77

03- Pers€ntas€ alak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
komprehensif

persen 46,81 85

04- Prevalensi anak usia 13-
17 tahun yang mengalami
kekerasan seksual non-
kontak dalam 12 bulan
terakhir

persen laki-taki: 2,18;
perempuan:

2,17

laki-laki: 1,48;
pererupuan:

2,O3
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05- Prevalensi anak usia 13-
17 tahun yang mengalami
kekerasan seksual kontak
dslam 12 bulan terakht

laki-laki: 1,83;
perempuan:

2,67

lakilaki:1,33;
pererupuan:

2,O2

047 - Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlinduflgan Anak

persen

06- Prevalensi anak usia 13-
17 tahun yang mengalartri
kekerasan emosional dalam
12 butran terakhir

pers€n laki{aki:
27,O3i

pereEpuzrn:
33,O7

laki-laki:
2l,42i

perernpuErn:
27,99

047 - Kementerian
Pemberdayaan PereEpuan
dan Pcrlindungal Anak

O47 - KeDenterian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

07- Pers€ntas€ anak usia
13-17 tahun yang
tnendapatkan perlakuan
tidak layak dari orang tua
dan kerabat lainnya dalam
12 bulan terekhir

pers€n 12,64 12,22

04.18
PP: Peaf ngkatan Kualitas
Pemuda

0l - Meningkatnya
Kualitas PeEuda dan
Partisipasi Alti&tya di
Bidang EkonoEi, Sosial,
dan Politik

O I - Pers€ntas€ peEuda yang
memiliki ijazah
SMA/s€derajat atau lebih
tinggi

63,03 68,55 1O2.O52,2A 092 - Kementerian P€muda
dan Olahraga

092 - Kementerian PeEluda
dan Olahraga

persen

02- Angka Kesakitan
Pemuda

pers€n 6,80 5,91

03- Pers€ntas€ reEaja
perempuan berusia 16-18
tahun yang hamil

SK No 040147 C
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PRTORITAA IiAAIOTTL lPrl/
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(RP. JUTAI
trTST/UfAI

XooRDII{ATOR/ PEIT(}AUDU

04- Persentase Usia Muda
(16-30 Tahun) Yang Sedang
Tidak Sekolah, Bekerja Atau
Mengikuu Pelatihan

persen 23,74 23,58 092 - KeEenterian Pemuda
dan Ol,ahraga

05- Persentas€ pemuda yang
Eengikuti kegiatan sosial
keEasyarakatan dalaE tiga
bulen terekhir

persen 80,67 at,21 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

04.18.0I
KP: Peningkatan Kualitas
PeEuda dalam Pendidikan,
Kesehatan, IGrakter,
harluka, dan Pencegahan
Perilalru Berisiko

04.18.02
KP: Peningkatan Partisipasi
Ahif Pemuda dalam
Ketenagakerjaan

01 - Meningkatnya
kualitas individu
pemuda yang
ditunjukkan oleh
penintkatan kualitas
pendidikan dan delajat
kes€hatan; penguatan
karalder, dan
tercegahnya perilaku
berisiko pada perauda

0l - Meningkakrya
pafisipasi pemuda
dalam bidang ekonomi
khususnya partisipasi

01- P€rs€ntas€ Pemuda
Mendapatksn Pelatihan
B€rsertitrkat

persen t7,31 29,63 33.46O,2L 092 - Kementerian Perluda
dan Olahraga

02- Proporsi pemuda dengan
ket€f,ampilan TIK

persen 97,25 97,47 092 - Kementedan Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahrata

03- Persentase pemuda yang
merokok

persen

04- Persentase Pemuda
berolahraga

persen

25,56 23,65

3t,92 4t,06

32,90persen

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

30,42 45.262,07 092 - Keroearterian Pernuda
dan Olahaga

0l- Persentas€ pemuda
pekerja tidak penuh

02- Rasio Kewirausahaan
Pemuda

persen I,l3 I,40 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga
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ru)xlsl
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rt,T:frI,T:Ii
,F'I'

aktif dalam
ketenagakerjaan

03- Pers€artase pemuda
disabilitas yang bekerja

persen 20,o4 20,08 092 - Kementerian Peouda
dan OLahraga

04- Rasio TPAK pemuda
p€f,eEpuan terhadap laki-
laki

p€fsen 69,O4 69,09 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

04.18.03
KP: PeningkatEn Partisipasi
Aldif dan KepemiDpinan
Pemuda di Bida[g Sosial dan
Politik

01 - Menintkatnya
p6rtisipasi dan
kepeEiopinan perauda
datam berbaAai bidang
kehidupan khususnya
partisipasi aldf di
bidang sosial dan politik

01- Persentas€ perBuda (16-
30 tahun) yang lne.rlgikuti
kegiatan organisasi dalam 3
bulsn terekhir

persen 6,16 6,t7 23.330,00 092 - KeEenterian Pemuda
dsn Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
darr Olahraga

02- Pers€ntase pcEuda yant
menduduki posisi
manajerial

pers€n 1,19 1,55

04.19
PP: Peningkatafl Kesetaraan
Gender, Pembeldayaan
PereEpuan, dan Perlindungan
dari Kekerasen

01 - Meningkakrya
kesetaraan gender,
kualitas hidup, dan
paarl perempuan di
berbagai bidang, serta
menumnnya kekerasan
terhadap pererrrpuan

01- Proporsi perempuan
kawin/ pernah kawin 15-49
tahun yang melahirkan
tidak di fasilitas kes€hatan

persen 0,094 o,o72 117.045,05 024 - Kementelian Kesehatan

02- Persentas€ Anttota
Legislatif

persen Iaki-laki:
77,54i

perempuan:
22,46

laki-laki:
77,29;

perempuan:
22,71

076 - Ko|ljsi Pedilihan Umum
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03- Persentase penduduk
dengan pendidikan EiniEal
SMA

persen lakiJaki:
43,78;

pereEpuEm:
37,64

laki-laki:
44,56;

perernpuan:
38,60

036 - KeEenterian
Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia darr
Kebudayaan

04- Tingkat Partisipasi
Angkatan IGrja Per€rnpuan

persen 56,42 56,40 - 59,31 026 - Kementerian
Ketenagakerjaan

05- Prevalensi Kekef,asan
Terhadap P€r€rlpuan

pefsen 6,6 5,9 047 - Kementerian
Pemberdayaa[ Perempuan
dan Perlindungan A[ak

06- Penduaran per kapita
laki-laki dan perempuan

dbu rupiah laki-laki:
17.345;

perempuan:
9.922

laki-l,6ki:
18.037;

perempuan:
10.135

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomign

07- Jumlah K/L/D yang
meDperoleh PPE

lembaga KL: 3; provinsi:
2; kab/kota: 3

KL: 7; provinsi:
6; kab/kota: 11

047 - Kementerian
PeEb€rdayaan P€rempuan
dan Perlindungan Anak

04.19.01
KP: Peningkatan Aks€s
Iayanan Kesehatan dan
Pendidikan

01 - Meningkatnya
aks€s dan kualitas
layanan kesehatan
r€produksi dan
pendidikan

O1- Proporsi p€rempuan
p€mah kawin umur 15-49
tahun yang saat melahtkal
anak lahi hidup pertaraa
b€rumur kurang dari 20
tahun

Persen o,248 0,231 7.20l,2l 047 - Kemcnterian
Pemberdayaan P€rempuan
dan Pellindungan Anak
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02- Angka Partisipasi Kasar
SMA/ SMK/ sederajat

persen a7 ,29 87,76 138 - KeEenterian Pendidikan
Dassr daIt Me[engah

04.19.o2
KP: Penguatan Ihpasitas dan
Kemandirian, serta
Peningkatan Kepemimpinart
PereEpuan dalam
Pengambilan Keputusan

01 - Meningkatnya
kapasitas, kemandirian,
kepemimpinan, dan
rq)resentasi pef ernpuan
dalam pengaobilan
keputusan, didukung
oleh pcnguatan
kebijakan, akses
suEber daya, dan
norma sosial budaya
yang mendorong
partisipasi berrnaloa
pefempuan dalara
pembangunalr

O I - Perscntase PereEpuan
di Jabatan Tin8gi Pratama
dan Madya

persen pratama 14;
madya 16

pratama I5;
madya 17

71.500,00 047 - KeEenterian
Pemb€rdayaan Pef, erapuan
darr Perlindungan Anak

047 - Kementerial
Pcmb€rdayaan Percopuan
dan Perlindungan Anak

OIO - Kementerian Dalam
Negeri

02- Persentas€ PereEpuart
di Posisi Managerial

persen 35,02 40,23

03- Persentas€ Perempuan
Kepala Desa

persen 5,76 6,76

04.19.03
KP: Peningkatan Partisipasi
Aldif Perernpuan di Ekonomi
dan Ketenagakerjaan

01 - Meningkatnya
partisipasi aldif
pefeapuan dalam
ekonomi dan
ketenagakeiaan
Eelalui peningkatan
kapasitas, aks€s

O1- Persentase Kesenjangan
Upah kki-laki dan
Pef,empuan

pers€n 22,O9 20 6.105,44 O47 - KeEenterian
Pemberdayaan Perempuan
dar Perlindungan Anak

047 - Kementerian
Pemb€rdayaan P€reEpuan
dan Perlindungan Anak

02- Rasio Kewirausahaan
PereEpuan

persen t,7o l2o23l 1,89
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terhadap peluang keia,
dan ekosisted
kewirau sahaan serta
penguatan kebijakan
yang rarlah pererapuan
dan keluarga

03- Pilar Literasi Didtal
pada IMDI

laki-laki:3,56;
pffempuan:
s,52l2o23l

laki-laki: 3,65;
per€mpuan:

3,64

059 - KerrenteriaD
Komunikasi dan Digital

persen

04.19.04
KP: Pemenuhan dan
Perlindungan Hak Per€mpuan
Bebas dari Kekerasan

01 - Meningkatnya
cekupa! dan kualitas
pencegahan dan
penanganan kekerasal
terhadap perempuan
melalui penguatan tata
kelola, kelembagaan,
data, koordinasi lintas
sektor, serta kesadaran
dan perubahan norma
sosial budaya

0 l- Proporsi per€rnpuan
dewasa dan arrak
pererapuan (umur 15-64
tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh
orang lain

persen 3,70 3,49 I9.538,4O O47 - Kementerian
Pemberdeyadr Perempuan
dan Pertindungan Anak

047 - Kemeuterian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlirdungan Anak

047 - KeBenterian
PeEberdayaan Per€mpuan
dan Perlindungan Anak

02- Proporsi perempuan
dewasa dan anak
pereEpuan (umur 15-64
tahunl mengalard
kekerasan (fi sik, s€ksual,
atau emosional) oleh
pasangan atau mantan
pasalgan dalam 12 bulan
terakhir

peraen 5,70 5,42

03- Prevalensi l(ekerasan
Terhadap Perempuar (KfP)
di rusng publik dalam 12
bulen terakhir

persen 18 16,69
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04- P€f, s€otase pef, empuan
yaflg tidak setuju atas sikap
pe,rukulan

pers€n 7 5,4t 79,61

26.161 12023) 31.655-33.094

047 - Kementerian
Pemberdayaan Per€rrpuan
dan Perlhdungan Anak

O47 - Kementerian
Pemberdayaarr PereEpua[
dan Perlindungan Anak

047 - Kementerian
Pemberdayaan Per€rapuan
dan Perlindungan Anak

047 - Kementerian
Pembeldayaan Per€rapuan
dan Perlindungan Anak

12.7OO,OO 047 - Kementerian
Pemberdayaan PereEpuan
dan Perlindungan Anak

047 - KeBenterian
Pemberdayaan PereEpuan
dan Perlindungan Anak

05- Prevalelsi PereEpuan
yarlg Mengalami P2GP

pers€n 46,3 4t,42

06- Per6entas€ perempuan
korban kekerasan (termasuk
TPPO) yang mendapat
layartan komprehensif

persen 49,2s (2023) 85,00

04.19.05
KP: Pentuatan Tata Kelola dan
Pel€mbagaan PUG dalaE
Proses Pembangunan

01 - Menintkatnya
kualitas dan efeldivitas
penyelenggaraan PUG
dalam pembalgunan

07- JuDlah Perempuan
Korban Kekerasan
(termasuk TPPO) yang
dilaporkan Belalui SIMFONI
PPA

O1- Pef, sentase Anggaran
Responsif Gender

orang

persen KlLt 4,O4 ;
prov/kab/kota

:10,0

KlLt 6,40 |
plov/kab /kota:

t2,4

02- Persentase RO/Sub
kegiatan Responsif Gender

persen K/L:3,80 K/L:5,50
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03- JuElah daerah yang
meEiliki dan melaksanakan
Rencana Aksi Kesetaraan
Gender

prov/kab/kota (indikator
baru)

prov: 14;
kab/kota:38

047 - Kementerian
Pemberdayaan P€f, empuan
dan Perlindungan Anak

o+.20
PP: Peningkatan Kesetaraa[
dar! Pemenuhan Hak
Pettyandang Disabilitas dan
Lsnjut Usia

01 - Terwujudnya
inldusivitas lansia dan
penyandang disabilitas
dalaD kehidupan
bermasyarakat

O1- Indeks kesejaht€raan
sosial untuk penduduk
lanjut usia

02- lndeks kes€j ahtcf,aan
sosial untuk penyandang
disabilitas

persen

persen

(indikator
baru)

61,5 375.151,53 027 - Kementerian Sosial

(indikator
baru)

39,80 O27 - Kementerian Sosial

04.20.or
KP: Penghormatan,
Pelinduttgan, dan P€menuhan
terhadap Hak Penyahdang
Disabilitas dan Larrut Usia

0l - Terpetluhinya
Aks€s Lqyartan Dasar
dan Terli.dunginya dari
Kekef,asan bagi
Penyandang Disabilitas
dan Ianjut Usia

0 1- Pers6ntase penyandarE
disabilitas yang tidak
mengalami thdak kekerasan

pers€n 99,55 (2023) 99,65 372.326,04 027 - Kementerian Sosial

02- Persentase lansia yarg
mendapatkan
penda$pinga!

persen 8,19 12,00 068 - Kementerian
Kependudukan dan
PeDbangunan
Keluarga/ Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
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03- Persentase satuai
pendidikan menerapkan
pendidikan inklusif yang
meningkat Eutu
pembelajarannya

persen 12,33 13,82 138 - Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

04.20.o2
KP: Pearguatan Prinsip dan
Pendekatan Inklusi Sosial bagi
Penyardang Disabilitas dan
Lansia dalam Pros€s
Pembaruunan

0l - Terwujudnya
inklusivitas lansia dan
penyandang disabilitas
dalaD kebijaka!
pelubangunan

01- Persentas€ Pemprov
yang melibatkan
Penyandang Disabilitas
dalao penl rsunan
kebiiakan

persen 73,OO l2o23l 80,00 2.425,49 055 - Kementeliarr
Perencaiaan Pembangunan
Nasional /Badan Perenc,maan
Pembangunai Nasional

055 - KeEenterian
Perencaraan Perabangunan
Nasional/Badan Perencanarm
Pembangunan Nasional

02- Persentas€ PeEprov
yant Eelibatkan Irnsia
dalam penjausunan
kebijakan

persen 18,00 (2023) 35,00

04.21
PP: Peningkatan Pembinaan
Prestasi Olahraga

0l - Meningkatnya
Prestasi Olahraga
Indonesia di Tingkat
Regiooal dan
Internasionsl

01- JuElah perolehan
medali pada SEA Games

medali 87 emas/
80 perak/

109 perunggu
l2o23l

n/a 760.612,42 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementeriart Pemuda
dan Olahraga

02- Jumlah perolehan
medali pada ASEAN Para
Garres

meda.li 159 emas/
148 perak/

94 perunggu
l2o23l

159 emas/
148 perak/

94 perunggu
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03- Jumlah perolehan
Eedali pada Asian Games

medali 7 eEas/
1l perak/

18 perunggu
l2o23l

7 eEas/
I 1 perak/

18 perunggu

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

04- Jumlah perolehan
medali pada Asian Psra
Games

medali 29 etu sl
30 perak/

36 p€runggu
l2o23l

29 en s/
30 perak/

36 perunggu

092 - Kementerian Pemuda
ddn Olahraga

04.2l.ol
KP: Pengefibangan Sistein
Pembinaan Olahragawan
Talenta Ungtul

01 - Terbinaflya
Olahragawan Talentq
Unggul yang
Berprestasi di Tingkat
Regiolal dan
lnternasional

01- Jumlah olahragawan
elite nasional level dunia
pada cabarlg olahraga
unggulan olimpiade

orang 291 2to 212.965,55 092 - Kernenterian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

02- Olahragawan etite
nasional l€vel dunia pada
cabang olahraga unggulan
paralimpiade

orang l0o (2023) 100

03- olahragawan elite junior
nasional pada cabang
olalraga unggulan
oliEpiade

or,mg ra2 l2o23l 750
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04- Olahragawan elite junior
nasional pada cabang
olahraga unggulan
paralimpiade

orang 22 l2o23l 140 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

59 100 O92 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

05- Jumlah OlahraSawan
Elite Nasional L€vel Dunia
pada Cabang Olahraga
Unggular Paralimpiade

orang

04.21.O2
KP: PengeEbanga[ Tenaga
dan organisasi olahraga
Berstandar Internasional

0l - Terbinanya Tenaga
dan Organisasi
Keolahragaan
B€rstandar Nasional
dan Internasional

01- JuElah tenaga
keolahragaan cabang
olahraga olimpiade dan
poralimpiade b€rsertifikasi
internasion6l

orang 300 325 25.152,23 O92 - KeDeoterian P€rluda
darl Olahraga

O92 - Kernearterian Pemuda
dan Olahraga

O92 - Kemearterian Pemuda
dan Olahraga

02- Jumlah pelatih cabang
olalEaga olimpiade dan
paralimpiade bersertifi kat
internasionel

orErng t7t 171

03- Jumlah organisasi
keolahragaan berbasis
Olirlpiade dan Paralimpiade
yang Eemenuhi standar
Einimal keolahragaan

lembaga 20 20
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04.21.o3
KP: Pengembangan Sarana
dan Prasarana olahraga
Berstandar Intefitasional yartg
Ramah Disabilitas

0l - TerMrjudnya
Sarana dan Prasarana
Olahraga Berstandar
Internasional yang
Ramah Disabilitas

0 I - Jumlah L€mba8a yang
difasilitasi prasarana
olahraga berbasis cabang
olahraga Olimpiade dan
Paralimpiade ra$ah difabel
yang dibangun,
diehabilitasi dan/ atau
direnovasi

lembaga | | 12023) ll 294.365,64 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian P€rluda
dan Otahraga

02- JuElah L€mbaga yarg
difasilitasi sarana olahraga
prestasi berbasis cabalg
olahrata Olimpiade dan
Paralimpiade

leDbaga s4a l2o23l 548

04.21.O4
KP: Peningkatan partisipasi
dan penyelenggaraan
event/ festival/kompetisi
olahraga

0l - Meaingkatnya
partisipasi dan
penyelenggaraan
event/ festjval/kompetisi
olahraga kelas durfa

ol- Event kualifikasi
olirapiade dan paralimpiade
yang diikuti/ters€tenggara

keBiatarr ra l2o23l 20 224.129,00 092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

02- Kejuaraan duoia cabang
olahraga unggulan
olirlpiade dan paralimpiade
yang diikuti/ ters€lenggara

kegiatan l8 (2023) 20

SK No 040136 C

persen04.22
PP: Pengembangan
Pembudayaan olahraga yang
Inklusif

01 - Meningkat ya
Budaya Berolahraga di
Masyarakat

O I - Persentase penduduk
berumur lO tahun ke atas
yang melakukan olahraga
s€tama seminggu terakht

33,62 39,41 56.802,50 092 - Kementerian Pemuda
dan Olah.raga
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(RP. JUTAI

04.22.O1
KP: Pengerabangan Olah.raga
Pendidikan dan Penyandang
Disabilitas

01 - Meningkatnya
pa.rtisipasi masyarakat
berolah.raga melalui
pengembangan olahraga
pendidikan dan
penyandang disabilitas

0 1- Persentase penduduk
usia s€kolah (7-18 tahun)
yang melakukan olahraga
semfurggu terakhir

persen 4e,76 (202tl 74,t3 6.374,50 O92 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

092 - Kementerian Pemuda
dan Olahraga

02- Pers€ntase peaduduk
penyandang disabilitas usia
5 tahun ke atas yang
Eelakukan otahraga
s€minggu terakhir

persen 8,24 l'2021) l2,53

04.22.O2
KP: Pengembangan Olahraga
Masya.rakat dart Industri

01 - Meningkatkan
partisipasi masyarakat
berolahraga dan
industri olahrata

0 I - Persentase provinsi yant
Eelryeleuggarakart
kampanye olalEaga

persen loo loo 5O.424,OO 092 - Kemearterian Pcmuda
dan olahraga

O92 - Kementerian PerDuda
dan Olahraga

02- Persentase rumah
tangga yang membeli alat
atau perlengkapan olahraga
dalam s€tshun

pers€n 3,29 3,90

CATATAN:
1 S$uai den8an pendekatan THIS, lebuah prcyek dapat mendukuns l€bih dari r (!atu) Prioritas Nasional;

3. Perubahan rincian dan pcndanaan PIo,Ek Bclanja K/L pada tahun ll.laklanaan dapat dilakukan dcn8an per!.tujuan Mented PPN/Kepala BapperEs dan Menteri Keuangan;
4. Dapat tcrjadi pcrubahan alokasi dan targct scsuai cfisicnsi angggara[ bcrdalarkan lnprcs No I tahur 2025.
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PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM

UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

PRTORTTAA rfAaror& (P[l l/
PROORAI PRIORITAS (PPI/
rFtlrATAr PToRTTAS lXPl

FElXrJii rt,Trif5laIi [If,fi7JJ TARGEf,
2Ur6

Af,OKASI
(RP. JUTAI

iTit.rIiITEIi
awA

o5
PN: Melanjutld! Hilirisasi dan
Mengerabangkan Indust :i
Bef,basis SuEber Daya Alam
untuk Meningkatkan Nilai
TaDbah di Dalam Neg€ri

01 - Terwujudnya
Peningkatan Nilai
Tambah, Produlftivitas
dan Daya Saing Industri
Pengolahan

0l- Rasio PDB Industri
Pengolahan

persen 18,9a 21,2O 17.704.062,70 035 - Kementerian
Koordittator Bidalg
Perekonomian

02 - Terwujudnya
Perdngkatan Iltegrasi
Ekonomi Domestik dan
Global

01- Biaya lrgistik

02- Pembentukan Modal
Tetap Bruto

pers€n PDB

pers€n PDB

14,2912022)

29,15

13,3

29,O

035 - Kementeria.n
Koordinator Bidang
Perekorlomian

035 - Ke4eDterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

03- Ekspor Barant darr
Jasa

persen PDB 22,t8 22,O O9O - Kementerian
Perdagarrgan
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PRTORITIA rIAIOTAL Ftr)/
PROGRA PRIORITAS (PPI/
IIIDGTATAX PRTORITIS (XPl
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zUA

TAR(iET
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05.01
PP: Pengembangan I-Iilirisasi
Industri berbasis SDA
Unggulan, Industri Padat
Karya Terampil, Padat
Teknologi Inovasi, serta
Berorientasi Ekspor

01 - Terwujudnya
Peningkatan Nilai
Tambah, Produktivitas,
dan Daya Saing Industri
Pengolahan Prioritas

0I- Pertumbuhan PDB
Ildustii Pengolahan

persen 4,43 5,20-5,84 5.410.346,54 019 - KeEenterian
Pcrindu sEian

05.ol.o1
KP: Pengembangan Hilirisasi
Nikel

0l - T€rwujudnya Ol- Kapasitas Produksi juta ton/tahun 27,44 33,74
Peningkatan Nilai Industri Olahan Nikel

Indusrri Nikel " " 02- Nilai Realisasi juta Rupiah 113.770.000 55.2OO.OOO
PMA/PMDN Hilirisasi
Nikel

21.875,00 019 - Kementerian
Perindustrian

065 - Kementerian Investasi
dan I-Iilirasasi / Badan
Koordinasi Penanarlan
Model

01 - Terwujudnya
Peoingkatan Nilai

01- Ibpasitas Produksi
Indust 'i Olahal TeEbaga

ribu ton/tahun 375 1.195 3.648,96 019 - Kementerian
Perindustrian
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05.01.02
KP: Pengcmbangan I-Iilirisasi
Tembaga

Tambah dan Daya Saing
Industri TeErbaga

02- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Tembaga

juta Rupiah 45.720.OOO 4A-07a.OO0 065 - Kementerisn Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

05.01.03
KP: Pengembangan Hilidsasi
Bauksit

05.01.04
KP: PengembarUan Hilirisasi
Timrh

01 - Terwujudnya
P€ningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing
lndustri Bauksit

0l - Ten*'ujudnya
Peningkatan Nilai
Tambah dan Daya Saing
Industri Timah

0l- Kapasitas Produksi
Industri Olahan Bauksit

juta ton/tahun 5,O2 15,27 5.600,00 Ol9 - KeEenterian
Perindustrian

02- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Bauksit

juta Rupiah

O1- Kapasitas Produksi
Industri olahan Timah

ribu ton/tahun

10.790.000 12.866.000 065 - Kementerian Investasi
dan Hiltasasi/ Badsn
Koordinasi PenarxaEart
Model

OI9 - Kementerian
Perindustden

065 - Kementerian Investasi
dan Hi.tirasasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

136,9 247,3

02- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Timeh

juta Rupiah 500.o00 520.OOO

05.01.05
KP: Pengernbangan Hiliiisasi
Kelapa Sawit

01 - Terwujudnya
Peningkatart
Produktivitas dan

0l- Produksi Kelapa
Sawit

ton 226.069.542,9 243.241.575 79.674,77 Ol8 - Keme[terian Pertanian

SK No 040132 C

02- Ragam Produk Hilir
Saurit

produk 193 223 019 - Kementedan
Perindu strian
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iT'I.trJ-iFIi
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Diversifikasi Kelapa
Sawit

03- Produksi Bahan Baku
(CPO dan CPKO)

ton 52.518.781
(angka

sementara)

53.817.198 018 - Kementerian Perta[ien

04- Rasio Ekspor Produk
Hilir Kelapa Sa$'it
terhadap Balran Baku

Persen 92,O 92,5 019 - Kementerian
Perindust an

05- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Kelapa Sawit

juta Rupiah 44.O90.O00 1.659.739

1,12
(angka

sementara)

065 - Kementerian lnvestasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

05.01.06
KP: Pengembalgan Hilirisasi
Kelapa

0l - Terwujudnya
Peningkatan
Produldivitas, Produksi,
dan Utilisasi Industri
Kelapa

01-ProduktivitasKelapa ton/hektare 1,14 3.793.993,26 Ol8 - Kementerian Pertanian

02- Produksi Kelapa ton

juta Rupiah

2.A22.tLA
(an*a

sementara)

4.492.915

2.490.917

454.674

O18 - Kementerian Pertanian

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penana$an
Model

03- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Kelapa
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04- Utilisasi Industri
Pengolahan Ketrapa

pefs€n 40 60 O 19 - Kementeriart
Perindustrian

05.01.o7
KP: Peng€rabangan Hilirisasi
Rumput Laut

01 - Meningkatnya Nilai
Tambah dan Daya Saing
Industri Rumput Laut

01- Volume hoduksi
RuEput Laut

juta ton 10,81 12,22 I23.0OO,OO 032 - Kementerian Kelautan
dan Perikanan

02- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Rumput Iaut

juta Rupiah 230.000 532.800 065 - Kementerian Investasi
dan Hiltasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modat

019 - Kementerian
Perindustrian

03- Utilisasi lndustri
Pengotahan RuEput Laut

pers€n 49,51 58,01

05.ol.o8
KP: Pengembangan Hilirisasi
Sagu dan Singkong

01 - Terwujudnya
Peningkatan
Produktivitas dan
Diversifikasi Sagu dan
Singkong

01- Produksi Sagu ton 395.403
(angka

sementara)

413.304 772.231,69 018 - Kementerian Pertanian

02- Kapasitas ltoduksi
Pati Sagu

ton/tahun 60.ooo 150.000 Ol9 - Kemeirterian
P€rindustrian

03- Produksi lrbi Kayu
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ton 16.927.504 17.529.949 Ol8 - Kementerian Pertanien
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04- Produldivitas Sagu ton/hektare 2,97
(antka

setlrentara)

3,14 018 - Kementeria! Pertadan

018 - Kementerian Pertsnien05- Produlftieitas Irbi
Kayu

ton/hektare 26,83 24,25

05.01.09
KP: Pengembangan Industri
Kimia

0 I - Tersrjudnya
Perfntkatan Nilai
Tambah Industri Kimia

0l- Kapasitas Produksi
Industri Kimia Dasar
Berbasis Minyak, Gas,
dan Batubsra

59.783,45 60.444,74 44.724,08 O19 - Kementerian
PerindusEian

ribu ton

02- Pertumbuhan PDB
Bahen Kimia dan Barang
dari Bahan Kioia

persen -o,98 (20231 6,51 Ol9 - Kementeriarl
Perindu striart

03- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Minyak Butai

juta Rupiah 17.460.000,00 39.A43.024,52 065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi /Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

065 - Kementerian lnvestasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanamarl
Modal

04- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi cas
Bumi

jutaRupiah 16.114.108,34 23.399.A71,54
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05.01.10
KP: Peebangunan Industri
S€mikonduktor

01 - Terwujudnya
Pefiumbuhan lndustri
SemikonduLtor

01- PertuEbuhan PDB
Industri Barang l,ogarn:
Komputer, Barang
Elekronik, Optjk, dan
Peralatan Listiik

02- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Pasir Silike

pers€n

juta Rupiah

6,16 6,42-? ,26 22.916,4 019 - Kementeda!
Perindu stiian

1.290.OOO 1.561.000 065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

05.01.11
KP: Pengembangan Industri
Kosmetik den Fermasi

0l - Terwujudnya
Penhgkatan Nilai
Tambah, Produlftivitas,
dan Daya Saing Industri
Ko$letik dan Faimasi

Ol- Pertumbuha. PDB
Industri Farmasi, hoduk
Obat Kimia, dan Obat
Tradisionsl

persen

persen

1,85 (2023) 11,44 16.657,57 Ol9 - Kemearterian
Pei'indust an

024 - Kementerisn I(esehaten02- hoporsi jenis obat
{terEasuk vaksin dan
produk biologi) yang
dapat diproduksi dalam
negeri

5843
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05.01.12
KP: Pettgembangan Industri
Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBLBB)

01 - Terwujudnya
Pertumbuhan Industri
Kendaraan Bemotor
Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB)

O1- Persentase Produksi
Kendaraan Ustrik Roda
Empat terhadap Total
Produksi Kendaraan
Roda Empat

persen o,94 l2o23l 1,1 36.518,13 019 - KeBenterian
Perindu sr:rian

05.01.13
KP: Pcngcinbangan Industri
Dirgantara

01 - Terwujudnya
Pertumbuhan Industri
Dirgantara

O1- Utilisasi Industri
Pesawat Terbang dan
Perlengkapannya

persen 50 63,25 27.OOO,0O O19 - Kementerian
Perindustian

05.ol' l4
KP: Pengernbangan Industri
Mesin dan Perlengkapan

01 - Terwujudnya
Peningkatan Daya Saing
lndustri Mesin dan
Perlengkapan

01- Pertumbuhan PDB
IndusEi Mesin dan
Perlentkapan

pers€n -o,42 2,93-3,47 3.85O,OO O19 - Kementerian
Perindu strian

02- Proporsi Jenis Alkes
yang dapat Diproduksi
Dalam Negeri

pefsen 56 65 024 - Kementerian Kesehatan

05.01.15
KP: Peningkatan Industri
Makanan dan Minuman

01 - T€rwujudnya
Peningkatan Nilai
TaDbah, Produktivitas
dan Daya Saing Industri
Padat Karya T€rarapil
pada Industri Makanan
Minuman

0l- Pertumbuhan PDB
Industri Makanan dan
Minuman

5,9 6,05-6,60 6.250,00 019 - Kementerian
Perindust'ian

persen

SK No 040127 C



PRESIDEN
REPUBLJK INDONESIA

-188-
PRTORTTAA rrAaIOrrL (Pn/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
XEGIATAIC PRIORITAS (XPI

vrw:lil iriIr|r5l:Il ffii7IJ A'SEL'JE
2.,24

TARGET
20.26

ALOI(ASI
(RP. Jt TA)

ffiETGIi

05.01.16
KP: Pengembsngan lndustri
Tekstil dan Produk Tekstil

01 - Terwuju&rya Ol- Pertumbuhan PDB pcrsen 4,26 4,64-4,94
Peningkat€n Nilai Industri Tekstil dan
Tambah,Produldivitas PakaianJadi

fa<stif ian nolut 02- Produldivitas TeaEga juta Rupiah 55,29 64,59

Tekstil Kerja Indust TPT /orant/tahun

03- Penyerapan Tenaga
Kerja Industri TPT

oranS

444.429,97 O19 - Kementerian
Perindu stiian

019 - Keraenteriar
Perindu strien

3.975.905 3.95? .206 019 - Ikoenterian
Perindustrien

05.01.17
KP: Pengembangan Industri
Alas Kaki

Ol - Terwujudnya
Peningkatan
ProduLtivitas Industri
Ales Kaki

01- Perhrmbuhan PDB
Industri Kulit, Baralrg
dari Kulit, dan AIas Kaki

pers€rr 6,83 6,49-6,41 l.5OO,OO O19 - Kementerian
Perindustrien

05.01. t8
KP: Penguatan Industri lrgam
Dasar, Besi dan Baja

01 - Terwujudnya
Peningkatan
Produldivitas dan Daya
Saing Industri togaE
Dasar Besi dan Baja

01- P€rtumbuhan PDB
Industri l.ogaE Dasar

persen 13,34 4,7L9,47 5.672,44 O19 - Kementerian
Perindu strian

02- Utilisasi Industri
Logam Dasa.r

03- Nilai Realisasi
PMA/PMDN Hilirisasi
Industri t gam Dasar
Besi dan Baja

persen

juta Rupiah

76,76

9.600.000 10.765.000

019 - Kementerian
Perindu strian

79

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

SK No 040126 C



PRES IDEN
REPUBLJK INDONESIA

-189-
PRTORTTAA rAarOrAL lPrl/
PROGRT PRIO TAa (PPl/
KEGIATAX PRIORITAS IIliPI

05.o1.19
KP: Penguatan dan
Pengerabalgan Jasa Ittdustri

05.02
PP: Pengembangan ASlomerasi
Industri di KI/KEK Prioritas
sebagai Pusat Pcftumbuhan
Bar"u

01 - Terwujudnya
Peningkatan
Kemampuan Jasa
Industri Dalam Negeri
untuk Mendukung
Pertumbuhan Sektor
lndustri Pengolahan

Ol - Terwuju&rya
Agtom€f,asi Industri di
KIIKEK Prioritas
s€bagai hrsat
Pertumbuhan Beru

aaatftl7'fl.Ia

01- Kontribusi Jasa
Industri Terhadap PDB
Nasional

01- Rasio PDRB lndustri
Pengolahan di Provinsi
KI/KEK Prioritas
terhadap PDB Industri
Pengolahan

!.rf,frrTJ

persen

pers€n

?wtl

2,7212016l

51,0O

T,/IRGET
2026

ALOIIASI
(RP. JI'TAI

ilf:frJ.iTJl

3,18

51,32

400,00 019 - Keraenterian
Perindu strisn

2.232.O3O,O5 O19 - Kementerian
Perindu strien

05.02.01
KP: Pembaigunal KEK Arun
Lhokseurr1awe

0l - T€rwujudnya
Penifl gkatan Aglomerasi
Industri di KEK Arun
Lhoks€umawe

O1- Nilai PMA dan PMDN
di KEK Arun
Lhoks€uma$'€

2.8OO,OO 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
P€f,ekonomian

triliu! Rupiah 0,56 1,51

05.02.02
KP: PengeEbangan KEK S€i
Mangkei

01 - Terwujudnya
Peningkatal Agomerasi
Industri di KIIKEK Sei
Mangkei

01- Nilai PMA dan PMDN
di KEK Sei Mangkei

triliun Rupiah 5,61 7 ,23 2.159.493,35 035 - KeDenterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

SK No 040125 C



PRES IOEN
REPU BLIK JNDONESIA

- 190-

PRTORTUS TASTOTAL lPf,l/
PROGRTX PRIORITAA FFI/
I'IECIATAIT PRIORITAA ffiPI

hIIjfiirf,,t IASTLIIE
2.)24

TARGET
2,J26

Frf.T :n
JIITA)

Irif:ttJ;rJlL"rgirrxJ

05.02.03
KP: PengeEbangan KEK
Galang Batang

05.02.05
KP: Peogembangan KEK
Gresik

01 - Terwujudnya
Peringkatan Aglomerasi
Industri di KI/KEK
Galang Batang

01 - Terwujudnya
Peningkatan Aglomerasi
tndustri di KI/KEK
JIIPE Gresik

01- Nilai PMA dan PMDN
di KEK Galang Batang

triliun rupiah

0 I - Nilai PMA dan PMDN
di KEK Gresik

triliun Rupiah

4,5

26,5

13,70

21,6A

2.560,00 035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekono,nian

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
P€f,ekonomian

05.02.06
KP: Pengembangan KI Bintan
Inti lndustrial Estate

Ol - Terwujudnya
Peningkatan Agomerasi
Industri di KI Bintan
lnti Industria.t Estate

Ol- Nilai lnvestasi
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kavgasan
Industti di KI Bintan Inti
Industrial Estate

2,0OO,OO 019 - KeEentedan
Perindustrien

tritun Rupiah 1,65 1,81

o5.02.07
KP: PengeErbangan KI
Krakatau Industrial Estate
Cilegon

0l - Terwujudnya
Peningkatan Aglomelasi
Industri di KI lftakatau
Industrial Estate Cilegon

01- Nilai Investasi
P€rusahaan IndusEi dan
Perusahaan Kawasan
Industri di KI lkakatau
Industrial Estate Cilegon

triliun Rupiah 5,99 5,99 747,50 019 - Kementerian
Perindustr_ian

SK No 040124 C



PRESIOEN
REPUBLJK INDONESIA

-191 -

PRTORTTAS rfASrOnrL |PIrl/
PROGRAI PRIORIfAS (PPI/
XEGIATAT PRIORITAS (XPI

A'AEL'IE
2024

TAROEf,
20i26

ALOIIAST
(RP. JUTAI

il3-.'ff'fiEnEEWIJ rTi;fiIfr.Iil srEiiTrJ

05.02.08
KP: Pengeobangan KIT wilmar

0I - Terwuju&rya
Peningkatan AgloEerasi
tndustri di KIT wilmar

01- Nilai Investasi
Perusahaan Industii dan
P€rusahaan Kawasan
Industri di KIT wilDar

O19 - Kemearterian
Perindustrien

triliun Rupiah 13,02 13,27

05.02.09
KP: Peng€mbangan KIT Batang

01 - Terwujudnya
Perdngkatan Aglomerasi
Industri di KIT Batang

01- Nilai Investasi
Perusaharn Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri di KIT Batang

t 'iliun Rupiah 3,77 4,50 4O.OOO,OO 019 - Kementedan
Perindustrien

05.02.10
KP: Pembangunan KI Seafer

0l - Terwujudnya
Penin gkatan Aglomerasi
lndustri di KI Seafer

O1- Nilai Investasi
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasal
Industri di KI Seefer

tiiliun Rupiah o,73 o,77 3OO,OO 019 - Kementeriafl
Pcrindu striart

05.o2.I1
KP: Pembangunan KI isentra
@l,amongan

Ol - Terwujudnya
Peniflgkatan Atlomerasi
Industri di KI isentra
@LarDongan

O1- Nilai Investasi
Perusahaan Indust-i dan
Perusahaan Kawasai
Indust 'i di KI isentra
@Lsmongan

tdliun Rupiah 1,18 1,56 24.129,21 019 - Ketuenterian
Perindustiian

05.o2.12
KP: Pembangunan KI Ngawi

Ol - Terwujudnya
Peningkatan Aglomerasi
Industri di KI Ngawi

0l- Nilai Investasi
Perusahaan Industri dan
Perusahaa.n Kawasan
Industri di KI Ngawi

triliun Rupiah (tahap
persiapan)

(tahap
persiapar!)

019 - KeEenterian
Perindu strian

SK No 040123 C



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-t92-
PRTORITAA rASrOf, rL (PU/
PROGRAU PRIORITAS (PPI/
IIEGIATAN PRIORITAS (KPI

trsrJl7s;t llirftl.fl.Ia ffiEJ AASEIII{E
2.,24

TTROET
2026

ursTAraI
KOORDTTTAmR/ PErG/lf PU

ALOXIAI
(RP. JUTA)

05.02.13
KP: PengeDbangan Ifl KBS
(Ketapang Bangun Satana)

Ol - Terwujudnya
Peningkatan Aglonerasi
Industri di KI Ketapang
Bangun Sarana (KBSI

0l- Nilai Investasi
Perusqhaan Industri dan
Perusahaan l(awasal
Industri di KI Ketapang
Bangun Sarana (KBS)

tdliun Rupiah 2,22 2,40 019 - Kementerian
Perindustrian

05.02.14
KP: Pengembangan KI
Kalimantan Industrial Park
Indonesia (KIPI)

01 - Terwujudnya
Penintkatan Aglomerasi
Industri di KI
l(alimantan Industrial
Park Indonesia (KIPI)

O1- Nilai Investasi
Perusahaan IndusEi dan
Pet-usahaan Kawasan
Industri di KI Kalimantan
Industiial Park Indonesia
(KIPD

tiiliun Rupiah 2,24 6,35 019 - Kementerian
P€rindustrian

05.02.15
KP: Pembangunan KI
Indonesia Pomalaa Industry
Psrk

0l - Terwuju&rya
Peningkatan Aglomerasi
Industri di KI Indonesia
Pomalaa Indust'y Park

0l- Nilai Investasi
Perusahaan Indush-i dan
Perusahaan Kawasan
Industri di KI Indonesia
Pomalaa Industry Park

tdliun Rupiah 1,05 1,O5 019 - KeEenterian
Perindu strien

05.02.16
KP: Pengembangan KI Konawe

Ol - Terwujudnya
Peningkatan Agtromerasi
Industri di KI Konawe

01- Nilai Investasi
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan
Industri di KI Konawe

019 - Kementerian
PerindusEien

triliun Rupiah 305,94 306,24

SK No040122C



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-193-
PRTORTTAS IiAS!OII/rL (Prl/
PROGRAI PRTORTTTS (PP)/
IIiEOIATAT PRIORITAS (BF}

IASELII{E
2024

TARGEI
20.26

ALOI(AAI
(RP. JUTAI

iT'Fff,rif:nhIIF TJ iiJ;Iil-f,tiIt iTS[JrrJ

05.o2.17
KP: Pengembangan KI
Stardust

01 - T€rwujudnya
P€oingkatan Aglomerasi
tndustri di KI Star:dust

Ol- Nilai ltlvestasi
Perusahaan IndusEi dan
Perusahaan Kawasan
Indust'i di KI Stardust

triliun Rupiah 019 - Kementerian
Perindustrien

0,33 o,64

05.02.18
KP: Pembangunan KI
Indonesia Huabao Industrial
Park 0HIB

01 - T€fr uju&rya
Peningkatan Agomerasi
Industri di KI Indonesia
Huabao Industrial Park
(IHIB

Ol- Nilai Investasi
Perusahaan lndust 'i dan
Perusahaa[ Kawasan
lndustri di KI Indonesia
Huabao Industrial Park
(IHIB

triliun Rupiah 6,99 I1,33 019 - Kementerian
Perindust-ian

05.02.19
KP: PengeEbangan KI
Morowali

Ol - Terwujudnya
Peningkatan Aglomerasi
lndustii di KI Morowali

01- Nilai Investasi
Perusahaan IndusEi dan
Perusahaan Kavsassrt
Industri di KI Morowali

triliun Rupiah 019 - Kementerian
Perindust 'ian

466,71 468,21

05.02.20
KP: Pembangunan KI
Sumbawa Barat

01 - Terwuju&rya
Peningkatan Aglomerasi
Industri di KI Sumbawa
Barat

01- Nilai Investasi
Perusahaan IndusEi dalr
Pelusahaart Kawasan
Industri di KI Sumbawa
Barat

triliun Rupiah 019 - Kementerian
Perindu strisn

(tahap
persiapan)

(tahap
p€rsiapan)

SK No 040121 C



PRESIOEN
REPU ELIK INDONESIA

-L94-
PRTORTTAS nAsrorrf IPU/
PROOR PRTORXTAA (PPl/
ITEGIATTT PRIORITAS IITPI

hT*rIJJJ lr, r,r'rjiiEl ."IE['7'rJ AASELIIIE
2orr4

T/IROEf,
2026

II|ATAIISI
ITOORDII{ATOR/ PETGAf, PU

.AII)IIASI
(RP. JI}TAI

05.o2.21
KP: Pentembsntan KI Pulau
obi

01 - Terwujudnya
Peningkatan Aglomerasi
Industri di KI Pulau Obi

O1- Nilai Investasi
Perusahaan lndustri dan
Perusahaan Kawasal
Industri di KI Pulau obi

triliun Rupiah Ol9 - Kementelian
P€rhdustrien

0,01 5,04

o5.o2.22
KP: Peng.rrbangan KI Weda
Bay

Ol - Terwujudnya
Peniltgkatan Aglomerasi
Industri di KI Weda Bay

01- Nilai Investasi
Perusahaan Industd dan
Perusaheen Kawasan
Industri di KI Weda Bay

triliun Rupiah 346,33 352,65 O19 - Kementerian
Perindusrrian

05.o2.23
KP: PeEbangunan KI Buli

05.o2.24
KP: Pembangunan KI Faldak

05.o2.25
KP: Pembangunan KI Takalar

0l - T€rwujudnya
Peningkatan AgloDerasi
Industri di KI Buli

01 - Terwujudnya
Peningkatan AgorEerasi
Industii di Kl Faldak

0l - Terwujudnya
peningkatan aglomerasi
industi di KI Takalar

0l- Nilai Investasi
Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawassn
Industri di KI Buli

Ol- Nilai Investasi
Pci'usahaan Industri dan
P€rusahaan Kawasan
Industri di KI FaHak

019 - Kemetlterian
Perindu strian

01- Nilai investasi
p€rusahaan industri dan
perusahaan ka\r,"asan
indusri di KI Takalar

triliun Rupiah

triliun Rupiah

triliun rupiah

o,o1

(tahap

P€rsiapan)

(tahap
persiapan)

0,40

(tahap
pe!siapan)

o,24

019 - Kementerian
Perindu strien

Ol9 - Kementerian
Perindu strian

SK No 040120 C



PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-195-
PRTORTTAS mSrOrrL (Prl/
PROGRAU PRIORITAS IPPI/
A:EGIATAIT PRIORITAA (rPI

AASEIJIE
2021

TARGET
2026

/rf,oKAsI
(RP. JUTAI

Ii.-F!TSiTSIi=IJ:ffirIl n-fr'I{Ytr I FrfirrT,'l

05.o3
PP: Optimalisasi Baclbone
Integrasi Ekonomi dan
Perkuatan Sist€ra Logisuk
Nasionel

0l - Menguatnya kinelja
layanan koneldivitas
backbone dan Sistem
Logistik Nasional unhrk
Mendukung Integrasi
Ekonomi Dome stik dan
Gtobal

0I- Biaya Transportasi
Lgistik terhadap PDB

pers€n e,79 (20221 8,09 9.367.548,15 035 - Kementerian
Kootdinator Bidang
Perekonomian

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomign

02- Rata-rata Waktu
Perputaran di Pelabuhan

hsri 1,8 1,6

05.03.01
KP: Penguatan Infrastruktur
Konekivitas, Iayanan
Backbone, dan Sarana
Penunjang Logistik

01 - Mengualnya
InfrasEulfirr
Konektivitas, l,ayanan
Backbone, dan Sarana
Penunjang Ltistik

Ol- Biaya Ttansportasi
togistik pada Angkutan
Darat S€lain Angkutan
Rel terhadap PDB

persen 2,66 2,45 8.758.889,23 022 - Kementerian
Perhubungan

02- Biaya Transportasi
l,ogistik pada Angkutan
l,aut terhadap PDB

persen t,o2 o,94 O22 - Kementerian
Perhubungan

03- Biaya Transportasi
Logistik pada Angkutan
Udara terhadap PDB

persen 0,89 o,42 022 - Kementerian
Perhubungan

04- Biaya Transportasi
Logistik pada Angkutan
Rel terhadap PDB

perselr o,04 0,03 022 - Kementerian
Perhubungan

SK No040l19C



PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-t96-
PRTORTTIA TASTOnAL lPrl/
PROCRAU PRIOnITAS (PPl/
B:EGIATTII PRIORITAS IXIPI

ilI:lrf,irTJ Fr5irFil TARGET
20u6

ALOIIAAI
(RP. JUTA)

EiFfrJiFJi
,FFM

05- Biaya Tralsportasi
Logistik pada Angkutan
Sungai Danau dan
Penyeberangan tcrhadap
PDB

pers€n o,10 0,09 022 - Kementerian
Perhubungan

06- Juelah Pelabuhan
Utama yang memenuhi
Standar

07- Kineda Bongkar Muat
Pada Pelabuhan Utama
Petikemas

lokasi (kumulati,

box/ ship /j am

86

36

022 - Kementerian
Perhubungan

2t (2023) 022 - KeEenterian
Perhubungan

08- JuEtah Ba[dara
Primer / UtaEa yang
ditingkatkan
Kapasitasirya

lokasi l6 13 O22 - Kementerian
P€rhubungan

09- Volume Angkutan
Barang Transportasi
Udara pada Bandara
Primer/Utama

juta ton 1.391 1.447 022 - Kementerian
P€rhubungan

SK No040118C



PRES IDEN
REPU BLIK INOONESIA

-197-
PRTORTAS rAArOrrL (Prl/
PROORAU PRIORITAA (PF|/
XIEOIATAIi PRIORITAS (I'P)

FIfJTTSiI n r rTtlirslTil F.rf,iffiI &T.sEI.l E
20.24

TAROET
zoali,

ll.oxAar
(RP. JI'TAI

EiFrrs,r.Jl

05.03.02
KP: Penguatart Integrasi dar
Digitalisasi Layaaan Irgistik

01 - Menguatnya
integresi pada sistem
dan proses bi$ris
logistik serta dan
digitalisasi pada layanan
logistik

Ol.- Waktu Penahanan
(durell hme) di Pelabuhan
Selama Fas€ Impor

hari 2,45 2,8'5-2,79 1.287,48 015 - Kementerian Keuangan

05.03.03
KP: Perdngkatan Daya Saing
Sumber Daya Manusia dan
Penyedia Jasa Lgistik

0l - Meningkatnya Daya
Saint Sumber Da,.a
Manusia dan Penyedia
Jasa Logistik Dalam
Negeri

01- Indcks Peningkatan
SDM Transportasi

02- P€f,tumbuhan Sektor
Pos Lgistik

I10,10

9,16

86 607.3? |,44 O22 - KeEenterian
Perhubungan

persen IO 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

05.04
PP: Peningkatan Investasi
untuk Integrasi Ekonomi
Domestik den Globel

0I - Meningkatiya
realisasi penanaman
modal asing dan dalam
negeri yattg mendukung
integrasi ekolloBi
domestik dan globsl

O1- Nilai PMA dan PMDN
(Rp.Tritliun)

triliun Rupiah 1.7 t4,2 2.O4t,3t-
2.t25,|s

279.232,42 065 - Kementerian Investasi
dan Hiliasasi/ Badarl
Koordinasi Penanafian
Modd

05.04.01
KP: Peningkatan Investasi
Swasta Prioritas sebagai

0l - Meningfatnya
Investasi Swasta
Prioritas sebagai

0l- Nilai PMA/PMDN
S€lirtor Sekunder

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/Bada[
Koordinasi Penanamar
Model

triliunRupiah 721,3-721,27 AA7,97-977,9O 163.O23,42

SK No 040033 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-198-
PRTORTTAS TASIOTAL (Prl/
PROGRAU PRIORITAA IPPI/
xEGrATrr PRIORITTS (XPl

&$;ELIIE
2Ut4

TARGEf,
2U,6

ALOXASI
(RP. JUTAI

ffiI' iT$iffiffi iiiFf'l7f$Itl FI5r.rI,1

Pendorong Ttansfonnasi
Ekonomi

Pendorong Transformasi
Ekonomi

02- Persentas€ Realisasi
Penanadan Modal Dalam
Neg€ri (PMDN) Tqmasuk
Usaha MiLro, Kecil Dan
Menengah (UMKM)

(persen total nilai
PMA/PMDN)

47,5-47,49 44,26-44,60 065 - KeEenterian lnvestasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanamsn
Modal

03- Nilai PMA/PMDN
Kawasan Pusat
PertuEbuhan

triliun Rupiah 374,2 317,24-3sA,44 065 - Kementerian tnvestasi
dan Hilirasasi/ Badart
Koordinasi Penanaman
Modal

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/Badan
Koordinasi Penanaman
Modal

04- Nilai Realisasi
Penanaman Modal di
Bidang Hilirisasi

triliun Rupiah 407,a 540,76-569,13

o5.04.02
KP: PeninSkatan Investasi
yang B€rorientasi Ekspor dan
mendukung Partisipasi dalam
Rantai Nilei Global

Ol - Meningkatnya
Investasi yang
berorientasi Ekspor dan
Eendukung partisipasi
dalam rantai nilai gobal

01- Nilai PMA
Berorientasi Ekspor

triliun Rupiah 164,6 176,10- 190,01 tog.492,39 065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/Badan
Koordinasi Penanarran
Model

065 - Kementerian Investasi
dan Hilirasasi/ Badan
Koordinasi Penanaman
Model

02- Nilai PMDN
Berorientasi Ekspor

triliun Rupiah 56,2 62,99-67,90

SK No040116C



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-199-
PRIORITIS IlAArOrrI, FIrl/
PRO(}RAT PRTORTT/rS (PPl/
ITEGIATAN PRIORITAS (KPI

EIEIIIJ IAITELIE
20.24

TAR(}ET
20Dt

ALOKASI
(RP. Jt TAI

iIiE f'fGn

05.04.03
KP: Peningkatan Investasi
dalara Infrastruhur
Koneldivitas dan Logistik

0l - Meningkatnya
tnvestasi dalem
infrastr"ul<tur
koneldivitas dan logistik

O l- Kontribusi Realisasi
Investasi Luar Jewa

52,2 52,14-52,37 065 - Kementcrian lnvestasi
dan Hilirasasi/Badan
Koordinasi Penanaoan
Modal

persen 6.716,61

05.05
PP: Peningkatan Pef, dagaigan
Domestik, Atttarwilayah, dan
Ekspor s€rta Peningkatan
Partisipasi dalarn Rantai Nilai
Global

Ol - Meningkatnya
perdagangan doEestik,
antarwilayah, dan
Ekspor Barang dan jasa
bernilai tarabah tingi di
pasar global melalui
ekspansi Ekspor serta
Penguatan partisipasi
Indonesia dalar! rantai
nilai global

O1- Kontribusi Ekspor
Barang lndonesia
terhadap Total Ekspor
Barang Dunia

pers€n t,11 l2o23l 1,18 414.905,53 O9O - KeEenterian
Perdaaangan

O9O - Kementerian
Pef,dagangan

O90 - Kementerian
Perdagangan

O9O - Kementerian
Perdagangan

02- Nilai Ekspor Jasa
Indonesia

03- Pangsa Pasar Nilai
Ekspor Indonesia yang
B€rgabung dalam Rantai
Nilai Global

04- Nilai Total Pembelian
Perdagangan
Antarwilayah

miliar USD 23,10 l2o22l

persen o,ar 12022)

triliun Rupiah 1.622 (2022)

32,62

1,05

2.133

SK No 040115 C



PRES IOEN
REPUALIK INDONESIA

-200-
PRTORTTAS TASTOnAL lPrl/
PROGRTU PRIORITAS IPPI/
I'DGIATAIT PRIORITIS (XPI

05.05.o1
KP: Peningkatan Keterkaitan
EkonoDi dan Rantai Nilai
Domestik, Antardaerah, dan
dengan Global

L:TJ-..rfJIJ

0l - Meningkatnya nilai
pembelian perdagangan
arrtd wilayah per pulau

lt,Trtff,lTl

O1- Nilai Pembelian
P€rdagangan
Antarwilayah di Pulau
Sumatera

B/TSELIIE
2dt4

TARGET
2026

IIiT..FILTJl

61.769,44 090 - Kementerian
Perdagangan

O9O - Kcoenterian
Perdagangan

O9O - Kementerian
P€f,dagangan

O9O - KeEenterian
Perdagangan

090 - Kementerian
Perdagangan

hrSilrTJ ALOXAAI
IRP. JI'TAI

triliun Rupiah 2os (2022]. 233

02- Nilai PeEbelian
Perdagangan
Antarwilayah di Pulau
Jawa

triliunRupiah 1.O59l2O22l 1.395

03- Nilai PeEbelian
Perdagangan
Antarwilayah di Pulau
Bali-Nusra

04- Nilai Pembelian
Perdagangan
Antarwilayah di Pulau
Kelimrrrtan

triliun Rupiah sl l2o22l

triliun Rupiah 121 l2o22l

108

173

05- Nilai Pembelian
Perdagangan
Antarwilayah di Pulau
Sulawesi

tiiliun Rupiah 13s 12022) 165

SK No040l14C
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-201 -

PRTORnAS rfASrO[rL lPrl/
ERq}RAU PRIORIfAB (PPI/
XIEOIATAT PnIORITAS (XP}

FIriI.rIrJ llir ll'l.fl.Ia Fr[['IT]I TARGEI
20,26

lI,oxrsr
lRP. JUra)

|IiEJYIiIJI
,w4

06- Nilai Pembelian
Perdagangan
Antarq'ilayah di Pulau
Papua-Maluku

Ol- Kontribusi
Pcrdagangan Besar dan
Eccran terhadap PDRB di
Pulau Sumatera

triliun Rupiah st l2o22l

persen rr,63l2o22l02 - Meningkatnya
konEibusi pcrdagangan
besar daIr ecerar!
terhadap PDRB Provinsi
per pulau

59 090 - Kementeriatr
Perdagangan

090 - Kementerian
Perdagangan

12,27

02- Kontribusi
Perdagangan Besar dan
Eceran terhadap PDRB di
Puleu Jawa

persen 12,44 l2o22l I3,59 090 - Kementeriaa
Perdagantan

03- Kontribusi
Perdagangan Besar dan
Eceran terhadap PDRB di
h.rlau Beli-Nusle

persen 9,2s l2o22l 10,36 O9O - Kementeriar
Perdagangan

04- Kontribusi
PerdaSangan Besa!: dan
Eceran terhadap PDRB di
Pulau Kalimentsn

pers€n to,r2 (2022l. 10,84 O9O - Kementerian
Perdagangan

SK No 040113 C
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-202-
PRTORTTAS [AgrOXltL (Prl/
PROGRAU PRIORITAS (PP}/
xiDGraTAr PruoruTrs lxPl

FE.}IIIJ ijii;I'lTff.Il SIJIIrJiI .BASEZINE
20rr4

TARGEf,
2D't6

/trpxAar
(RP. JI'TA}

ItiF rI,f:Ii

05- Kontribusi
P€rdagangan Besar dan
Eceran terhadap PDRB di
Pulau Sulawesi

persen 10,74l2o22l 12,42 09O - KeEenterian
Perdagaflgan

03 - Meningkatnya nilai
Ekspor Barang per
pulau

06- Kontribusi
Pcf,dagangan Besar dan
Eceran terhadap PDRB di
Putrau Papua-Maluku

01- Nilai Ekspor Barang
di Pulau Sumatera

triliun Rupiah

P€lsen 10,63l2o22l 12,43 090 - Kementeria!
Perdagantan

1.O73 1.51 1 090 - Kementedan
Perdagangan

02- Nilai Ekspor Barang
di Arlau Jewa

triliur Rupiah 1.616 2.t76 O9O - Keaenterian
Perdagangan

090 - Kementerian
Perdagangan

O9O - Kementerian
Perdagangan

03- Nilai Dkspor Barang
di hrlau Beli-Nusf,a

tiiliun Rupiah 52 86

04- Nilai Ekspor Barang
di hrlau Kalimanten

triliun Rupiah ?24 1.401

05- Nilai Ekspor Barang
di Rrlau Sulewesi

triliun Rupiah 454 630 O9O - Kemearterian
Perdagangan

SK No 0401 12 C
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-203-
PRIORIT#I TAAIOTTL (P$/
PROGRT.U PRTORITIA (PPl/
IIEGIATAIT PRIORTAA (XPI

ir.E:rIirTI ItiIFfflTI :YSTi/IJ TAROET
2.,26

Afox.asI
(RP. JUTAI

IIfATIIISI
Kq)RDIITAT'OR/ PEf,IGTUPU,IVA

06- Nilai Eks'por Barang
di Pulau Papua-Maluku

triliun Rupiah 322 365 090 - Kementerian
Perdagangan

04 - Meningkatnya
diversifft asi Ekspor per
pulau

0 l- Indeks Diversifkasi
Ekspor di Pulau
Sulnatera

o,42 (2022l. o,2a O90 - Kementeriai
Perdagangan

02- Indeks Diversifikasi
Ekspor di Pulau Jawa

o,o9l2o22l o,05 090 - Kementerian
Perdagangarr

03- Indeks Diversifikasi
Ekspor di Pulau Bali-
Nusra

o,37 (20221 o,24 090 - Kementerian
Perdagangan

090 - K€menterian
Perdagangan

04- Indeks Diversifikasi
Ekspor di Pulau
Iklimarlten

0,60 l2o22l o,4l

05- lndeks Diversifft asi
Ekspor di Pulau sularvesi

o,5312022) 0,36 090 - Kementeriart
Perdagangan

090 - Kementerian
Perdagangan

06- Indeks Diversilikasi
Ekspor di Pulau Papua-
Maluku

o,74l.2022) 0,58
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-204-
PRIORTTAA TASTOTAL (Ptrl/
PROORAX PRIORITAS IPFI/
XIEGIATAII PRIORIT/TS (TPI

TARGE
2.026

Af,OITASI
(RP. JI'TA)

imffiJ]FIS-'TTSJ ttlllltff,{.IJ STSiTrlT TWtl

05 - Meningkatnya
jumlah usaha e-
coqtmerce per pulau

0 I - Jumlah Usaha e-
coErmerce di Rrlau
Sumatera

ultit kumulatif 33O.7OO l2o22l 547.700 090 - Kementeriafl
Perdagangan

02- JuBlah Usaha e-
commcrce di Rrlau Jawa

03- JuElah Usaha e-
conrmerce di Pulau Bali-
Nus(a

unit kumutatif 2.288.300
l2o22l

unit kumulratif l25.3OO l2o22l

3.789.900

207.600

090 - KementeriaD
Perdagangan

O90 - Kementerian
Perdagangan

04- Jumlah Usaha e-
cormerce di Pulau
Kslimantan

unit kumulatif |32.OOO l2o22l 2t4.7o0 090 - Kementerian
Perdagangan

05- Jus ah Usaha e-
coEDerce di Pulau
Sulawesi

unit kumul,atif 1O9.7OO (2022]. I a 1.700 090 - Kemearterian
Perdagangan

06- JUE[ah Usaha e-
coDmerce di Pulau
Papua-Maluku

unit kumulatif lO.lOO l2o22l 16.700 090 - Kementerian
Perdaganga,rr
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-205-
PRTORTTTA IAaIOITAL lPrl/
PROGRAU PRIORITAS IPPI/
r:EGIATAT PRIORITAS II{P)

FII,JTIJ.i] nl-,f'lIff.Il hTTiTIIJ ALOxlsI
(RP. JI'TAI

FiI,'ff'FIITTSE,.IIE
2.,24

T/IRGET
2Ur6

06 - Terciptanya
stabilisasi harga
komoditas pangan
pokok aitar wa.t<tu dan
antar wilayah

0l- Koefisien Va asi
(Coeft cient of Variation)
Harga Pangan Kumulatif
Komoditas Pangan Pokok
Antarwakhr dan
Antarwilayah

(indikator
baru)

17,5-22,5 125 - Badan Pangan Nasionalpers€n

05.05.02
KP: Penhgkatan Ekspor
Produk Industri Bertelmologi
Menengah Tinggi

01 - Meningkaktya
pangsa Ekspor produk
berteknologi Eenengah
dan tinggi di pasar
global

0 l - Kont 'ibusi Ekspor
Produk Bertelsrologi
Menengah dan Tinggi
Indonesia terhadap Total
Ekqror Produk Indonesia

02- Kontribusi Pangsa
Pasar Ekspor Produk
Bertelmologi Menengah
dan Tinggi terhadap
Duoia

pers€n

pers€n

42,75

0,62l2o23l

25,52 104.292,99 O9O - Kernentedan
Perdagangan

o,74 090 - Kementeria[
Perdagangan

03- Nilai Ekspor Barang-
Batang Berkategori Hijau
(Environmental Goods)

miliar USD 26,15 2t,49 O9O - KeEenterian
Perdagangan
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PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA
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PRTORTT.AA rlslorrL (Prl/
PROGRTU PRIORITAA (PPI/
rFI}IATrIT PRIORITAA IXP)

erf.'nrrTI iT,Tf'fSlaII

04- Kontribusi Ekspor
Produk Industri
Bertelmologi Tinggi

trSfiTJJ

persen

2024
TAROET

2oa(5
ALOXAAI

IRP. JI}TA}
f{IJrJiii-,]

12,21 t2,92 019 - Kementerian
Perindust'ian

05.05.03
KP: Peningkatan Ekspo(
Produk Industri Penyerap
Tenaga Kerja Tinggi

05.05.04
KP: Peningkatan Ekspor
Produk Pertanian, Perikanan,
dan lndustri Berbesis SDA

01 - Meningkatnya
pangsa Ekspor produk
penyerap tenaga kerja
tinggi

0l - Meningkatnya
pangsa Ekspor produk
pertarian, perikanan
dan indusEi berbasis
SDA di pasar gobal

O1- Kontribusi Pantsa
Passr Ekspor Produk
Penyerap Tcnaga Kerja
TintAi terhadap Dunia

peraen r,35 (2022]. 1,48 16.399,93 090 - Kementerian
Perdagangan

O9O - Kementerian
Perdagangan

O9O - Kement€ri€n
Perdagarlgan

090 - KeEenterian
Perdagangan

23.466,74 032 - Ke6enterian Kelautan
den Perikensn

02- Julrlah Pelaku Usaha
yang Melakukan Ekspor

pelaku usaha
(kumulati4

20.533 (2022]. 23.O47

03- Persentas€ Usaha e-
cotnmerce yang
Melakukan Ekspor

0l- Nilai Ekspor Hasil
Periksnan

pers€n

miliar USD

o,8s (2022l.

s,63 (2023)

1,14

6,70

02- Kontribusi Pangsa
Pasar Ekspor Produk
Pertanian terhadap Dunia

persen 2,96l.2022) 3,45
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-207 -

PRTORTTAS IllSrOrrAL lP$/
PROCRAI PRTORTTTS (PPl/
xiEoraTlll PEoRITAS (BP)

[IT:rIrrJJ ilJrrr.gtiIil ffii7IJ .BASELII{I
20,24

TTRGET
2()26

AII)XASI
(RP. JI'TAI

nir.'fr'riTJl

03- Kolttribusi Pangsa
Pasar' Ekspor Produk
Industri Berbasis SuEber
Daya Alam terhadap
Dunia

persen 2,38 (2022l. 2,70 09O - Kementerian
Perdagangan

019 - Kementerian
Perindust_ian

019 - Kemeflterian
Perindustrian

O32 - Keanenterian Kelautan
dan Perikenan

O32 - KeEenterian Kelautan
dan Perikansn

04- Diversifkasi Produk
Ildustri Berbasis SDA
yang Diolah

05- JuElah Produk
Industri Berbasis SDA
yang Diolah yang Berdaya
SainC

produk

0,294 (2023)

r79 12022)

o,242

209

06- Nilai Ekspor Rumput
t aut

juta USD 433,72l2o23l 647 ,OO

07- Proporsi Ekspor
Produk Olahan Rumput
Laut

pefsen 34,31 49,9

05.05.05
KP: Penintkatan Ekspor Jasa
dan Produk Iceatif

01 - Meningkatnya
Ekspor jasa dafl produk
kreetif

Ol- Nilai Ekspor Jasa
Telekomunikasi,
Komputer, dan Informasi

miliar USD 3,74 3,t2 14.724,71 059 - Kementerian
Komudkasi dan Digital
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-204-
PRIORTTAS rAatOnAL lPltl/
PROORAT PRIO TAS IPPI/
XEGIATAT PRIORITAS (XPI

hIIJIiTI'l ililtlrff,lTl hrf,irrT,'i TAROET
2026

.ALOXASI
(RP. JIITAI

trffi.fi
aFvm

02- Nilai Ekspor Jasa
bisrris lainrrya

miliar USD 4,74 4,88 090 - Kementerian
PerdaganSan

03- Nilai Ekspor EkonoEi
Kreetif

miliar USD 148 - Kementerian EkonoEi
Ikeatif/ Badan Ekonomi
Kreatif

milier USD

25, r0

6,34

27,4s

11,7104- Nilai P€rdagangan
Komoditas Digital

090 - Kementerian
Perdagangan

05.05.06
KP: Peningkatan Rantai Nilai
Produk Elektrotrik dan
OtoEotif termasuk Electric
Vehicle (EV)

01 - Meningkatnya
partisipasi seklor
elektronik Indonesia
dalam rartai nilai
re8ional di kawasan Asia
Tirlur dan Asia
Tenggara dan s€ldor
otoEotif Indonesia
termasuk Electric
Vehicle (EV) dalam
rantai nilai global

0 1- Tingkat Partisipasi
Produk Elektronik
Indonesia yang
Bergabung dalam Rantai
Nitai Global

persen 42,OO l2o22l 5l,oo 13.936,55 019 - Kementerian
Perindustrien

019 - Kementerian
Perindu strien

02- Tingkat Partisipasi
Produk Otomotif
termasuk Electric Vehicle
(EV) Indonesia yang
Bergabung dalam Rantai
Nilai Globel

pers€n 23,OO ll2022) 25,00

SK No 040106 C
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-209-
PRTORTTTS rAaro rL lP!U/
PROORAI PRIORITAS (PFI/
XEGIATAIT PruORITAA (XP)

.rr.'[fi,t lli,;frffliTil FIs{I7TJ EASEI.INE
2.)24

TAROEI
2026

Af,OXTSI
IRP. JI'TAI

it,-iEJ?:li1:Ii

05.05.07
KP: Peningkatal Utilisasi
FrA/CEPA untuk Mendorong
Partisipasi dalam Rantai Nilai
Global

01 - Meningkatnya
pemanfaatan atau
utilisasi FfA/ CEPA
untuk dendorong
partisipasi Indonesia
dalam rantai nilai gtobal

O1- Nilai Ekspor Barang
ke Negara-negara yang
Tergabung dalam RCEP

02- Nilai Ekspor Barang
ke Negara-negara yang
Tergabung dalaD ASEAN

miliar USD

miliar USD

172,A QO23l 200,6 17.42O,O3 090 - Kementerian
Perdagangan

090 - K€menterian
Perdagangan

09O - Kementerian
Perdagarrgan

O9O - Kementerian
P€rdagantan

090 - Keanenterian
PerdaAangan

090 - Kementerian
Perdagangan

53,r l2o23l 61,6

03- Nilai Ekspor Barang
ke Negara-negara EFTA
dalam Rangka Utilisasi
Indonesia-EFTA CEPA

04- Nilai Ekspor Barang
ke Australia dalam
Rangka Utilisasi IA-CEPA

05- Nilai Ekspor Barang
ke Jepang dalam Rangka
Utilisasi LIEPA

milisr USD

miliar USD

milisr USD

2,4 QO23l

3,212023)

2O,A (20231

3,2

3,7

24,1

06- Nilai Ekspor Barang
ke UAE dalam Rargka
Utilisasi IUAE-CEPA

miuar USD 2,6 (2023l. 3,1
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-2to-
PnIORITAA rAArOXAr, (ml/
PROOnAU PRTORTTAS (PPl/
B:EGIATAI| PRIORITTS IXPI

&TSEEI]E
20,24

TIRGEI
2Ur6

ALOXASI
(RP. JUTAI

irr.frSr.JtFIIFIT] rt \-t-rlrfflara Fr.fiirJii

07- Nilai Eks'por Barang
ke Korea dalam Rangka
Utilisasi IK-CEPA

08- Nilai Ekspor Barang
ke Chile dalam Rangka
Utilisasi Indonesia-Chile
CEPA

Ol- P€f,s€ntase Produk
Ekspor Indonesia yang
ber-SNI

milier USD

miliar USD

pers€n

1O,3 (2023)

0,31 (2023)

t2,o

0,36

O9O - Kementerian
Pef,dagangan

090 - Kementerian
Perdagangan

05.05.08
KP: Peningkatan Kualitas
Produk, Persaingan Usaha dan
Perlindungan Konsumen

Ol - Meningkatnya Daya
Saing Produk Indonesia
Terstenderisasi

3,109 12023) 3,? 158.495,07 O84 - Badan Standardisasi
Nesionel

02- Persentase Produk
ber-SNI

persen 10 12,5 084 - Badan Standardisasi
Nasional

04 - Terciptanya lldim
Persaingart Ussha yang
Sehat

05 - Meningkatnya
Keberdayaal Konsumen

O1- Indeks Persahgan
Useha

01- Indeks Keberdayaan
Konsumen

4,47 17,OO
(2022].

53,23l2o22l

s,s1/7,00 108 - Komisi Pelgawas
Persaingan Usaha

66 O9O - Kementerian
Perdagangan

SK No 040104 C
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CATATAN:
1 S€luai dengan Fndckatan THIS, sebuah proyek dapat mcndukung lebih dari I (satu) Prioritas Nasional;

3. Pcrubahan flncian dar pendanaan projrck Bclanja K/L pada tahun p€l,aksanaan dapat dilalokan dengan pffsetujuan Menteri PPN/Kepala Bappcnas dan Menteri Keuangan;
4. Dapat tcdadi perubahan alokasi dan targct scsuai efisi€nsi anSgSarsn tcrdasarkan lrprc! No I tahun 2025.
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-2r2-
PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN

EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

PRTORTTAS XASIOTAL (Pr)/
PROGRAU PRIORITAS IPPI/
xlEoIATAr PRTORrfAS lXPl

06
PN: Metnbangun dar:i Desa dan
dari Bawsh untuk
kuDbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan
Pemberantasan Kemiskinan

hrs_rr{Jii

0l - MeEpef,cepat
penSurangan
kemiskinan dan
peningkatan
peEerataan

lI,FltlirjiiIl F.rf,tr,fJ

persen

persen

EASTLIE
2021

TARCEf,
2026

AfoxAsr
(RP. JIITAI

li,-i:-:tyfiFn

lA,2O 192.226.221,51 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemb€f,dayaan Masyarakat

01- hoporsi penduduk
kelas menengah

02- Tingkat Kemist<inan

17,13

02 - Meningkatnya
akscs hunian layak,
tedangkau, dan
berketsnjutan

01- RuEah Tangga dengar
Aks€s Hunian Iayak,
T€!'j angkau, dan
Berkeldrjutart

65,25 64,66

134 - Kementerian
Koordinator Bidant
Pemberdayaan Masyarakat

134 - Kemearterian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

026 - Kementerian
Ketenagaked aan

132 - Kementerian
Koordinator Bidang
Infrastrul rr dan
Pembalgunan Kewilayahan

4,57 6,5-7 ,5

03- Tingkat Kemisl&larl
Ekstrem

04- Pers€ntase Penyandang
Disabilitas Bekerja di S€hor
Formal

persen

persen

|,26

9,O7 (2023)

0-0,5

10,40

persen
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PRTORITAS TASTOITAL Flrl/
PROGRAU PRIORITAS (PP}/
nF,(ilATrr PRIORITAS (XPl

E ISELI E
2024

T/IRGET
2.)/26

rLOI|ASI
(RP. JI'TAI

|IT.FIJ.T:IIIII,ITTJJ lliriItf.fiTa hririlf,l

03 - Meu,ujudkan
pefibangunan
kemandirian perdesaan
dari bawah s€bagai
sumber pertumbuhan
ekono@.i yang
berkelanjutar

01- Persentase Desa Mandii persen 22,45 23,9r 151 - Kementerian Desa dal!
Pembantunan Daerah
Tertinggal

132 - K€menterian
Koordinator Bidang
Infrastrukur dan
Pembangunan Kev/ilayahan

04 - Perkotaan s€bagai
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

Ol- hoporsi PDRB
Perkotaan terhadap PDB
Nasional

pers€n 56,56l2o22l 57 ,70

06.o1
PP: Penguatan Perencanaan
Berbasis Buki melalui
SEPAKAT (Sistem Perencanaan
Kolaboratif dan Analisis Data
Terpadu)

01 - Ters€lenggaranya
perencanaan berbasls
bul(i dengan data
telintegrasi Delalui
SEPAKAT (Sistem
Perencanaan Kolaboratif
dart Analisis Data
Terpadu)

02- Persentase Pemerintah
Daerah yang melaksanakan
perencana,an berbasis bukti
melalui SEPAXAT (Sistem
Perencanaan Kolaboratif
dan Analisis Data Terpadu)

20 tt6.974,30 055 - Kementerian
Perencararn Pembangunan
Nasional/ Badan
P€rencanaan Pembangunan
Nasional

pers€n o
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PRTORTTAa If AAIOX/|L (P!tl/
PROGRTU PRIORITAS (PFI/
IIEGIATAT PRIORITAA (BP}

' .E rStfIIE
2.)24

TAROET
2026

ALOXASI
(RP. Jrn^l

MIY,fGTi.iiI }Iiffl.L SfiIiITJ

06.o1.o1
KP: Tata Kelola Perencanaan
Berbasis Buki Eelalui
SEPAXAT (Sistem Perencanaan
Kolaboratif dan Analisis Data
Terpadu)

01 - Ters€dianya tata
kelola perencanaan
berbasis bukti dentan
data terinteglasi melalui
SEPA(AT (Sistem
Perencanaal Kolaboratif
dan Analisis Data
Terpadu)

02- Pers€nta8e Pemerintah
Daerah yang mendapatkan
pe0ingkatafl kapasitas
perencanaan berbasis bukti
melalui SEPAI(AT (SisteE
Perencanaan Kolaboratif
dan Analisis Data Terpadu)

Pers€n 0 20 55.543,25 055 - Kementerian
Perefl canaan PeEbangunan
Nasional/ Badan
Perencanaan Perabangunan
Nasional

06.01.02
KP: Pemanfaatan Data
Terintegrasi melalui SEPAKAT
(SisteE Perencanaan
Kolaboratif dan Analisis Data
Terpadu)

0l - Terselenggaranya
pemanfaatan data
terintegrasi yant
optimal ulrtuk
perencanaan
pembangunan nasional
(Sistem Perancanaan
Kolaboratif dan Analisis
Data Terpadu)

02- Persentas€ PeEerintah
Daerah yang memanfaatkan
data terintegrasi melalui
SEPAXAT (Sistem
P€f, encanaan Kolaboratif
dan Analisis Data Terpadu)

20 61.431,04 055 - Kementerian
Pcf encanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Perencaraan Pembangunan
Nasional

persen o

06.o2
PP: Perlindungan Sosid
Adaptif dan Inklusif

01 - Ter$,ujudnya
integrasi bantuan sosial
dan jamhan sosial yang
inklusif dan adaptif
dalam Eenghadapi
bencana alam, bencana

0 l- Persentase keluarga
miskin dan rentan yang
meneriEa bantuan sosial
dan jsminan sosial

02- Cakupan Kepes€rtaan
Jaminan Sosial
Ketenagak€rj aan

persen 64,7s (2023) 73 166.424.005,95 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pembef, dayaan Masyarakat

134 - Kemearterian
Koordinator Bidant
Pemberdayasn Masyarakat
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sosial, serta dampak
perubahan iklim

03- Jumlah keluarga miskin
penerima perliadungan
sosial yang tergraduasi dari
kemiskinerr

keluarga/ tahun 0 1,5 juta 027 - Kementerian Sosial

06.02.01
KP: Penyalurart Bantuan
Sosial Adaptif dan Subsidi
Tqrat Sasaran Eelalui Kartu
Kesej ahteraan

01 - Meningkatnya
kualitas penyaluran
bantuan sosial yang
adaptif terhadap
berbagai kondisi

0 I - Pers€ntas€ keluarga
miskin dan rentan yang
menerima bantuan sosial
non-tunai

pe!sen 63 70 165.6?7.652,39 O27 - Kementerian Sosial

02- Pef,sentase korban
bencana yang mendapat
bantu r sosiel kebencanaan

persen 7,5 10 027 - Kementerian Sosial

03- Jumlah keluarga
penerima kartu
kesej ahteraan yang
tergraduasi sejahtera

keluarga/tahun l0 ribu ?oo dbu 027 - Kefienterian Sosiel

06.o2.o2
KP: Refornasi Sisteo Jaminan
Sosial Nasional

0l - Terlaksananya
reformasi Jaminan
Sosial Ketenagakerjarn
dalam Sistem Jaminan
Sosial Nasional

0l- Pers€ntase cakupan
kepesertaan Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU)
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaafl Nasional

pers€n 13,O5 17,63 32.928,00 026 - Kementelian
Ketenagakerj aan
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2024
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2Ur6

02- Persentase cakupan
kepesertaan Pekerja
Penerima Upah (PPU)
Jardnan Sosial
Ketenagakerjaan Nasional

p€fs€n 53,44 56,10 026 - Kementerian
Ketenagakerj aan

03- Jumlah kebijakan
peningkatan kualitas
prograE dan manfaat
Jar[inan Sosial secara
ir dusif

rekomendasi
kebljakan

3 l2o23l 3 134 - KeDenterian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

06.02.03
KP: Pengembangan Ekonomi
P€rawatan (Care Economy)

01 - Meluasnlra
pemberian layanan
keperawatan

01- Persentase Lqnbaga
Kesejahteraan Sosial yang
terakreditasi

persen 25 30 713.425,56 027 - KeEenterian Sosial

02- Persentase Tearaga SDM
Kesejahteraan
Sosial/Pendamping
Perawatan yang
terserti.fikasi

persen 37 42 O27 - Kementerian Sosial

06.03
PP: Peningkatan Akses
Iapangan Keia dan

01 - Terciptanya
lapangan kerja dari
peni[gkatan wirausaha

0 1- Persentas€ penduduk
berusaha atau bekerja
s€bagai buruh /karyawan

Persen 73,8 74,6 1.748.142,19 134 - Kementerian
Koordinator Bidang
Peraberdayaan Masyarakat
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TARGET
2026

Penumbuhan Usaha
Berkelanjutan dan Inovatif

yang inovatif dan
berkelanjutan

02- Pers€ntas€ penerima
reforEa agraria yang
menittgkat
kesejaht€raannya

4,96 46,94 056 - Kementerian Agralia
dsn Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

persen

06.03.01
KP: Peningkatan Daya Saing
melalui Kar'tu Usaha Produktif

Ol - Terwujudnya
pe[guatan ekonomi
yang berdaya saing bagi
ruasyafakat menuju
kelas menengah dan
kelas menengah

Ol- Proporsi Pelaku Usaha
dengan Usaha Berbadan
HukuE atau Mendliki
Catatan Pembukuan
Lengkap

persen 3,9 l2o23l 4,20 512.323,58 150 - Kemeaterian Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah

06.03.02
KP: Peningkatan Kemandirian
melalui I(a.ltu Usahe Afirmatif

01 - Metringkarnya
kes€jahteraan penerima
I(afiu Usaha Afirmatif

01- JuElah penerima
manfaat Kartu Usaha
Aflflatif yang berussha
atau bekerja sebagai
buruh / kar5rawan

jiwa/tahun O 1.5OO.OOO 690.243,19 027 - KeEenterian Sosisl

06.03.03
KP: Reforma Agraria

0l - Terlaksananya
reforma agraria untuk
mengurangi
ketimpangdr pemilikan
dan penguasaan tanah,
s€rta EeninSkatkan
kemandiiian

0l- Pers€ntase RuEah
Tangga Miskin yang
memiliki aset lehsrr

02- Persentase
petani/ nelayan penerima
ReforEa Agraria

persen

pers€n

46,16

46,64

4l 230.799,67 056 - Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

056 - Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan
Pertenshsn Nesional

43
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TARGET
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oasyarakat penerima
Tanah obyek ReforEa
Agaria

03- Penurunan indeks gini
ketimpangan pemilikart
tanah untuk petdri/flelayan

o,oo57 o,oo34 056 - Kementerian Aglaiia
dan Tata Ruang/Badan
Pertanehan Nasional

06.03.04
KP: Peningkatan Ekonomi
Irkal melalui Koperasi
Desa/ Kelurahan Mef,ah Putih

01 - Meningkatnya
Pef,an Koperasi dalara
Penumbuhan Ekonomi
Lokel

01- Rasio Modal Sendid
tehadap Total As€t Koperasi
Desa/ Kelurahan Merah
Putih

persen o 11,5 314.775,75 149 - Kemerterian Koperasi

02- Proporsi Kop€f,asi
Desa/ Kelurahan Merah
Putih yang Menjalankan
RAT

persen o 70,0 149 - Kemeoterial Koperasi

06.o4
PP: Pembangunan Perkotaan
Berkelanjutan

0l - Meningkatnya
Peran Wilayah
Metropolitan s€bagai
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi yang Irrklusif
dan B€rkelanjutan

02 - Meningkatnya
Peran Perkotaan Non-
Wilayah Mctropolitan
s€bagai Pusat

0l- hoporsi Kontribusi
PDRB Wilayah Metropolitan
terhadap Nasional

persen 44,13l2o22l 44,58 4.242.4O4,54 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02- Skor Indeks Kota
Berkelanjutan gKB) Rerata
Wilayah Metlopolitan

OI- Proporsi Kontribusi
PDRB Perkotaan Non-
Wilayah Metopolitan
terhadap PDB Nasional

persen

44,61 l2o23l

6,97 (2022l.

45,01

7,64

145 - Kemeirterian Peke-daan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
Umum
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IPPII
(KPI

Ef' Jf,ir.rJ

0l - Meningkatrrya
Peran Wilayah
Metropottan KBI
sebagai Pusat
PertuEbuhan EkonoDd
yang Inklusif dan
Berkelanjutan

02 - M€oingkatnya
Pe.an Wilayah
Metropolitan KTI
s€bagai Brsat
P€rtumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan

01 - Meningkatnya
Peran Perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan
KBI sebagai R.rsat

.iiiilrl.Jl.tal

Ol- Proporsi kontiibusi
PDRB Wilayah Mehopolitan
KBI terhadap PDB Nasional

.&TAEL'M} T/TROE
2024 2.J26

tLoxlsr
(RP. JUfA)

40,75l2o22l

iir$r,fGn

4.149.152,21 145 - KeEenterian Pekerjaan
Umum

145 - Kementedan Pek€i'jaan
Umum

145 - Kementerian Peketjaar
Umum

06.04.01
KP: Pembangunan wilayah
Metropolitan

06.o4.o2
KP: Pembangunan Perkotaan
Non-Wilayah Metropotitan

EffiE5TliITr.If,tT'rl
P*
ranp lnklysif dan Berkelanjutan (IKB) Rerata umumBerkelanjutan pertotaan nonjw iyah

Metropolitan

hIS[JrJJ

persen 41.,t4

02- Skor Irdeks Ituta
Berkelarjutan (lKB) Rerata
Wilayah Metropolitan KBI

01- Proporci kontribusi
PDRB Wilayah Metropolitan
KTI terhadap PDB Nasional

pers€n

45,46 QO23)

3,38 l.2022)

46,46

3,44

02- Skor Indeks Kota
B€rkelanjutan (IKB) Rerata
Wilayah Metropolitan KTI

0 l- Proporsi Kontribusi
PDRB Perkotaan Non-
Wilayah Metopolitan KBI
terhadap PDB Nasional

pers€n

42,74 (2023]. 43,34

3,43 Qo22l

145 - Kementerian Pekeljaan
Umum

3,92 93.25234 145 - Kementerian Pekeiaan
Umum
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Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan

02- Skor Indeks Kota
Berkelanjutan (IKB) Rerata
Perkotaan Non-Wilayah
Metropolitan KBI

49,8r (2023) 50,41 145 - Kementeriafl Pek€rjaan
Umum

145 - Kementerian Pekerjaan
UEum

145 - Kementeria! Pekerjaan
Umum

02 - Menintkatnya
Peran Perkotaart Non-
Wilayah Mehopolitan
KTI sebagai Pusat
Pefiumbuhan Ekonomi
yang Inldusif dan
Berkelaljutan

0 1- Proporsi Kontribusi
PDRB Perkotaan Non-
Wilayah Metropolitan KTI
terhadap PDB Nasional

pers€n 3,rs l2o22l 3,72

02- Skor Indeks Kota
B€f,kelanjutan (IKB) Rerata
Perkotaan Non-Wilayah
Metr:opolitan KTI

47,2O l2o23l 47,AO

06.05
PP: Pembangunan lbu Kota
Nusantara

0l - Mengerlbangkan
kota berkelanjutan di
dunia

0l- Indeks Kota
Berkelanjutan Ibu Kota
Nusantara

47,79 44,79 5.520.452,44 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

02 - Menggerakkan
ekonomi IndoDesia di
Easa depan

01- taju pertumbuhan
PDRB Puleu K,limaatan

5,4 6,7 126 - Otorita lbu Kota
Nusantere

persen

03 - Mewujudkan
simbol identitas
nasional

O1- lndeks P€mbangunan
Masyarakat Ibu Kota
Nusarttara

61,35 64,35 126 - Otorita lbu Kota
Nusantda

SK No 040094 C
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06.o5.01
KP: Perencanaan dan
Pembangultan Kawasan, s€rta
Pemindahan ke Ibu Kota
Nusantara

Ol - Terbangunnya
Kawasan IDti hrsat
Pemerintaha! Ibu Kota
Nusantara dan
s€kitamya

01- Luas area Kawasan Inti
Pusat P€raerifl tahan Ibu
Kota Nusantara dan
s€kitarnya yang terbangun

715,32 850-1000 5.4a7.719,64 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

126 - Otorita lbu Kota
Nussntera

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

hektar

02- Persentas€
Pembangunan
Gedung/ Perkantoran di Ibu
Kota Nusa[tara

pers€n o 50

03- Pers€ntase
Pembangunan
Hunian/ Rumah Tangga
yang tayak, Terjangkau,
dan Berkelanjuta! di Ibu
Kota Nusa[tara

pers€n 0 60

04- Cakupan Ketersediaan
Sarana Prasarana Dasar
Ikwasan Ibu Kota
Nusentsra

pefsen 23 60

05- Indeks Aksesibilitas dan
Konektivitas Kawasart [bu
Kota Nusantara

0,65 o,76
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irar:rwlt:Ii

02 - Telselenggaranya
pemindahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan di Ibu
Kota Nusantara

01- Jumlah PeEindahan
dan/atau Penugasan ASN
ke Ibu Kota Nusantara

o 1.700-4.100 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

orang

02- Cakupan Layanan Kota
Cerdas Ikwasan Ibu Kota
Nusentsra

pefsen o 44

06.05.02
KP: PeEbangunan Sosial,
Superhub Ekono@i, dan
Pengelolaan Lingkungan Ibu
Kota Nusantara

01 - Terwujudnya
peargernbangan
Superhub Ekonomi Ibu
Kota Nusantara darr
Wilayah Sekitd

02 - Terwujudnya
pembangunal sosial
dan sumbef,daya
oartusia di Ibu Kota
Nusantara

01- Proporsi Jumlah Usaha
Kecil dan Menengah di Ibu
Kota Nusantara

1,58 2,24 32.732,84 126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nussntera

126 - Otorita lbu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

126 - Otorita Ibu Kota
Nussntera

persen

02- Realisasi Nilai Investasi
Selftor Swasta di Ibu Kota
Nusantara

triuun Rupiah 58,41 70

03- Rencana Klaster
Superhub Ekono|rj IKN
yang Disiapkan

01- Pers€ntase Masyarakat
SEahtera

klaster

persen 8,9 r 10,00

I 2

02- Persentase Pelayanan
Kesehatan yang Eemenuhi
standar di lbu Kota
Nusantsra

pers€n 55 69
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03- Persentas€ satuan
pendidikan yang memenuhi
SNP (stalrdar nasional
pendidikan) di Ibu Kota
Nusentere

persen 65 74 126 - Otorita lbu Kota
Nusantara

03 - T€(wujudnya
perlindungan dan
pentelotaan lingkungan
hidup di lbu Kota
Nussntsre

O1- Presentase Pengelolaan
Kawasan Lindung lbu Kota
Nusantara

02- Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Ibu Ibta
Nusantere

pef,sen t7 l9

71,78

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantsra

126 - Otorita Ibu Kota
Nusantara

70,72

03- lndeks Risiko Bencala
Ibu Kote Nusentera

04- Luas lahan pertanian
yang ditetapkan sebagai
kawasan pertadan
berkelanjutan

heldere

I04,00 94,90

150o

126 - Otorita lbu Kots
Nusantara

126 - Otorita lbu Kota
Nusantera

06.06
PP: Percepatan Penyediaan
Perumahan dan Permukimen

01 - Meningkatkan
aks€s ruEah tangga
terhadap hunian yang
layak, terjangkau, dan
berkelanjutan

01- JutDlah RuEah Tangga
Dengan Akses Hunian
Layak, Terjangkau, dan
Berkelanjutah yang
Difasilitasi

769.O7a 2.,4O.2AA 725.516,13 146 - Kemeuterian
Perumahan dan Kawasan
PerEuki,Ian

unit/tahun
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06.06.01
KP: Fasilitasi Penyediaan
PeruEahan Terintegrasi
deargan PSU

01 - Meningkattya
Penyediaan Hunian
Bar"u atau ttningkatan
Kualitas yang
TerinteBrasi deirgan PSU

01- JuDlah Unit Rumah
Baru yang Terbangun (unit)

unit/tahun 2.830 476 624 .567 ,69 I 46 - Iftmenterian
Perumahan dan Kawasan
Permuki'Ien

02- Jumlah Unit Rumah
yang Ditingkatkan
Kualita$rya (unit)

03- Jumlah Unit Rumah
yang Ditengkapi Dengan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas (unit)

unit/tahun

unit/tahun

130.394

2t.t59

21.500

1.173

146 - Kement€rian
Perumaltan dan Kawasan
Permukiman

146 - KeEerrterian
Perumaha[ dan Kawasan
Permukiman

06.06.02
KP: Pengembangan
Perumahan Publik vertikal
yang Terpadu

01 - Meningkatnya
PeruEahan Publik
Vertikal yang
Disediakan S€cara
Terpadu

01- Jutulah penyediaan udt
hunian vertikal yang
terpadu (milik dan sewa)
(unit)

02- JuElah Unit Rumah
yang Dilengkapi Dengan
hasarana, Sarana dan
Utilitas Hunian Vertikal

unit/tahun

unit/tahun

3.930 354

5.OOO

64.309,02 146 - Ketaente an
P€fuma.Lan dan Kewasan
P€l.mukimai

o 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukimsn
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06.06.03
KP: Pengembangan Fasilitasi
Pembiayaan Perumahan

0l - Meningkatnya
Pelaksartaan Bantuan
Kemudahal dan
Fasilitasi Pembiayaan
Perunahan

01- Jumlah rumah tangga
yang menerima fasilitas
pembiayaan perumahan
atau bantuan
subsidi/keEudahan
p€r'umahan (rumah tangta)

477.733 315.000 2.500,00 146 - Kementeriart
Perumahart dan Kawasan
Permukimarl

rumah
tangga/ tahun

06.06.04
KP: Penguatan Ekosistem
Perumahan

0l - Tcf,ciptanya
ekosistem perumahan
yang Bendukung
ters€dianya hunian
yang tayak, terjangkau,
dan berkelanjutan

01- Jumlah kabupaten/ kota
yarB metlgimplementasikan
peEenuhan standar
keandalan bangunan

kabupaten/kota 514 514 13.125,00 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

02- Tercipta[ya
peniogkatan tata kelola
hunian pubtik, privat dan
perlindungan konsumear

rekoDendasi
kebijaka'r

146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman

I

06.06.05
KP: Peremajaan dan
Penanganan PermukiElal!
Kumuh yaDg Terpadu

Ol - Meningkatnya
permukiEan kumuh
yang ditangani secara
terpadu

Ol- Luasan Hektar
Permukimdr Kumuh yang
Ditangani Secara Terpadu
(Ha)

hektare/ tahun 2,46 ll 21.O14,42 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasal
Permukimen

06.o7
PP: Peningkatan Kemandirian
Perdesaan yang Berkelanjutan

0l - Mewujudkan
pembangunan
kemandirian perdesaan
sebagai sumber
pertuhbuhan ekonooi
yang berketanjutan

O1- Persentase Desa Mandiri
KTI dan KBI

persen K i7,42;
KBI:15,42

KTI:7,89;
KBI: 16,02

13.444.725,49 151 - Kernenterian Desa dan
Pefibangunan Daerah
Tertinggaf

SK No 040089 C



PRES IOEN
REPUBLIK INOONESIA

-226-
PRIORITAS IIASIOITAL (PU/
PROGRTU PRTORTTAS lPPl/
XEX}IATAIT PRIORITTS (rPI
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06.07.01
KP: Pemenuhal Iayanan
Daser den [nfrastmktur Desa

01 - Meafngkatkan
pemenuhan kebutuhan
terhadap layanan dasar
serta infrastruLhrr desa

01- Rumah tangga
perdesaan dengan akses air
Einue aman

p€rsen 18,9 (2023) 24 1.344.063,99 145 - Kementerian Pekeljaan
UmuE

02- Rumah tangga
perdesaan dengart akses
senitesi srnen

pers€n 4,77 l.2023) 7 145 - Kementerian Pekerjaan
Umum

15l - Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

03- Pers€ntas€ Desa yang
Mendapatkan layararr
Kes€hatan

pers€n 25,99 26,26

04- Pers€ntas€ desa yarlg
memiliki 1OO7o rumah layak
huni

0l- Pers€ntas€ Bagi Hasil
BUMDes terhadap PADes

pers€n

pe!sen

24,62

3,97

25,01 146 - Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

06.07.o2
KP: Transfomasi Ekonomi
Lokal, Ketahanan Sosial dan
Pelestarian Lingkungan Desa

01 - Meningkatkan daya
saing dan produktivitas
ekonomi perdesaan
melalui transformasi
aktivitas dan
pemb€f,dayaan ekonomi
desa

4,O7 475.215,70 151 - Kemente an Desa datr
PeEbangunan Daerah
Tertinggal

151 - KeEenterian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

02 - Mengerlbangkan
kawasan perdesaan
sebagai embrio pusat
pertumbuhan lokal

01- Jui ah Kawasan
Perdesaan hioritas [KPP)
dengart status Berdaya
SainE

kawasan 53
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PRIORTTTS rAarOrrAL (PIf)/
PROGRTU PRTORIT/IA (PPl/
XEGIATAII PRIORITTS (XP'

SffJTJ ir,TrItl-JttIl lrrii7s,t AII)rAar
(RP. JI'TAI

l-liElffirjiE TSEL'JE
2024

TARGET
2.J,26

03 - Menguatkan
ketahanan masDrarakat
desa terhadap kondisi
sosial mas,€rakat dan
pelestarian lingkungan
dese

0I- Persentas€ Desa
Berketaharan Iklim

pers€n 33,73 35,73 151 - Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

06.07.03
KP: Pentuatan Tata Kelolia dan
Pemberdayaan Desa Adaptif

0l - MeDingkatkan
kapasitas tata kelola
pernedntah dan
PeEberdayaan
peEbangunan desa
secara adaptif

O 1 - Pers€ntase Desa yang
menerapkart layanan
berbasis digital

02- Juldah desa yang
menginisiasi kerja sama
desa

persen

desa

74 l2o22l

(indikator
baru)

7g

aoo

1.395.415,16 151 - Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal

O10 - KeEenterian Dal€m
Neteri

03- Jumlah desa yang
men€f, apkan administrasi
dan pengelolaarx keuangan
desa berbasis digital

desa (indikator
baru)

1.620 O1O - Kementerian Dalarr
Negeri

06.07.o4
KP: Pembalgunan Daerah
Tertinggal

01 - Meningkatnya
Kesejahteraan
Masyarakat pada
Daerah Tertinggal

Ol- Pef,sentase Daerah
Tertinggal dan Sangat
Tertinggal yang Meningkat
Statusnya Menjadi Daerah
BerkeEbang dan/atau Maju

persen (indikator
baru)

23,33 6.125.705,01 151 - Kementerian Desa dan
PeEbangunan Daerah
Tef,tinggal
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PRTORTTAA rASrOrrL lPXl/
PRO(iRAU PRTORTfAA (PPl/
xFrllATrr PRroRrTAs (BFl

hIJ:fI rrJil iI'EI'?ff.Iil :=I'Fit/XJ DASE,/"INE
2024

TARGET
2l),26

Afoxtsl
(RP. JI'TAI

llahffi-iEfi

06.07.05
KP: Ttansfoflrasi
Pembangunan Kanrrasan
Perbatasan

06.07.06
KP: Tlensformasi

01 - Menjadi beranda
terdqran negara dengan
meningkatkan intergrasi
dan kerjasaEa antar
negara Eaupun antar
wilayah

01 - Mewujudkan
transformasi kawasan
transEigrasi Eenjadi

01- Persentase desa
tertinggal dan sangat
tertinggal di 204 kecamatan
perbatasan prioritas

pef,sear 2t,46 t4,29 2.186.912,61 111 - Badan Nasional
Pengetrola Perbatasan

111 - Badan Nasional
Pengclola Perbatasan

111 - Badan Nasional
Pengelola Perbatasan

lll - Badan Nasional
Pengelola Perbatasan

311.713,21 152 - Kementeriar
Tran$dgrasi

02- Persentase desa Eaju
dan mandti di 22 Pusat
Pertumbuhan Kawasan
Perbatasan

persen 44,38 46,29

03- Rata-rata Indeks
Pengelolaart Kawasan
Perbatasan di 22 Pusat
Pertumbuhan Kawasan
Perbetasan

o,52 0,60

04- Rata-rata Indeks
Pengelolaan Kaurassn
Perbatasan di 204
kecarratan perbatasa!
prioritas

01- Persentase Desa Maju
dan Desa Mandiri di 45
Kawasan Ttan$aigrasi

o,64

52,44

o,7 t

pers€n 58,10
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PRIORIIAS rASrOrirL (PU/
PROORAU PRIORITAA (PPI/
IliEGrATlur PRIORITAA (Bl]

FrI..ISIIJ IllSTLIITE
2024

TARCRT
2.,26

AfoxAsr
(RP. JUTAI

ii-Gfr.f,rni"IE{TFJ

Pertgembangan Ikwasan
Tran$rrigrasi

pusat pertumbuhan
lokal

02- Nilai Rata-rata Indeks
TransforEasi 45 Kawasan
Transmigrasi

03- Pers€ntas€ Peningkatan
Pendapatan Perkapita
Masyarakat di 45 Kawasan
T!an$aigrasi

04- Persentase Dukungan
Kegiatan
Kementerian/ L€mbaga/ Pem
erintah
Daerah / Masyarakat/ Badan
Usaha yang Dilaksanakan di
45 IGwasan Transmigrasi

o,425

0,90

o,475 152 - Kementeriafl
TransEigrasi

persen

persen

|,20 152 - Kementerian
Ttanseigrasi

152 - Kementerian
Transmigrasi

37,5 45

06.07.o7
KP: Tata Kelola
Pendampingan / Penyuluhan

0l - Meningkatnya
kapasitas pendaopint
Perabalgunart

01- Jumlah
Kement€rian / l,€mbaga yang
menerapkan SKKNI dalam
penhgkatan kapasitas
pendarnping peEbangunan

kementerian/
lembaga

54 1 .609 .7OO ,23 1 34 - Kementerian
Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyalakat

CATATAN:
l. Sesuar d.ngan pcndekatan THIS. scbuah proy.k dapat mcndukung lebrh dafl I (satul Prioriras Nasional;

3. Pcrubahan rincian dan pcndanaan pDyck Belanja K/L pada tahun pelaklanaan dapat dilakukan dcngan p€rs€tujuan Mentcri PPN/Kcpala Bapp€nas dan M.nt ri Keuangan;
4. Dapat terjadi perubahan alokasi dan targct sesuai efisicnsi angggaran b.rdasarkan Inpr.s No I tahun 2025.
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PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN

PRTORTTTS rASrOnAL (PU/
PROGRAI PRIORITAA IPPI/
IIEGIATAII PRIORITIS (TPI

07
PN: Memp€rkuat Reformasi
Politik, Hukum, dsrr Birolcasi,
serta Memp€rkuat Pencetahan
dan Pemberantasan Koi'upsi,
Narkoba, Judi, dan
P€olrclundupan

hrI.'rji-rJ,'l

Ol - Tenmjudnya
Supremasi Hukum yang
Transparan, Adil, dan
Tidak MeEihak serta
Sistem Politik yang
Flrngsional

nT,fiIrr.IJ

0l - Indeks PeEbangunan
Hukum

,/lSTLIIE
20.24

TARGEf,
2(J26

rLoxlsl
IRP. JI}TAI

o,70 20.452.950,69

II,TJT:XIflL"firrFit

o,6a l2o23l

37,00 40,00 093 - Komisi Pemb€f,antasan
Korupsi

130 - KeEenterian
Koordinator Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, Imigrasi
dan Pemasyarakatan

129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

011 - Kementerian Luar
Negeri

02 - Indeks Persepsi Korupsi

03 - Indeks Integritas Partai
Politik

62,43 65,00 - 66,99

02 - Terwujudnya
Birokrasi Peraerintahan
yang Adaptif dan
Melayani

01 - Indeks Reformasi
Btokresi Nasionel

75,69 72,4O

02 - Indeks Pelayanan dan
Pelindungan WNt di Luar
Negeri

93,0 94,0
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PRIORITAS rrSrOrrAL (Pr)/
PROGRAI PRIORITAS IPPI/
ITEGIATAT PRIORITAS (XPI

sfir::fSffil rri I tltff,lTl ffiir TARGET
2026

AII'rlSI
lnP. JrrTAl

iTif:tIIiT:Ii
,I''TI

03 - Terwujudnya
Masyara.kat yang Bebas
dari Penyalahgunaan
Nerkoba

04 - Terwujudnya Tata
Kelota BUMN yang Baik
untuk Meningkatkan
Kontribusi BUMN
sebaAai Agen
Pembangunan

Ol - Angka Prevalensi
Penyalahaguna Narkotika

01 - Retum on Asset (ROA)
BUMN

poin

pergen

1,73

3,r4 l2023l

12,88 1t,71 - t2,31

066 - Badan Narkotika
Nasional

041 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara

O15 - Kemente an Keuargan

I,70

3,26

05 - Tercapainya
Peningkatan Pendapatan
Negara yang Optim6.t
dengan Tetap Menjaga
Ildim Investasi,
didukung upaya
Eewujudkan reformasi
flskal s€cara
komprehensif Eelalui
Optimalisasi Belanja
Negara serta perluasan
sumber dan
Pengerrbangan inovasi
pembiayaan

0l - Rasio Pendapatan
Negara terhadap PDB

persen
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PRTORnAS XASTOnTL (PU/
FROGRII PRIORITAA (PPI/
XEGIATAji PRIORITAA (xP}

t-.rsJIrsit

06 - Tercapainya Tingkat
inllasi yang Rendah dan
Stabil untuk
Mendukung Stabilitas
seata Pertumbuhan
ekono4i yang Inklusif
dan berkelanjutan

BASDI.INE.
20ra

TTR(}ET
20,26

IIITfl,T:Ii

035 - Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian

rt,T.Itl7f,ltIil FIEIT,fJ

pers€n

ALOXAAI
(RP. JI}TAI

01 - Tingkat Inflasi t,57 2,5r1,0

07.o1
PP: Reformasi Politik dan Tata
Kelola Pemilu

01 - Terwujudnya Partai
Politik yang Modem,
Mandiri, dan Fungsional

01 - Indeks Integritas Paitai
Politik Dimensi Kaderisasi

64,98 67,00 - 68,99 59A.7O1,42 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan

129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamengn

129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Kearnalran

129 - Kementerian
Koordinator Bidan8 Politik
dsn Keamanen

129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamanan

02 - Iltdeks Integritas Partai
Politik Dimensi Keuangan

61,42 64,00 - 65,99

03 - Indeks Integritas Partai
Polit-ik Dimensi Kode Etik

61,85 64,00 - 65,99

04 - Indeks InteB:itas Partai
Politik Dimensi Demotaasi
Internal

61,11 64,00 - 65,99

05 - Indeks Integritas Partai
Politik DiEensi Relautmen

67 ,47 70 ,OO - 7 1 ,99
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PRIORITAS T|AAIOTAL (PU/
PRO(}RA[ PRIORIT/IS IPP)/
IIEGIATrIT PRIORTTAS (IIPI

F-rsmrsJ nTfilTJr.TI IISTIJ ALOIIASI
(RF. Jt TA)

ffiSJIiIJi
,1V4 alva

02 - Terwujudnya
Penyelenggaraan Pemilu
yang Berkualitas dan
BerLrtegritas

0l - Indeks Kepatuhan Etik
Penyelenggara Pemilu

6t,72 67,9A 129 - Kementerian
Koordillator Bidang Politik
dan KeaEanan

275 010 - Kementerian Dalafi
Negeri

03 - Terwujudnya
Penguatan Jaminan Hak
Konstitu sional Warga
Negara dalar!
Penyelenggaraan Pemilu
dan Pelayanan Publik
yang didukung data
kependudukan yang
akurat

01 - JuElah daerah dengan
Indeks Kualitas Layanan
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Berkategori
"Sangat Baik"

dae!ah o

07.o1.01
KP: Penguatan Tata Kelola
Partai Politik dan Pendidikan
PoUtik

0l - Terwujudnya
Kelembataan Partai
Politik yang Berbasis
Nilai s€rta Pengelolaafl
Keuanga[ Partai Potitik
yang Tranqraran dan
Akuntabel

0l - Persentas€ parpol yang
tqrat waku menyampaikan
laporart
pertanggungiawaban
bantuan Keuarta! parpol
s€telah diaudit oleh BPK
kepada Me[dagri

persen l0o (2023) loo 141.439,13 010 - Kementerian Dalara
Negeri
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PRIORITAS TASIOITAL (Pf, }/
PRqlRAf PRTORIT/rA lPPl/
IiDGIATAX PRIORITAS (IIP)

FII:r-JirIt I'iprfi,9{.Iil i=r5irrJ,'1 &TSELII{E
2o,4

TAROET
2.}116

/uI)IIAS!
(RP. JI}TAI

irif:'IT,T:ll

02 - P€f,sentase parpol
penerima bantuan
Keuangan parpol dari APBN
yang memprioritaskan
bantuan Keuangan parpol
untuk pendidikan politik

persen 100 60 O lO - Kementerian DalaE
Negeri

07 .ot.o2
KP: Pelayansn ldentitas
Kependudukan Digital (lKD)
bagi Penduduk Wajib I(TP

01 - Terselenggaranya
Pelayanan ldentitas
Kependudukan Digital
(IKD) bagi Penduduk
Wajib KTP

01 - Pers€ntase Penduduk
yant Menggunakan Identitas
Kependudukan Digital (IKD)
bagi Penduduk Wajib KTP

persen 6,53 20 179.718,85 O10 - Kementerian Dalam
Negeri

07.01.o3
KP: Perbaikan Marujemen
PenyeleDggaraan Pemilu

0l - T€rwujudnya Sistem
Pemilu y6ng
TransforEatif

01 - Persentas€ Kepuasan
Masyarakat atas Kinerja
KPU

02 - Tingkat Kepuasan
Masyarakat terhadap
Iayanan Penyelesaian
S€ngketa Pros€s Pemilu

persen (indikator
baru)

76,96

73 230.703,44 076 - Komisi PeEilihan
UEum

115 - Badan Pengawas
Pemilihan Umum

O (tidak
dihitung)

07.ot.o4
KP: P€ojaminan Hak Memilih
dan Dipilih dalam Peojlu

0l - Terwujudnya Sistem
Pemilu yan8 lflklusif dan
Partisipatif

0l - Persentas€ Daftar
Pemilih Berkelaljutan yang
Akurat, Mutakhir, dan
Komprehensif

persen (indikator
baru)

96 46.840,00 076 - Komisi Pemilihan
Umum
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PRTORTTIS Il.ASrOItrL (Pr)/
PROGRT.U PRTORITA!' lPPl/
xiEoraTAr PRroRrTAs (fiPl

F.rsrlirsJ lri t)I,l75l.L [rfffr.fJ AASTLIITE
2024

TIRGET
2026

ALOXTAI
(RP. JUTAI

nT:-rrJ,Tri

02 - Persentase Kualitas
Penga$,asan Data Pemilih
B€rkelanjutan

persen (indikator
baru)

85 115 - Badan Pengawas
Pemilihan Umu-m

07.o2
PP: Rcformasi Hukum

0l - Teiwujudnya
Regulasi yang Adaptif
darl Taat Azas, Aks€s
Keadilan yang Merata,
s€rta Masyarakat yang
Patut Hukum

0l - Indeks Materi Hukum 0,60 (2023) O,52 350.218,88 135 - KeEenterian Hukum

02 - Indeks Budaya Hukum 0,8r (2023) 0,84 135 - Kementerian Hukum

o7.o2.01
KP: Mendirikan Pusqt lrdslasi
Nasionel

01 - Terwujudnya Sistem
Regulasi yang Adaptif
den Teat Asas

Ol - Indeks Kualitas
Peraturan Perundarrg-
undangan

3,70 3,27 5.784,37 135 - Kementerian Hukum

07.o2.o2
KP: TransforEasi Akses
Terhadap Keadilan

0l - Terwujudnya
Iayanan Aks€s terhadap
Keadilan yang
Substa[sial terutama
dan Tidak Terbatas bagi
Kelompok Renta!

Ol - Indeks Pertindungan
Saksi dan Korban

0 83,00 188.31l,6l 123 - L€mbaga Perlindungan
Saksi dan Korban

02 - Persentas€ Pemberian
Bantuan Hukum Secara
Litigasi dan Non Litigasi

persen 44,40 l2o23l a9,20 135 - Kementerian Hukum

07.o2.o3
KP: Pearguatan Budaya HukuE

0l - Terwujudnya
Program literasi Hukum
dan Pemb€rdayaan
Hukum Masyarakat
yant Inklusif

Ol - Tingkat Kepatutan
Hukum Masyarakat

0,67 (20231 O,73 65.211,21 135 - Kementerian Hukum

02 - Tingkat Kepatutan
Hukum I2mbaga Hukum

SK No 040079 C
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PRIORnAA rrAArOX/tL lPtU/
PROGRA.f, PRIORITAS (PPI/
XEGIATAI| PRIORITAS (BP}

FETEIiJ ll\l rIrff,{Ta hrSfiTlI TiIRGET
2026

lII)rAsr
IRP. JIITAI

lllATAI!AI
Xq)RDIITAMR/ PEIIOAUPI',rvtl

07.o2.o4
KP: Perlbangunan Hukum
Seldor Shategis

01 - Memp€rkuat
PeEbangunan Selirtor
Strategis yang
Berlandasken Hukum

Ol - Persentase penyelesaian
Kasus p€rtanahanan

persen 57,63 (Mei
202sl

52,50 90.911,69 056 - Keoenterian Agraria
dan Tata Ruaig/Badan
Pertanahan Nasional

07.03
PP: Penguatan Kelembagaan,
PelaJranan dan Penegakan
Hukum

Ol - Terwujudnya
Lcmbaga dan Penegakan
Hukum yang
Berinteg tas,
Profesional, Transparan,
dan Akuntabel

01 - Indeks Kelembagaan
HukuE

o,73l2o23l o,77 165.444,11 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dar Keamanal

129 - KeEenterian
Koordinator Bidang Politik
ilan Keamanan

02 - Indeks Penegaksn
Hukum

o,a eo23) o,74

07.o3.01
KP: Penguatal Kelembagaan
Hukum

01 - Terwujudnya
l€mbaga penegak
Hukum ya[t
Berintegritas,
Profesional, Tlansparan,
dan Akuntabet

0l - Tingkat Kepercayaan
Publik terhadap kmbaga
Hukum

o,73l2o23l o,70 104.398,75 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Keamenen

07.03.02
KP: Penerapan dan Penegakan
Hukum

Ol - Terwujudnya
penegakan Hukum yang
Adil, Tidak Tebang-Pilih,
TioIrsparan,
Berintegritas, dan
Profesionel

01 - Tingkat IEpleEentasi
Keadilan Restoratif dalam
Penegakan Hukum

02 - Pers€ntase Penyelesaian
Eksekusi Putusan Perdata

persen

persen

s6,7O (2023)

54,OO

56,70

40,00

61.045,36 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Kearaanan

OO5 - Mahkamah Agung
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P ORTTAS rrASIOrrL lP$/
PROGRAU PRIORITAS IPPI/
B:EOIATAT PRIOruTAA II'PI

IIIIIrr,fJ i'ii;J-'7,E{tL FrI rirIl IASEL'IE
2.,24

TARGET
2026

ALOI(AAI
(RE. JUTAI

ITATATAI
IIOORDITAMR/ PEITGAUPU

07.o4
PP: Tlansformasi Sistem
Penuntutan dalr Advocaat
Generesl

Ol - Ters^rjudnya
Efektivitas dan Integrasi
Kebijakan Bidarg
Penuntutan di
Kejaksaan RI dan Jaksa
Agung sebagai
Peargacara Negara

Ol - Pers€ntas€ Peoingkatan
Pengendaliart Perkara

02 - Persentase Kecukupan,
Kesesuaian, dan
PengeNrtbangan SDM
Kqaksaan

persen

pers€n

0

o

63,OO 1.493.899,81 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia

65,00 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia

07.04.ol
KP: Penguatan Kelembagaan
Kejaksaan

0l - Terwujudnya Sistem
Penuntutart yang
Integratif

01 - P€rs€ntase PenarBanan
Perkara melalui Mediasi
P€fl al, Diskresi Penuntutan,
dan Denda Demai

persen o 63,00 1.414.335,74 006 - Kejaksaan R€publik
Indonesia

07.o4.o2
KP: PeninSkatan Jumlah,
Profesionali$ne, dan
Kes€j ahteraan Jaksa

Ol - Terwujudnya Ol - Tingkat Kecukupan persen 9A,O2 98,50
Kualitqs dan Kuantitas Personil Jaksa

' 02 - Tingkat Pengembangan pers€n 10,65 ZO,OO
Ikpasitas Personil Jaksa

03 - Tingkat Kesesuaian
Pengelolaan SDM Jaksa

pers€tl 77,60 82,00

75.564,07 006 - Kejaksaan Republik
Indonesia

006 - Kejaksaan Republik
Indonesia

006 - Kejaksaan Republik
Indonesia

07.05
PP: Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi s€rta

01 - Tern'ujudnya Sistem
Antikorupsi dan Anti
Pencucian Uang yang
Efelftif serta Sistematis

0l - Indeks Integdtas
Nasional

7 r ,53 74,52 94.015,62 093 - Komisi Pemberantasan
Korupsi

SK No 040077 C

02 - Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK)
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-23a-
PRIORNAA If ASIOTTL (P[TI/
PROGRN PRIORITAS IPPI/
XIEGIATAn PRTORTAA (I(l)

I.T*rIJTJ A'SEL'E
20,24

TIRGET
2026

tLomsr
lRP. JIITAI

fiif.{f-IiIJir,lilifffirat FIS{I7IJ

Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU)

03 - Indeks Efeldieitas
Kinetja Rezim Anti
Pearcucian Uang

s,37 12022) 5,60 129 - Kementerian
Koordinator Bidang Politik
dan Kee,nailan

07.05.01
KP: Penguatan Kelefi bataart
Gerakan PemberaDtasan
Korupsi S€cara L.bih
SisteEatis

0l - Terwujudnya
P.lembagaan cerakaD
Pemberantasah Korupsi
L6bih Sistematis

0l - Nilai Dimensi Intei'nal
(Indeks Integritas Nasional)

72,34 26.35A,25 093 - Komisi Pemberantasan
Korupsi

07.o5.o2
KP: Pemberantasan Korupsi
yang Bersifat Preventif melalui
Edukasi dan Gerakan Budaya
Antikorupsi

0l - Tcrciptanya
Peningkatan Kesadaran
Antikorupsi

Ol - Nilai Dimensi Persepsi
(lndeks Persepsi Anti
Korupsi)

3,76 3,86 33.217,75 093 - Komisi Pemberantasan
Korupsi

07.05.03
KP: Pearcegahan Thdak Pidana
Korupsi

01 - TerMrjudnya
Strategi Pencegahan
Korupsi di Sektor
Pemerintah dan
Masyarakat

01 - Nilai Dimensi Eksternal
(tndeks Integritas Nasional)

86,44 a9,r7 16.533,15 093 - Komisi Pemberantasan
Korupsi

SK No 040076 C
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-239-
PRTORTTAS IAaIOI|AL {PX)/
PROGRT.u PRIORITAS IPPI/
xlEoIATAr PRTORTTAS (XPl

hIJ.IIrtJJ AASELIIE
2024

TARGEf,
2()26

fl,(I(ASI
(RP. .rrlrAl

trs;liFJlti^-l irSiTI FTS{IrIJ

07.05.04
KP: Pencegahan dat!
Pemberantasan TPPU

0l - Terwujudnya
Strategi Pencegahan dan
Pembef,antasan TPPU
yarg Terintegrasi,
Modern, dan
Berorientasi pada
Pengejaran Aset Tindak
Pidena

0l - Persentase Capaian
Implementasi Shanas TPPU

persen 75,00 85,00 17.906,47 078 - Rrsat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan

07.06
PP: Pencegahan,
Pembef,antasan
Penyalahgunaal dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P.+GN)

01 - Terciptanya Upaya
Holistik dan Terintegratif
dalara Pencegahan dan
Pemberantasan
Peredaran Gelap
Narkoba yang dilakukan
Baik di Tingkat Pusat,
Proeinsi, dan Kab/Kota

01 - Indeks P4GN 63,60 (2023) 64,50 4.298,88 066 - Badan Narkotika
Nasionel

o7.06.o1
KP: Meningkatkan
Pengetahuan dan Kesadaran
Masyarakat Tentang Bahaya
Narkoba, dan PengeEbangan
Keterampilan Hidup Sehat,
Terutama Dimulai Dari
Keluarga dan Sekolah

01 - Mearfugkatoya
Ketahaaa[ Masyarakat
dalam Menghadapi
Ancaman
Penyalahgunaan dan
P€redaran Gelap
Narkotika

0l - Indeks Ketaharlan
Masyarakat terhadap
Penyalahgunaan Narkotika

(indikator
baru)

59,50 1.200,00 066 - Badan Narkotika
Nasionel

SK No 040075 C
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-240-
PRIORITAS rAarOrAL (PU/
PROORA PRIORITAS (PP'/
BEGIATAT PRIORITAA (aFI

hrslfIJit iiiFl'.lJ75{itil ..r5f.7lit /il,()XAAI
(RP. JI'TA)

lrT::ffi-ir.TlItlSEI,II{E
,n24

TARG T
2026

07.06.02
KP: OptiEalisasi Layanan
Rehabilitasi Penyalahguna
Nsrkotika

01 - Meningkatnya
Kualitas l,ayanan
Rehabittssi dalam
Rangka Meningkatkan
Kepulihan Penyalahguna
Nar:kotike

01 - Irdeks Kepuasan
Layanan Rehabilitasi

3,6312023) 3,61 O 066 - Badan Narkotika
Nasionsl

07.06.03
KP: Meningkatkan PrograE
Deteksi Dini Penyalahgunaan
di Kalargan Pelajar dan
Mahesiswe

01 - Terciptanya
Generasi Pearerus
Bangsa yang Bebas dad
Ancaman Perilaku
Negatif yarg Bisa
menghambat Potensinya

Ol - Indeks Ketahanan Diri
Remaja

53,50 6l,oo 066 - Badan Narkotika
Nasional

07.06.o4
KP: Meningkatkan
Profesionalisme Aparat
Penegak Hukum d€laE Upaya
Pemberantasan Narkoba

0l - Terlaksananya
Penanganan Tindak
Pidana Narkotika yang
s€suai dengan UU yang
Berlsku

01 - Clearance Rate Tindak
Pidana Narkotika

pera€n (indikator
baru)

91,00 2.287,38 066 - B^d,an Narkotika
Nasional

o7.06.06
KP: Meningkatkan
KemaDpuan Penyelidikan
Intelijen FIGN

0l - Meningkatnya
Kemampuatr Deteksi
Dini dan Pemetaan
t€rhadap Potensi
Penyalahgunaan
maupun Peredaran
Getap Narkotika

01 - Perseltas€ Jumlah
Provinsi yang Memiliki
KeEampuan lntelijen
Minimal

persen (indikator
baru)

8,00 811,50 066 - Badan Narkotika
Nasional

SK No 040074 C
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-24t-
(Pn)/
(PPI/ lE'JirfJ fijif'l7${i,-tl [r5fi7JJ DASE,,INE

20,24
TARGET

2012,6

rIr.IrI:It
JI'TAI

ttiFffiIF:lll-J-f.I.'.rjf IiIf.rf,ayIl
A:EGIATAT PRIORIT.AS (K9

07.06.07
KP: Optilralisasi Kegiatan
Penyeudikan dan Penyidikan
TLrdak Pidana Pencucian
Uang Hasil Tindak Pidana
Narkodka dan Prekursor
Narkotika

01 - Meningkakrya
pengungkapan Kasus
Tindak Pidana
Pencucial Uang Hasil
dari Tindak Pidana
Narkotika dan Prekursor
Nerkotike

0l - JuDlah Perkara Tindak
Pidana Pencucian Uang
Hasil Tindak Pidana
Narkotika dan Prekursor
Narkotika

perkara 20 30 O 066 - Badan Narkotika
Nasionsl

07.o7
PP: Penerapan Prinsip
Mei'itokrasi dan Reformasi
Manajemen ASN

07.o7.ot
KP: Peningkatan
Kesejahteraan ASN Melalui
Penerapsn Konsep Total
Reward B€rbasis Kinerja ASN

0l - Terqrujudnya
Penyelenggaraan
Malajemen ASN sesuai
dengan Prinsip
M€ritolqasi

0l - Terwujudnya
kes€jahteraan ASN yang
Adil, tayak dan
Kompetitif

Ol - Indeks Sistem Merit
ASN

01 - Pers€ntase Instansi
PeEerintah yang Aspek
Pearghargaan dan
Pengakuan Berbasis Kinerja
dalar! Indeks Sistem Merit
ASN Minimal "Menengah"

o,62 518.343,73

20,00 2.220,OO

048 - Kementerian
Peardayagunaan Apaiatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReforEasi
Birol<Iasi

o,54

persen (indikator
baru)

07.o7.o2
KP: Penguatan Sistem
Manajemen Talenta ASN

01 - Terwujudnya Sistem
Manajemen Talenta ASN
s€suai dengan Prinsip
Meritokresi

01 - Persentas€ Instansi
Pemerintah yang Aspek
Perencanaan Kebutuhan
dalam Indeks Sistem Merit
ASN Minimal "Menengah"

20,00 3.400,oo 048 - Kehenterian
Pendayatunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

pers€n 0

SK No 040073 C
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-242-
PRTORTTAA IASrOrrL (Pttl/
PROGRN PRIORITAE (PPI/
XIEOIATAIT PRIORITAS IBP}

SrSnirTI iliT'f'f,fflfil L"fiIIrJi] ALOXTAI
(RP. JI'TA}

iir:tITiF:llAASELIIE
2024

TARGEf,
20'26

02 - Pers€ntas€ Ittstallsi
Pemerintah yang Aspek
Pengadaan Pegawai dalarD
Indeks Sist€r! Merit ASN
Minimal "Menengah'

03 - Persentase Instansi
Pemerifltah yang Aspek
Manajemen Talenta dala$
Indeks Sistem M€rit ASN
Minimal 'Meneogah'

persen

pers€n

0 20,00

20,00

048 - Kementerian
PeDdayagu[aan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

o 048 - Kernenteriart
Pendayagunaal Aparatur
Negara dan ReforEasi
Birokrasi

048 - K€oenterian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birok:asi

04 - Persentase Instansi
Pemerhtah yang Aspek
Standar Kompetensi
Jabatarl dalara Indeks
SisteE Merit ASN MiniEal
"Menengah"

pers€n o 20,oo

20,00 048 - Kementerian
Peardayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Btokrasi

05 - Persentase Instansi
Pemerintah yang Aspek
Standardisasi Jabatan
dalara Indeks SisteE Merit
ASN Minirlal'Menen8ah'

persen o

SK No 040072 C
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-243-
PRTORITAS IiASTO TL (Prl/
PROGRAI PRIORITTA (PP)/
riDclATrr PRIORITAS lXPl

ir'r:nrfri] AASELIIIE
2024

TARGEtr
2.l/26

ALOXASI
(RP. .rrlTAl

lliTjrrxFnhIf,fiTJJ

07.07.03
KP: Penerapan Pengembangan
KoEpetensi ASN yang
Mendolong Kemudahan Akses
Belajar

01 - Terwujudnya
penerapan
pengembangart
Kompetensi ASN yant
Berkualitas

Ol - P€rs€ntase Instansi
Pemerintah yang Aspek
Pengembangan Kompetensi
dalam Indeks Sistem Merit
ASN Minimal "Mearcargah"

20,00 464.501,14 048 - Kementerian
Pendayagunaan Apa.ratur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

persen o

07.o7.o4
KP: Digitalisasi Manajemen
ASN

0l - Terwujudnya
Digitalisasi Manajemen
ASN yang Berkualitas

01 - Persentas€ Instansi
Peme ntah yang Aspek
Digitalisasi Marajemen ASN
dalam Indeks SisteE Merit
ASN Minimal'Metrengah'

20,oo 43.200,00 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negda dan ReforEasi
Birolaasi

persen 0

07.07.o5
KP: Penerapan Budaya Kerja
yang Mendorong Peningkatan
Integritas ASN

o?.o7.06
KP: Penerapan dan Evaluasi
Kebijakan Manajemen ASN

Ol - Terbangunnya
Perilaku ASN yang
Beretika

01 - Termrjudnya
Penerapan darr Evaluasi
Manajemen ASN yang
Berkualitas

01 - Persetttas€ Instansi
Pemerintah yartg Aspek
Budaya Ketja dan Citra
Institusi ASN dalam Indeks
Sister! Merit ASN Minimal
'Menengah"

01 - Persentase Instansi
Pemerintah yang Indeks
Sistem Merit Minimal
"Menengah'

20,00 3.O22,59

20,00 2.000,00

O48 - Kemearterian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Bi.okrasi

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refon'masi
Birokrasi

persefl

pers€n

o

o

07.08
PP: Transformasi Tata Kelola
Pelayanan Publik dan
Pembangunan

01 - Terwujudnya Tata
Kelola Pelayanan Publik
yang Efektif dan
Akuntebet

01 - Indeks Pelayanan
Publik

3,48 4t9.940,87 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

4,O2

SK No 040071 C
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-244-
PRIORITTS [/raIOIrAL (Prl/
PROGRTU PRIORITAS IPPI/
BECIATAT PRTORTAS (XPl

FI' :r'rl'rJ fiii,r'?5rTi [rf,frrJ,] ALOIIISI
(RP. JI'TAI

itrEriTJ]A,lIttLIItE
20,24

TARCEf,
20,16

02 - Nilai Akuntabilitas
Kherja Rata-Rata Nasional

7l 7t 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birolqasi

07.08.01
KP: Tata Kelola Pelayaratl
PubUk

02 - Terv/ujudnya
Pengawasan Eksternal
Pelayanan Publik

O1 - Persentas€ K/L/D yang
Eendapatkan Opini
Pengawasan
Penyelenggdaa! Pelayanan
Publik Kualitas Tertinggi

pers€n 57,41 4t,44 46.532,89 l lO - OEbud$aan Republik
Indonesia

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Biiolaasi

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokresi

048 - Kem€oterian
Pendayagunaan Apar:atur
Negara dan Reformasi
Birolqasi

01 - Terwujudnya
Pelayanan Publik yang
Berkualitas dan Inklusif

01 - Indeks Pelayanan
Publik K/L

4,39

3,97

3,76

3,4402 - Indeks Pelayanan
Plrblik Provinsi

03 - Indeks Pelayanan Pubik
I(abupaten

3,67 3,31

SK No 040070 C
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-245-
PRTORTTIS rIAIOTAL Frl/
PROORAX PRIORITAS (PPI/
XDGIATfi{ PRIORITAS (XPI

srslrr.fil llJrirf,l.IJ .If,{rrJI IASELI]E
2024

TARGEf,
2026

/upr{Ast
IRP. JUTAI

IIfSTAIIAI
K(X'RDIITATOR/ PEITGIIPU

07.08.02
KP: Penguatan Manajemen
Kinerja Pembangunan

Ol - Terwujudnya
Kinerja Pembangunan
yang Akuntabel dan
Bcrintegdtas

04 - Indeks Pelayanan
hrblik Kota

01 - Persentase Instansi
Pemerintah (K/L) dengan
Nilai Akuntabilft as Kinerja
Baik (kategori "8" ke atas)

4,05 3,70 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birolsasi

048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReforEasi
Birol,(rasi

persen 100 too 46.407,97

02 - Pers€ntase Instansi
P€rletintah (Provinsi)
dengan Nilai Akuntabilitas
Kinerla Baik (kategori "8" ke
atas)

persen 100 100 048 - Kemente art
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birold:asi

03 - Pers€ntase Instansi
Pemerintah (Kab/Kota)
dengan Nilai Akuntabilitas
Kherja Baik fkategori "8" ke
atas)

persen 45,24 86,00 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

04 - Nilai Kinerja Pengadaan 0 51,61 106 - LembaAa Kebtakan
Peargadaan Barang/Jasa
Pemerintah

SK No 040069 C
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-246-
PRTORTTAa IlAaIOlmL (P$/
PROGRAU PRIORTTAS lPPl/
IIEOIATAII PRIORITAS (IIPI

laIT:IIrrIJ A/ISELTIIE
2024

TARGEf,
2026

7lr.r..SJl E.9I.TGT|ltltlrtl7f{;rfa FT5{TrIJ
.,I}.TA)

05 - Tingkat Penerapan Tata
Kelola Pengadaan

06 - Pers€ntase Kegiatan
Prioritas Utama dengan
Kinerja Baik

63,39

66,30 72,OO

106 - LeEbaga Kebiiakan
Peargadaan Barang/ Jasa
Pemerintah

055 - Kem.nterian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional

054 - Baden hrsat Statistik

054 - Badan Pusat Statistik

086 - l,embaga Administrasi
Negara

o

persen

07 - Tingkat Pemarfaatan
Data Statistik

08 - Indeks PeEbangunan
Statistik (IPS)

pels€n

2,35

67 ,OO

2,45

o

09 - Persentase Instansi
Pemeriltah yang
Men€rapkan Tata l(elola
Kualitas Kebijakan yang
Baik

persen 23,73 40

07.08.03
KP: Sinergi Pengendalian dan
Peltgawasan Prograr!
P€rrbangunan Nasional

0l - T€rwuju&rya
Sinergi Peflgendalia[
dan Pengawasan

01 - Persentase K/L dental
Maturitas SPIP Terintegrasi
dengan Karak€i'istik
Berbasis Terdefnisi*

persen 0 51,46 327.000,00 089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunart

SK No 040068 C
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-247 -

PRTORITAS XASIOTAL lPrl/
PROGRTU PRTORTTTS (PP)/
XIEGIATIIT PRIORTTAS (I'P)

F-7'r:ITII'I AASET,IIW
2024

TlI'RGEf,
2.126

ALOXASI
(RP. JI'TAI

FiTJVTirJNii-;l 'l7slil{ FrgirrxJ

Program Pembangunan
Nasional

02 - P€f,s€ntase Provinsi
dengan Maturitas SPIP
Terinteglasi dengan
IGralderistik Berbasis
Terdefinisi*

pefsen 0 44,74 089 - Badan Pengawasan
Ikuangan dan Pembangunan

089 - Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

089 - Badaa Pengawasan
Keuangan dan Pembangunart

055 - Kemdrterian
Per€ncanaan Pembangunan
Nasiona.l /Badan
Perencanaa! Penbatrgunan
Nasional

03 - Pers€otas€
Kab / Kotadengan Maturitas
SPIP Terintegrasi dengal
Karalderistik Berbasis
Terdefnisi"

peraen o t? ,72

04 - Tingkat Pemanfaatan
Hasil Penga$asan Intern
dalara Penyelenggaraan
PeEbaflguDan Nasional

05 - Tingkat Pemanlaatan
Hasil Pengendaliar Prog:am
Prioritas Presiden dalam
Penyetenggaraan
Pembangunan Nasional

predikat

persen

0 optimal
(61-90)

35,00o

07.o9
PP: Penataan Desentralisasi
dan Otonomi Daereh

01 - Terwujudnya
HarDooisasi Pembagian
Kewenangalr Antar

01 - Indeks Kinetja
Gubernur sebagai Wakil
Pemerinteh Pusat

53,9s 72,OO 413.465,02 0lO - Kementerian Dala.@
Negeri

SK No 040067 C
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PRTORTTIS rIAIOTAL (PIll/
PROCRT PRTORXTAS (PP)/
KEGIATAT PRIORITAS (XPI

07.09.01
KP: Harmonisasi Hubungan
Pusat den Daereh

hrfrf,irTJ

Tingkat Pemerintahan
dengan Memperhatikan
TipoloSi Kewilayahan
s6rta Penguatatr Fondasi
Keuangan Daerah dalar!
Rangka Meningkatkan
Kualitas Tata Kelola
Pemerintah daereh

0l - Terwujudnya
Harmonisasi
Kewenangan Pusat dan
Daerah yang Optimal

EAETLIIE
zoa

TARGET
2Ur6

ILOXAAI
IRP. JUTAI

ir,T*TLI..I

010 - KeEenterian Dalam
Negeri

OIO - Kerrenterian Dalam
Negeri

184.031,88 O10 - KeEenterian Dalam
Negeri

sr.EilrsJ

02 - Indeks Penerapan
Standar Pelayanan Minirual
(SPM)

47,90 89,00

03 - Rasio Pe[erimaan Pajak
Daerah t€f,hadap PDRB
(local tax ratio)

01 - Provinsi dentan Indeks
Kinerja Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Rrsat
Bef,kategori Sangat Baik

persen PDRB 1,13 (data
realisasi APtsD

2024
unauditedl

1,30

provinsi 154

07.o9.o2
KP: Penguatan Kapasitas
Kelembagaan dalr Sumber
Daya Manusia Pemerintah
Daerah

0l - Meningkatnya
Kapasitas Tata Kelol,a
Pemerintah Daerah
dengan Memperhatikan
Tipolod Kewilayahan

01 - Provinsi dengaD Indeks
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Berkategori T\rntas
Paripurna

provrnsr 6 15 195.353,14 OIO - Kement€rian Dalam
Negeri

O1O - Kementerian Dala.m
Negeri

02 - Kabupaten/ Kota
dengan lxdeks Pen€f, apan
Standar Pelayanan Miniraal
(SPM) Setidaloya
Berkategod Tuntas Madya

kabupaten/ kota 420 203

SK No 040066 C
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PRIORTAA rASrOrrL (Prl/
PNOGRAI PRIORITAS (PPI/
XDGIATAX PRIORITAA (xP}

EE:F iI FIIIIIJ,'] BASELI E
2024

TAn'GET
2Ur6

TLOK.ASI
(RP. JUTAI

lliF:rr'r,r.fl

03 - Daerah dengan Indeks
Inovasi Daerah (IID)
Berkategori Saflgat InovaUf
(hov,Kab,Kot4

daerah
(prov/kab /kota)

tt2 ga 010 - Kementedan Dalam
Negeri

07.09.03
KP: Penguatan Fondasi
l(eusngan Daeralt

01 - TerMrjudnya
Keuangan Daerah
dengan Pendapatar
Daerah yang Optimal,
Belanja Daerah yang
Berkualitas, dan
Pemanfaatan Pendanaan
Alternatif yang
Meningkat

Ol - Jumlah Daerah dengan
Proporsi Pajak Da€f,ah
Terhadap PAD Meningkat

02 - Jumlah Daerah dengan
Proporsi Retribusi Daerah
Terhadap PAD Meningkat

03 - Pertumbuhan
Penerimaan Paj ak Daerah

04 - Jumlah Provinsi Yang
Memenuhi Belanja
Infr astruldur Pelayanarr
Publik

daerah
(prov/kab /kota)

daerah
brov/ kab /kota)

persen

provinsi

3OO (estimasi
2024!.

3O0 (estjmasi
2024)

6,81

360

360

6,15

30.080,00 010 - Kementerian Dalam
Negeri

OlO - Kementerian Dalam
Neged

015 - Kementerian Keuangan

0lO - Kementerian Dalam
Negeri

OI0 - Kemente an DalaE
Negeri

294

05 - JuEIah Daerah yang
Memanfaatkarl InstruEen
Pendanaan Altematif

daerah
(prov/kab /kot4

47

SK No 040065 C
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PRTORTTAS IIAAIOT/IL (P!tl/
PRfiiRrf PRIORITTA (PPI/
XEOIATAIi PRIORITAS (KP}

IIIrfirIJ irdilIrr.IJ hrf,irffJ &tltELllw
2/)21

TAROET
20at

rf,oxlsl
(RP. JI'TAI

r,T..'rI'T:Ii

07.10
PP: Pernerintah Digital

0l - Terwujudnya
Pemerintaha! Berbasis
Digitalisasi yang
Transparan, Inklusif dan
Efisien

01 - Indeks Pemeriltah
Digrtaf

2.605.320,17 048 - Kemearterian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refofirrasi
Birokrasi

3,r2 1,70

07.10.01
KP: Penguatan Tata Kelola
Pemerintah Digital

0l - T€rwujudrya Tata
Ketola Pemerintahan
Didtal yang
Trsnsformatif

01 - JuElah Kebiiakan
PeEerintah Digital yang
DitetapkaD

kebiiakan 2o 16.075,90 048 - Kementerian
Pendayaguuaan Aparatur
Negara dan ReforEasi
Birolsasi

02 - Jumlah Lembaga yang
Menerapkan Arsiteldur
Pemerintah Digital

lembaga 0 62 048 - Ketaenterian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birolaasi

07.10.o2
KP: Penguatan Telanolod
Pemerintah Digital

0l - Tersedianya
Telmologi Pemerintah
Digita.l yang Berkualitas
dan tangguh

Ol - Pers€ntasi Instdlsi
K/L/ Prov yang terhubung
dengan JIP

persen (indikator
baru)

92,OO 26.a39,42 059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

059 - Kementerian
Komunikasi dan Digital

02 - Persentase K/L/D yang
Mengirrplementasikan SPLP

persen (indikator
baru)

? ,oo

07.10.03
KP: Pengembangan
Kompetensi dan Budaya
Digital ASN

0I - Terwujudnya ASN
yang BerKompetensi dan
Berbudaya Digital dalam
Pelaksanaan Pemerintah
Digital

0l - Persentase ASN dengan
Kompetensi Digital Optimal

60,00 2.O34,25 048 - Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ReforEasi
Birokrasi

pers€u 0

SK No 040064 C
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-25r-
PRIORITAA r/rsrorrL lP!U/
PROGRAI PRIORITAE (PPI/
K:EGIATII P ORITAS (XP}

FISITir,fJ FTSiTrIJ .BASEEIIE
2024

TARGEf,
2oP6

ALOI{ASI
(RP. JI}TAI

IIISTATAI
K(X'RI'NAMR/PEfiGAUPU

07.10.04
KP: Transformasi Digital
Layanan Rrblik Prioritas

01 - Terselenggaranya
I"ayanan Digital
PeDerintah yang
Berkualitas dan Terpadu

01 - Jumlah Layanan Publik
Prioritas yang Terintegrasi
dalam Portal Pelayanan
Publik

20 888.413,05 048 - Kelrenterian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birol<Iasi

layanan o

07.10.05
KP: Penguatan Ket€rsediaan
dan Pemaifaatar Data
Pemerintah

0l - Tef,s€dianya Data
Pemerintah yang Dapat
Di4anfaatkan untuk
Interoperabilitas dan
Lintas Instansi yang
Mendukung Iayanan
Dieital Nasional

01 - Nilai Indeks Satu Data
Indonesia

71-90 1.671.953,55

28,90

7,42

055 - Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan
Perencanaan Pembantunan
Nasional

083 - Badan Informasi
Geospasial

083 - Badan Informasi
Geospasial

o

02 - Persentase Cakupan
Peta Dasar Skala B€sar
untuk Wilayah Indonesia

03 - Pers€ntase Simpul
Jaringan lDformaai
Geospasial dengan Kinerja
UnEgul

persen

persen

o

o

04 - Persentas€ IGT yang
T€':manfaatkan

persen o 29,4O 083 - Badan Informasi
Geospasial

07.11
PP: Peningkatan Produldivitas
BUMN

Ol - Meningkatnya
Produktivitas BUMN

Ol - Profit Margin Ratio
(PMR) BUMN

persen 11,1s (2023) IO,63 6.064,54 O41 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara
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PRTORnAA TASTOf,AL (Prl/
PROOnTU PRTORTfAS (PPl/
IIEGNTTX PRIORITAA (xPI

F.rs.r,rJJJ rt,Ttt]7Jl.Ll hfiT.rIJ I'I'EL'IE
20,24

TTRGEf,
2Ur6

ALOXAAI
(RP. Jt TAI

FiFfriiT,

07.1 1.01
KP: Peningkatan Daya Saing
BUMN

o7.tt.o2
KP: Peningkatan Elisiensi
Pera[ BUMN dalam
Penugasan Pemerintah

07.12
PP: Optifi alisasi Pendapatan
Negara

01 - Meningkatnya Daya
Satuts BUMN

0l - Meningkatnya
Efisiensi Peran BUMN
da.larn Penutasan
Pemedntah

01 - Tercapainya
Peatingkatan Penerimaan
Perpajakan yang Optimal
sesuai Potensi
Perekonomian dengan
Tetap Menjaga Iklim
Investasi

02 - Terwujudnya
Peningkatan PNBP yang
Optiraal dan fidak
B€rgantung pada SDA

01 - Total Ass€t Turnover
BUMN

01 - Peringkat Risiko
Komposit BUMN Minimal 3

01 - Rasio Perpajakan
terhadap PDB

Ol - Rasio PNBP (pers€n
PDB)

10,08 10,08 - 11,54 2.520,40 015 - Kementerian Keuangan

kari $

Pers€n

persen PDB

0,282 (2023)

(indikator
baru)

2,64
(unaudited

2024)

0,306 3.064,54 041 - Kementerian Badan
Usaha Milik Negara

65,20 3.000,00 O41 - KeEenterian Badan
Usaha Milik Negara

persen PDB t,63 - 1,76 0l5 - Kementedan Keuangan

07.t2.ol
KP: Ekstensifikasi dan
Intensifi kasi Penerimaan
Perpajskan

0l - Tercapainya
Penhgkata! Basis Pajak
dan Kepatuhan Wajib
Pajak

Ol - P€rs€ntase
Pearambahan WP Hasil
Ekstensitrkasi Berdasarkan
Target Kinerja Organisasi

persen 90 90 015 - Kementerian Keuangan
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PRTORTTAA TASIOTAL (Pf, l/
PROORA PRTORTT/rS(PPl/
IIDGIATAX PRIORITAS IXPI

hrsrJrrJ,'] AAIITITIE
2024

TARGEf,
2l,26

ALOXASI
IRP. JI'TA)

friEtlliFI]i!i|;fi7'Ef.Il FI5raF,l

02 - Persentas€ Capaian
Tingkat Kepatuhan
PenyampaiaD SPT Tahunan
PPh WP Badan dan orang
Pribadi Berdasarkan Target
yang Ditetapkan

persen 100 100 O15 - Kementerian Keuangan

015 - Kementerian Keuangan03 - Indeks Kineda
Kebijakan Penerimaan
Negara

100,oo 100,00

07.t2.o2
KP: Intensifkasi Penerimaai
Negara Bukan Pajak

Ol - Terciptanya
Dukungan PNBP yang
Optimal

01 - Rasio Capaian PNBP
terhadap Target yang
Ditetapkan (p€f,s€n)

pers€n I17,8 90-loo 0 015 - Kementerian Keuangan

07.13
PP: OptiEalisasi Belanja
Netara

0l - Terwujudnya
Dukungan BelaDja
Negara yang Optimal
untuk Mendorong
Produldifitas dan
Mencapai Tujuan
Pembangunan

0l - Indeks Efelrtivitas
Kebiiakan Belanja Negara

86,00 86,50 O Ol5 - Kementerian Keuangan

07.13.01
KP: Peningkatan Efektieitas
Belanja Pemerintah Pusat

01 - Meningkatnya
Alokasi BeLanja Negara
yang Produkt.if

01 - Indeks Kualitas Belanja
Pusat dsrl Deereh

84,00 85,50 015 - Kementedan Keuangan
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PRIORITAS XASTOnAL (Prl/
PROORAI PRTORTTAS (PFl/
IIDGIATAT PRIORITAS IIliPI

FT$TTIJ.J rN rFtl7slilll :WII.rJiI ITSELI'E
20,24

TARGEf,
2Ur6

ILOI(ASI
IRP. .ruTA}

r'ilFlv,f,r.n

o7.t3.o2
KP: Optimalisasi Kualitas
Belanja TKD

01 - Meningkatnya
Kualitas Belanja Tt(D
untuk Mendukung
transformasi ekonomi

01 - Tingkat Sinkronisasi
Perencanaan Pengaiggaran
Belanja P€merintah Pusat
dan TKD

pefsen 100,00 100,00 015 - KeEenterian Keuangan

015 - Kementerian Keuangafl

015 - Kementerian Keuangan

02 - Alokasi TKD untuk
Infrastrukur

03 - Persentase Kineda
Hibah Daerah

triliun

persen

70,4

75,OO

55,6

75,00

07.14
PP: Perluasan Sumber dan
P€ogerabargan Inovasi
Pe6biayaan

Ol - Terwujudnya
Perluasan Sumber dall
Pengerlbangan Inovasi
Pembiayaan untuk
Meardukung Kebijakan
Fiskal yang Ekspansif,
Terarah, dan Terukur
dalam Rangka
Percepatan Tranformasi
Ekonomi

01 - Rasio Delisit APBN
terhadap PDB dalam Batas
Aman

2,29 2,44-2,5s 8.500,00 015 - Kcmenterian Keuangan

015 - Kementerian Keuangan

perseu PDB

02 - Rasio utang Pemerintah
terhadap PDB yang
Menjamin Keberlanjutan
Fiskel

persen PDB 39,81 39,69-39,85

07.l4.ol
KP: Optimalisasi SuDber-
Sumber Pembiayaan Utang
yang Menjaga Kesinambungan
Fiskel

01 - Terciptanya
Perluasan Sumber dan
Peng€mbanga! Inovasi
Pembiayarn yang
B€rkelanjutan

Ol - Imbal Hasil (Yield) SBN persen

persen 100,00 100,00

7 ,OO 6 ,60-7 ,20 O,O0 0I5 - Kementerian Keuangan

015 - Keraenterian Keuangan02 - Pers€ntase Realisasi
Penerimaan Negara dari
Pengelolaan Kekayaan
Negara
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PRTORnAS rf asrolfrl, (P$/
PROGRTU PRIORITTS (PPI/
XE&IATAT PruORITAS IITPI

07.t4.o2
KP: Ekstensifkasi dan
Intensifkasi SuEber-Sumber
PeEbiayaan Non Utang yang
Inovatif

srsrsrTr

Ol - Meningkatnya
Pemanfaatan Skeraa
Pendsneen Inovatif

EfiT J

sistea informasi

DASBLTNE
,,}24

TIRGET
2n26

|LT.IIT,T:Ii

055 - Kementerian
P€f, encanaan PembaDguna!
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasionsl

I1

ALOrlSI
(RP. JUTAI

8.500,0001 - JuElah Sistem
InforEasi Terintegrasi yang
Dikembangkan

07.15
PP: Pengendalian Inflasi

0l - Terkendalinya
Tingkat inflasi Nasional
sesuai dengan
Ftrndamental Ekonorni

01 - Tingkat Inflasi pers€n 1,57 2,50t1,00 13.861.008,28 035 - Ke6enterian
Koordinator Bidang
Perekonomian

07.15.O1
KP: Pengendalian Kompo[en
Inllasi Harga Bergejolak

01 - Tetjaganya
Komponen Inllasi Harga
Bergqohk

0l - Inflasi Harga Bergejolak perSen o,t2 3,oo-5,00 125 - Badan Pangan Nasional

07.16
PP: Pelindungan Warga Negara
lndonesia di Luar Negeri,
termasuk Pekerja Migran
Indonesia

01 - Terwujudnya
pelindungan WNI,
termasuk Pekerja Migran
Indonesia

Ol - Persentase Penyelesaian
Kasus WNI di Luar Negeri

01 - Proporsi Pekerja Migran
Indonesia yartg Bekerja pada
PeEberi Ketja Bcrbadan
Hukum

87,50

65,OO 51.230,14

311.208,96 011 - Kementerian Luar
Negeri

Persen

pers€n

85,00

46,9707.16.01
KP: Penguatan Pelindungan
dan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia

0l - Meningkatnya
Proporsi Peketa Migran
Indonesia yang Bekerja
pada PeEberi Kerja
Berbadan Hukum

104 - Kementerian
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia/Badan
Pelindungan Pekeda Migran
lndonesia (BP2MI)

SK No 040059 C



PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

-256-
PnIORTTAS rrASrOr1lL (Pf,l/
PROGRAI PRIORITAS IPPI/
XIEGIATAII PRIORITAS (XPI

[.I[!-TJIJ SATUAT TTRGET
2.,26

AII'XASI
(RP. JUTAI

l-liEIFiFIiiftFrl7sliTll ,w4
07.t6.o2
KP: Pelindungan dan
Pelayanan WM, termasuk PMI
di Luar Negeri yang Integratif

0l - Terintegrasinya dan 01 - lndeks Pemanfaatan 96,00 96,10
terwujudnya dan Pengembangan SisteB
Peningkatar Kualitas Informaai Pelayanan dan
Pelayarlan dan Pelindungan Terpadu bagi
Perlirdungan Warga WNI di Luar Negeri

teriasuk pekeria irl t"."n 02 - Indeks Penguatan 9Z,SO 98,10
Indonesia lpMlt'di Lu; SisteE Kelembagaan
Neceri Pelayanan dan Pelhdungan- WM di Luar Negeri

03 - Indeks Diplomasi
Pelindungan WNI di Luar
Negeri

98,50 98,80

259.974,42 011 - Kementerian Luar
Negeri

011 - Kehenterian Luar
Negeri

011 - KeEenterian Luar
Negeri

CATATAN:
l Sesuai dengan pendckatan THIS, s.buah proyek dapat m€ndukung lcbih dari 1 (satu) Prioritas Nasionali

3 Perubahan rincian dan pendanaan proy€k BGlanJa K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan p€rs€tujuan Mcnt n PPN/Kepala Bappcnas dan Mcntcri Keuangan;
4. Dapat tcrjadr pcrubahan alokasi dan targct scsuai cfisiensi anSg8aran berdasarkan In!'res No 1 tahun 2025.
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PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN

BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN
MAKMUR

PRTORTT/$ IAAIOXTL IPU/
PROGRAI PRIORITAS (PPI/
xErlrATtr PruoRrTAa (raPl

hrI:-rJirJJ iTiI'tr?ff.IJ FrfiirIJ &rsErr E
2Ur4

TIROET
2.)/t6

rLoxlsl
(RP. JI'TAI

liFtrI\'i:]t

o8
PN: Memperkuat Penyelarasan
Kehidupan yattg Harnonis
dengao Lingkungan Alam dan
Budaya, serta Pearingkatan
Tol€f,ansi Antarumat
Beragama untuk Mencapai
Masyorakat yant Adit dan
Malsnur

0l - Terwujudnya
Kehidupan Beragama
yang Maslahat dan
B€rkebudayaan Maju

01- Indeks Pembangunan
Masyarakat (IPMasl

62,4s eo2rl 66,15 90.834.011,65 036 - Kemeart€risn
Koordinato( Bidang
Pembangunan Manusia daIt
Kcbudayaan

02 - Terwujudnya
Resiliensi terhadap
Bencana dan Perubahan
Ikliin

Ol- Proporsi Kerugian
Ekonomi Langsunt Akibat
Bencana Relatif terhadap
PDB

pers€n o,14O l2o22l 0,136 036 - Kementerian
Koordinator Bidang
Peobangunan Manusia dan
Kebudayaan

08.01
PP: Penguatan Kerukunan
Umat Beragama dan Iayanan
Keagamaart Transformatif
untuk Mewujudkan
Kehidupan Beragama
Maslahat

01 - Terwujudrya
Masyarakat yang
Memitiki Cara Pandang
dan Pial(tik Beragama
Jalan Tengah dalar!
Kehidupan B€ragarna,
serta tayanan
(eagamaan yang
Trensformatif

01- Indeks Kerukunan UEat
Beragama (IKUB)

02- Indeks Layana'
Keaga.@aan

76,47

86,51

77,14 2.246.237,95 025 - KeEenterian Agama

87,51 025 - Kementerial Agama
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PRIORITAS nASTOXTL (P[I|/
PROGRAU PRIORITAA (PPI/
xEGIAT/rr PRIORTTTS (XPl

.cffiT,[i lIiDil.Jl. il ffiiTTJ aestLDltE
2024

TARCEf,
20.26

AII)XASI
(RP. JI'TAI

IIISTIIIgI
r(ooRDr[AToR/ PEltGtf PU

08.01.01
KP: Penguatan Mod€rasi
Beragama dan Kualitas
tayanan Bimbingan
KeagaDaan

01 - Meningkatnya
Moderasi Beragama dan
Kualitas l,ayanan
Birnbingan Keagamaan

01- Nilai l^ayanan
Penl rluhan Agama

44,52l2o24l 44,74 126.505,92 025 - Kementerian Agaraa

02- Nitai Aspek Penerimaan
terhadap P€f,bedaan Sosial
(Agama dan Etris)

6r,74 QO2tl 66,99 O25 - Kementerian Agama

03- Persentase Calon
Pentsntin yang
Mendapatkan Bimbingan
Perkawin r

04- Persentase Rumah
Tangga yang Mendapatkan
BirDbintan Keagamaan
Keluarga

persen

persen

27

o,s l2o22l

50 025 - Kementerian Agama

0,8 025 - KeEenterian Ataroa

o8.ol.o2
KP: Jaminan Hak Beragama
serta Kehidupar Beragama
yang Harmonis dan Rukun

Ol - Meningkahya
Jaminan Kebebasan
Beragafta dan
Kehidupan Beragama
yang Harmonis serta
Rukun

0 1- Pers€ntas€ Rekomendasi
Early Waining System
(Keagalnaan) yaDg di Tindak
Lqnjuti

02- P€f,sdrtase Provinsi yang
Memperoleh Nilai
Kerukunar! UEat B€ragarna
dengan Kategori Sangat
Tincg

persen

persen

lo 40 7 .534,22 O25 - Ke6enterian Agama

025 - Kementerian AgaEa3524
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:sffi F|EFTIJ EASBT.INE
2l}24
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ITOIIASI
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ffi.ffi.n

08.01.03
KP: Peningkatan Peran Tokoh
Agama, L€mbaga Agama, dan
L€Ebaga Sosial Keagamaal

01 - Menguatnya Perar
dan Kerja Sama Tokoh
Agama dan l,€mbaga
Agama/ Sosial
Keagamaan dalam
Meurjudkafl layanan
Keagaroaan yang lDklusif

Ol- Pers€atase L€Ebaga
AgaEa dan IrEbaga Sosial
Keagamaan yang Memenuhi
Standar Pengelolaan

persen 40 46 O O25 - KeDenterian Agama

o8.ol.04
KP: Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pedbadatan

01 - Ters€diarrya Sarpras
Peribadatan yang
Merxrenuhi Standar

Ol- Persentase Sarana
Prasarana Peribadatan yang
Memenuhi Standar

persen 66,69 64,O2 025 - Kementerian Agar[a

08.o1.05
KP: Trandormasi LayaIran
Keagsmaan yant Berkualitas,
M€rata, dan Inklusif di lGntor
Urusan Agama (KUA)

01 - Menintkatnya
Kualitas Layanan KUA
s€cara Merata, lnldusif,
derr Trensformatif

O1- Indeks Kepuasan
layartan KUA

85,53 a5,75 663.644,53 025 - Kementerian Agama

08.o1.06
KP: Transformasi
Penyelenggaraan Haji dan
UErah yang Transparan,
Akuntabel, Allan, dan
NyamaIl

01 - Meningkatnya
Kualitas Layan€n Haji
dan Umrah yang
Tlansparan, Akuntabel,
Araan, dan Nyaraan

O1- Indeks Kepuasan
Jemaah Haji Indonesia
(IKJHI): l"ayanan Haji dalam
negeri; Iayanan Haji luar
negeri

go,as 12o22)i
88,20

91,25;
88,75

9@.714,36 025 - Kementerian Agama

Badan Pengelola l(euangan
Haji (BPKH)

02- Persentase Nilai
Pertumbuhan Perolehan
Nilai Marfaat Dana Haji

persen to,4 t2,a
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PRIORITAA TASIOTTL (P$/
PROGRN PRIORITAS IPFI/
IIIEGIATAIT PRIORIT/$ (XPI

h!-I:rIrrIJ F.IE{IrIJ

persen

ALOKASI
(RP. JI'TAI

iilr:ryIiIfi

O25 - Kementerian AgaEa

?I'A
^itF,

82,OO;96,000 82,10,96,01403- Persentase L€Dbaga
Penyelenggaraan Haji
Khusus dan Umrah yang
Teralseditasi (A): Lembaga
Penyelenggara Haji khusus;
I,eEbaga PenyeleaEgara
Umrah

08.01.07
KP: Ttansfonnasi
Pcoyelenggaraan Jaminan
Produk Helsl

01 - Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal
yang Profesional

Ol- Indeks Kepuasan
Layanan Sertifi kasi Halal

88,56 91,69 483.438,92 142 - Badafl Penyelenggara
Jaminan Produk Halal

02- Tingkat Literasi Produk
dan Jasa Halal

pers€n 34,08 46,10 142 - Badan Peatyelenggara
Jaminen Produk Hslel

08.01.08
KP: Pdrgembangan Darxa
Sosial Keagamaarl Produktif

Ol - Meningkatnya
PengeEbangan Dara
Sosial Kea8alraan
Produktif untuk
Mendukung Pengentasan
I(emisLinan dan
Kescjahtef,asn
Masj€rakat

O 1- Pers€ntas€ Penduduk
Miskin yang Menerima
Manfaat Dana Sosial
Keaga,Iaan untuk
Peningkatan Kesejahteraan

pcrs€n 1 3 0 025 - KeEenterian Agama

02- Persentase Lcmbaga
Dana Sosial Keagamaafl
yang Akuntabel dan
Profesional

persen 7a a5 025 - Kementerian Agama
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IITST/UIAI
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08.02
PP: Pelestarian dan Pemajuan
Kebudayaafl serta Penguatan
Karalter Balgsa

0l - Terwujudnya
Masyaralat yang
Berkaralde! dan
Berkebudayaan Maju

0 1- Indeks P€rabangunan
Kebudayaan (IPK)

s7 ,13 l2o23l 58,99 l.2l2.AA4,59 140 - Keraearterian
Kebudayaan

08.02.0r
KP: Pertguatan Karakter dar!
Jati Diri Bangsa

01 - T€flMrjudnya
Karaker dan Jati Diri
BaDgsa yang Kokoh
Berlandaskan Nilai-Nilai
Pencasile

0 l- Pers€ntase Peaduduk
yang Medgikuti Gotong
Royong dan Kegiatan Sosial
KemaErarakatan Lainnya

pers€n 36,O0 (20231 37 ,06 218.62l,& 140 - Kemearterian
Kcbudayaa.u

oa.o2.o2
KP: Pelindulga! dan
Pelestarian Warisan Budaya

Ol - Terwujudaya
Pengelolaan Terpadu
Warisal Budaya yang
Efektif dan
B€rkelafljutan

O1- Pef,sentase Cagar
Budaya dan Warisan
Budaya Takbenda yang
Ditetapkan

persen 58 62 242.032,66 l4O - Kementerian
Kebudayaan

08.02.03
KP: Pemanfaatat! Kha"inah
Budaya dan PeogeElbangan
Kawasan Pemajuan
Kebudayaan

0l - Terwujudnya
Kawasan Pemajuan
Kebudayaan yang
Mendorong
P€r:tumbuhan Ekonomi,
Peargentasa,r
KeEist<inart, dan
Peningkatan Kualitas
SDM Kebudayaan

0 1- Pers€ntas€ Penduduk
yang Bekoja di BidarE Seni
Budaya

pers€n o,43 (2o2sl o,51 242.461,91 140 - Keraentedan
Kebudayaan

140 - Kementerian
Kebudayaan

02- Jumlah Kawasan
Pemajuan Kebudayaan yang
Dikembangkan (Kumulat.i0

kawassn 31
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(RP. Jt TAI
-iI.IrT,r:n

FrSfiTJJ

08.o2.04
KP: Jaminan Hak
Kebudayaan, Ekspresi
Budaya, dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat

01 - Terpenuhinya Hak
Berkebudayaan dan
Kebebasan Berekqrresi,
serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat

O 1- Persentase Penduduk
yang Pemah Terlibat s€bagai
Pelaku/Pendukung
Pertunjukal S€ni

persen r,58 |,76 115.271,38 140 - Kernenterian
Kebudayaan

l4O - Kementerian
Kebudayaan

02- Jumlah Wilayah Adat
yang Dikembangkan dalam
Pemajuan Kebudayaan

wilayah adat 3 4

08.02.05
KP: Peng€mbangan Bahasa
dan Sasta Indonesia

01 - Meningkatnya
Literasi Kebahasaan dan
Kesastraan Indonesia

O1- Indeks Petnbangunan
Kebahasaan

4s,42 l2o22l 52,72 189.498,13 138 - Kementerian
Pendidikan Dasar dalr
Menengah

08.02.06
KP: Transformasi Kearsipa!
untuk MengeEbangkan
Memori Kolektif Bangsa dan
Tata Kelola Pemerintehan

0l - Terwujudnya
Kearsipan yang
TransforEatif untuk
Mengembalgkan Memori
Kolektif Bangsa dan Tata
Kelola Pcoerintahan

O1- Indeks Budaya Tertib
Arsip

02- Indeks Memori Kolektif
Bangsa

70,24 73,A6

72,4O69,IO

85.000,00 087 - Arsip Nasional
Relrublik lndonesia

087 - Arsip Nasional
Republik Indonesia

oa.o2.o7
KP: Pengembangan Diplomasi
Kebudayaan

01 - Me ngkatnya
Rekognisi Global atas
Kebuda]ra,art Indonesia

01- Jumtah Waiisan Budaya
Indonesia yang Diusulkan
sebagai Warisan Budaya
Dunia

unit 2 5 79.994,44 140 - Kementerian
Kebudayaan
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PROGRAI PRIORITAS (PP)/
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(RP.JUTAI XOORDTIATOR/PE GTUPU

02- Jumlah Rumah Budaya
Indonesia yang
Dikembangkan dan
Dimanfaatkan (Kulrulati0

rumah budaya 10 (2017) t2 l4O - Kementerian
Kebudayaan

08.03
PP: Pembangunan
Berketahanan lklim

01 - Menurunnya
Potensi Kerugian
Ekonomi Akibat
Perubahan Iklim pada
Empat Sektor hioritas
(Kelautan darr Pesisir,
Air, Pertadan dan
Kesehatan)

0 1- Persentase Penurunan
Potensi Keru gian Ekonomi
Akibat Perubahan Iklira
terhadap PDB (7d pada
Empat S€tidor hioritas
(Kelautan dan Pesisir, Air,
Pertanian dan Kes€hatan)

Persen 0,99s (2023) O,275 86.178.930,80 144 - Kementerian
Lingkungan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkuntan
Hidup

08.03.01
KP: Peningkatan Ketahanan
Iklim Pesisir dan taut

01 - Peningkatan Nilai
Ketahanan Wilayah
Pesisir dan Pulau - Rrlau
Kecil

0l- Nilai Ketahanan Wilayah
Pesisir dan Pulau - Pulau
Kecil

{indikator
barul

60 1.553.419,1O O32 - Kemearterian Kelautan
dan Perikanan

08.03.02
KP: Pengelolaan Sumber Daya
Air Adaptif lklira

01 - Meoingkatnya
Keakurasian Modifikasi
Cuaca

Ol- Pers€ntase Akurasi
Keb€f, hasilan Modifi kasi
Cuaca

persen (indikator
baru)

84 6.535.494,40 075 - Badan Meteorologi,
Kirratologi dan Geofi sika

08.03.03
KP: Pengembargan dan
lmplementasi P€rtanian
Ramah Iklim

01 - Menurunnya
Potensi Kerugian
Ekonomi Akibat
Perubahan Iklim pada
Selftor Pertanian

O 1 - Persentas€ Penurunan
Potensi Kerugian Ekonomi
Akibat Perubahan lklim
terhadap PDB (o/o) pada
Seldor Pertanian

pers€n o,24a QO23l 0,187 16.647.597,34 018 - Kementerian P€rtanian
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STSF J |lirtl'lIf{Ta :rSirrJJ .aASELIIE
2024

TARGET
2026

AI,OXAAI
(RF. JI'TA}

iI;F:rlTaF:ll

08.03.04
KP: Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Sensitif
Iklim

01 - Menurunnya
Persentas€ Kejadian
Penyakit Sensitif lklixr

O1- Perseotase Penurunan
Kej adian Penyakit sensitif
Iklim

persen (indikator
baru)

11 2.419.037,95 024 - Kementerian Kesehatan

08.03.05
I(P: Penguatan Tata Kelola dan
Kapasitas untuk
Pembangunan Berketahanan
Iklim

Ol - Mearingkatnya Tata
Kelola dan Kegiatan
Pendukung Pencapaian
Target Pembangunan
Berketahanan iklim

01- Persentase Aksi
Pendukung Ketahanan lklir!
yang Dilaksanakan di Lokasi
Prioritas

15 59.023.382,01 144 - Kementerian
LinAkurgan Hidup/Badan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

persen o

08.04
PP: Pengeliolaan Risiko
Bencana yang Efisien dan
Tepat Guna

0l - Menurunttya
Tingkat Risiko Bencana
Nasionel

0 1- Persentas€ Penurunan
Nilai Indeks Risiko Bencana
Nasionel

1.195.958,30 103 - Badan Nasional
Penanggulangan Beocana

pers€n l,s 12023) 1,2

08.04.01
KP: Pedngkatan Upaya
Pencegahan dan Mitigasi

0l - Meningkatnya
Upaya Pencegaha! dan
Mitigasi Bencala

0 I - Persentas€ Daerah yang
Memiliki Tingkat Kapasitas
Penanggulan8an Bencana
MiniEal pada I(ategori
Sedang

pers€n 62 12023) 72 5O.6a3,42 103 - Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

08.04.02
KP: Peningkatan Layanan
Peringatan Dini dan
Pena[ganart Kedaruratart
Bencerra

0l - Meningkatnya
Penyelenggaraan
l,ayanan Peringatan Dini
dan Keandalan Respon
saat Terjadi Bencana

Ol- Perscntas€ Cakupan
l,ayanan Peringatan Dini di
Daerah Berisiko Bencala

pe!sen 6,OO 6,17 1.133.004,88 103 - Badan Nasional
Penanggulangart Bencana
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08.03.03
KP: Pengembangan dan
ImpleEentasi Pertanian
Ral1rah lklim

02- Kecqratan Penyarnpaian
Informasi Peringatan Dini
Bencana ke Publik

menit 3 <3 075 - Badan Meteoroloti,
Klimatologi dan Geofi sika

75 100 lO3 - Badan Nasional
Penanggulangal Beircana

03- Persentase Daerah yang
Menetapkan Status Keadaan
Darurat B€ncana dan
Menerima Intervensi sesuai
Standar

persen

08.04.03
KP: Pemenuhan Kebutuhan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencella

01 - Meningkatnya
Kua.titas Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana

O1- Pers€ntase Daerah
Pasca Bencana Masif yang
Ditangani

pers€n loo 100 O 103 - Badan Nasional
Penanggulangan Bellcana

08.04.04
KP: Peningkatan Resiliensi
Masyarakat Terhadap Bencnna

08.04.05
KP: Penirtkatan Infrastruktur
Berketahalan Bencena

0l - Meningkatnya
Resiliensi MasDralakat
terhadap Bencana

0l - Meningkatnya
Infrastruhur
B€f,ketahanan Bencana
di Lokasi hioritas
Bettcana

O1- Perserttase Desa
Berketahanan Bencana
Multipihak

Ol- Rasio Ikbupaten/ Kota
yang Menerapkan
Infrastiulfi rr Berketahanan
Bencana di Iokasi hioritas
Bencana

persen

persen

10,31 10,75

38o

5.770,00 103 - Badan Nasional
Penar8gulangan Bencana

6.500,00 145 - KeEenterian Pekerjaan
Umum
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CATATAN:
l. Scsuei dqrgan p.ndckatan THIS, tcbuah ploylk dalat Ecadu.kuDa Lbih dari I (.at{ kiotita. Na.ionql;

4. Dapat tcrjadi peruhahan alokasi dsn trrgpt e.uai afd.nsi a$88garan bctd..arkan Inprca No 1 tahun 2025.

PITESIDEN REPUBUK INDONESTA,

PRABOWO SUBI,ANTO

Salinan sesuai dengan aslinYa
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBUK INDONESI,A

Perundang-undaagan dan
Hukum,

ttd.

tKt

Eut!
*

SK No 154167C
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